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KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdullilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan
Hidayah-Nya, sehingga Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja PD) Dinas
Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 ini dapat disusun. Perubuahan Renja Dinas
Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 ini selanjutnya akan digunakan sebagai
pedoman dan rujukan dalam perencanaan, prioritisasi program dan kegiatan, serta pelaksanaan
pembangunan kesehatan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025.

Perubahan Renja Dinas Keschatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 ini disusun
berdasarkan review terhadap kebijakan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025, rencana prioritas program dan kegiatan yang disusun
oleh masing — masing bidang dan UPTD. Sehubungan dengan hal tersebut, Renja PD ini
merupakan dokumen untuk memenuhi amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeti dimaksud
dan juga sebagai pemenuhan salah satu tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi
Sumatera Utara, yang dalam penyusunannya memerhatikan keselarasan dengan program
prioritas nasional tahun 2025, prioritas daerah, serta analisis terhadap hasil pelaksanaan dan
pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

Kami sangat mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dan membantu
penyusunan Perubahan Renja Dinas Keschatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 ini.
Semoga seluruh daya dan upaya yang kita lakukan selalu mendapatkan rahmat, hidayah, dan
ridho dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.

MEDAN, JULI 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINST SUMATERA UTARA,

G

H. MUHAMMAD FAISAL HASRIMY, A.P., M.A.P.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19750727 199311 1 001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS KESEHATAN

Jalan Prof. H.M. Yamin SH No. 41 AA, Medan, Kode Pos 20234
Telepon (061) 4524550 — 4535320, Laman dinkes.sumutprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR : 900.1.1.2/2394/DINKES/1V/2025

TENTANG
TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA) PERANGKAT DAERAH
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Menimbang : a  bahwa dalam rangka mencapai fujuan pembangunan nasional bidang kesehatan dan
memenuhi amanat Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
dan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaiuasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, periu disusun Perubahan
Rencana Kerja {P-Renja) Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun
2025;

b. bahwa dalam rangka penyesuaian dan penyelarasan tujuan, sasaran, strategi, arah
kebijakan, program, kegiatan tahun 2025 terhadap Asta Cita, PHTC Nasional, Program
Prioritas Nasional, PHTC Provinsi, Program Prioritas Provinsi tahun 2025, yang selanjutnya
diakomodir dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2025 sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun;

¢.  bahwa pegawai, nama dan jabatan yang tercantum datam lampiran keputusan ini, dipandang
cakap dan mampu untuk bertugas sebagai Tim Penyusun Perubahan Renja Perangkat
Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢,

d.  peru menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tentang
Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2025,

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Propinsi Atjieh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1103),

2. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomar 4286);

3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sislem Perencanaan
Pembangunan Nasionat (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456},



10.

18

12.

131

14.

15.

Undang-Undang Republik indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi
Publik {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomar 4846),

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856};

Undang-Undang Republik indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6864);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987},

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4663);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Petaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2018 Tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah
Provins! Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 6);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1);



Menetapkan
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16.

174

18.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara {Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor
8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);

Peraturan Gubemur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi
Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023
tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah {Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun
2023 Nomor 39);

Peraturan Gubemur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan
Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2024 Nomor 7).

MEMUTUSKAN

Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Perangkat Daerah Dinas
Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025.

Susunan Tim Penyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana diktum kesatu,
tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan
ini,

Tim bertugas menyusun Rancangan Awal (Ranwal), Rancangan, Rancangan Akhir dan
Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun
2025, meliputi antara lain :

a. Melakukan penyesuaian dan penyelarasan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,
program, kegiatan sesuai dengan visi, misi, dan program Gubermnur dan Wakil
Gubemur Sumatera Utara sesuai dengan Surat Edaran Menteri dalam Negeri Rl
Nomor : 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintan Daerah dan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025,

b. Melakukan penyelarasan dan dukungan terhadap arah kebijakan nasional serta
program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam rangka
pencapaian visi Indonesia Emas 2045 sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor
12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN);

¢. Mereviu hasil evaluasi pencapaian indikator Renja Dinas Kesehatan Provinsi
Sumatera Utara Triwulan | Tahun 2025 berdasarkan Renstra Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029;

d. Menyusun program/kegiatan dan indikater Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas
Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 sesuai dengan hasil pemetaan
(mapping) program/kegiatan/sub kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Rl Nomor 90 Tahun 2019;

e. Menyusun kebutuhan anggaran untuk pencapaian indikator Perubahan Renja
Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tahun 2025;



f  Mengkaji, menganalisa, dan mengimplementasikan isu-isu penting penyelenggaraan
tugas dan fungsi SKPD ke dalam perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas
Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tahun 2025;

g. Menelaah rancangan awal Perubahan RKPD Tahun 2025 serta perumusan tujuan
dan sasaran dan perumusan kegiatan prioritas;

h. Mengakomodir masukan dari Sfakeholder dengan mengintegrasikannya melaiui
program/kegiatan pada masing-masing unit kerja;

Keempat - Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Penyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas

Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, sebagai berikut:

a. Bertanggung jawab terhadap rumusan hasil penyusunan Perubahan Renja Perangkat
Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025,

b. Bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta menyampaikan
laporan tertulis datam bentuk dokumen Rancangan Awal, Rancangan, Rancangan
Akhir, dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2025.

Kelima :  Segala biaya yang diperiukan untuk kegiatan Tim Penyusun Perubahan Renja Perangkat

Daerah dimaksud dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat
Daerah (DPA SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025;

Keenam © Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhimya

penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2025. Apabila di kemudian hari temyata terdapat kekefiruan, akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN
TANGGAL - 09 APRIL 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA,

&Y .O

H. MUHAMMAD FAISAL HASRIMY, A.P., M.AP.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 197507271993111001

Keputusan ini disampaikan kepada:

1

2.
3,
4

Bapak Gubernur Sumatera Utara sebagai laporan;
Kepala Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara;
Yang bersangkutan;

Pertinggal.
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BABI
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Kesehatan Tahun 2025
merupakan bentuk pelaksanaan Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Peraturan di atas secara substansi
mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah
(Perubahan Renja OPD) untuk periode tahunan serta untuk mendukung berhasilnya
pencapaian sasaran pembangunan daerah tahun 2025.

Beberapa hal yang mendasari diambilnya kebijakan untuk melakukan Perubahan
Renja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025, yaitu:

a. Penyesuaian dan penyelarasan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program,
kegiatan sesuai dengan visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera
Utara sesuai dengan Surat Edaran Menteri dalam Negeri RI Nomor : 900.1.1/640/SJ
tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025;

b. Penyelarasan dan dukungan terhadap arah kebijakan nasional serta program Asta Cita
Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam rangka pencapaian visi Indonesia
Emas 2045 sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);

c. Penyelarasan pencapaian target kinerja indikator pembangunan kesehatan tahun 2025;

d. Pergeseran, penghapusan, penambahan anggaran dan kegiatan, perubahan lokasi
pelaksanaan kegiatan, target kinerja kegiatan, serta manfaat atau hasil daripada kegiatan
sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja
dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

e. Percepatan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka pencapaian



target sasaran pembangunan kesehatan tahun 2025 dengan memperhatikan visi, misi, dan
program Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dan arah kebijakan nasional;

f. Evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

Perubahan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 dilakukan
melalui tahapan:
1) Penyusunan rancangan Perubahan Renja;
2) Perumusan rancangan akhir Perubahan Renja; dan

3) Penetapan.

Selain itu rumusan Perubahan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun
2025 mencakup evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan sampai dengan Triwulan I
(Triwulan Satu) tahun 2025, penelaahan terhadap kebijakan nasional, review terhadap
Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2025, dan perumusan program dan
kegiatan beserta pagu indikatif. Dalam pelaksanaannya, proses Perubahan Renja ini
melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan

UPTD.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan



10.

11.

12.

13.

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6987);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



14.

15.

16.

17

18

19.

20.

21

22

23.

24.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);

. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang

Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 166);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan
Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan

Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);

. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 — 2029 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

Instruksi  Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang

Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Masyarakat Hidup Sehat;
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan
Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan 6 Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 586);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 1419);
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang
Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit
5



35.

36.

37.

38.

39.

40.

41

42

43.

44,

Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter
Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1207);

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang
Kesehatan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55);
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang
Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang
Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 831);

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang
Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 839);

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang
Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 1039);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1);

. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran

Daerah Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);

. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2023 tentang

Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 2);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara 2025- 2045
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6);

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi
Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9
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Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 39);

45. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas
Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi,
Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 7).

1.3 Maksud dan Tujuan
a. Maksud
Maksud disusunnya Perubahan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2025 adalah sebagai pedoman dalam rangka percepatan pelaksanaan Rencana
Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan tujan dan sasaran

pembangunan kesehatan tahun 2025.

b. Tujuan
1. Mendukung visi, misi, tujuan, sasaran dan program prioritas Gubernur dan Wakil

Gubernur Sumatera Utara.

2. Mendukung Arah Kebijakan Nasional serta program Asta Cita Presiden dan Wakil

Presiden Republik Indonesia dalam rangka pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.
3. Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah sesuai Surat Edaran

4. Sebagai acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan
dilaksanakan pada triwulan II, III dan triwulan IV tahun 2025 yang selaras dengan
program dan kegiatan prioritas yang tertuang dalam Perubahan RKPD Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2025.

5. Sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2025 perubahan RKA dan DPA SKPD Tahun 2025.

6. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program, kegiatan dan

sub kegiatan tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara 2025 terdiri dari 5 (lima)

Bab, di mana masing-masing Bab memuat beberapa Subbab sebagai berikut:



Bab 1 adalah Pendahuluan, memuat Latar Belakang yang menjelaskan pengertian ringkas
tentang Perubahan Renja PD, proses penyusunan Perubahan Renja PD, keterkaitan antara
Perubahan Renja PD dengan dokumen Perubahan RKPD, Renstra PD, Perubahan Renja
Kementerian Kesehatan dan Perubahan Renja PD Kabupaten/Kota, serta keterkaitan tindak
lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD, Landasan Hukum, yang menginformasikan
peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta
pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD,
Maksud dan tujuan, yang menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Renja
PD, dan Sistematika penulisan, yang menguraikan pokok bahasan dalam penulisan

Perubahan Renja PD serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab 2 adalah Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Triwulan [ Tahun 2025 yang memuat
Evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra PD, yang
berisikan informasi mengenai realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target
kinerjahasil/keluaran yang direncanakan; realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi
target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; realisasi program/kegiatan yang melebihi
target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; faktor-faktor penyebab tidak tercapainya,
terpenuhinya atau melebihi target kinerja; implikasi yang timbul terhadap target capaian
program Renstra PD, serta kebijakan/tindakan perencanaan danpenganggaran yang perlu
diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab, Analisa Kinerja Pelayanan PD, yang
berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang
ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2008, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, yang
menguraikan tentang sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis lainnya
termasuk koordinasi dan sinergi program antara Dinas Kesehatan Provinsi dengan Dinas
Kesehatan dan RSUD Kabupaten/Kota, termasuk dengan Kementerian Kesehatan;
permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD;
dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, program
nasional/internasional seperti Standar Pelayanan Minimal (SPM), penanggulangan
kemiskinan, dan Sustainable Development Goals (SDGs); tantangan dan peluang dalam
meningkatkan pelayanan PD, formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan
yang strategis untuk ditindak lanjuti; Review terhadap RKPD, yang berisikan proses yang
dilakukan yaitu membandingkan antara Perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; penjelasan temuan-temuan setelah
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proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Perubahan RKPD misalnya
terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Perubahan RKPD, serta
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, yang menyajikan penjelasan
tentang bagaimana usulan program/kegiatan dari pemangku kepentingan tersebut diperoleh,
dan penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting

penyelenggaraan tugaspokok dan fungsi SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

Bab 3 adalah Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang memuat Telaahan terhadap
kebijakan Nasional, yang berisikan penelaahan menyangkut arah kebijakan dan prioritas
pembangunan nasional yang terkait tugas pokok dan fungsi PD, Tujuan dan sasaran Renja
SKPD, yang menjelaskan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD dikaitkan dengan sasaran target kinerja
Renstra PD, serta Program dan kegiatan, yang berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor
yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis
besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, dan penjelasan bilamana rumusan
program dan kegiatan tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu

indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Bab 4 adalah Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang berisi program dan

kegiatan PD serta sumber pembiayaannya.

Bab 5 adalah Penutup yang berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik
dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai

dengan kebutuhan; kaidah-kaidah pelaksanaan; dan rencana tindak lanjut



BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN SAMPAI DENGAN
TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Sampai Dengan Triwulan I Tahun
2025

Berdasarkan hasil pelaksanaan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan Rencana Kerja
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, secara umum pelaksanaan Renja Triwulan I Tahun 2025
telah berjalan dengan baik namun meskipun demikian masih terdapat beberapa tantangan, kendala
dan hambatan yang perlu menjadi perhatian, terutama pelaksanaan beberapa kegiatan yang
terkendala dengan adanya pergeseran, penghapusan, dan penambahan anggaran.

Evaluasi Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Rencana Kerja Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Utara sampai dengan triwulan I Tahun 2025 disusun dengan tujuan agar dapat
mengetahui dan mengukur sampai sejauh mana gambaran pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan
Kesehatan yang selanjutnya sebagai upaya tindak lanjut, maka diperlukan strategi yang lebih adaptif
dan responsif dalam menghadapi kendala yang ada.

Evaluasi hasil kinerja pelaksanaan Renja Tahun 2025 sampai dengan triwulan I tahun 2025
merupakan evaluasi yang dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan. Hasil dari evaluasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 ini
yang akan menjadi bagian dari dasar dilakukannya perubahan Renja Dinas Kesehatan Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2025 dalam rangka percepatan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas
Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025.

Capaian program, kegiatan, sub kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sampai

dengan Triwulan I Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 1
Capaian Kinerja Renja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
Triwulan I Tahun 2025
Target Tahun
No Indikator Realisasi TW. I % Unit Kerja
2025
1 Umur Harapan Hidup 74,01 Tahun N/A N/A Dinas Kesehatan
2 Angka Kematian Ibu (AKI) per 65,78 11,61 178,90% | Dinas Kesehatan
100.000 kelahiran hidup
3 Angka Kematian Bayi (AKB) per 3,28 0,65 181,23% | Dinas Kesehatan
1.000 kelahiran hidup
4 Prevalensi balita stunting (pendek 20% N/A N/A Dinas Kesehatan
dan sangat pendek)
5 Angka kesakitan (morbiditas) 10,03% N/A N/A Dinas Kesehatan
6 Cakupan Kepesertaan Jaminan 98,6% 93,6% 94,92% Dinas Kesehatan
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Indikator

Target Tahun

Realisasi TW. I

%

Unit Kerja

2025

Kesehatan Nasional (JKN)

6 Proporsi Fasilitas Kesehatan yang 54% N/A N/A Dinas Kesehatan
Terakreditasi Paripurna

7 Bed Occupancy Rate (BOR) RSU 70% 70,15% 100% UPTDK RSU Haji
Haji Medan Medan

8 Length of Stay (LOS) RSU Haji 4 Hari 4 Hari 100% UPTDK RSU Haji
Medan Medan

9 Indeks Kepuasan Masyarakat RSU 87% 93% 106% UPTDK RSU Haji
Haji Medan Medan

10 | Average Length of Stay (ALOS) 35 Hari 52,36 Hari 66,85% UPTDK RSK Jiwa
RS Jiwa Prof. Ildrem

11 Bed Occupancy Rate (BOR) RS 75% 64,84% 115% UPTDK RSK Jiwa
Jiwa Prof. Ildrem

12 Indeks Kepuasan Masyarakat RS 85% 85,45% 100,53% | UPTDK RSK Jiwa
Jiwa Prof. Ildrem
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Tabel 2. 2
Evaluasi Hasil Terhadap Renja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Periode Pelaksanaan Sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025

Tingkat Capaian PeLrj:rllt B
Realisasi Target Kinerja dan Realisasi Capaian Realisasi Kinerja Kinerja dan s 9
q N Terget Renstra Capaian Kinerja N e DTyl 3 Kinerja dan Anggaran dan Anggaran Realisasi
Tujuan/ Program / Plzdlrzarso(rolﬁltgi”r:e) Perangkat Renstra Pl:gr?alg ? DR::rJ:h IRl (e (FEdE ViEn Renja Perangkat Daerah Renstra PD s/d Anggaran PZin:h
Sasaran Kegiatan gre Daerah Tahun Perangkat grat ba yang dievaluasi Tahun 2026 Renstra PD 99
/ Kegiatan (output) Daerah Provinsi Tahun ® ung
2026 Daerah Tahun Tahun 2026 (%)
2025 Jawab
2024
- 14 =13/5x
| I 1] \% 12 13=6+12 100% 15
2 3 4 5] 6 7 8 9 10 11 K Rp. K Rp. K Rp. K
K Rp. K Rp K Rp K Rp. K Rp 1 Rp K Rp
Meningkatnya Derajat Kesehatan Umur Harapan Hidup 74,18 73,90 74,01 N/A N/A N/A N/A Dinas
Masyarakat (UHH) Kesehatan
Tahun Tahun Tahun
Meningkatnya Kesehatan Ibu dan Angka Kematian Ibu 56,18 52,22 61,87 11,61 11,61 11,6 181,23
Anak (AKI) per 100.000 1
Kelahiran Hidup
Angka Kematian Bayi 28 2,81 3,08 0,65 0,65 0,65 178,90
(AKB) per 1.000
Kelahiran Hidup
Meningkatnya Status Gizi Prevalensi stunting 15,00% N/A 16,40% N/A N/A N/A N/A
Masyarakat pada Balita Stunting
Menurunnya Angka Kesakitan Angka Kesakitan 9,84% 10,08% 9,96% N/A N/A N/A N/A
(Morbiditas)
BELANJA 59,62% 0,00 59,62% 12,06
655.864.613.970 79.094.830.206 79.094.830.206 79.094.830.206
URUSAN WAJIB
PROGRAM Nilai SAKIP Perangkat A AA A 41,11% 0,00 41,11% 24,43
PENUNJANG Daerah 291.057.793.608 71.119.192.796 71.119.192.796 71.119.192.796
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI
A AA A
Perencanaan, 36 12 12 8 8 20 55,56% 0,00 Dinkes
Penganggaran, dan 989.623.600 - - Provsu
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
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Dok

Dok

Dok

Dok

Dok

Dok

Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Perangkat Daerah

Outcome :

Jumlah Dokumen
Perencanaan,
Anggaran, dan Evaluasi
Pembangunan
Kesehatan yang
Tersusun

36

560.099.450

20

55,56%

Dok

Dok

Dok

Dok

Dok

Dok

Output:

Jumlah Dokumen
Perencanaan
Perangkat Daerah

Dok

Dok

Koordinasi dan
Penyusunan
Dokumen RKA -
SKPD

Outcome :

Jumlah Dokumen
Perencanaan,
Anggaran, dan Evaluasi
Pembangunan
Kesehatan yang
Tersusun

36

18.810.000

20

55,56%

Dinkes
Provsu

Dok

Dok

Dok

Dok

Dok

Dok

Output:

Jumlah Dokumen RKA-
SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD
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Koordinasi dan
Penyusunan
Dokumen
Perubahan RKA -
SKPD

Outcome :

Jumlah Dokumen
Perencanaan,
Anggaran, dan Evaluasi
Pembangunan
Kesehatan yang
Tersusun

36

32.625.000

20

55,56%

Dinkes
Provsu

Dok

Dok

Dok

Dok

Dok

Dok

Output:

Jumlah Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan
RKA-SKPD

Dok

Dok

Dok

Koordinasi dan
Penyusunan DPA -
SKPD

Outcome :

Jumlah Dokumen
Perencanaan,
Anggaran, dan Evaluasi
Pembangunan
Kesehatan yang
Tersusun

36

28.695.200

20

55,56%

Dinkes
Provsu

Dok

Dok

Dok

Dok

Dok

Dok

Output:
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Jumlah Dokumen DPA-
SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen
DPA-SKPD

Dok

Dok

Dok

Koordinasi dan
Penyusunan
Perubahan DPA -
SKPD

Outcome :

Jumlah Dokumen
Perencanaan,
Anggaran, dan Evaluasi
Pembangunan
Kesehatan yang
Tersusun

36

39.000.000

20

55,56%

Dinkes
Provsu

Dok

Dok

Dok

Dok

Dok

Dok

Output:

Jumlah Dokumen
Perubahan DPA-SKPD
dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan
DPA-SKPD

80,00%

Dok

Dok

Dok

Dok

Dok

Dok

Koordinasi dan
Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja
SKPD

Outcome :

Jumlah Dokumen
Perencanaan,
Anggaran, dan Evaluasi
Pembangunan
Kesehatan yang
Tersusun

36

22.599.000

20

55,56%

Dinkes
Provsu

Dok

Dok

Dok

Dok

Dok

Dok
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Output:

Jumlah Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dan
Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan |khtisar
Realisasi Kinerja SKPD

100,00
%

Dok

Dok

Dok

Dok

Dok

Dok

Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Outcome :

Jumlah Dokumen
Perencanaan,
Anggaran, dan Evaluasi
Pembangunan
Kesehatan yang
Tersusun

36

287.794.950

20

55,56%

Dinkes
Provsu

Dok

Dok

Dok

Dok

Dok

Dok

Output:

Jumlah Laporan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

71,43%

Dok

Dok

Dok

Dok

Dok

Dok

Administrasi
keuangan

F gkat Daerah

249.983.774.950

65.920.350.495

65.920.350.495

65.920.350.495

55,56%

26,37

Dok

Dok

Dok

Dok

Dok

Dok

Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

Outcome :

Dinkes
Provsu
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Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Jumlah Dokumen
Keuangan yang
Tersedia

247.871.026.000

64.705.358.395

64.705.358.395

64.705.358.395

55,56%

26,10

Dok

Dok

Dok

dok

Dok

Dok

Output:

Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN

850

850

850

850

Orang

Orang

Orang

Ora
ng

Penyediaan
Administrasi
Pelaksanaan Tugas
ASN

Outcome :

Jumiah Dokumen
Keuangan yang
Tersedia

1.913.064.000

1.214.992.100

1.214.992.100

1.214.992.100

55,56%

63,51

Dinkes
Provsu

Dok

Dok

Dok

Dok

Dok

Dok

Output:

Jumlah Dokumen Hasil
Penyediaan
Administrasi
Pelaksanaan Tugas
ASN

Dok

Pelaksanaan
Penatausahaan dan
Penguijian/Verifikasi
Keuangan SKPD

Outcome :

Jumlah Dokumen
Keuangan yang
Tersedia

46.177.750

55,56%

Dinkes
Provsu
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Output:

Jumlah Dokumen
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

bulan

Koordinasi dan
Pelaksanaan
Akuntansi SKPD

Outcome :

Jumlah Dokumen
Keuangan yang
Tersedia

23.690.700

55,56%

Dinkes
Provsu

Dok

Dok

Dok

Dok

Dok

Dok

Output:

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi dan
Pelaksanaan Akuntansi
SKPD

Dok

Dok

Koordinasi dan
Penyusunan
Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD

Outcome :

Jumlah Dokumen
Keuangan yang
Tersedia

10.830.000

55,56%

Dinkes
Provsu

Dok

Dok

Dok

Dok

Dok

Dok

18




Output:

Jumlah Laporan

Keuangan Akhir Tahun
SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD
Dok Dok
Pengelolaan dan Outcome :
Penyiapan Bahan
Tanggapan
Jumlah Dokumen 9 3 3 2 2 5 55,56% Dinkes
Keuangan yang 87.562.500 Provsu
Tersedia
Dok Dok Dok Dok Dok Dok
Output:
Jumlah Dokumen 1 1
Bahan Tanggapan
Pemeriksaan dan
Tindak Lanjut
Pemerit
Dok Dok
Koordinasi dan Outcome :
Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/
Triwulanan/Semeste
ran SKPD
Jumlah Dokumen 9 3 3 2 2 5 55,56% Dinkes
Keuangan yang 31.424.000 Provsu
Tersedia
Dok Dok Dok Dok Dok Dok
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Output:

Jumlah Laporan
Keuangan Bulanan/
Triwulanan/Semesteran
SKPD dan Laporan
Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan

Bulanan/ Triwulanan/
SKPD
Dok Dok
Administrasi Jumlah Dokumen 15 5 5 1 1 6 40,00% Dinkes
Barang Milik Aset (Inventarisasi 38.882.914 Provsu
Daerah pada Barang)
Perangkat Daerah
Dok Dok Dok Dok Dok Dok
Penyusunan Outcome :
Perencanaan
Kebutuhan Barang
Milik Daerah SKPD
Persentase Pemenuhan 100% 100% 100% 25% 25% 25% 25,00% Dinkes
Layanan Administrasi 3.974.750 Provsu
Output:
Jumlah Rencana
Kebutuhan Barang Milik
Daerah SKPD
1 1
Dok Dok
Koordinasi dan Outcome :

Penilaian Barang
Milik Daerah SKPD
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Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Persentase Pemenuhan
Layanan Administrasi

100%

100%

100%

5.879.664

25%

25%

25%

25%

Dinkes
Provsu

Output:

Jumlah Laporan Hasil
Penilaian Barang Milik
Daerah dan Hasil
Koordinasi Penilaian
Barang Milik Daerah
SKPD

Dok

Dok

Pembinaan,
Pengawasan dan
Pengendalian
Barang Milik Daerah
pada SKPD

Outcome :

Persentase Pemenuhan
Layanan Administrasi

100%

100%

100%

12.062.500

25%

25%

25%

25,00%

Dinkes
Provsu

Output:

Jumlah Laporan Hasil
Pembinaan,
Pengawasan, dan
Pengendalian Barang
Milik Daerah pada
SKPD

Dok

Dok

Rekonsiliasi dan
Penyusunan
Laporan Barang
Milik Daerah pada
SKPD

Outcome :
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K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Rp. Rp. Rp.
Persentase Pemenuhan 100% 100% 100% 25% 25% 25% 25,00% Dinkes
Layanan Administrasi 16.966.000 Provsu
Output:
Jumlah Laporan
Rekonsiliasi dan
Penyusunan Laporan
Barang Milik Daerah
pada SKPD
1
Dok
Administrasi Jumlah Dokumen 9 3 3 1 1 4 44,44% 1,51 Dinkes
Kepegawaian Kepegawaian yang 835.777.000 12.600.000 12.600.000 12.600.000 Provsu
Perangkat Daerah Disusun
Dok Dok Dok Dok Dok Dok
Pendataan dan Outcome :
Pengolahan
Administrasi
Kepegawaian
Jumlah Dokumen 9 3 3 1 1 4 44,44% 5,12 Dinkes
Kepegawaian yang 11.730.000 600.000 600.000 600.000 Provsu
Disusun
Dok Dok Dok
Output:
Jumlah Dokumen
Pendataan dan
Pengolahan
Administrasi
Kepegawaian 1
Dok
Koordinasi dan Outcome :
Pelaksanaan Sistem
Informasi
Kepegawaian
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Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Jumlah Dokumen
Kepegawaian yang
Disusun

3%

14.010.000

44,44%

0,00

Dinkes
Provsu

Dok

Dok

Dok

Dok

Dok

Dok

Output:

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi dan
Pelaksanaaan Sistem
Informasi Kepegawaian

Dok

Dok

Monitoring, Evaluasi
dan Penilaian
Kinerja Pegawai

Outcome :

Jumlah Dokumen
Kepegawaian yang
Disusun

27.050.000

44.44%

0,00

Dinkes
Provsu

Dok

Dok

Dok

Dok

Dok

Dok

Output:

Jumlah Dokumen
Monitoring, Evaluasi,
dan Penilaian Kinerja
Pegawai

Dok

Dok

Dok

Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas
dan Fungsi

Outcome :

Jumlah Dokumen
Kepegawaian yang
Disusun

733.859.000

12.000.000

12.000.000

12.000.000

44,44%

Dinkes
Provsu
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Dok Dok Dok Dok Dok Dok
Output:
Jumlah Pegawai 100
Berdasarkan Tugas dan
Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan
Pelatihan
Orang
Sosialisasi Outcome :
Peraturan
Perundang-
Undangan
Jumlah Dokumen 9 3 3 1 1 4 44,44% Dinkes
Kepegawaian yang 49.128.000 Provsu
Disusun
Dok Dok Dok Dok Dok Dok
Output:
Jumlah Orang yang 100
Mengikuti Sosialisasi
Peraturan Perundang-
Undangan
Orang
Administrasi Jumlah Dokumen 3 1 1 1 33,33% 9,41 Dinkes
Umum Perangkat Umum yang 4.176.282.496 392.879.952 392.879.952 392.879.952 Provsu
Daerah Berkualitas
Dok Dok Dok Dok
Penyediaan Outcome :
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor
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Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Persentase Pemenuhan
Layanan Administrasi

100%

100%

100%

238.099.619

25%

100.000

25%

100.000

25%

25,00%

0,04

Dinkes
Provsu

Output:

Jumlah Paket
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan

Paket

Paket

Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan kantor

Outcome :

Persentase Pemenuhan
Layanan Administrasi

100%

100%

100%

524.094.898

25%

25%

25%

25,00%

0,00

Dinkes
Provsu

Output:

Jumlah Paket Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor yang Disediakan

Paket

Paket

Penyediaan
Peralatan Rumah
Tangga

Outcome :

Persentase Pemenuhan
Layanan Administrasi

100%

100%

100%

544.138.538

25%

50.605.000

25%

50.605.000

25%

50.605.000

25,00%

9,30

Dinkes
Provsu

25



Output:

Jumlah Paket Peralatan

Rumah Tangga yang
Disediakan
Paket Paket
Penyediaan Barang Outcome :
Cetakan dan
Penggandaan
Persentase Pemenuhan 100% 100% 100% 25% 25% 25% 25,00% 743 Dinkes
Layanan Administrasi 625.822.713 46.484.300 46.484.300 46.484.300 Provsu
Output:
Jumlah Paket Barang 1 1
Cetakan dan
Penggandaan yang
Disediakan
Paket Paket
Penyediaan Bahan Outcome :
bacaan dan
Peraturan
Perundang-
Undangan
Persentase Pemenuhan 100% 100% 100% 25% 25% 25% 25,00% 5,36 Dinkes
Layanan Administrasi 70.358.000 3.774.500 3.774.500 3.774.500 Provsu
Output:
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Jumlah Dokumen
Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-
Undangan yang
Disediakan

Paket

Dok

Fasilitasi Kunjungan
Tamu

Outcome :

Persentase Pemenuhan
Layanan Administrasi

100%

100%

100%

294.705.000

25%

15.007.500

25%

15.007.500

25%

15.007.500

25,00%

5,09

Dinkes
Provsu

Output:

Jumlah Laporan
Fasilitasi Kunjungan
Tamu

Lap

Lap

Lap

Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi
dan Konsultasi
SKPD

Outcome :

Persentase Pemenuhan
Layanan Administrasi

100%

100%

100%

1.851.463.728

25%

276.908.652

25%

276.908.652

25%

276.908.652

25,00%

14,96

Dinkes
Provsu

Output:

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Lap

Lap
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Dukungan Outcome :
Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan
Berbasis Elektronik
pada SKPD
Persentase Pemenuhan 100% 100% 100% 25% 25% 25% 25,00% Dinkes
Layanan Administrasi 27.600.000 Provsu
Output:
Jumiah Dokumen 1 1
Dukungan Pelaksanaan
Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik
pada SKPD
Dok Dok
Pengadaan Barang Jumlah dokumen 3 1 1 1 33,33% Dinkes
Milik Daerah layanan administrasi 3.301.379.008 Provsu
Penunjang Urusan barang milik daerah
Pemerintah Daerah
Dok Dok Dok Dok
Pengadaan Mebel Outcome :
Persentase Pemenuhan 100% 100% 100% 25% 25% 25% 25% Dinkes
Layanan Administrasi 624.870.037 Provsu
Output:
Jumlah Paket Mebel 1 1
yang Disediakan
Paket Paket
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Pengadaan
Peralatan dan Mesin
Lainnya

Outcome :

Persentase Pemenuhan
Layanan Administrasi

100%

100%

100%

2.566.997.917

25%

25%

25%

25,00%

Dinkes
Provsu

Output:

Jumlah Unit Peralatan
dan Mesin Lainnya
yang Disediakan

35

Unit

Unit

Pengadaan Sarana
dan Prasarana
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Outcome :

Persentase Pemenuhan
Layanan Administrasi

100%

1008

100%

109.511.054

25%

25%

25%

25,00%

Dinkes
Provsu

Output:

Jumlah Unit Sarana dan
Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya yang
Disediakan

unit

unit
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K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Rp. Rp. Rp.
Penyediaan Jasa Jumlah dokumen 3 1 1 0 1 33,33% 18,38 Dinkes
Penunjang Urusan pelayanan umum 20.441.416.230 3.756.167.042 3.756.167.042 3.756.167.042 Provsu
Pemerintahan yang berkualitas
Daerah
Dok Dok Dok Dok Dok
Penyediaan Jasa Outcome :
Surat Menyurat
Persentase Pemenuhan 100% 100% 100% 25% 25% 25% 25,00% 18,81 Dinkes
Layanan Administrasi 32.298.216 6.075.000 6.075.000 6.075.000 Provsu
Output:
Jumlah Laporan 1 1
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Lap Lap
Penyediaan Jasa Outcome :
Komunikasi,Sumber
Daya Air dan Listrik
Persentase Pemenuhan 100% 100% 100% 25% 25% 25% 25,00% 1791 Dinkes
Layanan Administrasi 5.194.274.410 930.517.432 930.517.432 930.517.432 Provsu
Output:
Jumlah Laporan 1 1
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
yang Disediakan
Lap Lap
Penyediaan Jasa Outcome :

Pelayanan Umum
kantor
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K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Rp. Rp. Rp.
Persentase Pemenuhan 100% 100% 100% 25% 25% 25% 25,00% 18,53 Dinkes
Layanan Administrasi 15.214.843.604 2.819.574.610 2.819.574.610 2.819.574.610 Provsu
Output:
Jumlah Laporan 1 1
Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan
Lap Lap
Pemeliharaan Jumlah dokumen 3 1 1 1 33,33% 9,19 Dinkes
Barang Milik hasil pemeliharaan 11.290.657.410 1.037.195.307 1.037.195.307 1.037.195.307 Provsu
Daerah Penunjang barang milik daerah
Urusan yang tersedia
Pemerintahan
Daerah
Dok Dok Dok Dok
Penyediaan Jasa Outcome :
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas
atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Persentase Pemenuhan 100% 100% 100% 25% 25% 25% 25,00% 22,27 Dinkes
Layanan Administrasi 395.000.000 87.974.110 87.974.110 87.974.110 Provsu
Output:
Jumlah Kendaraan 7 7 7
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas
Jabatan yang
Dipelihara dan
Dibayarkan Pajaknya
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Unit unit Unit
Penyediaan Jasa Outcome :
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak
dan Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan
Persentase Pemenuhan 100% 100% 100% 25% 25% 25% 25,00% 13,01 Dinkes
Layanan Administrasi 1.288.129.106 167.571.620 167.571.620 167.571.620 Provsu
Output:
Jumlah Kendaraan 501 167 167
Dinas Operasional atau
Lapangan yang
Dipelihara dan
Dibayarkan\ Pajak dan
Perizinannya
Unit Unit
Pemeliharaan Outcome :
Peralatan dan Mesin
Lainnya
Persentase Pemenuhan 100% 100% 100% 25% 25% 25% 25,00% 14,68 Dinkes
Layanan Administrasi 1.651.450.096 242.514.820 242.514.820 242.514.820 Provsu
Output:
Jumlah Peralatan dan 1 1 1
Mesin Lainnya yang
Dipelihara
Unit Unit Unit Unit
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Pemeliharaan/Reha
bilitasi Gedung
Kantor dan
Bangunan Lainnya

Outcome :

Persentase Pemenuhan
Layanan Administrasi

100%

100%

100%

7.956.078.208

25%

539.134.757

25%

539.134.757

25%

539.134.757

25,00%

32,65

Dinkes
Provsu

Output:

Jumlah Gedung Kantor
dan Bangunan Lainnya

yang
Dipelihara/Direhabilitasi

25,00%

Unit

unit

Unit

Unit

Unit

Pemeliharaan/
Rehabilitasi Sarana
Prasarana
pendukung gedung
kantor dan

bangunan lainnya

Outcome :

Persentase Pemenuhan
Layanan Administrasi

100%

100%

100%

25%

25%

25%

25,00%

Dinkes
Provsu

Output:

Jumlah dokumen hasil
pemeliharaan barang
milik daerah yang
tersedia

100,00
%

Dok

Dok

Dok

Dok

Rata-rata
capaian kinerja
0,

291.057.793.608

41,11%

0,00

0,00

71.119.192.796

41,11%

24,43

Predikat kinerja
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terhadap pelayanan
sesuai standar UPT. RS
Paru

] PROGRAM 66,40% 0,00 0,00 66,40% 2,16
PEMENUHAN 357.371.990.868 7.715.932.254 7.715.932.254 7.715.932.254
UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
1 Penyediaan Jumlah Dokumen 3 1 1 1 1 33,33% 8,15 Dinkes
Fasilitas Hasil Pengembangan 42.584.122.051 3.468.857.605 3.468.857.605 3.468.857.605 Provsu
Pelayanan,Sarana, Fasilitas Pelayanan,
Prasarana dan Alat Sarana, Prasarana,
Kesehatan untuk dan Alat Kesehatan
UKP Rujukan,UKM untuk UKP Rujukan,
dan UKM Rujukan UKM Rujukan Tingkat
Tingkat Daerah Daerah Provinsi
Provinsi
Dok Dok Dok Dok Dok
Pengembangan
Fasilitas Kesehatan
Lainnya Outcome:
Persentase tingkat 94% 87% 92,43% 1,68
kepuasan pasien 4.685.050.504 78.892.000 78.892.000 78.892.000

Output:

Jumlah Prasarana
Fasilitas Layanan
Kesehatan yang
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P b [o]
Pendekatan
peey . Persentase Puskesmas 75% 50% 65% 50% 50,00% 50% 76,92% 0,00 Dinkes
Kesehatan iDTPK | - Melakukan 1401460473 Provsu
(Pelayanan Pel
Kesehatan elayanan IKesehatan
Bergerak, Gugus Bergerak di DTPK
Pulau, Pelayanan
Kesehatan Berbasis
Telemedicine,dll)
Output:
Jumlah Pelayanan 2
Kesehatan di DTPK
(Pelayanan Kesehatan
Bergerak, Gugus Pulau,
Pelayanan Kesehatan
Berbasis Telemedicine,
dll) yang dilakukan
Layana
n
Rehabilitasi dan
Pemeliharaan
Fasilitas Kesehatan
Lainnya Qutcome:
Persentase tingkat 94% 83,86% 92%
kepuasan pasien 1.546.512.254
terhadap pelayanan
sesuai standar UPT.RS
Paru
Dinkes
Provsu
Output:
Jumlah Gedung Kantor 1 1
dan Bangunan Lainnya
yang
Dipelihara/Direhabilitasi
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Unit

Unit

Rehabilitasi dan
Pemeliharaan
Rumah Sakit

Outcome :

Persentase tingkat
kepuasan pasien
terhadap pelayanan
sesuai standar UPT.RS
Mata

87%

90,08%

86%

3.920.988.373

1.623.000.000

1.623.000.000

0,00
%

0,00%

41,30

Dinkes
Provsu

Outcome :

Persentase tingkat
kepuasan pasien
terhadap pelayanan
sesuai standar UPT. RS
Paru

94%

83,86%

92%

Output:

Jumlah Gedung Kantor
dan Bangunan Lainnya

yang
Dipelihara/Direhabilitasi

0,00%

Paket

Paket

Pengadaan Alat
Kesehatan/Alat
Penunjang Medik
Fasilitas Layanan

Outcome :

Kesehatan

Persentase tingkat
kepuasan pasien
terhadap pelayanan
sesuai standar di UPT.
Kusta Laosimomo

81,0%

87%

80,5%

17.442.592.007

1.562.044.905

1.562.044.905

0,00
%

0,00%

8,90

Dinkes
Provsu
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Outcome :

Persentase tingkat
kepuasan pasien
terhadap pelayanan

sesuai standar di UPT.

RS Khusus Paru

94,27%

98,95%

92,43%

Outcome :

Persentase tingkat
kepuasan pasien
terhadap pelayanan

sesuai standar di UPT.

Mata

86,50%

90,08%

86,00%

Output:

Jumlah Alat-alat
Kesehatan/Peralatan
Laboratorium
Kesehatan yang
disediakan dan
dipelihara

Unit

Unit

Pemeliharaan Alat
Kesehatan/Alat
Penunjang Medik
Fasilitas Layanan

Outcome :

Kesehatan

Persentase tingkat
kepuasan pasien
terhadap pelayanan

sesuai standar di UPT.

RS Khusus Paru

90,62%

98,95%

90,62%

356.000.000

2.750.000

2.750.000

0,00
%

0,00%

0,77
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Outcome :

Persentase tingkat
kepuasan pasien
terhadap pelayanan
sesuai standar di UPT.
Mata

90,08%

Outcome :

Persentase tingkat
kepuasan pasien
terhadap pelayanan
sesuai standar di UPT.
Kusta Laosimomo

87,30%

Output:

Jumlah Alat
Kesehatan/Alat
Penunjang Medik
Fasilitas Layanan
Kesehatan yang
Terpelihara Sesuai
Standar

Distribusi Alat

Kesehatan, Obat,

vaksin, Makanan
dan Minuman di
Fasilitas

Outcome :

Kesehatan

Persentase Puskesmas
dengan ketersediaan
obat dan vaksin
esensial

98,0%

96,84%

97,00%

377.111.750

90,50%

129.661.250

90,50%

129.661.250

90,5
0%

129.661.250

93,30%

34,38

Dinkes
Provsu

Output:
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Jumlah Dokumen
Distribusi Alat
Kesehatan, Obat,
Vaksin, Makanan dan
Minuman serta Fasilitas

Kesehatan Lainnya
Dok Dok

Pengadaan Obat, Outcome :
Bahan Habis Pakai,
Bahan Medis Habis
Pakai, Vaksin,
Makanan dan Persentase Puskesmas 98,0% 96,84% 97,0% 90,50% 90,50% 90,5 93,30% 0,64 Dinkes
Minuman di Fasilitas dengan ketersediaan 12.846.406.690 82.509.450 82.509.450 0% 82.509.450 Provsu
Kesehatan obat dan vaksin

esensial

Outcome :

Output:

Jumlah Obat, Vaksin, 1 1

Makanan dan Minuman

serta Fasilitas

Kesehatan Lainnya

yang disediakan

Paket Paket

Penyediaan Jumlah Dokumen 3 1 1 1 33,33% 1,35 Dinkes
Layanan Layanan Kesehatan 311.786.852.520 4.224.566.649 4.224.566.649 4.224.566.649 Provsu
Kesehatan untuk untuk UKP Rujukan,
UKP Rujukan,UKM UKM, dan UKM
dan UKM Rujukan Rujukan Tingkat
Tingkat daerah Daerah Provinsi
Provinsi
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Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan bagi
Penduduk
Terdampak Krisis
Kesehatan Akibat
Bencana dan/atau
Berpotensi Bencana

Outcome :

Persentase Pelayanan
Kesehatan bagi
Penduduk Terdampak
Krisis Kesehatan
Akibat Bencana
dan/atau Berpotensi
Bencana

100%

100%

100%

301.694.500

100%

49.769.000

100%

49.769.000

100

49.769.000

100,00
%

16,50

Dinkes
Provsu

Output:

Jumlah Dokumen
tentang Penduduk yang
Mendapatkan Layanan
Kesehatan yang
Terdampak Krisis
Kesehatan Akibat
Bencana dan/Atau
Berpotensi Bencana
Provinsi Sesuai Standar

Dok

Dok

Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan bagi
Penduduk pada
Kondisi Kejadian
Luar Biasa (KLB)

Outcome :
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Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Persentase Pelayanan
Kesehatan bagi Orang
yang Terdampak dan
Beresiko pada Situasi
KLB Provinsi

100%

100%

100%

309.984.225

100%

29.853.000

100%

29.853.000

100
%

29.853.000

100,00
%

9,63

Dinkes
Provsu

Output:

Jumlah Dokumen
Penduduk yang
Mendapatkan Layanan
Kesehatan pada
Kondisi Kejadian Luar
Biasa Provinsi yang
Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar

Dok

Dok

Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Ibu dan
Anak

Outcome :

Persentase Ibu Hamil
yang Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan

100%

79%

100%

1.619.986.200

13,84%

13,84%

138
4%

13,84%

0,00

Dinkes
Provsu

Persentase Ibu Bersalin
Mendapatkan
Pelayanan Persalinan

100%

81%

100%

14,48%

14,48%

14,4
8%

14,48%

Cakupan Pelayanan
Nifas sesuai Standar

84%

76,33%

83%

12,74%

12,74%

12,7
4%

15,35%

Persentase Bayi Baru
Lahir Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
Bayi Baru Lahir

100%

82,48%

100%

12,06%

12,06%

12,0
6%

12,06%

Cakupan Pelayanan
Kesehatan Balita sesuai
Standard

100%

83%

100%

15,87%

15,87%

15,8
7%

15,87%
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Rp.

K

Rp.

Rp.

K

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Persentase anak usia
pendidikan dasar yang
mendapatkan
pelayanan kesehatan
sesuai standar

100%

88,20%

100%

33,26%

33,26%

33,2
6%

33,26%

Persentase Jumlah
Kab/Kota yang
mencapai target
imunisasi rutin

95%

18,0%

95%

0,00
%

0,00%

Output:

Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan
Anak

Dok

Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Usia
Produktif

Outcome :

Persentase Warga
Negara Usia 15-59
tahun Mendapatkan
Skrining Kesehatan
Sesuai Standar

100%

44,74%

100%

45.477.000

6,56%

6,56%

6,56
%

6,56%

0,00

Dinkes
Provsu

Output:

Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Usia
Produktif

Dok

Dok

Pengelolaan
Pelayanan

Outcome :
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Kesehatan Usia

Lanjut

Persentase Warga
Negara Usia 60 Tahun
ke Atas Mendapatkan
Skrining Kesehatan
Sesuai Standar

100%

89,28%

100%

121.269.280

10,67%

10,67%

10,6
7%

10,67%

0,00

Dinkes
Provsu

Output:

Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Usia Lanjut

Dok

Dok

Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Gizi

Outcome :

Persentase bayi usia
kurang dari 6 bulan
mendapatkan ASI
Ekslusif

70%

66,4%

65%

7.124.365.655

85,4%

2.144.510.000

85,4%

2.144.510.000

854
0%

2.144.510.000

131,38
%

30,10

Dinkes
Provsu

Persentase balita
dipantau pertumbuhan
dan perkembangan

90%

78,90%

95%

15,87%

15,87%

15,8
%

16,71%

Prevalensi wasting (gizi
kurang dan gizi buruk)
pada balita

6,3%

1,6%

6,8%

1,12

1,12

1,12

100,00
%

Persentase ibu hamil
Kurang Energi Kronis
(KEK) mendapat
tambahan asupan gizi

95%

88,00%

90%

78%

78%

78,0
5%

86,72%

Persentase balita gizi
buruk mendapat
pelayanan tata laksana
gizi buruk

95%

92,00%

90%

70%

70%

70,3
4%

78,16%
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Persentase anak usia
6-23 bulan yang
mendapat MP-AS|

100%

98%

95%

92%

92%

92,0
0%

96,84%

Persentase remaja putri
(Rematri) yang
memperoleh tablet
tambah darah

62%

82,10%

60%

18,03%

18,03%

18,0
3%

30,05%

Output:

Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Gizi

Y

Dok

Dok

Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Kerja
dan Olahraga

Outcome :

Persentase Puskesmas
yang Melaksanakan
Pembinaan Kesehatan
Olahraga pada
Kelompok Masyarakat
di Wilayah Kerjanya

75%

77,00%

73%

74.668.000

28%

27,95%

27,9
5%

38,29%

0,00

Dinkes
Provsu

Persentase Puskesmas
yang
Menyelenggarakan
Pelayanan Kesehatan
Kerja Dasar

80%

67,69%

78%

18%

18,26%

18,2
6%

2341%

Output:

Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Kerja dan
Olahraga

Dok

Dok

Dok
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Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Lingkungan

Outcome :

Persentase
Desa/Kelurahan Stop
Buang Air Besar
Sembarangan (Stop
BABS)

75%

29,00%

60%

126.118.000

31,34%

31,34%

31,3
4%

52,23%

0,00

Dinkes
Provsu

Persentase Sarana Air
Minum yang Dilakukan
Pengawasan/Diperiksa
Kualitas Air Minumnya
sesuai Standar

80%

80,47%

76%

85,08%

85,08%

85,0
8%

111,95
%

Persentase Tempat
Fasilitas Umum (TFU)
yang Dilakukan
Pengawasan

74%

73%

2%

73,00%

73,00%

73,0
0%

101,39
%

Persentase Tempat
Pengelolaan Pangan
(TPP) yang Dilakukan
Pengawasan

74%

54,34%

68%

56,24%

56,24%

56,2
4%

82,71%

Persentase Fasyankes
Melaksanakan
Pengelolaan Limbah
Medis sesuai Standar

95%

39%

82%

46,30%

46,30%

46,3
0%

56,46%

Jumlah Kab/Kota
Sehat

24

72,22%

KIK

KIK

KIK

KIK

KIK

KIK

Output:

Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Lingkungan

Dok

Dok

Pengelolaan
Pelayanan Promosi

Kesehatan

Outcome :
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K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Rp. Rp. Rp.
Persentase Rumah 63% 55,00% 61% 55% 55,00% 55,0 90,16% 15,54 Dinkes
Tangga Berperilaku 1.911.133.356 297.000.000 297.000.000 0% 297.000.000 Provsu
Hidup Bersih dan Sehat
Output:
Jumlah Dokumen Hasil 1 1
Pengelolaan Pelayanan
Promosi Kesehatan
Dok Dok
Pengelolaan Outcome :
Pelayanan
Kesehatan
Tradisional,
Akupuntur, Asuhan
Mandiri
dan Tradisional Persentase FKTP yang 80% 62% 70% 37% 37% 37,0 52,86% 0,00 Dinkes
lainnya Menyelenggarakan 36.279.000 0% Provsu
Kesehatan Tradisional
Output:
Jumlah Dokumen Hasil 1 1
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Tradisional,
Akupuntur, Asuhan
Mandiri dan Tradisional
Lainnya
Dok Dok
Pengelolaan Outcome :
Pelayanan
Kesehatan Penyakit
Menular dan Tidak
Menular

46



Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Angka mikrofilaria rate
(Mf Rate)

<1%

<1%

<1%

3.759.503.002

0%

0,00
%

100,00
%

0,00

Dinkes
Provsu

Persentase
kabupaten/kota yang
Melaksanakan
Pencegahan Hepatitis

95%

100,00
%

92%

100%

100,00
%

100,
00%

105,26
%

Prevalensi Kecacingan
pada Anak Sekolah

<10%

0,18

<10%

11,80%

11,80%

0,11

100,00
%

Persentase
kabupaten/kota dengan
Incidence Rate (IR)
DBD< 10 per 100.000
penduduk

<10

0,15

<10

72

72

7,20

100,00
%

Angka Penemuan
Kasus Malaria per
1.000 Penduduk (API)

0,09

0,0021

0,09

0,0021

0,0021

0,00

100,00
%

Angka Case Detection
Rate Penyakit TB

95%

70,3%

95%

16,00%

16,0
0%

100,00
%

Insidens HIV(per 1.000
penduduk berusia 15
tahun ke atas yang

<0,18%

0,11%

<0,18%

0,11

0,11

100,00
%

tidak terinfeksi HIV)

Angka Zoonosis
Lainnya (Flu Burung,
Rabies, Antraks,
Leptospirosis) Ditangani
sesuai Standard

89%

73,5%

88%

78,00%

78,00%

78,0
0%

88,64%

Cakupan Penemuan
dan Tata Laksana
Kasus Pneumonia pada
Balita

65%

97.2%

62%

0,46%

0,46%

0,46
%

0,74%

Angka Penemuan
Kasus Baru Frambusia
per 100.000 Penduduk

<0,1

0,0%

<01

0%

0,00
%

100,00

Angka Penemuan
Kasus Baru Kusta per
100.000 Penduduk

<5%

0,52

<5%

0,71

0,71

0,71

100,00
%

Angka Kecacatan
Tingkat 2 Kusta

<20%

0,15

<20%

16,0
0

100,00
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Rp.

K

Rp.

Rp.

K

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Persentase Penderita
Hipertensi yang
Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
sesuai Standar

100%

33,92%

100%

5,80%

5,80%

5,80
%

5,80%

Persentase Penderita
Diabetes Mellitus yang
Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
sesuai Standar

100%

84,66%

100%

16,70%

16,70%

16,7
0%

16,70%

#DIVIO!

Jumlah kabupaten/kota
yang menerapkan
Kawasan Tanpa Rokok
(KTR)

25

20

90,00%

KIK

KK

KK

KK

KK

KK

Jumlah kabupaten/kota
dengan paling kurang
80% Puskesmas yang
menyelenggarakan
Upaya Berhenti
Merokok (UBM)

20

60,00%

KK

KIK

KIK

KIK

KIK

KIK

Jumlah Kabupaten/Kota
yang Memiliki Paling
Kurang 80%
Puskesmas Melakukan
Pelayanan Terpadu
PTM sesuai Standar

27

30

27

30

30

30

1M1
%

KIK

KIK

KIK

KIK

KIK

KIK

Jumlah Kabupaten/kota
yang memiliki cakupan
skrining PTM Prioritas
pada penduduk sesuai
kelompok usia paling
kurang 40%

33

30

0,00%

KKK

KIK

KIK

KIK

48




Jumlah Kabupaten/Kota
yang Memiliki Paling
Kurang 80%
Puskesmas Melakukan
Deteksi Dini Penyakit
Kanker

24

30

46,67%

KKK

KIK

KIK

KIK

KIK

KIK

Angka Acute Flaccid
Paralysis (AFP) per
100.000 anak usia <15
tahun

13,49

134

100,00
%

Persentase
kabupaten/kota yang
melakukan pemetaan
resiko penyakit infeksi

100%

100,0%

90%

85%

85%

85%

94,22%

Output:

Jumlah Dokumen Hasil
pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Penyakit
Menular dan Tidak
Menular

Dok

Dok

Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Haji

Outcome :

Persentase Jemaah
Haji yang Mendapat
Pelayanan Kesehatan
sesuai Standar

100%

100%

100%

18.000.000

100%

100%

100

100,00

0,00

Dinkes
Provsu

Output:

Jumlah dokumen hasil
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Haji
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Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Orang
dengan Masalah

Ki ) Jiwa

Outcome :

(ODMK)

Persentase ODGJ
Berat yang
Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
sesuai Standar

100%

78,00%

100%

317.959.000

22,01%

22,01%

22,0
1%

22,01%

0,00

Dinkes
Provsu

Jumlah penyalahguna
NAPZA yang
mendapatkan
pelayanan rehabilitasi
medis

2.000

1.621

2.000

1654

1654

165

82,70%

Orang

Orang

Orang

orang

orang

Ora
ng

Jumlah Kabupaten/Kota
yang Memiliki 50%
Puskesmas yang
Menyelenggarakan
Upaya Kesehatan Jiwa

26

26

23

23

23

88,46%

KIK

KIK

KIK

KIK

KIK

KIK

Output:

Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Orang
dengan Masalah
Kesehatan Jiwa
(ODMK)

Dok

Dok

Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Orang
dengan Kecanduan
NAPZA

Outcome :
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Jumlah Penyalahguna
NAPZA yang
Mendapatkan
pelayanan rehabilitasi
medis

2.000

1.621

2.000

1.654

1.654

82,70%

#DIV/O!

Dinkes
Provsu

Orang

orang

orang

orang

orang

Ora
ng

Output:

Jumlah Penyalahguna
NAPZA yang
Mendapakan
Rehabilitasi Medis

Pengelolaan
Jaminan Kesehatan
Masyarakat

Outcome :

Cakupan Kepesertaan
Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN)

96,43%

93,00%

95,00%

278.097.938.880

93,61%

22.704.420

93,61%

22.704.420

93,6
1%

22.704.420

98,54%

Dinkes
Provsu

Output:

Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Jaminan
Kesehatan Masyarakat

Dok

Dok

Pengelolaan
Surveilans
Kesehatan

Outcome :

Persentase Pelayanan
Kesehatan bagi Orang
yang Terdampak dan
Beresiko pada Situasi
KLB Provinsi

100%

100%

100%

684.193.000

100%

15.670.000

100%

15.670.000

100
%

15.670.000

100,00
%

2,29

Dinkes
Provsu
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Persentase
kabupaten/kota yang
melakukan pemetaan
resiko penyakit infeksi

100%

100%

90%

85%

85%

85%

94,22%

Persentase pelayanan
Kesehatan bagi
penduduk terdampak
krisis Kesehatan akibat
bencana dan/atau
berpotensi bencana

100%

100%

100%

100%

100%

100
%

100,00
%

Angka Non Acute
Flaccyd Paralysis (AFP)
per 100.000 anak usia
<15 tahun

13,49

2,17

2,17

2,17

100,00
%

Persentase
kabupaten/kota yang
merespon alert SKDR
kurang dari 24 jam

85%

79%

80%

88%

88%

88%

110,00

Output:

Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Surveilans
Kesehatan

Dok

Dok

Koordinasi dan
Sinkronisasi
Penerapan SPM
Bidang Kesehatan

Outcome :

Lintas
Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen kerja
sama program, lintas
sektor, dan antar
daerah dalam bidang
kesehatan

184.632.000

0,00%

0,00

Dinkes
Provsu

Dok

Dok

Dok

Dok
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Output:

Jumlah dokumen hasil
Koordinasi dan
Sinkronisasi Penerapan
SPM Bidang Kesehatan
Lintas Kabupaten/Kota

0,00%

Dok

Dok

Dok

Pembinaan
Pelaksanaan Upaya
Pelayanan

Kecah

Outcome :

Persentase Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Tingkat Pertama
(FKTP) yang
melaksanakan
Pelayanan Kesehatan
sesuai Standar

100%

85,00%

95%

596.131.000

85%

85,00%

85,0
0%

89,47%

0,00

Dinkes
Provsu

Output:

Jumlah Dokumen Hasil
Pembinaan
Pelaksanaan Upaya
Pelayanan Kesehatan

Dok

Dok

Dok

Dok

Investigasi Lanjutan
Kejadian Ikutan
Pasca Imunisasi dan
Pemberian Obat
Massal oleh
Kabupaten/Kota

Outcome :

53




K

Rp.

Rp.

K

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Persentase
kabupaten/kota yang
mencapai target
imunisasi rutin

95,0%

189%

95,0%

14.958.000

0,00%

0,00
%

0,00%

0,00

Dinkes
Provsu

Output:

Jumlah Dokumen hasil
Investigasi Lanjutan
Kejadian Ikutan Pasca
Imunisasi dan
Pemberian Obat Massal
oleh Kabupaten/Kota

Dok

Dok

Operasional
Pelayanan Rumah
Sakit

Outcome :

Persentase tingkat
kepuasan pasien
terhadap pelayanan
sesuai standar di UPT.
RS Khusus Mata

86,5%

90,08%

86,5%

15.901.158.973

1.572.937.729

1.572.937.729

1.572.937.729

9,89

Dinkes
Provsu

Persentase tingkat
kepuasan pasien
terhadap pelayanan
sesuai standar di UPT.
RS Khusus Paru

94,27%

83,86%

92,43%

Persentase tingkat
kepuasan pasien
terhadap pelayanan
sesuai standar UPT. RS
Kusta Lausimomo

81%

87,30%

80,5%

Output:
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Jumlah Dokumen
Operasional Pelayanan
Rumah Sakit

Dok

Dok

Penyediaan dan
Pengelolaan Sistem
Penanganan Gawat
Darurat Terpadu
(SPGDT)

Outcome :

Cakupan Pelaksanaan
Sistem Pelayanan
Gawat Darurat Terpadu
(SPGDT) di Kab/ Kota

75,76%

69,69%

69,70%

353.103.599

73,00%

59.445.000

73,00%

59.445.000

69,6
9%

59.445.000

99,99%

16,84

Dinkes
Provsu

Cakupan Pelayanan
Gawat Darurat di
RSUD sesuai Standar

57,78%

48,89%

53,33%

48,89%

48,89%

488
9%

91,67%

Output:

Jumlah Public Safety
Center (PSC 119)
tersedia, terkelola dan
terintegrasi dengan
rumah sakit dalam satu
Sistem Penanganan
Gawat Darurat Terpadu
(SPGDT)

PSC

PSC

PSC

dan

)
Peng

Pengiriman
Spesimen Penyakit
Potensial KLB ke
Lab

Rujukan/Nasional
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Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Persentase Pelayanan
Kesehatan bagi Orang
yang Terdampak dan
Beresiko pada Situasi
KLB Provinsi

100%

100%

100%

100.000.000

100%

22.560.000

100%

22.560.000

100
%

22.560.000

100,00
%

22,56

Dinkes
Provsu

Output:

Jumlah Paket
Spesimen Penyakit
Potensial KLB ke Lab
Rujukan/Nasional yang
didistribusikan

Paket

Paket

Upaya Pengurangan
Risiko Krisis
Kenar

1

Outcome :

100%

100%

100%

88.299.850

100%

10.117.500

100%

10.117.500

100

10.117.500

100,00

11,46

Persentase pelayanan
Kesehatan bagi
penduduk terdampak
krisis Kesehatan akibat
bencana dan/atau
berpotensi bencana

Output:

Jumlah dokumen hasil

upaya pengurangan
risiko krisis kesehatan

Dok

Dok
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K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Rp. Rp. Rp.

Penyelenggaraan 100% 100% 100% 100 0% 0,96 Dinkes
Sistem Informasi Persentase 417.304.137 4.008.000 4.008.000 % 4.008.000 Provsu
Kesehatan secara Kabupaten/Kota yang
Terint i yelenggarakan

Sistem Informasi

Kesehatan
Pengelolaan Sistem Outcome :
Informasi Kesehatan

Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 100 100,00 0,96 Dinkes

kabupaten/kota yang 417.304.137 4.008.000 4.008.000 % 4.008.000 % Provsu

Menyelenggarakan

Sistem Informasi

Kesehatan

Output:

Jumlah Dokumen hasil 1

Pengelolaan Sistem

Informasi Kesehatan

Dok
Penertiban Izin Jumlah rumah sakit 40 40 40 0 0% 0,72 Dinkes
Rumah Sakit Kelas dan fasyankes yang 2.583.712.160 18.500.000 18.500.000 18.500.000 Provsu
B dan Fasilitas menerapkan
Pelayanan standarisasi dan
Kesehatan Tingkat klasifikasi
Daerah Provinsi
RS RS RS RS

Pengendalian dan Outcome :
Pengawasan serta
Tindak Lanjut
Perizinan Rumah
Sakit kelas B dan
Fasilitas Pelayanan
Kesehatan

57



K

Rp.

K

Rp.

K

Rp.

K

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Persentase Fasilitas
Kesehatan Rujukan
Tingkat Lanjut (FKRTL)
yang Melaksanakan
Pelayanan Kesehatan
sesuai Standar

56,94%

54,76%

55,50%

80.987.760

55,00%

55,00%

55,0
0%

99,10%

0,00

Dinkes
Provsu

Output:

Jumlah Rumah Sakit
Kelas B dan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
yang dikendalikan,
diawasi dan
ditindaklanjuti
perizinannya

35

RS

Peningkatan Tata
kelola Rumah Sakit

Outcome :

Persentase Fasilitas
Kesehatan Rujukan
Tingkat Lanjut (FKRTL)
yang Melaksanakan
Pelayanan Kesehatan
sesuai Standar

56,94%

54,76%

55,50%

2.111.905.000

55,00%

55,00%

55,0
0%

99,10%

0,00

Persentase RSUD yang
menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum
Daerah (PPK-BLUD)

84,44%

7,17%

80,00%

77,87%

77,87%

77
%

97,21%

Persentase RSUD yang
menyelenggarakan
Pelayanan Obstetri
Neonatal Emergensi
Komprehensif (PONEK)
24 jam

95,24%

80,95%

90,48%

85,71%

85,71%

80,9
5%

89,47%

Output:
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Jumlah Rumah Sakit 40 40
yang melakukan
peningkatan tata kelola
sesuai standar
Unit Unit

Peningkatan Mutu Outcome :

Pelayanan Fasilitas

K¢ f 1
Persentase FKTP yang 96,43% 78,45% 93,62% 78,45% 78,45% 784 83,80% 473 Dinkes
terakreditasi 390.819.400 18.500.000 18.500.000 5% Provsu
Persentase RS yang 100,00 93,80% 100,00 95,22% 95,22% 95,2 95,22%
terakreditasi % % 2%
Output:
Jumlah fasilitas 40 40
kesehatan yang
dilakukan pengukuran
Indikator Nasional Mutu
(INM) pelayanan

Unit Unit
Rata-rata capaian 66,40% 0,00 66,40% 2,16
kinerja (%) 357.371.990.868 7.715.932.254 7.715.932.254
Predikat kinerja
] PROGRAM 41,30% 0,00 41,30% 6,19

PENINGKATAN 4.198.019.444 259.705.156 259.705.156 259.705.156

KAPASITAS

SUMBER DAYA

MANUSIA

KESEHATAN
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K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Rp. Rp. Rp.
Perencanaan Jumlah Dokumen 3 1 1 1 33,33% 6,58 Dinkes
Kebutuhan Sumber | Perencanaan 3.944.387.444 259.705.156 259.705.156 259.705.156 Provsu
Daya Manusia Kebutuhan SDMK
Kesehatan untuk Berdasarkan
dan UKP Provinsi Pemetaan di rumah
Sakit dan Puskesmas
Dok Dok Dok Dok
Pemenuhan Outcome :
Kebutuhan Sumber
Daya Manusia
Kesehatan
Persentase Puskesmas 75% 52,18% 70% 52,18% 52,18% 52,1 74,54% 6,58 Dinkes
yang Minimal Memiliki 9 3.944.387.444 259.705.156 259.705.156 8% 259.705.156 Provsu
(Sembilan) Jenis
Tenaga Keseh.
Persentase Rumah 80% 80,00% 75% 80% 80,00% 68,0 90,67%
Sakit yang memiliki 0%
tenaga Kesehatan
sesuai standar
Output:
Jumlah Sumber Daya 1 1
Manusia Kesehatan
yang Memenuhi
Standar di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
(Fasyankes)
Dok Dok
Pengembangan Jumlah Dokumen 3 1 1 1 33,33% 0,00 Dinkes
Mutu dan Hasil Pelaksanaan 253.632.000 Provsu
Peningkatan Peningkatan
Komg i Teknis Kompetensi dan
Sumber Daya Kualifikasi SDMK
Manusia Kesehatan
Tingkat Daerah
Provinsi
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Peningkatan
Kompetensi dan
Kualifikasi Sumber

Outcome :

Daya Manusia

Kesehatan
Persentase peserta 95% 90,37% 95% 0,00 0,00% 0,00 Dinkes
latih yang ditingkatkan 253.632.000 % Provsu
kompetensinya melalui
pelatihan kesehatan
yang terakreditasi
Persentase Tenaga 70% 41% 60% 0,00% 0,00% 0,00 0,00%
Kesehatan yang %
Ditingkatkan
Kompetensiny
Output:
Jumlah Sumber Daya 1.920
Manusia Kesehatan
Kompetensi dan
Kualifikasi Meningkat

Orang
Rata-rata capaian 41,30% 0,00 41,30% #DIV/0!
kinerja (%)
Predikat kinerja
v PROGRAM 75,70% 0,00 75,70% 0,00

SEDIAAN 193.446.000

FARMASI, ALAT

KESEHATAN, DAN

MAKANAN

MINUMAN
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K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Rp. Rp. Rp.
Penerbitan Jumlah Dokumen 3 1 1 1 33,33% 0,00 Dinkes
Pengakuan Hasil Pembinaan dan 172.108.000 Provsu
Pedagang Besar Pengawasan PBF
Farmasi (PBF) Cabang dan PAK
Cabang dan Cabang
Cabang Penyalur
Alat Kesehatan
Dok Dok Dok Dok
Pengendalian dan Out
Pengawasan serta
Tindak Lanjut
Penerbitan
Pengakuan PBF
Cabang dan Cabang
PAK
Persentase Pedagang 100% 100,00 100% 100% 100% 100 100,00 0,00 Dinkes
Besar Farmasi (PBF) % 172.108.000 % % Provsu
Cabang yang
memenuhi ketentuan
perizinan berusaha
Persentase Sarana 99% 97% 96% 90,00% 90,00% 90,0 93,75%
Produksi dan distribusi 0%
alat kesehatan dan
PKRT yang memenuhi
persyaratan Good
Manufacturing Practice
(GMP) dan Good
Distribution Practice
(GDP)
Persentase sarana 78% 98,92% 76% 17,83% 17,83% 178 23,46%
produksi kefarmasian 3%

yang dibina agar
memenuhi standar cara
produksi yang baik

Output:
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Jumlah PBF Cabang
dan Cabang PAK yang
dikendalikan dan
diawasi dalam rangka
Penerbitan dan
tindaklanjut penerbitan
perizinan

Dok

Dok

Penerbitan Izin
Usaha Kecil Obat
Tradisional (UKOT

Jumlah Dokumen
Hasil Pembinaan dan
Pengawasan UKOT
yang dibina dan
diawasi

21.338.000

33,33%

0,00

Dok

Dok

Dok

Dok

Pengendalian dan

Pengawasan serta
Tindak Lanjut
Penerbitan

94%

96,00%

92%

21.338.000

81,48%

81,48%

814
8%

88,57%

0,00

Izin Usaha Kecil
Obat Tradisional

Persentase Usaha Kecil
Obat Tradisional
(UKOT) yang
memenuhi ketentuan
Perizinan

Output:

Jumlah PBF Cabang
dan Cabang PAK yang
Dikendalikan dan
Diawasi dalam rangka
Penerbitan dan
Tindaklanjut Penerbitan
Perizinan

30

30

Sarana

Sarana

Sara
na
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Rata-rata capaian
kinerja (%)

193.446.000,0

75,70%

0,00

75,70%

0,00

Predikat kinerja

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
BIDANG
KESEHATAN

3.043.364.050

73,57%

73,57%

0,00

Advokasi,
Pemberdayaan,
Kemitraan,

Peran

Jumlah Dokumen
Hasil Pelaksanaan
GERMAS di
Kt

Kot

Serta Masyarakat
dan Lintas Sektor
Tingkat Daerah
Provinsi

2.874.948.050

33,33%

Dinkes
Provsu

Dok

Dok

Dok

Dok

Peningkatan Upaya
Advokasi
Kesehatan,
Pemberdayaan,

Outcome :

Penggalangan
Kemitraan, Peran
Serta M ’

Persentase
Kabupaten/Kota yang
laksanakan Germas

Y

dan Lintas Sektor
Tingkat Daerah
Provinsi

84%

84,84%

83%

2.874.948.050

6,06%

6,06%

6,06
%

7,30%

0,00

Dinkes
Provsu

Output:
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Jumlah Dokumen Hasil
Advokasi Kesehatan,

Pemberdayaan,
Penggalangan
Kemitraan, Peran serta
Masyarakat dan Lintas
Sektor Tingkat Daerah
Provinsi
Dok Dok
3 Pengembangan Jumlah Dokumen 3 1 1 1 33,33% 0,00 Dinkes
dan Pelaksanaan Hasil Pelaksanaan 168.416.000 Provsu
Upaya Keseh Pengembangan UKBM
Bersumber Daya
Masyrakat (UKBM)
Tingkat Daerah
Provinsi
Dok Dok Dok Dok
Bimbingan Teknis Outcome :
dan Supervisi UKBM
Persentase Posyandu 65% 92,74% 63% 88,10% 88,10% 88,1 139,84 0,00 Dinkes
Aktif 168.416.000 0% % Provsu
Output:
Jumlah Dokumen Hasil 1 1
Bimbingan Teknis dan
Supervisi UKBM
Dok Dok
Rata-rata capaian kinerja (%) 3.043.364.050 73,57% 0,00 73,57% 0,00
Predikat Kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%) 655.864.613.970 59,62% 0,00 79.094.830.206 0,00 79.094.830.206 59,62% 12,06
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2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Umur Harapan Hidup

Salah satu indikator yang menunjukkan perbaikan Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) adalah meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH). UHH merupakan indikator utama
dalam menilai kinerja Kesehatan oleh pemerintah dalam meningkatkan derajat Kesehatan
masyarakat pada khususnya. Untuk meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat maka
kualitas Kesehatan masyarakat harus ditingkatkan. Saat ini kualitas kesehatan masyarakat
telah meningkat dari waktu ke waktu, hal ini dapat dilihat dari indikator tujuan yang
ditetapkan yaitu UHH.

UHH saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus
meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2010 hingga 2023, Sumatera Utara telah
berhasil meningkatkan Umur Harapan Hidup saat lahir sebesar 6,21 tahun. Selama periode
tersebut, kenaikan umur harapan hidup yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2020, 2021,
2022, dan 2023 hal ini disebabkan perubahan data hasil survei. Umur Harapan Hidup tahun
2020, 2021, 2022, dan 2023 dihitung menggunakan hasil Sensus Penduduk Tahun 2020
sedangkan Umur Harapan Hidup tahun-tahun sebelumnya menggunakan data hasil Survei
Penduduk Antar Sensus (SUPAS). Dan hasil dari capaian Umur Harapan Hidup tahun 2020,
2021, 2022, dan 2023 baru dirilis pada tahun 2023 sehingga nantinya akan terdapat
perbedaan capaian Umur Harapan Hidup Tahun 2020, 2021 dan 2022 pada dokumen
sebelumnya.

Pada tahun 2010, Umur Harapan Hidup saat lahir di Provinsi Sumatera Utara sebesar
67,46 tahun dan pada tahun 2024 telah mencapai 73,90 tahun. Hal ini menunjukkan adanya
peningkatan capaian Umur Harapan Hidup jika dibandingkan dengan UHH Tahun 2023
yakni 73,67 Tahun, UHH Tahun 2022 yakni 73,39 tahun (SP 2020)/69,61 tahun (SUPAS),
Tahun 2021 yakni 73,10 tahun (SP 2020)/69,23 tahun (SUPAS) dan Tahun 2020 yakni 73
tahun (SP 2020)/69,10 tahun (SUPAS). Dan apabila dibandingkan dengan target yang
ditetapkan tahun 2024 yakni 73,84 tahun maka Umur Harapan Hidup Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2024 sudah melampaui target. Namun jika dibandingkan dengan UHH
Indonesia Tahun 2024 yakni 74,15 tahun, maka Sumatera Utara masih di bawah angka
nasional.

Peningkatan Umur Harapan Hidup penduduk Sumatera Utara dari tahun ke tahun
dapat dilihat sebagai berikut : 73,90 tahun pada tahun 2024, 73,67 tahun pada tahun 2023;
73,39 tahun pada tahun 2022; 73,10 tahun pada tahun 2021; 69,10 tahun pada tahun 2020;

68,95 tahun pada tahun 2019; 68,61 tahun pada tahun 2018; 68,37 tahun pada tahun 2017;
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68,33 tahun pada tahun 2016; 68,29 tahun pada tahun 2015; 68,04 tahun pada tahun 2014
dan 67,46 tahun pada tahun 2010.

Angka Kematian Ibu (AKI)

Kasus Kematian Ibu menggambarkan status kesehatan/gizi ibu selama hamil yang
rendah, kondisi wanita pada umumnya, kondisi lingkungan dan masih belum memadainya
tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, melahirkan dan menyusui. Kematian
ibu menurut defenisi WHO adalah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari
setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh
kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan/cedera.

Untuk mendapatkan data Angka Kematian Ibu harus dilakukan melalui survei, baik
yang dilakukan oleh BPS maupun lembaga-lembaga survei yang sudah diakui baik secara
nasional maupun internasional. Namun karena ketiadaan survey maka data yang diperoleh
adalah berdasarkan aplikasi Maternal Perinatal Death Notification (MPDN) yang diinput
oleh fasilitas pelayanan kesehatan tempat kematian dan diverifikasi oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota, dengan rumus perhitungan jumlah kematian ibu dibagi jumlah kelahiran
hidup (sasaran lahir hidup) dikali 100.000 Kelahiran Hidup.

Pada tahun 2024 jumlah kasus kematian ibu di Provinsi Sumatera Utara adalah
sebanyak 154 kasus dari 294.912 sasaran lahir hidup, sehingga AKI Tahun 2024 adalah
52,22 per 100.000 Kelahiran Hidup. Angka ini menunjukkan terjadinya penurunan AKI jika
dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu 202 kasus dari 278.756 sasaran lahir hidup (AKI
Tahun 2023 adalah 72,82 per 100.000 KH). Namun masih lebih tinggi dibanding tahun 2022
yaitu 131 kasus dari 278.350 sasaran lahir hidup (AKI Tahun 2022 adalah sebesar 47,06 per
100.000 KH). Tahun 2021 yaitu 248 kasus dari 278.100 sasaran lahir hidup (AKI Tahun
2021 adalah sebesar 89,18 per 100.000 KH). Tahun 2020 yakni 187 kasus dari 299.198
sasaran lahir hidup (AKI Tahun 2020 adalah sebesar 62,50 per 100.000 KH). Tahun 2019
yaitu 202 kasus dari 302.555 sasaran lahir hidup (AKI Tahun 2019 adalah sebesar 66,76 per
100.000 KH), tahun 2018 yaitu 186 kasus dari 305.935 sasaran lahir hidup (AKI Tahun 2018
yakni 60,80 per 100.000 KH) dan tahun 2017 yaitu 180 kasus dari 300.358 sasaran lahir hidup
(AKI Tahun 2017 yakni 59,36 per 100.000 KH)..

Dari aplikasi MPDN diperoleh data bahwa sampai triwulan I Tahun 2025, jumlah kasus

kematian ibu adalah sebanyak 34 kasus dari 292.775 sasaran lahir hidup, sehingga AKI Triwulan I
Tahun 2025 adalah 11,61 per 100.000 Kelahiran Hidup.
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Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan
derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap
keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status
sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan
pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan
menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur
yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di
bidang kesehatan.

Sama seperti Angka Kematian Ibu (AKI), untuk mendapatkan data Angka Kematian
Bayi harus dilakukan melalui survei, baik yang dilakukan oleh BPS maupun lembaga-
lembaga survei yang sudah diakui baik secara nasional maupun internasional. Data kematian
bayi juga diperoleh berdasarkan aplikasi MPDN yang diinput oleh fasilitas pelayanan
kesehatan tempat kematian dan diverifikasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dengan
rumus perhitungan yakni dari jumlah kematian bayi dibagi jumlah kelahiran hidup (sasaran
lahir hidup) dikali 1.000 Kelahiran Hidup.

Pada tahun 2024 dilaporkan jumlah kasus kematian bayi adalah sebanyak 829 kasus
dari 294.912 sasaran lahir hidup, sehingga sehingga bila dikonversikan maka Angka
Kematian Bayi (AKB) di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 adalah 2,81 per 1.000
Kelahiran Hidup (KH). Pada tahun 2023 jumlah kasus kematian bayi adalah sebanyak 1.006
kasus dari 278.756 sasaran lahir hidup sehingga AKB Tahun 2023 adalah sebesar 3,60 per
1.000 Kelahiran Hidup (KH). Angka ini menunjukkan peningkatan AKB jika dibandingkan
dengan tahun 2022 yakni 610 kasus dari 278.350 sasaran lahir hidup sehingga AKB Tahun
2022 adalah sebesar 2,19 per 1.000 KH. Tahun 2021 yaitu 633 kasus dari 278.100 sasaran
lahir hidup (AKB Tahun 2020 yakni 2,28 per 1.000 Kelahiran Hidup). Tahun 2020 yaitu 715
kasus dari 299.198 sasaran lahir hidup (AKB Tahun 2020 yakni 2,39 per 1.000 Kelahiran
Hidup). Tahun 2019 yaitu 790 kasus dari 302.555 sasaran lahir hidup (AKB Tahun 2019
yakni 2,61 per 1.000 KH). Tahun 2018 yaitu 869 kasus dari 305.935 sasaran lahir hidup
(AKB Tahun 2018 yakni 2,84 per 1.000 KH); dan Tahun 2017 yaitu 1.066 kasus dari
300.358 sasaran lahir hidup (AKB Tahun 2017 yakni 3,52 per 1.000 KH).

Dari aplikasi MPDN dilaporkan bahwa sampai triwulan I tahun 2025 jumlah kasus
kematian bayi adalah sebanyak 55 kasus dari 292.775 sasaran lahir hidup, sehingga AKB
Triwulan I Tahun 2025 adalah 0,65 per 1.000 Kelahiran Hidup.
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Prevalensi Stunting pada Balita

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa ditentukan oleh kualitas sumber daya
manusia, yang salah satunya ditentukan oleh factor gizi. Meningkatkan status gizi
masyarakat merupakan keharusan dalam mensukseskan pembangunan bangsa. Tuntutan
perbaikan gizi menjadi lebih penting lagi dalam menyongsong generasi emas 2045 dan era
revolusi industry 4.0 yang tentunya menuntut adanya sumber daya manusia yang sehat,
cerdas, inovatif dan mandiri.

Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan status gizi masyarakat melalui rencana
pembangunan jangka Panjang menengah dengan mencantumkan indicator gizi. Peraturan
Presiden RI Nomor 42 tahun 2013 tentang Percepatan Perbaikan Gizi dan Peraturan Presiden
RI Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, secara khusus diarahkan
untuk meningkatkan koordinasi dalam menurunkan prevalensi stunting yang fokus pada
perbaikan gizi periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Program perbaikan gizi
merupakan bagian integral dari program Kesehatan yang mempunyai peranan penting dalam
menciptakan derajat masyarakat yang setingi-tingginya.

Stunting pada anak mencerminkan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat
kekurangan gizi kronis, sehingga anak menjadi terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan
gizi kronis terjadi sejak bayi dalam kandungan hingga usia dua tahun. Dengan demikian
periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) seyogyanya mendapat perhatian khusus
karena menjadi penentu tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan dan produktivitas seseorang
di masa depan. Stunting merupakan salah satu indikator untuk menghitung Human Capital
Index dan stunting mengurangi tingkat produktivitas anak di masa dewasanya. Untuk itu
diperlukan pentingnya penanganan stunting yang mulai digaungkan sejak tahun 2017, hal
ini bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif,
serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kejadian stunting merupakan salah satu masalah gizi yang dialami oleh balita di
Indonesia dan prevalensinya cenderung statis. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas)
Tahun 2007 menunjukkan prevalensi balita stunting di Indonesia sebesar 36,8%. Pada tahun
2010, terjadi sedikit penurunan menjadi 35,6%, namun prevalensi balita stunting kembali
meningkat pada tahun 2013 menjadi 37,2% dan hasil Riskesdas Tahun 2018 menunjukkan
terjadi penurunan yang cukup signifikan yaitu menjadi 30,8%. Pada tahun 2019 hasil dari
Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2019, menunjukkan hasil yang
menggembirakan dimana Prevalensi Stunting pada balita di Indonesia berhasil ditekan 3,1

% menjadi 27,67%.
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Untuk Provinsi Sumatera Utara, hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI)
tahun 2019 juga menunjukkan hasil yang menggembirakan dimana Prevalensi Stunting pada
Balita di Provinsi Sumatera Utara berhasil diturunkan sekitar 1,6% menjadi 30,11% pada
tahun 2019 dari 32,3 % hasil Riskesdas Tahun 2018. Angka ini menunjukkan penurunan
yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan hasil Riskesdas tahun 2013 dimana
prevalensi stunting pada balita di Sumatera Utara Tahun 2013 adalah 42,5%.

Pada tahun 2024, Kementerian Kesehatan melaksanakan Survei Status Gizi Indonesia
(SSGI), dengan hasil Prevalensi Stunting pada Balita di Provinsi Sumatera Utara tahun 2024
adalah 22%. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan prevalensi stunting pada balita
jika dibandingkan dengan tahun 2023 yakni 18,9%, tahun 2022 yakni 21,1%, tahun 2021
yakni 25,8%, tahun 2020 yakni 28,7%, tahun 2019 yakni 30,11%, dan tahun 2018 yakni
32,3% (Hasil Riskesdas 2018).

Angka Kesakitan (Morbiditas)

Angka kesakitan (morbiditas) merupakan indikator penting yang dapat dimanfaatkan
untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya
keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Pengetahuan mengenai
derajat kesehatan suatu masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam pembangunan
bidang kesehatan, yang bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan
kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut, diharapkan akan
tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik.

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Bidang Kesehatan Tahun 2024,
Angka Kesakitan Masyarakat di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 adalah sebesar
10,08%, jika dibandingkan dengan angka nasional yaitu 12,12% maka Sumatera Utara masih
berada di bawah angka nasional. Angka kesakitan tahun 2024 ini juga menunjukkan adanya
perbaikan kesehatan ditandai dengan penurunan angka kesakitan jika dibandingkan dengan
tahun 2023 yakni sebesar 10,10%. Tahun 2022 yakni sebesar 12,98%, tahun 2021 yakni
sebesar 8,78%, tahun 2020 yakni sebesar 12,24%, tahun 2019 yakni sebesar 11,97%, tahun
2018 yakni sebesar 11,03%, tahun 2017 yakni sebesar 11,17%, tahun 2016 yakni sebesar
11,15% dan tahun 2015 yakni sebesar 11,84%. Dan apabila dibandingkan dengan target yang
ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu 12,20%, maka Angka Kesakitan di

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 sudah mampu mencapai target.
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Bed Occupancy Rate (BOR)

Bed Occupancy Rate (BOR) adalah persentase pemakaian tempat tidur pada satuan
waktu tertentu (Depkes RI 2005). Nilai BOR yang ideal adalah antara 60-85 persen. BOR
UPTD Khusus RSJ Prof. Dr. M. Ildrem Tahun 2024 tercatat sebesar 70 persen.

Berdasarkan data hasil pelayanan kesehatan rawat inap UPTD Khusus RSU Haji
Medan pada Tahun 2024 diperoleh nilai BOR sebesar 77,08 persen, melebihi target yang
telah ditetapkan yaitu 70 persen. Capaian BOR UPTD Khusus RSU Haji Medan sebesar
77,08 persen mengandung arti bahwa penggunaan tempat tidur di UPTD Khusus RSU Haji
Medan sudah optimal. Peningkatan pemakaian tempat tidur di UPTD Khusus RSU Haji
Medan disebabkan oleh bertambahnya jumlah dokter  spesialis serta  meningkatnya
kepercayaan masyarakat. Dalam 5 (Lima) tahun terakhir, BOR UPTD Khusus RSU Haji
Medan tercatat terus mengalami peningkatan.

Average Length of Stay (ALOS)

Average Length of Stay (ALOS) adalah rata-rata lama rawat seorang pasien (Depkes
RI. 2005). Nilai ALOS yang ideal antara 6—9 hari (Depkes RI 2005), sedangkan menurut
Barber Johnson adalah 3-12 hari.

Capaian ALOS UPTD Khusus RSJ Prof. Dr. [ldrem pada Tahun 2024 tercatat sebesar
66 hari, jauh lebih tinggi dari target ALOS yang telah ditetapkan yaitu 40 hari. Dengan
demikian, ALOS UPTD Khusus RSJ Prof. Dr. M. Ildrem Tahun 2024 tidak mencapai target.

Hasil pengukuran indikatorm Length of Stay (LOS) UPTD Khusus RSU Haji Medan
pada Tahun 2024 adalah 4 (empat) hari, sudah mencapai target yang telah ditetapkan.
Capaian indikator ALOS UPTD Khusus RSU Haji Medan dalam 5 (lima) tahun terakhir
selalu memenubhi target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukan kinerja kualitas SDM di
UPTD Khusus RSU Haji Medan yang semakin membaik karena pasien telah dirawat
sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang berlaku, sehingga tidak
menyebabkan terlalu lamanya pemakaian tempat tidur, dan dari segi ekonomi dapat

memperkecil biaya operasional.

Indeks Kepuasaan Masyarakat
Kepuasan (satisfaction) menurut Tjiptono dan Chandra (2005) berasal dari bahasa
Latin “satis” yang berarti cukup baik, memadai, dan ‘fatio” yang berarti melakukan atau

3

membuat. Kepuasan bisa diartikan sebagai “upaya pemenuhan sesuatu” atau “membuat
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sesuatu memadai”. Salah satu definisi yang berkaitan dengan kepuasan masyarakat adalah
definisi yang disampaikan Kotler dan Armstrong (2008) yang mengungkapkan bahwa
kepuasan pelanggan adalah tingkatan dimana kinerja anggapan produk relatif atau sesuai
dengan ekspektasi pembeli. Jika kinerja produk tidak memenuhi ekspektasi, pelanggan
kecewa. Jika kinerja produk sesuai dengan atau melebihi ekspektasi, maka pelanggan akan

puas.

Ukuran keberhasilan penyelenggaraaan pelayanan publik ditentukan oleh tingkat
kepuasan penerimaan pelayanan. Kepuasaan pelayanan dapat dicapai apabila penerima
layanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan. Oleh
karena itu, UPTD Khusus RSU Haji Medan secara berkala melakukan survei Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk mengukur tingkat kepuasan pasien yang memperoleh
pelayanan di rumah sakit. Menggunakan aplikasi SINIKEMAS, diketahui Capaian IKM
UPTD Khusus RSU Haji Medan pada Tahun 2024 sebesar 87,6 persen, sudah mencapai
target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 86 persen. Tercapainya target IKM pada Tahun
2024 disebabkan oleh disesuaikannya penetapan target dimaksud. Dengan demikian, capaian
IKM Tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian IKM tahun

sebelumnya yang sebesar 85,20 persen.

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama bidang kesehatan dilaksanakan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan, yakni :
A. Dinas Kesehatan

Tabel 2. 3
Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2025 Triwulan I
. Target Tahun Capaian
No Program Indikator 2025 Triw. 12025
Program Penunjang Urusan Pemerintahan | Nilai SAKIP Dinas Kesehatan
1 - o A AA
Daerah Provinsi Provinsi Sumatera Utara
Persentase Fasilitas Pelayanan
Program Pemenuhan Upaya Keschatan Keschatan Tingkat Pertama (FKTP) .
2 | Perorangan dan Upaya Kesehatan 95% 85%
Masyarakat yang melaksanakan Pelayanan
Kesehatan sesuai Standar
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan | Persentase FKTP yang
3 | Perorangan dan Upaya Keschatan | Menyelenggarakan Kesehatan 70% 37%
Masyarakat Tradisional
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Persentase Puskesmas yang
Melakukan Pelayanan Kesehatan
4 | Perorangan dan Upaya Kesehatan . . 65% 50%
Bergerak di daerah terpencil dan
Masyarakat .
sangat terpencil
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] Target Tahun Capaian
No Program Indikator 2025 Triw. T 2025
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan
5 | Perorangan dan Upaya Keschatan | Persentase FKTP yang terakreditasi 93,62% 78,45%
Masyarakat
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan .
6 | Perorangan dan Upaya Kesehatan Persenta.se Rumah Sakit yang 100% 95,22%
terakreditasi
Masyarakat
Persentase Fasilitas Kesehatan
Program Pemenuhan Upaya Keschatan . . .
7 | Perorangan dan Upaya Kesehatan Rujukan IT ;(ngka{(LanJult (FKRTL) 55,50% 55%
Masyarakat yang Mela sanakan Pelayanan
Kesehatan sesuai Standar
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan i/f;erel:tliie R:rglg gia)l;%a anan
8 | Perorangan dan Upaya Kesehatan yelengs Y 90,48% 85,71%
Masyarakat Obstetri Neopatal Emergency
Komprehensif (PONEK) 24 Jam
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Persentase RSUD Menerapkan Pola
9 | Perorangan dan Upaya Kesehatan Pengelolaan Keuangan Badan 80% 77,78%
Layanan Umum Daerah ( PPK-BLUD ’
Masyarakat )
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan
10 | Perorangan dan Upaya Kesehatan Qakupan Pelaygnan Gawat Darurat 53,33% 48,89%
di RSUD sesuai Standar
Masyarakat
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan | Cakupan Pelaksanaan Sistem
11 | Perorangan dan Upaya Kesehatan | Pelayanan Gawat Darurat Terpadu 69,70% 73%
Masyarakat (SPGDT) di Kab/ Kota
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan | Persentase Tingkat Kepuasan Pasien
12 | Perorangan dan Upaya Kesehatan | terhadap Pelayanan sesuai Standar di 86% N/A
Masyarakat UPTD Rumah Sakit Khusus Mata
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan | Persentase Tingkat Kepuasan Pasien
13 | Perorangan dan Upaya Keschatan | terhadap Pelayanan sesuai Standar di 92,43% N/A
Masyarakat Rumah Sakit Khusus Paru
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan | Persentase tingkat kepuasan pasien
14 | Perorangan dan Upaya Kesehatan | terhadap pelayanan sesuai standar 80,50% N/A
Masyarakat UPT.RS Kusta Laosimomo
Program Pemenuhan Upaya Keschatan Persentase Tingkat Kepuasan
Masyarakat terhadap Pelayanan o
15 | Perorangan dan Upaya Kesehatan . . . 86,50% N/A
Masyarakat sesuai Standar di UPT .Laboratorium
Kesehatan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Prevalensi Stunting (Pendek dan .
16 | Perorangan dan Upaya Kesehatan . 10% 2,7
sangat pendek pada balita
Masyarakat
Program Pemenuhan Upaya Keschatan Prevalensi Wasting (kurus dan sangat
17 | Perorangan dan Upaya Kesehatan . 6,80% 1,12
kurus ) pada balita
Masyarakat
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q Target Tahun Capaian
No Program Indikator 2025 Triw. T 2025
Program Pemenuhan Upaya Keschatan Persentase Bayi usia Kurang dari 6
18 | Perorangan dan Upaya Kesehatan . 65% 85,4
Bulan yang Mendapat ASI Eksklusif
Masyarakat
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Persentase balita dipantau
19 | Perorangan dan Upaya Kesehatan 90% 15,87
pertumbuhan dan perkembangan
Masyarakat
Program Pemenuhan Upaya Keschatan | Persentase Ibu Hamil Kurang Energi
20 | Perorangan dan Upaya Kesehatan | Kronik (KEK) mendapat tambahan 90% 78,05%
Masyarakat asupan gizi
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan | Persentase remaja putri ( Rematri)
21 | Perorangan dan Upaya Kesehatan | yang memperoleh Tablet Tambah 60% 18,03%
Masyarakat Darah
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan L
22 | Perorangan dan Upaya Kesehatan Persentase balita gizi buryk mendapat 90% 70,34%
pelayanan Tatalaksana Gizi Buruk
Masyarakat
Program Pemenuhan Upaya Keschatan Persentase anak usia 6-23 bulan yang N o
23 | Perorangan dan Upaya Keschatan 95% 92%
mendapat MP-ASI
Masyarakat
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan . .
24 | Perorangan dan Upaya Kesehatan Persentase ibu hamil mendapgtkan 100% 13,84%
Masyarakat pelayanan kesehatan ibu hamil
Program Pemenuhan Upaya Keschatan . .
25 | Perorangan dan Upaya Kesehatan Persentase ibu be?rsalm mer}dapatkan 100% 14,48%
Masyarakat pelayanan persalinan sesuai standar
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Cakupan pelavanan nifas sesuai
26 | Perorangan dan Upaya Keschatan pan pelay 83% 12,74%
Masyarakat standar
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan | Persentase bayi baru lahir
27 | Perorangan dan Upaya Kesehatan | mendapatkan pelayanan kesehatan 100% 12,065
Masyarakat neonatal esensial sesuai standar
Program Pemenuhan Upaya Keschatan Cakupan pelavanan balita sesuai
28 | Perorangan dan Upaya Keschatan pail pelay 100% 15,87%
Masyarakat standar
Program Pemenuhan Upaya Keschatan | Persentase anak usia pendidikan dasar
29 | Perorangan dan Upaya Keschatan | yang mendapatkan pelayanan 100% 33,26%
Masyarakat kesehatan sesuai standar
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan | Persentase warga negara usia 60
30 | Perorangan dan Upaya Kesehatan | tahun ke atas mendapatkan skrining 100% 10,67%
Masyarakat kesehatan sesuai standar
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] Target Tahun Capaian
No Program Indikator 2025 Triw. T 2025
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan | Persentase warga negara usia 15-59
31 | Perorangan dan Upaya Kesehatan | tahun mendapatkan skrining 100% 6,56%
Masyarakat Kesehatan sesuai standar
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Persentase Puskesmgs yang
melaksanakan pembinaan kesehatan N N
32 | Perorangan dan Upaya Kesehatan 73% 27,95%
olahraga pada kelompok masyarakat
Masyarakat L .
di wilayah kerjanya
Program Pemenuhan Upaya Keschatan | Persentase Puskesmas yang
33 | Perorangan dan Upaya Kesehatan | Menyelenggarakan Pelayanan 78% 18,26%
Masyarakat Kesehatan Kerja
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan
34 | Perorangan dan Upaya Kesehatan | Jumlah kabupaten/kota sehat 18 Kab/kota 13 Kab/kota
Masyarakat
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan | Persentase Tempat Fasilitas Umum
35 | Perorangan dan Upaya Kesehatan | (TFU) yang Dilakukan Pengawasan 72% 73%
Masyarakat sesuai standar
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Persentase Tempat Pengelolaan .
36 | Perorangan dan Upaya Kesehatan . 68% 56,24
Pangan (TPP) memenuhi standar
Masyarakat
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Persentase Fasyankes (RS dan
Puskesmas) Melaksanakan N o
37 | Perorangan dan Upaya Kesehatan . . . 82% 46,30%
Pengelolaan Limbah Medis Sesuai
Masyarakat
Standar
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan | Persentase desa/kelurahan Stop
38 | Perorangan dan Upaya Kesehatan | Buang Air Besar Sembarangan (Stop 60% 31,34%
Masyarakat BABS)
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan s
39 | Perorangan dan Upaya Keschatan Persgntass: Sa?ana Alr M}num dengan 76% 85,08%
kualitas air minum sesuai standar
Masyarakat
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan | Angka Non Polio Acute Flacyd
40 | Perorangan dan Upaya Kesehatan | Paralysis (AFP) per 100.000 anak >2 2,17
Masyarakat usia <15 tahun
Program Pemenuhan Upaya Keschatan | Persentase Pelayanan Kesehatan bagi
41 | Perorangan dan Upaya Kesehatan | Orang yang Terdampak dan Beresiko 100% 100%
Masyarakat pada Situasi KLB Provinsi
Program Pemenuhan Upaya Keschatan | Persentase kabupaten/kota yang
42 | Perorangan dan Upaya Kesehatan | melakukan Pemetaan resiko penyakit 90% 84,80%
Masyarakat Infeksi Emerging
Program Pemenuhan Upaya Keschatan | Persentase Kabupaten/kota yang
43 | Perorangan dan Upaya Kesehatan | merespon Alert SKDR kurang dari 80% 88%

Masyarakat

24 jam
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q Target Tahun Capaian
No Program Indikator 2025 Triw. T 2025
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Persentase Pelayanan Kegehatan bagi
44 | Perorangan dan Upaya Kesehatan Penduduk Terdampak Krisis 100% 100%
& pay Kesehatan Akibat Bencana dan/atau ° °
Masyarakat .
Berpotensi Bencana
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan | Persentase Jemaah Haji yang
45 | Perorangan dan Upaya Kesehatan | Mendapat Pelayanan Kesehatan 100% 100%
Masyarakat sesuai Standar
Program Pemenuhan Upaya Keschatan
46 | Perorangan dan Upaya Kesehatan | Angka Mikrofilaria Rate (Mf rate) <1% 0
Masyarakat
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan
47 | Perorangan dan Upaya Kesehatan Persentase kabupaten /kota yang . 92% 100%
Melaksanakan Pencegahan Hepatitis
Masyarakat
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan .
48 | Perorangan dan Upaya Kesehatan Persentase demam thypoid pada anak 72% NA
sekolah
Masyarakat
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan . .
49 | Perorangan dan Upaya Kesehatan Prevalensi kecacingan pada anak <10% 11,8
sekolah
Masyarakat
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan | Persentase kabupaten/kota dengan
50 | Perorangan dan Upaya Kesehatan | Incidence Rate (IR) DBD < 10 per <10 7,2
Masyarakat 100.000 penduduk
Program Pemenuhan Upaya Keschatan Aneka penemuan kasus malaria per
51 | Perorangan dan Upaya Kesehatan gxap P 0,09 0,0021
1.000 penduduk (API)
Masyarakat
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan .
52 | Perorangan dan Upaya Kesehatan Angla Case Detection Rate (CDR) 95% 16%
M K penyakit TB
asyarakat
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan | Insiden HIV (per 1000 penduduk
53 | Perorangan dan Upaya Kesehatan | berusia 15 tahun ke atas yang tidak 0,18 0,11
Masyarakat terinfeksi HIV)
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan | Angka zoonosis lainnya (Flu burung,
54 | Perorangan dan Upaya Kesehatan | rabies, antraks, leptopirosis) yang 88% 99,80%
Masyarakat ditangani sesuai standar
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan
55 | Perorangan dan Upaya Kesehatan Cakupan penemuan dan tajca laksana 62% 99,02
kasus pneumonia pada balita
Masyarakat
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan
56 | Perorangan dan Upaya Kesehatan Angka penemuan kasus baru <0.10 0
frambusia
Masyarakat
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] Target Tahun Capaian
No Program Indikator 2025 Triw. T 2025
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan
57 | Perorangan dan Upaya Kesehatan | Per 100.000 penduduk
Masyarakat
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Angka penemuan kasus baru kusta
58 | Perorangan dan Upaya Kesehatan <5 0,71
Masyarakat per 100.000 penduduk
Program Pemenuhan Upaya Keschatan
59 | Perorangan dan Upaya Kesehatan | Angka kecacatan tingkat 2 kusta <20% 16%
Masyarakat
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan | Jumlah kabupaten/kota yang 20
60 | Perorangan dan Upaya Kesehatan | menerapkan Kawasan Tanpa Rokok kab/kota 18 kab/kota
Masyarakat (KTR)
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan i’l;rllilrllahlgl T;Ep ag;%%/ﬂ(}fﬁ:ki:rf;n an
61 | Perorangan dan Upaya Kesehatan gl & K 01 yang 15 Kab/Kota 9 kab/kota
Masyarakat Menyelenggarakan layanan Upaya
Berhenti Merokok (UBM)
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Jl:lillllahkliz;lp agg;ﬂ(gflzg‘j;;ﬁa?emlhkl
62 | Perorangan dan Upaya Kesehatan paling g ovvo 30 Kab/Kota 30 kab/kota
Masyarakat melakukan pelayanan terpadu PTM
sesuai standar
Program Pemenuhan Upaya Keschatan | Persentase Penderita Hipertensi yang
63 | Perorangan dan Upaya Kesehatan | Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 100% 5,80%
Masyarakat sesuai Standar
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan | Persentase Penderita Diabetes
64 | Perorangan dan Upaya Kesehatan | Mellitus yang Mendapatkan 100% 16,70%
Masyarakat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Jumlah Kab{kf)ta yang me.m{llkl
cakupan skrining PTM prioritas pada
65 | Perorangan dan Upaya Kesehatan : . 10 kab/kota 0
Masyarakat peqduduk sesuai kelompok usia
paling kurang 40%
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Jl;?rllahkﬁz;koéz(;a;iizgﬁzg1
66 | Perorangan dan Upaya Keschatan paling g &7 TS . 30 Kab/Kota 14 kab/kota
Masyarakat melakukan deteksi dini penyakit
kanker
Program Pemenuhan Upaya Keschatan | Persentase ODGJ
67 | Perorangan dan Upaya Kesehatan | Berat yang Mendapatkan Pelayanan 100% 22,01%
Masyarakat Kesehatan sesuai Standar
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan g/un;lalll(K?Ill);Ko;iyang memiliki 50
68 | Perorangan dan Upaya Keschatan | ~° {skesas yang 21 Kab/Kota 23 kab/kota
Masyarakat Qlenyelenggarakan upaya kesehatan
jiwa
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan | Jumlah Penyalahguna Napza yang
69 | Perorangan dan Upaya Kesehatan | mendapatkan pelayanan rehabilitasi 1500 orang 1654 orang
Masyarakat medis
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Target Tahun

Capaian

No Program Indikator 2025 Triw. T 2025
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan .
70 | Perorangan dan Upaya Kesehatan Cakupan Kepegertaan Jaminan 93,62% 93%
Kesehatan Nasional (JKN)
Masyarakat
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Persentase K d
71 | Perorangan dan Upaya Kesehatan 5¢ puskesmas dengan 97% 90,50%
ketersediaan obat dan vaksin esensial
Masyarakat
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan | Persentase sarana pelayanan
72 | Perorangan dan Upaya Kesehatan | Kesehatan Pemerintah yang 58% 41,32%
Masyarakat melaksanakan pelayanan kefarmasian
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan .
73 Per(%rangan dan Upfyg Kesehatan Persentase Penggunaan Obat Rasional 76% 74,08%
(POR) di puskesmas
Masyarakat
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan | Persentase kab/kota yang
74 | Perorangan dan Upaya Kesehatan | menyelenggarakan Sistem Informasi 100% 100%
Masyarakat Kesehatan
Program Pemenuhan Upaya Keschatan
75 Per(%rangan dan Upfyg Kesehatan Persenta;e kabupaten/.kotg yang 95% 0
mencapai target imunisasi rutin
Masyarakat
Persentase Puskesmas yang minimal
76 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber memiliki 9 (Sembilan) jenis tenaga 70% 52,18%
Daya Manusia Kesehatan Kesehatan
Persentase peserta latih yang
77 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber ditingkatkan kompetensinya melalui 95%
Daya Manusia Kesehatan pelatihan kesehatan yangTerakreditasi
78 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Pejr'sentase Tenaga Kesehgtan yang 60% 0
Daya Manusia Kesehatan Ditingkatkan Kompetensinya
Persentase Rumah Sakit yang
79 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber memiliki tenaga keschatan sesuai 75% 80%
Daya Manusia Kesehatan standar
Persentase  Usaha  Kecil  Obat
80 | Program Sediaan Farmasi, Alat Tradisional (UKOT) yang memenuhi 92% 81,48%
Kesehatan, dan Makanan Minuman ketentuan Perizinan
Persentase Pedagang Besar Farmasi
81 | Program Sediaan Farmasi, Alat (PBF) Cabang yang memenuhi 100% 100%
Kesehatan, dan Makanan Minuman ketentuan Perizinan Berusaha
Program Sediaan Farmasi, Alat Persentase ~ Sarana Produksi dan
Kesehatan, dan Makanan Minuman distribusi alat kesehatan dan PKRT
82 yang memenuhi persyaratan Good 96% 90%
Manufacturing Practice (GMP) dan
Good Distribution Practice (GDP)
Program Sediaan Farmasi, Alat Persentase sarana produksi
83 Kesehatan, dan Makanan Minuman kefarmasi?m yang  dibina ~agar 76% 98.92%
memenuhi standar cara produksi yang
baik
84 | Program Pemberdayaan Masyarakat Persentase kab/kota yang 83% 6,06%

Bidang Kesehatan

melaksanakan Germas
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q Target Tahun Capaian
No Program Indikator 2025 Triw. T 2025
85 | Program Pemberdayaan Masyarakat Persentase Posyandu Aktif 63% 88,10%
Bidang Kesehatan
Persentase Rumah Tangga ber
86 | Program Pemberdayaan Masyarakat Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 61% 55%
Bidang Kesehatan (PHBS)
B. UPTD Khusus RSU Haji
Tabel 2. 4
Capaian Kinerja UPTD Khusus RSU Haji Tahun 2025 Triwulan I
. Target Tahun Capaian
No Program Indikator 2025 Triw. I 2025
1 Program Pen'unJang Urusan Pemerintahan Perse.nt.ase . Pemenuhan  Layanan 100% 21.52%
Daerah Provinsi Administrasi
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan
2 | Perorangan dan Upaya Kesehatan | Jumlah Layanan yang Tersedia 3 Layanan 0,35%
Masyarakat
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Persentase Peeawai vane menerima
3 | Perorangan dan Upaya Kesehatan . gawal yang 100% 3,58%
Pelatihan dan Pendidikan
Masyarakat
C. UPTD Khusus RS Jiwa Prof. Ildrem
Tabel 2. 5
Capaian Kinerja UPTD Khusus RS Jiwa Prof. Ildrem Tahun 2025 Triwulan I
. Target Capaian
No Program Indikator Tahun 2025 | Triw. 12025
Program Penunjang Urusan | Persentase Pemenuhan 0 o
1 : .. .. . 100% 4,56%
Pemerintahan Daerah Provinsi Layanan Administrasi
Program  Pemenuhan  Upaya | Persentase Layanan Kesehatan
2 | Kesehatan Perorangan dan Upaya | yang Sesuai Standar Rumah 100% 2,11%
Kesehatan Masyarakat Sakit
Persentase Sumber Daya
Program  Pemenuhan  Upaya . Y
Manusia Kesehatan 0 o
3 | Kesehatan Perorangan dan Upaya . . . 100% 6,34%
Kompetensi dan Kualifikasi
Kesehatan Masyarakat

Meningkat

Realisasi APBD Dinas Kesehatan sampai dengan Triwulan I dapat dilihat pada tabel

berikut :
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Tabel 2. 6

Realisasi Pendapatan Dinas Kesehatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

No Uraian Anggaran APBD Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Realisasi
Murni (Rp) Pergeseran I (Rp) Pergeseran II (Rp) Pergeseran II1 (Rp) Pergeseran IV (Rp) Triwulan I (Rp) %
1 | Pendapatan Daerah 7.794.025.600,00 7.794.025.600,00 7.794.025.600,00 7.794.025.600,00 7.794.025.600,00 1.128.432.561,00 14,48
a. Pendapatan Asli Daerah 7.794.025.600,00 7.794.025.600,00 7.794.025.600,00 7.794.025.600,00 7.794.025.600,00 1.128.432.561,00 14,48
2 | Belanja 657.329.227.055,00 |  672.290.099.838,00 |  656.283.391.970,00 | 656.283.391.970,00 |  655.864.613.970,00 |  84.476.426.482,05 12,88
a. Belanja Operasi 632.207.163.155,00 |  636.962.329.046,00 | 624.913.779.256,00 | 624.913.779.256,00 |  624.495.001.256,00 |  80.606.181.577,05 12,91
- Belanja Pegawai 247.871.026.000,00 | 247.871.026.000,00 | 247.871.026.000,00 | 247.871.026.000,00 | 247.871.026.000,00 |  64.705.358.395,05 26,10
- Belanja Barang dan Jasa 384.336.137.155,00 |  389.091.303.046,00 | 374.942.753.256,00 | 374.942.753.256,00 | 374.523.975.256,00 16.805.270.686,95 4,49
- Belanja Hibah - - 2.100.000.000,00 2.100.000.000,00 2.100.000.000,00 - -
b. Belanja Modal 25.122.063.900,00 35.327.770.792,00 31.369.612.714,00 31.369.612.714,00 31.369.612.714,00 3.870.244.905,00 12,34
Me]iie;a“ja Modal Peralatan dan 23.142.312.100,00 31.875.018.992,00 28.261.860.914,00 28.261.860.914,00 28.261.860.914,00 5.764.838.892,00 20,40
-Belanja Modal Gedung dan 1.434.870.000,00 2.907.870.000,00 2.907.870.000,00 2.907.870.000,00 2.907.870.000,00 1.473.000.000,00 50,66

Bangunan

- Belanja Modal Aset dan
Lainnya

544.881.800,00

544.881.800,00

199.881.800,00

199.881.800,00

199.881.800,00




Pengembangan Fasilitas
Kesehatan Lainnya

5.229.570.286,00

5.262.570.286,00

Tabel 2.7
Realisasi Belanja Dinas Kesehatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

4.685.050.504,00

4.685.050.504,00

4.685.050.504,00

78.892.000,00

1,68

4.606.158.504,00

Pengembangan
Pendekatan Pelayanan
Kesehatan di DTPK
(Pelayanan Kesehatan
Bergerak, Gugus Pulau,
Pelayanan Kesehatan
Berbasis Telemedicine,
din

3.670.284.871,00

3.670.284.871,00

1.401.460.473,00

1.401.460.473,00

1.401.460.473,00

1.401.460.473,00

Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Fasilitas
Kesehatan Lainnya

1.564.870.000,00

1.564.870.000,00

1.546.512.254,00

1.546.512.254,00

1.546.512.254,00

1.546.512.254,00

Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Rumah
Sakit

2.039.750.000,00

3.929.988.373,00

3.929.988.373,00

3.929.988.373,00

3.929.988.373,00

1.890.238.373,00

48,10

2.039.750.000,00

Pengadaan Alat
Kesehatan/Alat
Penunjang Medik

9.555.085.115,00

17.442.592.007,00

17.442.592.007,00

17.442.592.007,00

17.442.592.007,00

4.919.638.892,00

28,20

12.522.953.115,00
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Fasilitas Layanan
Kesehatan

Pemeliharaan Alat
Kesehatan/Alat
Penunjang Medik
Fasilitas Layanan
Kesehatan

405.000.000,00

405.000.000,00

355.000.000,00

355.000.000,00

355.000.000,00

2.750.000,00

0,77

352.250.000,00

Distribusi Alat
Kesehatan, Obat, Bahan
Habis Pakai, Bahan
Medis Habis Pakai,
Vaksin, Makanan dan
Minuman ke Fasilitas
Kesehatan

322.300.500,00

451.961.750,00

377.111.750,00

377.111.750,00

377.111.750,00

129.661.250,00

34,38

247.450.500,00

Pengadaan Obat, Bahan
Habis Pakai, Bahan
Medis Habis Pakai,,
Vaksin, Makanan dan
Minuman di Fasilitas
Kesehatan

12.910.647.242,00

13.207.583.192,00

12.846.406.690,00

12.846.406.690,00

12.846.406.690,00

82.509.450,00

0,64

12.763.897.240,00

Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan bagi Penduduk
Terdampak Krisis
Kesehatan Akibat
Bencana dan/atau
Berpotensi Bencana

629.715.108,00

679.484.108,00

301.694.500,00

301.694.500,00

301.694.500,00

49.769.000,00

16,50

251.925.500,00
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No

Program/Kode
Kegiatan/Kode Sub
Kegiatan

APBD Murni T. Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran e} q
A 2025 Pergeseran I Pergeseran 11 Pergeseran I11 Pergeseran IV Realisasi Triwulan I Sisa Anggaran
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) % (Rp)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10

Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan bagi Penduduk
pada Kondisi Kejadian
Luar Biasa (KLB)

649.056.561,00

699.421.561,00

309.984.225,00

309.984.225,00

309.984.225,00

29.853.000,00

9,63

280.131.225,00

11

Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan Anak

2.143.302.100,00

2.143.302.100,00

1.619.986.200,00

1.619.986.200,00

1.619.986.200,00

1.619.986.200,00

Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Usia Produktif

100.582.370,00

100.582.370,00

45.477.000,00

45.477.000,00

45.477.000,00

45.477.000,00

13

Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Usia Lanjut

303.373.734,00

303.373.734,00

121.269.280,00

121.269.280,00

121.269.280,00

121.269.280,00

14

Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Gizi
Masyarakat

5.879.963.915,00

8.024.473.915,00

7.124.365.655,00

7.124.365.655,00

7.124.365.655,00

2.144.510.000,00

30,10

4.979.855.655,00

15

Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Kerja dan
Olahraga

186.230.000,00

186.230.000,00

74.668.000,00

74.668.000,00

74.668.000,00

74.668.000,00

16

Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Lingkungan

315.471.040,00

315.471.040,00

126.118.000,00

126.118.000,00

126.118.000,00

126.118.000,00

17

Pengelolaan Pelayanan
Promosi Kesehatan

1.646.005.356,00

1.943.005.356,00

1.911.133.356,00

1.911.133.356,00

1.911.133.356,00

297.000.000,00

15,54

1.614.133.356,00

18

Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Tradisonal,
Akupuntur, Asuhan
Mandiri dan Tradisional
Lainnya

71.560.760,00

71.560.760,00

36.279.000,00

36.279.000,00

36.279.000,00

36.279.000,00

19

Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Penyakit
Menular dan Tidak
Menular

2.604.167.988,00

2.604.167.988,00

3.901.079.002,00

3.901.079.002,00

3.759.503.002,00

3.759.503.002,00

20

Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Haji

33.900.000,00

33.900.000,00

18.000.000,00

18.000.000,00

18.000.000,00

18.000.000,00
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No

Program/Kode
Kegiatan/Kode Sub
Kegiatan

APBD Murni T.
A 2025

Anggaran
Pergeseran I

Anggaran
Pergeseran 11

Anggaran
Pergeseran I11

Anggaran
Pergeseran IV

Realisasi Triwulan I

Sisa Anggaran

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

%

(Rp)

2

3

4

5

6

7

8

10

21

Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Orang dengan
Masalah Kesehatan Jiwa
(ODMK)

396.234.000,00

396.234.000,00

317.959.000,00

317.959.000,00

317.959.000,00

317.959.000,00

22

Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Orang dengan
Kecanduan NAPZA

142.895.000,00

142.895.000,00

#DIV/0!

23

Pengelolaan Jaminan
Kesehatan Masyarakat

278.353.325.980,00

278.353.325.980,00

278.097.938.880,00

278.097.938.880,00

278.097.938.880,00

22.704.420,00

0,01

278.075.234.460,00

24

Pengelolaan Surveilans
Kesehatan

811.655.300,00

811.655.300,00

684.193.000,00

684.193.000,00

684.193.000,00

15.670.000,00

2,29

668.523.000,00

25

Koordinasi dan

Sinkronisasi Penerapan
SPM Bidang Kesehatan
Lintas Kabupaten/Kota

462.356.000,00

462.356.000,00

184.632.000,00

184.632.000,00

184.632.000,00

184.632.000,00

26

Pembinaan Pelaksanaan
Upaya Pelayanan
Kesehatan

896.383.910,00

896.383.910,00

596.131.000,00

596.131.000,00

596.131.000,00

596.131.000,00

27

Verifikasi dan Penilaian
Kelayakan Puskesmas
untuk Registrasi
Puskesmas

#DIV/0!

28

Investigasi Lanjutan
Kejadian Ikutan Pasca
Imunisasi dan Pemberian
Obat Massal oleh
Kabupaten/Kota

38.642.000,00

38.642.000,00

14.958.000,00

14.958.000,00

14.958.000,00

14.958.000,00

29

Operasional Pelayanan
Rumah Sakit

15.326.081.989,00

16.620.974.661,00

16.062.108.973,00

16.062.108.973,00

15.901.158.973,00

4.093.726.572,00

25,74

11.807.432.401,00

30

Penyediaan dan
Pengelolaan Sistem
Penanganan Gawat

880.069.029,00

880.069.029,00

353.103.599,00

353.103.599,00

353.103.599,00

59.445.000,00

16,84

293.658.599,00
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Darurat Terpadu
(SPGDT)

Pengambilan dan
Pengiriman Spesimen

31 Penyakit Potensial KLB 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 22.560.000,00 22,56 77.440.000,00
ke Lab Rujukan/Nasional

32 | Upaya Pengurangan 11,46 78.182.350,00
Risiko Krisis Keschatan 195.538.368,00 205.655.868,00 88.299.850,00 88.299.850,00 88.299.850,00 10.117.500,00

33 | Pengelolaan Sistem 413.296.137,00
. Informasi Kesehatan 673.223.387,00 673.223.387,00 417.304.137,00 417.304.137,00 417.304.137,00 4.008.000,00

34

Pengendalian dan
Pengawasan serta Tindak
Lanjut Perizinan Rumah
Sakit Kelas B dan
Fasilitas Pelayanan
Kesehatan

197.783.860,00

197.783.860,00

80.987.760,00

80.987.760,00

80.987.760,00

80.987.760,00

35

Peningkatan Tata Kelola
Rumah Sakit

3.114.983.788,00

3.114.983.788,00

2.111.905.000,00

2.111.905.000,00

2.111.905.000,00

2.111.905.000,00

36

Peningkatan Mutu
Pelayanan Fasilitas
Kesehatan

990.579.500,00

990.579.500,00

390.819.400,00

390.819.400,00

390.819.400,00

18.500.000,00

4,73

372.319.400,00
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Pemenuhan Kebutuhan
37 | Sumber Daya Manusia 9,89
Kesehatan 4.466.471.539,00 4.466.471.539,00 3.944.387.444,00 3.944.387.444,00 3.944.387.444,00 390.127.734,00 3.554.259.710,00

Peningkatan Kompetensi
dan Kualifikasi Sumber 648.877.400,00 648.877.400,00 253.632.000,00 253.632.000,00 253.632.000,00
Daya Manusia Kesehatan

253.632.000,00




41

Pengendalian dan

Pengawasan serta Tindak

Lanjut Penerbitan 263.160.000,00 | 263.160.000,00 172.108.000,00 172.108.000,00 172.108.000,00 172.108.000,00
Pengakuan PBF Cabang

dan Cabang PAK

Pengendalian dan

Pengawasan serta Tindak

Lanjut Penerbitan Izin 69.284.000,00 69.284.000,00 21.338.000,00 21.338.000,00 21.338.000,00 21.338.000,00
Usaha Kecil Obat

Tradisional

Peningkatan Upaya
Advokasi Kesehatan,
Pemberdayaan,
Penggalangan Kemitraan, | g¢) 437 300,00 | 2.882.432.300,00 | 2.874.948.050,00 | 2.874.948.050,00 | 2.874.948.050,00 | - - 2.874.948.050,00
Peran serta Masyarakat

dan Lintas Sektor Tingkat
Daerah Provinsi
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42 | Bimbingan Teknis dan
. 168.416.000,00 168.416.000,00 168.416.000,00 168.416.000,00 168.416.000,00 -

43

Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

1.109.662.800,00

1.109.662.800,00

560.099.450,00

560.099.450,00

560.099.450,00

560.099.450,00

44

Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen
RKA- SKPD

18.810.000,00

18.810.000,00

18.810.000,00

18.810.000,00

18.810.000,00

18.810.000,00

45

Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD

35.506.150,00

35.506.150,00

32.625.000,00

32.625.000,00

32.625.000,00

32.625.000,00

46

Koordinasi dan
Penyusunan DPA-SKPD

28.695.200,00

28.695.200,00

28.695.200,00

28.695.200,00

28.695.200,00

28.695.200,00

47

Koordinasi dan
Penyusunan Perubahan
DPA- SKPD

45.839.850,00

45.839.850,00

39.000.000,00

39.000.000,00

39.000.000,00

39.000.000,00

48

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD

22.599.000,00

22.599.000,00

22.599.000,00

22.599.000,00

22.599.000,00

22.599.000,00
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No

Program/Kode
Kegiatan/Kode Sub
Kegiatan

APBD Murni T.
A 2025

Anggaran
Pergeseran I

Anggaran
Pergeseran 11

Anggaran
Pergeseran I11

Anggaran
Pergeseran IV

Realisasi Triwulan I

Sisa Anggaran

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

%

(Rp)

2

3

4

5

6

7

8

10

49

Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

404.046.950,00

404.046.950,00

404.046.950,00

404.046.950,00

287.794.950,00

287.794.950,00

Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

250.190.657.850,00

250.190.657.850,00

249.983.774.950,00

249.983.774.950,00

249.983.774.950,00

65.920.350.495,00

26,37

184.063.424.455,00

50

Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

247.871.026.000,00

247.871.026.000,00

247.871.026.000,00

247.871.026.000,00

247.871.026.000,00

64.705.358.395,00

26,10

183.165.667.605,00

51

Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN

2.022.384.000,00

2.022.384.000,00

1.913.064.000,00

1.913.064.000,00

1.913.064.000,00

1.214.992.100,00

63,51

698.071.900,00

52

Pelaksanaan
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

108.815.750,00

108.815.750,00

46.177.750,00

46.177.750,00

46.177.750,00

46.177.750,00

53

Koordinasi dan
Pelaksanaan Akuntansi
SKPD

27.447.600,00

27.447.600,00

23.690.700,00

23.690.700,00

23.690.700,00

23.690.700,00

54

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD

16.830.000,00

16.830.000,00

10.830.000,00

10.830.000,00

10.830.000,00

10.830.000,00

55

Pengelolaan dan
Penyiapan Bahan
Tanggapan Pemeriksaan

103.050.500,00

103.050.500,00

87.562.500,00

87.562.500,00

87.562.500,00

87.562.500,00

56

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/
Triwulanan/Semesteran
SKPD

41.104.000,00

41.104.000,00

31.424.000,00

31.424.000,00

31.424.000,00

31.424.000,00

Administrasi Barang
Milik Daerah pada
Perangkat Daerah

38.882.914,00

38.882.914,00

38.882.914,00

38.882.914,00

38.882.914,00

38.882.914,00
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Program/Kode APBD Murni T. Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran ermpe (T q
No Kegiatan/Kode Sub A 2025 Pergeseran I Pergeseran 11 Pergeseran III Pergeseran IV Realisasi Triwulan I Sisa Anggaran
Kegiat
cettan (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) % (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
57 | Penyusunan Perencanaan ) 3.974.750.00
Kebutuhan Barang Milik | 3.974.750,00 3.974.750,00 3.974.750,00 3.974.750,00 3.974.750,00 T
Daerah SKPD
Koordinasi dan Penilaian
58 gg;gg Milik Daerah 5.879.664,00 5.879.664,00 5.879.664,00 5.879.664,00 5.879.664,00 - 5.879.664,00
59 Pembinaan, Pengawasan, ) 12.062.500,00

dan Pengendalian Barang
Milik Daerah pada SKPD

12.062.500,00

12.062.500,00

12.062.500,00

12.062.500,00

12.062.500,00

60

Rekonsiliasi dan
Penyusunan Laporan
Barang Milik Daerah
pada SKPD

16.966.000,00

16.966.000,00

16.966.000,00

16.966.000,00

16.966.000,00

16.966.000,00

Administrasi
Kepegawaian Perangkat
Daerah

1.157.834.500,00

1.157.834.500,00

835.777.000,00

835.777.000,00

835.777.000,00

12.600.000,00

823.177.000,00

61

Pendataan dan
Pengolahan Administrasi
Kepegawaian

11.730.000,00

11.730.000,00

11.730.000,00

11.730.000,00

11.730.000,00

600.000,00

11.130.000,00

62

Koordinasi dan
Pelaksanaan Sistem
Informasi Kepegawaian

14.010.000,00

14.010.000,00

14.010.000,00

14.010.000,00

14.010.000,00

14.010.000,00

63

Monitoring, Evaluasi, dan
Penilaian Kinerja
Pegawai

184.169.500,00

184.169.500,00

27.050.000,00

27.050.000,00

27.050.000,00

27.050.000,00

64

Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi

898.797.000,00

898.797.000,00

733.859.000,00

733.859.000,00

733.859.000,00

12.000.000,00

1,64

721.859.000,00

65

Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan

49.128.000,00

49.128.000,00

49.128.000,00

49.128.000,00

49.128.000,00

49.128.000,00
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66

Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

417.574.360

417.574.360

238.099.619

238.099.619

238.099.619

100.000,00

0,04

237.999.619,00

67

Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

815.490.580,00

815.490.580,00

524.094.898,00

524.094.898,00

524.094.898,00

524.094.898,00

68

Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga

734.116.350,00

784.721.350,00

544.138.538,00

544.138.538,00

544.138.538,00

50.605.000,00

9,30

493.533.538,00

69

Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan

819.838.100,00

819.838.100,00

625.822.713,00

625.822.713,00

625.822.713,00

46.484.300,00

7,43

579.338.413,00

70

Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan

90.098.000,00

90.098.000,00

70.358.000,00

70.358.000,00

70.358.000,00

3.774.500,00

5,36

66.583.500,00

71

Fasilitasi Kunjungan
Tamu

356.145.000,00

356.145.000,00

294.705.000,00

294.705.000,00

294.705.000,00

15.007.500,00

5,09

279.697.500,00

72

Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

2.455.395.728,00

2.455.395.728,00

1.851.463.728,00

1.851.463.728,00

1.851.463.728,00

276.908.652,00

14,96

1.574.555.076,00

73

Dukungan Pelaksanaan
Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik pada
SKPD

27.600.000,00

27.600.000,00

27.600.000,00

27.600.000,00

27.600.000,00

27.600.000,00

74

Pengadaan Mebel

1.191.947.439,00

1.191.947.439,00

624.870.037,00

624.870.037,00

624.870.037,00

624.870.037,00
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75

Pengadaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

3.250.744.561,00

3.250.744.561,00

2.566.997.917,00

2.566.997.917,00

2.566.997.917,00

2.566.997.917,00

76

Pengadaan Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor

Penyediaan Jasa Surat

210.156.609,00

210.156.609,00

109.511.054,00

109.511.054,00

109.511.054,00

109.511.054,00

80

Pelayanan Umum Kantor

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan

15.346.943.604,00

431.820.000,00

15.346.943.604,00

431.820.000,00

15.214.843.604,00

395.000.000,00

15.214.843.604,00

395.000.000,00

15.214.843.604,00

395.000.000,00

2.819.574.610,00

87.974.110,00

22,27

77| Menyurat 46.376.848,00 46.376.848,00 32.298.216,00 32.298.216,00 32.298.216,00 6.075.000,00 18,81 26.223.216,00
Penyediaan Jasa

78 | Komumikasi, Sumber 5.194.274.410,00 | 5.194.274.410,00 | 5.194.274.410,00 5.194.274.410,00 | 5.194.274.410,00 930.517.432,00 17.91 4.263.756.978,00
Daya Air dan Listrik

79 | Penyediaan Jasa 18,53 12.395.268.994,00

307.025.890,00

81

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan

1.376.680.000,00

1.398.589.106,00

1.288.129.106,00

1.288.129.106,00

1.288.129.106,00

167.571.620,00

13,01

1.120.557.486,00
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Pemeliharaan Peralatan
82 | dan Mesin Lainnya 1.651.387.588,00 | 1.896.773.788,00 | 1.651.450.096,00 | 1.651.450.09600 | 1.651.450.096,00 | 242.514.820,00 14,68 1.408.935.276,00

Pemeliharaan/Rehabilitasi
83 | Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya
Pemeliharaan Rehabilitasi
Sarana Prasarana

| -
84 | Pendukung Gedung 270.000.000,00 270.000.000,00 - - - #DIV/0!
Kantor dan Bangunan

Lainnia

8.250.872.368,00 8.809.848.208,00 7.956.078.208,00 7.956.078.208,00 7.956.078.208,00 539.134.757,00 6,78 7:416.943.451,00
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Tabel 2. 8
Realisasi Pendapatan UPTD Khusus RS Jiwa Prof. Ildrem sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Anggaran APBD Anggaran Pergeseran Anggaran Pergeseran Anggaran Pergeseran Anggaran Pergeseran Realisasi
No Uraian Murni (Rp) I (Rp) II (Rp) III (Rp) IV (Rp) Triwulan I (Rp) %
1 Pendapatan Daerah 10.860.000.000,00 10.860.000.000,00 10.860.000.000,00 10.860.000.000,00 10.860.000.000,00 4.002.169.749,00 36,85
10.860.000.000,00 10.860.000.000,00 10.860.000.000,00 10.860.000.000,00 10.860.000.000,00 4.002.169.749,00
a. Pendapatan Asli Daerah 36,85
2 Belanja 61.964.422.322,00 - 53.134.647.590,00 53.134.647.590,00 52.320.407.590,00 1.623.260.905,00 3,10
a. Belanja Operasi 41.040.888.118,00 - 33.662.246.531,00 33.662.246.531,00 32.804.606.531,00 1.623.260.905,00 4,95
- Belanja Pegawai 6.000.000.000,00 - -
- Belanja Barang dan Jasa 41.040.888.118,00 33.662.246.531,00 33.662.246.531,00 26.804.606.531,00 1.623.260.905,00 6,06

b. Belanja Modal

20.923.534.204,00

19.472.401.059,00

19.472.401.059,00

19.515.801.059,00

- Belanja Modal Peralatan
dan Mesin

8.117.239.602,00

8.117.239.880,00

8.117.239.880,00

8.130.639.880,00

-Belanja Modal Gedung dan
Bangunan

12.806.294.602,00

11.355.161.179,00

11.355.161.179,00

11.355.161.179,00

- Belanja Modal Aset dan
Lainnya

30.000.000,00
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Pengembangan Fasilitas
Kesehatan Lainnya

5.229.570.286,00

5.262.570.286,00

Tabel 2.9
Realisasi Belanja UPTD Khusus RS Jiwa Prof. Ildrem sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

4.685.050.504,00

4.685.050.504,00

4.685.050.504,00

78.892.000,00

1,68

4.606.158.504,00

Pengembangan
Pendekatan Pelayanan
Kesehatan di DTPK
(Pelayanan Kesehatan
Bergerak, Gugus Pulau,
Pelayanan Kesehatan
Berbasis Telemedicine,
dll

3.670.284.871,00

3.670.284.871,00

1.401.460.473,00

1.401.460.473,00

1.401.460.473,00

1.401.460.473,00

Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Fasilitas
Kesehatan Lainnya

1.564.870.000,00

1.564.870.000,00

1.546.512.254,00

1.546.512.254,00

1.546.512.254,00

1.546.512.254,00

Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Rumah
Sakit

2.039.750.000,00

3.929.988.373,00

3.929.988.373,00

3.929.988.373,00

3.929.988.373,00

1.890.238.373,00

48,10

2.039.750.000,00

Pengadaan Alat
Kesehatan/Alat Penunjang
Medik Fasilitas Layanan
Kesehatan

9.555.085.115,00

17.442.592.007,00

17.442.592.007,00

17.442.592.007,00

17.442.592.007,00

4.919.638.892,00

28,20

12.522.953.115,00
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Pemeliharaan Alat
Kesehatan/Alat Penunjang
Medik Fasilitas Layanan
Kesehatan

405.000.000,00

405.000.000,00

355.000.000,00

355.000.000,00

355.000.000,00

2.750.000,00

0,77

352.250.000,00

Distribusi Alat
Kesehatan, Obat, Bahan
Habis Pakai, Bahan Medis
Habis Pakai, Vaksin,
Makanan dan Minuman
ke Fasilitas Kesehatan

322.300.500,00

451.961.750,00

377.111.750,00

377.111.750,00

377.111.750,00

129.661.250,00

34,38

247.450.500,00

Pengadaan Obat, Bahan
Habis Pakai, Bahan Medis
Habis Pakai,, Vaksin,
Makanan dan Minuman di

Fasilitas Kesehatan

Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan bagi Penduduk
Terdampak Krisis
Kesehatan Akibat
Bencana dan/atau
Berpotensi Bencana

12.910.647.242,00

629.715.108,00

13.207.583.192,00

679.484.108,00

12.846.406.690,00

301.694.500,00

12.846.406.690,00

301.694.500,00

12.846.406.690,00

301.694.500,00

82.509.450,00

49.769.000,00

0,64

16,50

12.763.897.240,00

251.925.500,00

Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan bagi Penduduk
pada Kondisi Kejadian
Luar Biasa (KLB)

649.056.561,00

699.421.561,00

309.984.225,00

309.984.225,00

309.984.225,00

29.853.000,00

9,63

280.131.225,00

Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan Anak

2.143.302.100,00

2.143.302.100,00

1.619.986.200,00

1.619.986.200,00

1.619.986.200,00

1.619.986.200,00
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No

Program/Kode
Kegiatan/Kode Sub
Kegiatan

APBD Murni T. A

2025

Anggaran
Pergeseran I

Anggaran
Pergeseran 11

Anggaran
Pergeseran I11

Anggaran
Pergeseran IV

Realisasi Triwulan I

Sisa Anggaran

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

%

(Rp)

2

3

5

6

7

8

10

12

Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Usia Produktif

100.582.370,00

100.582.370,00

45.477.000,00

45.477.000,00

45.477.000,00

45.477.000,00

13

Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Usia Lanjut

303.373.734,00

303.373.734,00

121.269.280,00

121.269.280,00

121.269.280,00

121.269.280,00

14

Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Gizi
Masyarakat

5.879.963.915,00

8.024.473.915,00

7.124.365.655,00

7.124.365.655,00

7.124.365.655,00

2.144.510.000,00

30,10

4.979.855.655,00

15

Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Kerja dan
Olahraga

186.230.000,00

186.230.000,00

74.668.000,00

74.668.000,00

74.668.000,00

74.668.000,00

16

Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Lingkungan

315.471.040,00

315.471.040,00

126.118.000,00

126.118.000,00

126.118.000,00

126.118.000,00

17

Pengelolaan Pelayanan
Promosi Kesehatan

1.646.005.356,00

1.943.005.356,00

1.911.133.356,00

1.911.133.356,00

1.911.133.356,00

297.000.000,00

15,54

1.614.133.356,00

18

Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Tradisonal,
Akupuntur, Asuhan
Mandiri dan Tradisional
Lainnya

71.560.760,00

71.560.760,00

36.279.000,00

36.279.000,00

36.279.000,00

36.279.000,00

19

Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Penyakit
Menular dan Tidak
Menular

2.604.167.988,00

2.604.167.988,00

3.901.079.002,00

3.901.079.002,00

3.759.503.002,00

3.759.503.002,00

20

Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Haji

33.900.000,00

33.900.000,00

18.000.000,00

18.000.000,00

18.000.000,00

18.000.000,00

21

Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Orang dengan
Masalah Kesehatan Jiwa
(ODMK)

396.234.000,00

396.234.000,00

317.959.000,00

317.959.000,00

317.959.000,00

317.959.000,00

97




No

Program/Kode
Kegiatan/Kode Sub
Kegiatan

APBD Murni T. A
2025

Anggaran
Pergeseran I

Anggaran
Pergeseran 11

Anggaran
Pergeseran I11

Anggaran
Pergeseran IV

Realisasi Triwulan I

Sisa Anggaran

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

%

(Rp)

2

3

5

6

7

8

9

10

22

Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Orang dengan
Kecanduan NAPZA

142.895.000,00

142.895.000,00

#DIV/
0!

23

Pengelolaan Jaminan
Kesehatan Masyarakat

278.353.325.980,00

278.353.325.980,00

278.097.938.880,00

278.097.938.880,00

278.097.938.880,00

22.704.420,00

0,01

278.075.234.460,00

24

Pengelolaan Surveilans
Kesehatan

811.655.300,00

811.655.300,00

684.193.000,00

684.193.000,00

684.193.000,00

15.670.000,00

2,29

668.523.000,00

25

Koordinasi dan

Sinkronisasi Penerapan
SPM Bidang Kesehatan
Lintas Kabupaten/Kota

462.356.000,00

462.356.000,00

184.632.000,00

184.632.000,00

184.632.000,00

184.632.000,00

26

Pembinaan Pelaksanaan
Upaya Pelayanan
Kesehatan

896.383.910,00

896.383.910,00

596.131.000,00

596.131.000,00

596.131.000,00

596.131.000,00

27

Verifikasi dan Penilaian
Kelayakan Puskesmas
untuk Registrasi
Puskesmas

#DIV/
0!

28

Investigasi Lanjutan
Kejadian Ikutan Pasca
Imunisasi dan Pemberian
Obat Massal oleh
Kabupaten/Kota

38.642.000,00

38.642.000,00

14.958.000,00

14.958.000,00

14.958.000,00

14.958.000,00

29

Operasional Pelayanan
Rumah Sakit

15.326.081.989,00

16.620.974.661,00

16.062.108.973,00

16.062.108.973,00

15.901.158.973,00

4.093.726.572,00

25,74

11.807.432.401,00

30

Penyediaan dan
Pengelolaan Sistem
Penanganan Gawat
Darurat Terpadu
(SPGDT)

880.069.029,00

880.069.029,00

353.103.599,00

353.103.599,00

353.103.599,00

59.445.000,00

16,84

293.658.599,00
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Pengambilan dan
Pengiriman Spesimen

31| Penyakit Potensial KLB | 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 22.560.000,00 22,56 77:440.000,00
ke Lab Rujukan/Nasional

32 | Upaya Pengurangan 78.182.350,00
R | 19553836800 | 205.655.868.00 | 88.299.850,00 88.299.850,00 88.299.850,00 10.117.500,00 11,46

33 | Pengelolaan Sistem 413.296.137,00
. Informasi Keschatan 673.223.387,00 673.223.387,00 417.304.137,00 417.304.137,00 417.304.137,00 4.008.000,00

34

Pengendalian dan
Pengawasan serta Tindak
Lanjut Perizinan Rumah
Sakit Kelas B dan
Fasilitas Pelayanan
Kesehatan

197.783.860,00

197.783.860,00

80.987.760,00

80.987.760,00

80.987.760,00

80.987.760,00

35

Peningkatan Tata Kelola
Rumah Sakit

3.114.983.788,00

3.114.983.788,00

2.111.905.000,00

2.111.905.000,00

2.111.905.000,00

2.111.905.000,00

Peningkatan Mutu
Pelayanan Fasilitas
Kesehatan

990.579.500,00

990.579.500,00

390.819.400,00

390.819.400,00

390.819.400,00

18.500.000,00

372.319.400,00

99




Pemenuhan Kebutuhan
37 | Sumber Daya Manusia 9.89
Kesehatan 4.466.471.539,00 4.466.471.539,00 3.944.387.444,00 3.944.387.444,00 3.944.387.444,00 390.127.734,00 i 3.554.259.710,00

Peningkatan Kompetensi 253.632.000.00
dan Kualifikasi Sumber 648.877.400,00 648.877.400,00 253.632.000,00 253.632.000,00 253.632.000,00 e
Daya Manusia Kesehatan

Pengendalian dan
Pengawasan serta Tindak

39 | Lanjut Penerbitan
Pengakuan PBF Cabang
dan Cabang PAK

263.160.000,00 263.160.000,00 172.108.000,00 172.108.000,00 172.108.000,00 ; ] 172.108.000,00

100



Pengendalian dan

Pengawasan serta Tindak

Lanjut Penerbitan Izin 69.284.000,00 69.284.000,00 21.338.000,00 21.338.000,00 21.338.000,00 21.338.000,00
Usaha Kecil Obat

Tradisional

Peningkatan Upaya
Advokasi Kesehatan,
Pemberdayaan,

41 | Penggalangan Kemitraan,
Peran serta Masyarakat
dan Lintas Sektor Tingkat
Daerah Provinsi

2.882.432.300,00 2.882.432.300,00 2.874.948.050,00 2.874.948.050,00 2.874.948.050,00 - - 2.874.948.050,00

42 | Bimbingan Teknis dan
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Program/Kode APBD Murni T. A Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Yermye] (T .
No Kegiatan/Kode Sub 2025 Pergeseran I Pergeseran 11 Pergeseran I11 Pergeseran IV Realisasi Triwulan I Sisa Anggaran
Kegiat
cotatan (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) % (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Perencanaan,

1 | Penganggaran, dan 989.623.600,00
Evaluasi Kinerja 1.665.159.950,00 | 1.665.159.950,00 | 1.105.875.600,00 | 1.105.875.600,00 | 989.623.600,00 - - St
Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen

43 PDf::;%anaan Perangkat 1.109.662.800,00 1.109.662.800,00 | 560.099.450,00 560.099.450,00 560.099.450,00 - - 560.099.450,00
Koordinasi dan

44 | Penyusunan Dokumen 18.810.000,00
RK A SKPD 18.810.000,00 18.810.000,00 18.810.000,00 18.810.000,00 18.810.000,00 - -
Koordinasi dan

45 | Penyusunan Dokumen 32.625.000,00
Porbahan REASKPD | 35:306.150,00 35.506.150,00 32.625.000,00 32.625.000,00 32.625.000,00 - -
Koordinasi dan

46 | penyusunan DPA-SKPD | 28.695.200,00 28.695.200,00 28.695.200,00 28.695.200,00 28.695.200,00 - - 28.695.200,00
Koordinasi dan

47 | Penyusunan Perubahan | 45 ¢39 ¢50,00 45.839.850,00 39.000.000,00 39.000.000,00 39.000.000,00 - - 39.000.000,00
DPA- SKPD
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan

48 | Capaian Kinerja dan | 5 599 099,09 22.599.000,00 22.599.000,00 22.599.000,00 22.599.000,00 - - 22:399.000.00
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Evaluasi Kinerja

49| Perangkat Dacrah 404.046.950,00 404.046.950,00 404.046.950,00 404.046.950,00 287.794.950,00 - - 287.794.950,00

2 Administrasi Keuangan 184.063.424.455.00
Perangkat Daerah 250.190.657.850,00 | 250.190.657.850,00 | 249.983.774.950,00 | 249.983.774.950,00 | 249.983.774.950,00 | 65.920.350.495,00 | 26,37 et
Penyediaan Gaji d

50 | renyediaan byt dan 247.871.026.000,00 | 247.871.026.000,00 | 247.871.026.000,00 | 247.871.026.000,00 | 247.871.026.000,00 | 64.705.358.395,00 | 26,10 183.165.667.605,00
Tunjangan ASN
Penyediaan Administrasi

SI | Denyediaan AGMINISTASL | ) )) 304.000,00 | 2.022.384.000,00 | 1.913.064.000,00 | 1.913.064.000,00 | 1.913.064.000,00 | 1.214.992.100,00 | 63,51 698.071.900,00

Pelaksanaan Tugas ASN
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No

Program/Kode
Kegiatan/Kode Sub
Kegiatan

APBD Murni T. A
2025

Anggaran
Pergeseran I

Anggaran
Pergeseran 11

Anggaran
Pergeseran I11

Anggaran
Pergeseran IV

Realisasi Triwulan I

Sisa Anggaran

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp) %

(Rp)

2

3

5

6

7

8 9

10

52

Pelaksanaan
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

108.815.750,00

108.815.750,00

46.177.750,00

46.177.750,00

46.177.750,00

46.177.750,00

53

Koordinasi dan
Pelaksanaan Akuntansi
SKPD

27.447.600,00

27.447.600,00

23.690.700,00

23.690.700,00

23.690.700,00

23.690.700,00

54

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD

16.830.000,00

16.830.000,00

10.830.000,00

10.830.000,00

10.830.000,00

10.830.000,00

55

Pengelolaan dan
Penyiapan Bahan
Tanggapan Pemeriksaan

103.050.500,00

103.050.500,00

87.562.500,00

87.562.500,00

87.562.500,00

87.562.500,00

56

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/
Triwulanan/Semesteran
SKPD

41.104.000,00

41.104.000,00

31.424.000,00

31.424.000,00

31.424.000,00

31.424.000,00

Administrasi Barang
Milik Daerah pada
Perangkat Daerah

38.882.914,00

38.882.914,00

38.882.914,00

38.882.914,00

38.882.914,00

38.882.914,00

57

Penyusunan Perencanaan
Kebutuhan Barang Milik
Daerah SKPD

3.974.750,00

3.974.750,00

3.974.750,00

3.974.750,00

3.974.750,00

3.974.750,00

58

Koordinasi dan Penilaian
Barang Milik Daerah
SKPD

5.879.664,00

5.879.664,00

5.879.664,00

5.879.664,00

5.879.664,00

5.879.664,00

59

Pembinaan, Pengawasan,

dan Pengendalian Barang
Milik Daerah pada SKPD

12.062.500,00

12.062.500,00

12.062.500,00

12.062.500,00

12.062.500,00

12.062.500,00
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No

Program/Kode
Kegiatan/Kode Sub
Kegiatan

APBD Murni T. A
2025

Anggaran
Pergeseran I

Anggaran
Pergeseran 11

Anggaran
Pergeseran I11

Anggaran
Pergeseran IV

Realisasi Triwulan I

Sisa Anggaran

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp) %

(Rp)

2

3

5

6

7

8 9

10

60

Rekonsiliasi dan
Penyusunan Laporan
Barang Milik Daerah pada
SKPD

16.966.000,00

16.966.000,00

16.966.000,00

16.966.000,00

16.966.000,00

16.966.000,00

Administrasi
Kepegawaian Perangkat
Daerah

1.157.834.500,00

1.157.834.500,00

835.777.000,00

835.777.000,00

835.777.000,00

12.600.000,00 1,51

823.177.000,00

61

Pendataan dan
Pengolahan Administrasi
Kepegawaian

11.730.000,00

11.730.000,00

11.730.000,00

11.730.000,00

11.730.000,00

600.000,00 5,12

11.130.000,00

62

Koordinasi dan
Pelaksanaan Sistem
Informasi Kepegawaian

14.010.000,00

14.010.000,00

14.010.000,00

14.010.000,00

14.010.000,00

14.010.000,00

63

Monitoring, Evaluasi, dan
Penilaian Kinerja Pegawai

184.169.500,00

184.169.500,00

27.050.000,00

27.050.000,00

27.050.000,00

27.050.000,00

64

Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi

898.797.000,00

898.797.000,00

733.859.000,00

733.859.000,00

733.859.000,00

12.000.000,00 1,64

721.859.000,00

65

Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan

49.128.000,00

49.128.000,00

49.128.000,00

49.128.000,00

49.128.000,00

49.128.000,00

Administrasi Umum
Perangkat Daerah

5.716.258.118,00

5.766.863.118,00

4.176.282.496,00

4.176.282.496,00

4.176.282.496,00

392.879.952,00 9,41

3.783.402.544,00

66

Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

417.574.360

417.574.360

238.099.619

238.099.619

238.099.619

100.000,00 0,04

237.999.619,00

67

Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

815.490.580,00

815.490.580,00

524.094.898,00

524.094.898,00

524.094.898,00

524.094.898,00

68

Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga

734.116.350,00

784.721.350,00

544.138.538,00

544.138.538,00

544.138.538,00

50.605.000,00 9,30

493.533.538,00
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Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan

819.838.100,00

819.838.100,00

625.822.713,00

625.822.713,00

625.822.713,00

46.484.300,00

7,43

579.338.413,00

Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
Undangan

90.098.000,00

90.098.000,00

70.358.000,00

70.358.000,00

70.358.000,00

3.774.500,00

5,36

66.583.500,00

Fasilitasi Kunjungan
Tamu

356.145.000,00

356.145.000,00

294.705.000,00

294.705.000,00

294.705.000,00

15.007.500,00

5,09

279.697.500,00

Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

2.455.395.728,00

2.455.395.728,00

1.851.463.728,00

1.851.463.728,00

1.851.463.728,00

276.908.652,00

14,96

1.574.555.076,00

Dukungan Pelaksanaan
Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik pada
SKPD

27.600.000,00

27.600.000,00

27.600.000,00

27.600.000,00

27.600.000,00

27.600.000,00

74 Pengadaan Mebel 1.191.947.439,00 1.191.947.439,00 624.870.037,00 624.870.037,00 624.870.037,00 - - 624.870.037,00

75 Pengadaan Peralatan dan 2.566.997.917,00
Mesin Lainnya 3.250.744.561,00 3.250.744.561,00 2.566.997.917,00 2.566.997.917,00 2.566.997.917,00 - -

76 Pengadaan Sarana dan 109.511.054,00

77

Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya

Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

210.156.609,00

46.376.848,00

210.156.609,00

46.376.848,00

109.511.054,00

32.298.216,00

109.511.054,00

32.298.216,00

109.511.054,00

32.298.216,00

6.075.000,00

18,81

26.223.216,00
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Penyediaan Jasa

78 | Komunikasi, Sumber 519427441000 | 519427441000 | 5.194274410,00 | 519427441000 | 5.194274410,00 | 930.517.432,00 17.91 4.263.756.978,00
Daya Air dan Listrik
Penvedi

79 | Penyediaan Jasa 15.346.943.604.00 | 15.346.943.60400 | 15214.843.604.00 | 15.214.843.60400 | 15.214.843.60400 | 2.819.574.610.00 | 18.53 12.395.268.994,00

80

Pelayanan Umum Kantor

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan

431.820.000,00

431.820.000,00

395.000.000,00

395.000.000,00

395.000.000,00

87.974.110,00

22,27

307.025.890,00

81

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan

1.376.680.000,00

1.398.589.106,00

1.288.129.106,00

1.288.129.106,00

1.288.129.106,00

167.571.620,00

13,01

1.120.557.486,00

82

Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin Lainnya

1.651.387.588,00

1.896.773.788,00

1.651.450.096,00

1.651.450.096,00

1.651.450.096,00

242.514.820,00

14,68

1.408.935.276,00

83

Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

8.250.872.368,00

8.809.848.208,00

7.956.078.208,00

7.956.078.208,00

7.956.078.208,00

539.134.757,00

6,78

7.416.943.451,00

84

Pemeliharaan Rehabilitasi
Sarana Prasarana
Pendukung Gedung
Kantor dan Bangunan

270.000.000,00

270.000.000,00

#DIV/
0!

Lainnia
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Realisasi Pendapatan UPTD Khusus RS Umum Haji Medan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Tabel 2. 10

. Anggaran APBD Anggaran Pergeseran | Anggaran Pergeseran | Anggaran Pergeseran | Anggaran Pergeseran Realisasi
No Uraian Murni (Rp) I (Rp) 11 (Rp) 111 (Rp) IV (Rp) Triwalan 1 (Rp) =

1 Pendapatan Daerah 12.515.823.980,00
146.550.000.000,00 146.550.000.000,00 146.550.000.000,00 146.550.000.000,00 146.550.000.000,00 8,54

12.515.823.980,00
a. Pendapatan Asli Daerah 146.550.000.000,00 146.550.000.000,00 146.550.000.000,00 146.550.000.000,00 146.550.000.000,00 8,54

2 Belanja 16.572.175.561,00
221.000.000.000,00 221.207.795.801,00 212.885.952.446,00 212.885.952.446,00 212.271.716.446,00 7,81

a. Belanja Operasi 16.572.175.561,00
183.932.876.164,00 184.140.671.965,00 182.679.104.610,00 182.679.104.610,00 182.064.868.610,00 9,10

- Belanja Pegawai 5.540.734.608,00
44.849.708.000,00 44.849.708.000,00 44.849.708.000,00 44.849.708.000,00 44.849.708.000,00 12,35

- Belanja Barang dan Jasa 11.031.440.953,00
139.083.168.164,00 139.290.963.965,00 137.829.396.610,00 137.829.396.610,00 137.215.160.610,00 8,04

b. Belanja Modal

37.067.123.836,00

37.067.123.836,00

30.206.847.836,00

30.206.847.836,00

30.206.847.836,00

- Belanja Modal Peralatan dan
Mesin

2.224.148.213,00

2.224.148.213,00

2.025.448.213,00

2.025.448.213,00

2.025.448.213,00

-Belanja Modal Gedung d
Bangunan PO 12.326259.000,00 12.326.259.000,00 12.201.777.000,00 12.201.777.000,00 12.201.777.000,00
Belanja Modal Alat 21.630.465.411,00 21.630.465.411,00 15.093.371.411,00 15.093.371.411,00 15.093.371.411,00

Kedokteran dan Kesehatan

Belanja Modal Jalan dan
Irigasi

886.251.212,00

886.251.212,00

886.251.212,00

886.251.212,00

886.251.212,00
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Tabel 2. 11
Realisasi Belanja UPTD Khusus RS Umum Haji Medan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

1 Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Fasilitas
Kesehatan Lainnya 4.934.530.051 4.934.530.051 4.431.673.712 4.431.673.712 4.431.673.712 - 4.431.673.712

2 Pengadaan Alat
Kesehatan/Alat
Penunjang Medik
Fasilitas Layanan
Kesehatan 21.453.995.661 21.453.995.661 14.916.901.661 14.916.901.661 14.916.901.661 - 14.916.901.661
3 Pengadaan dan
Pemeliharaan Alat
Kalibrasi 267.677.100 267.677.100 267.677.100 267.677.100 267.677.100 - 267.677.100
4 Pemeliharaan Alat
Kesehatan/Alat
Penunjang Medik
Fasilitas Layanan
Kesehatan 176.469.750 176.469.750 176.469.750 176.469.750 176.469.750 - 176.469.750
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Penyediaan Telemedicine
di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan

32.359.000

32.359.000

1.926.000

1.926.000

1.926.000

1.926.000

Pengembangan Rumah
Sakit

11.000.000.000

11.000.000.000

11.000.000.000

11.000.000.000

11.000.000.000

11.000.000.000

pengadaan Obat, Bahan
Habis Pakai, Bahan
Medis Habis Pakai,,
Vaksin, Makanan dan
Minuman di Fasilitas

Kesehatan

6.786.672.336

6.919.321.137

6.919.321.137

6.919.321.137

6.919.321.137

132.648.801

6.786.672.336

Pengelolaan Pelayanan

Kesehatan Lingkungan 381.528.455 381.528.455 194.196.382 194.196.382 194.196.382 194.196.382
Pengelolaan Pelayanan
Promosi Kesehatan 673.443.000 673.443.000 30.400.000 30.400.000 30.400.000 30.400.000
Operasional Pelayanan
Rumah Sakit 980.340.694 980.340.694 980.340.694 980.340.694 980.340.694 980.340.694

1 Pengelolaan Sistem
Informasi Kesehatan 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000
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|

Peningkatan Kompetensi

dan Kualifikasi Sumber
Daya Manusia Kesehatan

Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

10.436.690

10.436.690

10.436.690

10.436.690

10.436.690

99.058.886
2.868.079.171 2.868.079.171 2.770.538.571 2.770.538.571 2.257.066.571 - 2.158.007.685

10.436.690

Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen
RKA- SKPD

10.178.000

10.178.000

7.178.000

7.178.000

7.178.000

7.178.000

Koordinasi dan
Penyusunan DPA- SKPD

10.129.772

10.129.772

10.129.772

10.129.772

10.129.772

10.129.772

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD

10.792.600

10.792.600

9.292.600

9.292.600

9.292.600

9.292.600

Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Koordinasi dan

Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/

10.436.000

8.936.000

10.436.000

8.936.000

7.436.000

3.490.000

7.436.000

3.490.000

7.436.000

3.490.000

7.436.000

3.490.000
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Triwulanan/Semesteran
SKPD

Penyusunan Pelaporan
dan Analisis Prognosis
Realisasi Anggaran

7.436.000

7.436.000

4.347.572

4.347.572

4.347.572

4.347.572

Penyusunan Perencanaan
Kebutuhan Barang Milik
Daerah SKPD

Pendataan dan
Pengolahan Administrasi
Kepegawaian

Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

7.436.000

12.929.915

192.860.576

7.436.000

12.929.915

192.860.576

1.120.000

1.420.000

192.860.576

1.120.000

1.420.000

192.860.576

1.120.000

1.420.000

192.860.576

1.120.000

1.420.000

192.860.576

Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

2.381.806.543

2.381.806.543

2.183.106.543

2.183.106.543

2.183.106.543

2.183.106.543

Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan

60.000.000

60.000.000

60.000.000

60.000.000

60.000.000

60.000.000

Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan

34.200.000

34.200.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

791.927.000

791.927.000

778.783.000

778.783.000

678.019.000

120.639.294

557.379.706
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1 Pengadaan Peralatan dan
Mesin Lainnya 235.917.670 235.917.670 235.917.670 235.917.670 235.917.670 235.917.670

Pengadaan Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor 24.975.000
atau Bangunan Lainnya 24.975.000 24.975.000 24.975.000 24.975.000 100

Penyediaan Jasa Surat
Menyurat 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 4.038.000 20 15.962.000

Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber 1.248.247.743
Daya Air dan Listrik 6.722.400.000 6.722.400.000 6.722.400.000 6.722.400.000 6.722.400.000 19 5.474.152.257

Penyediaan Jasa Peralatan
dan Perlengkapan Kantor | 199.700.000 199.700.000 199.700.000 199.700.000 199.700.000 - 199.700.000

Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor | 9.767.702.016 9.767.702.016 9.767.702.016 9.767.702.016 9.767.702.016 1.928.701.256 7.839.000.760

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan, Biaya 36.547.100

Pemeliharaan dan Pajak

Kendaraan Perorangan

Dinas atau Kendaraan

Dinas Jabatan 376.150.000 376.150.000 302.510.000 302.510.000 302.510.000 12 265.962.900
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1 Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin Lainnya 125.310.000 175.482.000 175.482.000 175.482.000 175.482.000 50.172.000 29 125.310.000
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Tabel 2. 12
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

SPM/

Target Renstra Perangkat

Realisasi

N Standa Daerah Capaian R C::lat
o Indikator r IKK Anali
Nasio 2023 2024 | 2025 | 2026 | 2023 2024 | 2025 | 2026 .
nal sis
(1 @ 3) @ o |©e | o|le®| ol aol|ao
gg‘;ﬁ;an g;‘;‘;;an 69,50 | 73,84 | 74,01 7‘;’1 73,93 | 73,90 | 74,01 7‘;’1
1 Hidup Hidup Tahu | Tahu | Tahu Tah Tahu | Tahu | Tahu Tah
(UHH) (UHH) " " " un " " " un
Angka Angka
Kematian Kematian
Ibu (AKI) Ibu (AKI) 539 539
2 | per per 67,39 | 68,19 | 65,78 O, 72,46 | 72,46 | 65,78 O,
100.000 100.000
Kelahiran kelahiran
Hidup hidup
Angka Angka
Kematian Kematian
Bayi Bayi
3 | (AKB) (AKB) 2,22 3,40 3,28 2,94 3,61 2,81 3,28 2,94
per 1.000 per 1.000
Kelahiran kelahiran
Hidup hidup
Prevalens Prevalens
i Stunting i balita
pada stunting
Balita (pendek 26,50 17,6 18,5 21,1 18,5
4 (Pendek dan % % 20% % % 22% 20% %
dan sangat
Sangat pendek)
Pendek)
Angka Angka
5 Kesakitan kesakitan 12,30 | 10,08 | 10,03 | 9,98 | 10,10 | 10,08 | 10,03 | 9,98
(Morbidit (morbidit % % % % % % % %
as) as)
Cakupan Cakupan
Kepeserta Kepeserta
an an
6 Jaminan Jaminan 80,3 89,16 98,6 98,6 | 89,27 93% 98,6 98,6
Kesehata Kesehata % % % % % % %
n n
Nasional Nasional
(JKN) (JKN)
Proporsi Proporsi
Fasilitas Fasilitas
Kesehata Kesehata 542 542
7 | nyang n yang N/A N/A 54% ly’ N/A N/A 54% (y’
Terakredi Terakredi 0 o
tasi tasi
Paripurna Paripurna
Bed Bed
Occupanc Occupanc
8 {BRgI’f) {BR&% 0% | 0% | 70% | 75% | 79% | 7L | 0% | 5%
RSU Haji RSU Haji
Medan Medan
Length of Length of
9 Stay Stay 5 4 4 4 5 4 4 4
(LOS) (LOS) Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari
RSU Haji RSU Haji
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Medan Medan
Indeks Indeks
Kepuasan Kepuasan
(1) zf;sg;rak if;sg?;ak 90% | 86% | 87% | 88% 850}020 870}060 87% | 88%
Haji Haji
Medan Medan
Average Average
1 gf;yg’h o éf:yg’h o1 4 | 66 | 35 | 30 | 60 | 66 | 35 | 30
1 (ALOS) (ALOS) Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari
RS Jiwa RS Jiwa
Bed Bed
| Occupanc Occupanc 59,50 59,50
5 | Rate ¥ Rate 85% % 75% | 80% | 89% % 75% | 80%
(BOR) (BOR)
RS Jiwa RS Jiwa
Indeks Indeks
Kepuasa Kepuasa
1 |n n 86,65 86,65
3 | Masyara Masyara N/A % 85% | 90% | N/A % 85% | 90%
kat RS kat RS
Jiwa Jiwa
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2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tahun 2025 adalah tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2025-2029. Dokumen RPJMD merupakan dokumen perencanaan
yang disusun sesuai Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.

Tujuan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara yang berkaitan dengan urusan
Kesehatan sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun
2025-2029 adalah ‘Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia’, dengan sasaran
Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia yang ditandai dengan Indeks Modal
Manusia sebesar 0,54 poin yang ingin dicapai di Tahun 2025.

Program/kegiatan yang disusun dalam P-Renja Tahun 2025 ini berpedoman pada
RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2025-2029, yang diselaraskan dengan arah kebijakan, Prioritas
Nasional (PN), Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas pembangunan
kesehatan nasional. Di samping itu, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun
2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pasal 6 ayat (2), Provinsi memiliki tanggung
jawab dalam pemenuhan SPM kesehatan yang terdiri dari (a) pelayanan kesehatan bagi
penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi,
dan (b) pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.
Kedua indikator SPM Provinsi tersebut telah diiintegrasikan dalam P-Renja Tahun 2025
dan telah disesuaikan dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan sebagaimana
diatur Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.-3406 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan kesehatan yang berkualitas, Dinas
Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dihadapkan pada sejumlah kendala dan tantangan.
Berdasarkan evaluasi hasil capaian pembangunan kesehatan, diketahui bahwa
penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Provinsi Sumatera Utara masih belum
menggembirakan. Hal ini ditandai dengan masih rendahnya capaian sasaran strategis, masih
lemahnya mekanisme koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota terkait dengan sinkronisasi/integrasi perencanaan dan penganggaran
program/kegiatan pembangunan kesehatan, serta politik anggaran yang belum menjadikan
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pembangunan sektor kesehatan sebagai isu penting dalam pembangunan Sumatera Utara.

Lebih lanjut, penyelenggaraan pelayanan kesehatan dihadapkan pada beban multi
penyakit (triple burden of diseases) serta meningkatnya populasi penduduk usia lanjut.
Beban multi penyakit ditandai dengan perubahan pola penyakit penyebab kematian dari
penyakit menular ke penyakit tidak menular (transisi epidemiologi). Pertambahan populasi
penduduk usia lanjut (sebagai konsekuensi meningkatnya umur harapan hidup waktu lahir
dan meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan) juga dapat berimplikasi pada sistem
kesehatan. Situasi tersebut berdampak pada perubahan kebutuhan jenis tenaga kesehatan,
tuntutan akan pelayanan kesehatan yang lebih maju, serta kebutuhan biaya kesehatan yang
lebih besar. Tantangan lain yang dihadapi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam
memberikan pelayanan kesehatan adalah bagaimana mereduksi disparitas status kesehatan
masyarakat antar wilayah termasuk dalam hal disparitas pembiayaan kesehatan, persebaran
tenaga kesehatan, dan ketersediaan sarana dan teknologi kedokteran dalam mewujudkan
keadilan (equity) dan pemerataan (equality) pembangunan kesehatan.

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara juga dihadapkan pada semakin
meningkatnya tuntutan masyarakat akan ketersediaan fasilitas kesehatan yang bermutu dan
terjangkau. Pelayanan kesehatan diharapkan menjangkau populasi yang belum/tidak
terjangkau (reach the unreached) serta melayani masyarakat yang tidak terlayani (serve the
underserved), termasuk mereka yang rentan (vulnerable groups). Ketersediaan Tenaga
Kesehatan, Sarana, Prasarana, dan Alkes yang belum lengkap dan memenuhi standar di
Fasilitas Kesehatan di Provinsi Sumatera Utara menyebabkan tidak optimalnya pelayanan
kesehatan.

Selain masalah ketersediaan dan distribusi sumber daya manusia, kualitas
infrastruktur dan peralatan medis juga menjadi tantangan. Banyak puskesmas dan rumah
sakit daerah yang memiliki bangunan tua, peralatan yang sudah tidak layak pakai, dan
ketersediaan obat-obatan yang terbatas. Hal ini tidak hanya mempengaruhi diagnosis dan
penanganan penyakit, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas
kesehatan pemerintah. Meskipun ada upaya perbaikan, implementasinya belum merata dan
sering terhambat oleh keterbatasan anggaran. Kondisi ini membuat masyarakat kesulitan
untuk mengakses layanan kesehatan yang berkualitas.

Begitu juga dengan Puskesmas yang ada di Sumatera Utara. Banyak Puskesmas di
Sumatera Utara menghadapi masalah serius yang menghambat kualitas pelayanan. Secara
umum, permasalahan ini mencakup kondisi bangunan yang sudah tidak layak, yang
memerlukan renovasi total. Banyak bangunan Puskesmas yang dibangun puluhan tahun
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lalu, tidak memenuhi standar keselamatan dan kebersihan terkini, bahkan sering kali tidak
mampu menampung jumlah pasien yang terus meningkat.

Kondisi serupa juga sama dengan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Sumatera
Utara. Posyandu memainkan peran penting sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan
masyarakat, khususnya untuk ibu dan anak. Namun, operasional Posyandu menghadapi
beberapa permasalahan umum yang menghambat optimalisasi layanannya. Salah satu
masalah utama adalah keterbatasan fisik dan sarana prasarana Posyandu. Banyak Posyandu
yang beroperasi di bangunan seadanya, bahkan di balai desa atau rumah warga, yang tidak
memiliki ruang yang layak dan memadai untuk melakukan pelayanan. Hal ini membuat
proses pemeriksaan, penimbangan, dan penyuluhan menjadi kurang efektif. Selain itu,
banyak Posyandu yang juga kekurangan alat kesehatan (alkes) dasar seperti timbangan yang
akurat, alat ukur tinggi badan, atau alat pemeriksaan lain. Keterbatasan ini berdampak
langsung pada validitas data pertumbuhan dan perkembangan anak, yang menjadi kunci
dalam deteksi dini masalah gizi dan stunting.

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara bersama dengan Pemerintah juga
dihadapkan pada upaya pencapaian target indikator-indikator yang dituangkan dalam
agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGys),
yang merupakan agenda pembangunan Pasca MDGs 2015. Perlu dilakukan penguatan
program dan kegiatan yang berkaitan dengan TPB/SDGs mengingat semakin dekatnya
tenggat waktu untuk pencapaian tujuan TPB/SDGs dimaksud. Di sisi lain, Pasar Bebas Asean
(Asean free trade) dan Masyarakat Ekonomi Asean (4sean Economic Community) telah pula
berlaku, sehingga menjadi tantangan bagi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan
fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan yang ada untuk bersaing dalam menyediakan layanan
kesehatan yang berkualitas.

Terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional serta dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut dan
Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial, asuransi kesehatan yang sebelumnya dikelola oleh beberapa lembaga
menjadi terintegrasi pada satu badan, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Kesehatan yang telah beroperasi mulai 1 Januari 2014 melalui skema Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Untuk memperkuat kapasitas JKN dan pendanaan kesehatan dalam mendukung
pembangunan kesehatan, maka Cakupan Kepesertaan JKN adalah sebesar 98,6% dan
Cakupan Kepesertaan Aktif JKN adalah sebesar 80% sesuai amanat Peraturan Presiden RI
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Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025 — 2029. Sampai dengan akhir bulan
Juni 2025, capaian cakupan penduduk yang telah terjamin pemeliharaan kesehatan di
Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 97% dengan cakupan kepesertaan aktif JKN sebesar
74,4%. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Utara masih belum mencapai target
cakupan kesehatan semesta (Universal Health Coverage/UHC) yaitu sebesar 98,6% dengan
cakupan kepesertaan aktif JKN sebesar 80%. Dari 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera
Utara, sebanyak 21 (dua puluh satu) kabupaten/kota telah mencapai cakupan kepesertaan
JKN >98,6%, namun hanya 13 (tiga belas) kabupaten/kota yang memnuhi cakupan
kepesertaan aktif JKN 80%. Artinya hanya 13 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara
yang sudah mencapai UHC, yaitu Kota Medan, Kabupaten Samosir,Kota Pematang Siantar,
Kabupaten Pakpak Bharat, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Padang
Lawas, Kota Tanjung Balai, Kabupaten Nias Selatan, Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias
Barat dan Kabupaten Nias. Sedangkan 8 (delapan) kabupaten/kota yang cakupan
kepesertaan JKNnya sudah >98,6% namun cakupan kepesertaan aktif masih<80% adalah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Karo, Kabupaten
Padang Lawas Utara, Kabupaten Batu Bara, Kota Binjai, Kabupaten Binjai, dan Kabupaten
Serdang Bedagai.

Masih rendahnya cakupan jaminan kesehatan dimaksud menyebabkan rendahnya
akses masyarakat terhadap pelayanana kesehatan yang berkualitas. Untuk itu disusun
strategi dan arah kebijakan dalam rangka percepatan pencapaian Universal Health
Coverage di Provinsi Sumatera Utara yakni penguatan perlindungan jaminan kesehatan
masyarakat dan optimalisasi sistem informasi layanan kesehatan daerah. Strategi
peningkatan kualitas kesehatan diwujudkan diantaranya melalui penguatan perlindungan
jaminan kesehatan masyarakat dan optimalisasi sistem informasi layanan kesehatan daerah.
Upaya ini difokuskan pada penyediaan kontribusi iuran bagi peserta Penerima Bantuan
Iuran (PBI) JKN serta pemberian jaminan kesehatan secara menyeluruh bagi masyarakat
kurang mampu. Untuk mendukung pelaksanaan program ini secara lebih efektif dan
terintegrasi, maka dikembangkan Sistem Informasi Data Kesehatan yang berfungsi sebagai
platform pemantauan dan pengelolaan data layanan kesehatan di tingkat daerah.

Di samping itu dalam upaya perwujudan pemerataan akses layanan kesehatan
masyarakat yang adil dan merata, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen untuk
mencapai Universal Health Coverage (UHC) pada tahun 2025, maka pada bulan Februari
2025 Gubernur Sumatera Utara bersama seluruh kepala daerah kabupaten/kota membuat
kesepakatan melalui penandatanganan MoU pencapaian UHC di Provinsi Sumatera Utara,
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sesuai dengan amanat Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, yang mengamanatkan
pencapaian UHC melalui target kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun
2025 sebesar 98,6% dan tahun 2029 sebesar 99% dari total penduduk. Pembiayaan UHC
dilakukan melalui mekanisme cost sharing antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan
Pemerintah Kabupaten/Kota dengan proporsi cost sharing sebesar 20%-80%, dengan
demikian kita harapkan tahun 2025 ini Provinsi Sumatera Utara dan 33 Kabupaten/Kota
telah mencapai UHC.

Selain itu, semua instansi pemerintah di tingkat nasional dan daerah diharuskan untuk
mengarusutamakan gender ke dalam perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi
seluruh kebijakan dan program, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor
9 Tahun 2000. Pengarusutamaan gender merupakan strategi efektif dalam mewujudkan
kesetaraan dan keadilan gender dalam pernbangunan, sehingga perlu dilaksanakan secara
terpadu dan terkoordinasi pada semua Perangkat Daerah dan lembaga non pemerintah.
Pengarusutamaan Gender (PUG) di sektor kesehatan dalam proses perencanaan dan
perumusan kebijakan perlu diterapkan, sehingga tidak terjadi ketimpangan gender dalam
proses pelaksanaan kegiatan di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Penerapan PUG
di Dinas Kesehatan mendukung target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Nomor 5 dalam hal mencapai kesetaraan
gender dan pemberdayaan Perempuan. Pada poin 5.6 secara khusus menjamin akses
universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi dan hak reproduksi, dan Poin 5.3 secara
eksplisit mengarah pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, remaja putri, dan pasangan usia
subur yang memiliki peranan dalam hal reproduksi.

D1 samping itu sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem serta Keputusan Menteri
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan
Ekstrem Tahun 2022-2024, seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Utara menjadi fokus
wilayah prioritas Kemiskinan Ekstrem pada tahun 2024. Penetapan wilayah prioritas
membantu memfokuskan pelaksanaan program penghapusan kemiskinan ekstrem nol
persen pada 2024 baik dari sisi lokasi maupun waktu pelaksanaannya. Kemiskinan ekstrem
adalah suatu kondisi yang langka akan kebutuhan dasar manusia termasuk makanan, air,
fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan informasi (kemiskinan ekstrem)
bergantung pada pendapatan dan ketersediaan kebutuhan dasar. Dinas Kesehatan Provinsi
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Sumatera Utara merupakan bagian dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

(TKPK), yaitu suatu forum lintas sektor dan lintas pelaku di daerah yang berfungsi sebagai

wadah koordinasi dan penajaman kebijakan dan program-program penanggulangan

kemiskinan yang ditetapkan pemerintah daerah. Isu strategis penanggulangan kemiskinan

bidang kesehatan adalah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui peningkatan

kesehatan ibu, peningkatan kesehatan anak, dan penurunan angka kesakitan. Area intervensi

penanggulangan kemiskinan dikaitkan dengan isu strategis adalah sebagai berikut:

Lokasi Prioritas Intervensi Penanggulangan Kemiskinan

Tabel 2. 13

Prioritas .I.Sll yang ]
diintervensi
AKI AKB AKABA UHH
1. Tanjung Balai 1. Gunungsitoli 1. Tanjung Balai 1. Tanjung Balai
2. Tapanuli Tengah 2. Tanjung Balai 2. Nias Selatan 2. Sibolga
3. Batu Bara 3. Batu Bara 3. Samosir 3. Tapanuli Tengah
4. Nias Barat 4. Tapanuli Tengah 4. Tapanuli Tengah 4. Nias Selatan
5. Samosir 5. Batu Bara
6. Nias Barat
1. Gunungsitoli 1. Sibolga 1. Sibolga 1. Gunungsitoli
2. Sibolga 2. Nias 2. Gunungsitoli 2. Samosir
Prioritas 3. Nias 3. Nias Selatan 3. Nias 3. Nias
2 4. Samosir 4. Nias Utara 4. Nias Utara 4. Nias Utara
S. Nias Utara S. Nias Barat 5. Nias Barat
6. Nias Selatan 6. BatuBara
1. Medan 1. Serdang Bedagai 1. Tebing Tinggi 1. Padang Lawas Utara
2. Labuhanbatu Utara 2. Karo 2. Serdang Bedagai 2. Asahan
3. Dairi 3. Langkat 3. Deli Serdang 3. Mandailing Natal
4. Langkat 4. Tapanuli Utara 4. Padang Lawas 4. Labuhanbatu
5. Mandailing Natal 5. Dairi 5. Karo 5. Tapanuli Selatan
6. Karo 6. Deli Serdang 6. Langkat 6. Tapanuli Utara
Prioritas 7. Tapanuli Utara 7. Labuhanbatu 7. Tapanuli Utara 7. Dairi
3 8. Serdang Bedagai 8. Humbang 8. Padang Lawas
9. Deli Serdang Hasunduta 9. Pakpak Bharat
10. Asahan n 10. Serdang Bedagai
9. Labuhanbatu Utara 11. Labuhanbatu
Selatan
1. Binjai 1. Medan 1. Medan 1. Medan
2. Tebing Tinggi 2. Binjai 2. Binjai 2. Binjai
3. Padangsidimpuan 3. Tebing Tinggi 3. Padangsidimpuan 3. Tebing Tinggi
4. Pematangsiantar 4. Padangsidimpuan 4. Pematangsiantar 4. Padangsidimpuan
5. Labuhanbatu 5. Pematangsiantar 5. Dairi 5. Pematangsiantar
6. Simalungun 6. Mandailing Natal 6. Labuhanbatu 6. Humbang
7. Tapanuli Selatan 7. Asahan 7. Humbang Hasunduta
8. Humbang Hasundutan | 8. Simalungun Hasundutan n
8. Labuhanbatu Utara 7. Deli Serdang
9. Padang Lawas 9. Tapanuli Selatan 9. Mandailing Natal 8. Labuhanbatu Utara
Labuhanbatu Selatan [10. Padang Lawas 10. Asahan 9. Langkat
Padang Lawas Utara |11. Labuhanbatu Selatan 11. Simalungun 10. Karo
Pakpak Bharat 12. Pakpak Bharat 12. Tapanuli Selatan 11. Toba
Toba 13. Toba 13. Labuhanbatu Selatan |12. Simalungun
14. Padang Lawas Utara
15. Pakpak Bharat
16. Toba

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara perlu memprioritaskan pelaksanaan
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program dan kegiatan Tahun 2025 dalam kaitannya dengan wupaya intervensi
penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara pada kabupaten/kota yang

termasuk dalam Prioritas 1 dan Prioritas 2.

2.4 Review Terhadap Perubahan RKPD

Perubahan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara 2025 telah sesuai dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program yang ada di Renja
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;

3. Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp
Provinsi;

4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman;

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan acuan dalam penyusunan Renja Perangkat
Daerah. Review terhadap Perubahan RKPD Tahun 2025 dilakukan dengan tujuan untuk
menelaah kesesuaian dengan kebutuhan, yang hasilnya menjadi bahan masukan untuk
penyempurnaan Perubahan RKPD tahun 2025. Proses telaahan yang dilakukan untuk :

1. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas Dinas Kesehatan yang tercantum
dalam Perubahan RKPD Tahun 2025;

2. Membandingkan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan Dinas
Kesehatan berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya;

3. Memastikan bahwa program/kegiatan di Dinas Kesehatan yang merupakan kegiatan
lanjutan dan/atau prioritas sudah termuat dalam Perubahan RKPD Tahun 2025;

4. Membuat rumusan kebutuhan program dan kegiatan Dinas Kesehatan hasil review
terhadap Perubahan RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran
target/tolak ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan;

5. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut

objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.
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Berdasarkan hasil telaahan yang telah dilakukan, tidak terdapat perbedaan program,
kegiatan dan sub kegiatan. Adapun perubahan pagu indikatif yang tercantum dalam
Perubahan Renja Dinas Kesehatan dari Rp. 940.293.649.655,00 menjadi Rp.
949.959.502.692,00. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut
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Tabel 2. 14 Rencana Anggaran

NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN /
PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR
PROGRAM /
KEGIATAN /
SuB
KEGIATAN

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET 2025

PAGU INDIKATIF (Rp)

SEBELUM

SESUDAH

RKPD 2025

APBD 2025

RKPD PERUBAHAN
2025

Bertambah/
Berkurang (10-12)

LOKASI

SUMBER
DANA

5

6

7

8

9

10

11

12

DINAS KESEHATAN

805.298.824.307,00

940.293.649.655,00

949.959.502.692,00

144.660.678.385,00

URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG
BERKAITAN
DENGAN
PELAYANAN
DASAR

805.298.824.307,00

940.293.649.655,00

949.959.502.692,00

144.660.678.385,00

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
KESEHATAN

805.298.824.307,00

940.293.649.655,00

949.959.502.692,00

144.660.678.385,00

1.02.01

PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

400.600.255.285,00

492.859.315.979,00

471.663.839.352,00

66.673.445.384,00

1.02.01.1.01

Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

1.749.741.450,00

1.962.575.262,00

278.197.862,00

-1.471.543.588,00

1.02.01.1.01.0001

Penyusunan Dokumen

Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah
Dokumen
Perencanaan
Perangkat

Daerah

3 Dokumen

3 Dokumen

909.438.000,00

1.109.662.800,00

93.948.750,00

-815.489.250,00

Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATA
N ASLI
DAERAH
(PAD)

1.02.01.1.01.0002

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
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URUSAN / BIDANG INDIKATOR CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / PROGRAM /
KOPE KEZTE‘I(';;\IAIMS{JB KEGSUGEAN ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)
KEGIATAN KEGIATAN Bertambah/ LOKASI SUMBER
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 L) PonRzl;BAHAN Berkurang (10-12) DANA
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah 1 Dokumen 1 Dokumen 18.810.000,00 18.810.000,00 13.640.000,00 -5.170.000,00 | Semua PENDAPATA
Dokumen Kota/Kab, N ASLI
RKA-SKPD dan Semua DAERAH
Laporan Hasil Kecamatan, (PAD)
Koordinasi Semua Kel/Desa
Penyusunan
Dokumen RKA-
SKPD
1.02.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
Jumlah 3 Dokumen 3 Dokumen 35.475.000,00 35.506.150,00 15.000.000,00 -20.475.000,00 | Semua PENDAPATA
Dokumen Kota/Kab, N ASLI
Perubahan RKA- Semua DAERAH
SKPD dan Kecamatan, (PAD)
Laporan Hasil Semua Kel/Desa
Koordinasi
Penyusunan
Dokumen
Perubahan
RKA-SKPD
1.02.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Jumlah 1 Dokumen 1 Dokumen 18.880.000,00 28.695.200,00 16.540.650,00 -2.339.350,00 | Semua PENDAPATA
Dokumen DPA- Kota/Kab, N ASLI
SKPD dan Semua DAERAH
Laporan Hasil Kecamatan, (PAD)
Koordinasi Semua Kel/Desa
Penyusunan
Dokumen
DPA-SKPD
1.02.01.1.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Jumlah 3 Dokumen 3 Dokumen 45.839.850,00 45.839.850,00 51.490.450,00 5.650.600,00 | Semua PENDAPATA
Dokumen Kota/Kab, N ASLI
Perubahan DPA- Semua DAERAH
SKPD dan Kecamatan, (PAD)
Laporan Hasil Semua Kel/Desa
Koordinasi
Penyusunan
Dokumen
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CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

URUSAN / BIDANG INDIKATOR
URUSAN / PROGRAM /
No KODE KEZITE'I(';;\IAIMS{JB KEGSUL\,EAN ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)
KEGIATAN KEGIATAN Bertambah/ LOKASI SUMBER
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RRED PZE(F;;BAHAN Berkurang (10-12) DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Perubahan
DPA-SKPD
1.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan 6 Laporan 6 Laporan 20.859.000,00 22.599.000,00 22.599.000,00 1.740.000,00 | Semua PENDAPATA

Capaian Kinerja Kota/Kab, N ASLI

dan lkhtisar Semua DAERAH

Realisasi Kinerja Kecamatan, (PAD)

SKPD dan Semua Kel/Desa

Laporan Hasil

Koordinasi

Penyusunan

Laporan

Capaian Kinerja

dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja

SKPD

1.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Laporan 5 Laporan 5 Laporan 426.434.850,00 404.046.950,00 17.168.950,00 -409.265.900,00 | Semua PENDAPATA

Evaluasi Kinerja Kota/Kab, N ASLI

Perangkat Semua DAERAH

Daerah Kecamatan, (PAD)

Semua Kel/Desa | DANA

ALOKASI
UMUM (DAU)

1.02.01.1.02

Administrasi
Keuangan Perangkat
Daerah

238.931.787.700,00

250.388.287.350,00

249.930.941.550,00

10.999.153.850,00

1.02.01.1.02.0001

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
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CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

URUSAN / BIDANG INDIKATOR
URUSAN / PROGRAM /
NO KODE PROGRAM KEGIATAN
! ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)
R S S Bertambah/ SUMBER
KEGIATAN KEGIATAN LOKASI
Berkurang (10-12 DANA
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RRED PZE(F;;BAHAN 9 ( )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah Orang 850 Orang/ 850 Orang/ 136.325.949.000,00 247.871.026.000,00 247.871.028.478,00 111.545.079.478,00 | Semua PENDAPATA
yang Menerima Bulan Bulan Kota/Kab, N ASLI
Gaji dan Semua DAERAH
Tunjangan ASN Kecamatan, (PAD)

Semua Kel/Desa | DANA
ALOKASI
UMUM (DAU)
1.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Jumlah 1 Dokumen 1 Dokumen 446.890.000,00 488.400.000,00 398.850.000,00 -48.040.000,00 | Semua PENDAPATA
Dokumen Hasil Kota/Kab, N ASLI
Penyediaan Semua DAERAH
Administrasi Kecamatan, (PAD)
Pelaksanaan Semua Kel/Desa
Tugas ASN
1.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Jumlah 1 Dokumen 1 Dokumen 118.477.000,00 108.815.750,00 0,00 -118.477.000,00 | Semua PENDAPATA
Dokumen Kota/Kab, N ASLI
Penatausahaan Semua DAERAH
dan Kecamatan, (PAD)
Pengujian/Verifik Semua Kel/Desa
asi Keuangan
SKPD
1.02.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Jumlah 1 Dokumen 1 Dokumen 27.523.200,00 27.447.600,00 0,00 -27.523.200,00 | Semua PENDAPATA
Dokumen Hasil Kota/Kab, N ASLI
Koordinasi dan Semua DAERAH
Pelaksanaan Kecamatan, (PAD)

Akuntansi SKPD

Semua Kel/Desa

1.02.01.1.02.0005

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
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CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

URUSAN / BIDANG INDIKATOR
URUSAN / PROGRAM /
NO KODE KEZITE'I(';;\IAIMS{JB KEGSIﬁEAN ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)
KEGIATAN KEGIATAN Bertambah/ LOKASI SUMBER
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 LG4 PonRzl;BAHAN Berkurang (10-12) DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jumlah Laporan 1 Laporan 1 Laporan 16.830.000,00 16.830.000,00 0,00 -16.830.000,00 | Semua PENDAPATA
Keuangan Akhir Kota/Kab, N ASLI
Tahun SKPD Semua DAERAH
dan Laporan Kecamatan, (PAD)
Hasil Koordinasi Semua Kel/Desa
Penyusunan
Laporan
Keuangan Akhir
Tahun SKPD

1.02.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
Jumlah 1 Dokumen 1 Dokumen 106.618.000,00 103.050.500,00 0,00 -106.618.000,00 | Semua PENDAPATA
Dokumen Bahan Kota/Kab, N ASLI
Tanggapan Semua DAERAH
Pemeriksaan Kecamatan, (PAD)
dan Tindak Semua Kel/Desa
Lanjut
Pemeriksaan

1.02.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
Jumlah Laporan 18 Laporan 18 Laporan 41.370.000,00 41.104.000,00 0,00 -41.370.000,00 | Semua PENDAPATA
Keuangan Kota/Kab, N ASLI
Bulanan/ Semua DAERAH
Triwulanan/Sem Kecamatan, (PAD)
esteran SKPD Semua Kel/Desa
dan Laporan
Koordinasi
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Bulanan/
Triwulanan/Sem
esteran SKPD

1.02.01.1.03 Administrasi Barang - - - 53.919.528,00 46.318.914,00 650.000,00 -53.269.528,00

Milik Daerah pada
Perangkat Daerah
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CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

URUSAN / BIDANG INDIKATOR
URUSAN / PROGRAM /
NO KOPE KEZITE'I(';;\IAIMS{JB KEGSUGEAN ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) B L oKAS| P
KEGIATAN KEGIATAN
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 L) PonRzl;BAHAN Berkurang (10-12) DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.02.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Jumlah Rencana | 1 Dokumen 1 Dokumen 3.974.750,00 3.974.750,00 0,00 -3.974.750,00 | Semua PENDAPATA
Kebutuhan Kota/Kab, N ASLI
Barang Milik Semua DAERAH
Daerah SKPD Kecamatan, (PAD)
Semua Kel/Desa
1.02.01.1.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
Jumlah Laporan 1 Laporan 1 Laporan 5.879.664,00 5.879.664,00 0,00 -5.879.664,00 | Semua PENDAPATA
Hasil Penilaian Kota/Kab, N ASLI
Barang Milik Semua DAERAH
Daerah dan Kecamatan, (PAD)
Hasil Koordinasi Semua Kel/Desa
Penilaian
Barang Milik
Daerah SKPD
1.02.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
Jumlah Laporan 1 Laporan 1 Laporan 12.099.114,00 12.062.500,00 0,00 -12.099.114,00 | Semua PENDAPATA
Hasil Kota/Kab, N ASLI
Pembinaan, Semua DAERAH
Pengawasan, Kecamatan, (PAD)
dan Semua Kel/Desa
Pengendalian
Barang Milik
Daerah pada
SKPD
1.02.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Jumlah Laporan 1 Laporan 1 Laporan 16.966.000,00 16.966.000,00 0,00 -16.966.000,00 | Semua PENDAPATA
Rekonsiliasi dan Kota/Kab, N ASLI
Penyusunan Semua DAERAH
Laporan Barang Kecamatan, (PAD)
Milik Daerah Semua Kel/Desa
pada SKPD
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CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

URUSAN / BIDANG INDIKATOR
URUSAN / PROGRAM /
NO KODE PROGRAM KEGIATAN
KEGIATANISIUB SuB ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) B P
ertamba
KEGIATAN KEGIATAN LOKASI
Berkurang (10-12 DANA
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 L) PZE(F;;BAHAN 9l )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.02.01.1.05 Administrasi - - - 1.260.680.824,00 1.535.324.415,00 541.218.000,00 -719.462.824,00
Kepegawaian
Perangkat Daerah
1.02.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Jumlah 1 Dokumen 1 Dokumen 11.730.000,00 11.730.000,00 600.000,00 -11.130.000,00 | Semua PENDAPATA
Dokumen Kota/Kab, N ASLI
Pendataan dan Semua DAERAH
Pengolahan Kecamatan, (PAD)
Administrasi Semua Kel/Desa
Kepegawaian
1.02.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
Jumlah 1 Dokumen 1 Dokumen 14.010.000,00 14.010.000,00 0,00 -14.010.000,00 | Semua PENDAPATA
Dokumen Hasil Kota/Kab, N ASLI
Koordinasi dan Semua DAERAH
Pelaksanaaan Kecamatan, (PAD)
Sistem Informasi Semua Kel/Desa
Kepegawaian
1.02.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Jumlah 1 Dokumen 1 Dokumen 256.979.770,00 184.169.500,00 0,00 -256.979.770,00 | Semua PENDAPATA
Dokumen Kota/Kab, N ASLI
Monitoring, Semua DAERAH
Evaluasi, dan Kecamatan, (PAD)

Penilaian Kinerja
Pegawai

Semua Kel/Desa

1.02.01.1.05.0009

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
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URUSAN / BIDANG INDIKATOR CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / PROGRAM /
NO KODE PROGRAM KEGIATAN
! ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)
R S S Bertambah/ SUMBER
KEGIATAN KEGIATAN LOKASI
Berkurang (10-12 DANA
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RRER PZE(F;;BAHAN 9 ( )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jumlah Pegawai | 100 Orang 100 Orang 463.193.954,00 463.171.000,00 248.480.000,00 -214.713.954,00 | Semua PENDAPATA
Berdasarkan Kota/Kab, N ASLI
Tugas dan Semua DAERAH
Fungsi yang Kecamatan, (PAD)
Mengikuti Semua Kel/Desa
Pendidikan dan
Pelatihan

1.02.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Orang 100 Orang 100 Orang 49.128.000,00 49.128.000,00 0,00 -49.128.000,00 | Semua PENDAPATA
yang Mengikuti Kota/Kab, N ASLI
Sosialisasi Semua DAERAH
Peraturan Kecamatan, (PAD)
Perundang- Semua Kel/Desa
Undangan

1.02.01.1.06 Administrasi Umum - - - 10.172.789.042,00 11.665.426.952,00 7.826.970.730,00 -2.345.818.312,00

Perangkat Daerah
1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket 1 Paket 1 Paket 92.660.259,00 92.660.259,00 48.000.070,00 -44.660.189,00 | Semua PENDAPATA
Komponen Kota/Kab, N ASLI
Instalasi Semua DAERAH
Listrik/Penerang Kecamatan, (PAD)
an Bangunan Semua Kel/Desa
Kantor yang
Disediakan

1.02.01.1.06.0002

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
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URUSAN / BIDANG INDIKATOR CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / PROGRAM /
NO KODE PROGRAM KEGIATAN
KEGIATAN / SIUB SuB ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) B P
ertamba
KEGIATAN KEGIATAN LOKASI
Berkurang (10-12 DANA
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RRER PZE(El;BAHAN 9 ( )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah Paket 1 Paket 1 Paket 394.052.530,00 394.052.530,00 259.653.700,00 -134.398.830,00 | Semua PENDAPATA
Peralatan dan Kota/Kab, N ASLI
Perlengkapan Semua DAERAH
Kantor yang Kecamatan, (PAD)
Disediakan Semua Kel/Desa
1.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah Paket 1 Paket 1 Paket 131.185.570,00 131.185.570,00 59.686.705,00 -71.498.865,00 | Semua PENDAPATA
Peralatan Kota/Kab, N ASLI
Rumah Tangga Semua DAERAH
yang Disediakan Kecamatan, (PAD)
Semua Kel/Desa
1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Paket 1 Paket 1 Paket 202.279.158,00 310.946.258,00 291.415.808,00 89.136.650,00 | Semua PENDAPATA
Barang Cetakan Kota/Kab, N ASLI
dan Semua DAERAH
Penggandaan Kecamatan, (PAD)
yang Disediakan Semua Kel/Desa
1.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Jumlah 1 Dokumen 1 Dokumen 55.750.000,00 55.750.000,00 55.750.000,00 0,00 | Semua PENDAPATA
Dokumen Bahan Kota/Kab, N ASLI
Bacaan dan Semua DAERAH
Peraturan Kecamatan, (PAD)
Perundang- Semua Kel/Desa
Undangan yang
Disediakan

1.02.01.1.06.0008

Fasilitasi Kunjungan Tamu
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CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

URUSAN / BIDANG INDIKATOR
URUSAN / PROGRAM /
NO KODE PROGRAM KEGIATAN
KEGIATAN / SIUB SuB ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) B P
ertamba
KEGIATAN KEGIATAN LOKASI
Berkurang (10-12 DANA
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RRED PZE(F;;BAHAN 9 ( )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah Laporan 1 Laporan 1 Laporan 356.145.000,00 356.145.000,00 294.705.000,00 -61.440.000,00 | Semua PENDAPATA
Fasilitasi Kota/Kab, N ASLI
Kunjungan Semua DAERAH
Tamu Kecamatan, (PAD)
Semua Kel/Desa
1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan 1 Laporan 1 Laporan 2.060.590.728,00 2.051.470.728,00 1.594.657.000,00 -465.933.728,00 | Semua PENDAPATA
Penyelenggaraa Kota/Kab, N ASLI
n Rapat Semua DAERAH
Koordinasi dan Kecamatan, (PAD)
Konsultasi Semua Kel/Desa
SKPD
1.02.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Jumlah 1 Dokumen 1 Dokumen 27.600.000,00 27.600.000,00 24.750.000,00 -2.850.000,00 | Semua PENDAPATA
Dokumen Kota/Kab, N ASLI
Dukungan Semua DAERAH
Pelaksanaan Kecamatan, (PAD)
Sistem Semua Kel/Desa
Pemerintahan
Berbasis
Elektronik pada
SKPD
1.02.01.1.07 Pengadaan Barang - - - 4.594.299.470,00 4.888.766.279,00 2.564.386.678,00 -2.029.912.792,00
Milik Daerah
Penunjang

Urusan Pemerintah
Daerah

1.02.01.1.07.0005

Pengadaan Mebel
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CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

URUSAN / BIDANG INDIKATOR
URUSAN / PROGRAM /
NO KODE PROGRAM KEGIATAN
KEGIATAN / SIUB SuB ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) B P
ertamba
KEGIATAN KEGIATAN LOKASI
Berkurang (10-12 DANA
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 L) PonRzl;BAHAN 9l )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah Paket 1 Paket 1 Paket 267.991.350,00 92.025.540,00 92.025.540,00 -175.965.810,00 | Semua PENDAPATA
Mebel yang Kota/Kab, N ASLI
Disediakan Semua DAERAH
Kecamatan, (PAD)
Semua Kel/Desa
1.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Unit 1 Unit 1 Unit 170.000.000,00 1.209.900.258,00 64.684.358,00 -105.315.642,00 | Semua DANA
Peralatan dan Kota/Kab, ALOKASI
Mesin Lainnya Semua UMUM (DAU)
yang Disediakan Kecamatan,
Semua Kel/Desa
1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa - - - 45.572.932.025,00 56.697.167.249,00 52.122.942.204,00 6.550.010.179,00
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah
1.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Laporan 1 Laporan 1 Laporan 29.596.848,00 29.596.848,00 22.308.216,00 -7.288.632,00 | Semua PENDAPATA
Penyediaan Kota/Kab, N ASLI
Jasa Surat Semua DAERAH
Menyurat Kecamatan, (PAD)
Semua Kel/Desa

1.02.01.1.08.0002

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
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CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

URUSAN / BIDANG INDIKATOR
URUSAN / PROGRAM /
NO KODE PROGRAM KEGIATAN
! ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)
KEGIATAN / SUB SUB Bertambah/ SUMBER
KEGIATAN KEGIATAN LOKASI
Berkurang (10-12 DANA
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RRER PZE(F;;BAHAN 9 ( )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah Laporan 1 Laporan 1 Laporan 2.052.351.457,00 2.052.347.800,00 2.052.347.800,00 -3.657,00 | Semua PENDAPATA
Penyediaan Kota/Kab, N ASLI
Jasa Semua DAERAH
Komunikasi, Kecamatan, (PAD)
Sumber Daya Semua Kel/Desa
Air dan Listrik
yang Disediakan
1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan 1 Laporan 1 Laporan 12.406.481.200,00 12.581.156.684,00 12.889.644.212,00 483.163.012,00 | Semua PENDAPATA
Penyediaan Kota/Kab, N ASLI
Jasa Pelayanan Semua DAERAH
Umum Kantor Kecamatan, (PAD)
yang Disediakan Semua Kel/Desa
1.02.01.1.09 Pemeliharaan - - - 17.904.105.246,00 14.955.397.058,00 8.398.479.828,00 -9.505.625.418,00
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah
1.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah 6 Unit 6 Unit 210.900.000,00 210.900.000,00 253.080.000,00 42.180.000,00 | Semua PENDAPATA
Kendaraan Kota/Kab, N ASLI
Perorangan Semua DAERAH
Dinas atau Kecamatan, (PAD)
Kendaraan Semua Kel/Desa
Dinas Jabatan
yang Dipelihara
dan Dibayarkan
Pajaknya

1.02.01.1.09.0002

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
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CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

URUSAN / BIDANG INDIKATOR
URUSAN / PROGRAM /
No KODE KEZITE'I(';;\IAIMS{JB KEGSIﬁEAN ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)
KEGIATAN KEGIATAN Bertambah/ LOKASI SUMBER
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RRER PonRzl;BAHAN Berkurang (10-12) DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah 167 Unit 167 Unit 774.580.000,00 1.006.480.000,00 844.480.000,00 69.900.000,00 | Semua PENDAPATA
Kendaraan Kota/Kab, N ASLI
Dinas Semua DAERAH
Operasional Kecamatan, (PAD)
atau Lapangan Semua Kel/Desa
yang Dipelihara
dan Dibayarkan
Pajak dan
Perizinannya
1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah 1 Unit 1 Unit 578.439.750,00 596.510.252,00 578.232.200,00 -207.550,00 | Semua PENDAPATA
Peralatan dan Kota/Kab, N ASLI
Mesin Lainnya Semua DAERAH
yang Dipelihara Kecamatan, (PAD)
Semua Kel/Desa
1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah Gedung 1 Unit 1 Unit 7.974.355.562,00 6.564.482.368,00 1.843.350.000,00 -6.131.005.562,00 | Semua DANA
Kantor dan Kota/Kab, ALOKASI
Bangunan Semua UMUM (DAU)
Lainnya yang Kecamatan,
Dipelihara/Direh Semua Kel/Desa
abilitasi
2, 1.02.02 PROGRAM - - - 394.443.316.292,00 435.109.373.266,00 463.495.468.502,00 28.033.841.398,00
PEMENUHAN
UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
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URUSAN / BIDANG INDIKATOR CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / PROGRAM /
KOPE KEZT:‘I(';;\IAIMS{JB KEGSUL\,EAN ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)
KEGIATAN KEGIATAN Bertambah/ LOKASI SUMBER
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 L) PZE(F;;BAHAN Berkurang (10-12) DANA
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas - - - 107.675.568.926,00 113.127.370.740,00 108.877.686.898,00 1.202.117.972,00
Pelayanan, Sarana,
Prasarana dan Alat
Kesehatan untuk
UKP Rujukan, UKM
dan UKM Rujukan
Tingkat Daerah
Provinsi
1.02.02.1.01.0006 Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)
Jumlah 2 Layanan 2 Layanan 6.994.098.000,00 3.076.369.918,00 84.530.000,00 -6.909.568.000,00 | Semua DAU YANG
Pelayanan Kota/Kab, DITENTUKAN
Kesehatan Di Semua P
DTPK Kecamatan, ENGGUNAAN
(Pelayanan Semua Kel/Desa | N YA BIDANG
Kesehatan KESEHATAN
Bergerak, Gugus
Pulau,
Pelayanan
Kesehatan
Berbasis
Telemedicine,
dll) yang
Dilakukan
Pengembangan
1.02.02.1.01.0025 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan
Jumlah 1 Dokumen 1 Dokumen 451.992.989,00 322.300.500,00 377.111.750,00 -74.881.239,00 | Semua PENDAPATA
dokumen Kota/Kab, N ASLI
distribusi Alat Semua DAERAH
Kesehatan, Kecamatan, (PAD)
Obat, Bahan Semua Kel/Desa | DAK NON
Habis Pakai, FISIK-DANA
Bahan Medis BOK-BOK
Habis Pakai, DINAS-BOK
Vaksin, PROVINSI
Makanan ke
Fasilitas
Kesehatan
1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
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CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

URUSAN / BIDANG INDIKATOR
URUSAN / PROGRAM /
No KODE KEZT:‘I(';;\IAIMS{JB KEGSUL\,EAN ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) B L oKAS| P
KEGIATAN KEGIATAN
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RRED PonRzl;BAHAN Berkurang (10-12) DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah Obat, 1 Paket 1 Paket 14.631.651.731,00 12.909.030.442,00 12.840.766.690,00 -1.790.885.041,00 | Semua PENDAPATA
Bahan Habis Kota/Kab, N ASLI
Pakai, Bahan Semua DAERAH
Medis Habis Kecamatan, (PAD)
Pakai, Vaksin, Semua Kel/Desa | DAU YANG
Makanan dan DITENTUKAN
Minuman di P
Fasilitas ENGGUNAAN
Kesehatan yang N YA BIDANG
disediakan KESEHATAN
DAK NON
FISIK-DANA
BOK-BOK
DINAS-BOK
PROVINSI
1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan | - - - 285.122.469.316,00 316.690.061.311,00 351.599.524.777,00 66.477.055.461,00
Kesehatan untuk
UKP Rujukan, UKM
dan UKM Rujukan
Tingkat Daerah
Provinsi
1.02.02.1.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
Jumlah 1000 Orang 1000 Orang 997.543.691,00 629.715.108,00 260.864.500,00 -736.679.191,00 | Semua PENDAPATA
Penduduk yang Kota/Kab, N ASLI
Mendapatkan Semua DAERAH
Layanan Kecamatan, (PAD)
Kesehatan yang Semua Kel/Desa
Terdampak

Krisis Kesehatan
Akibat Bencana
dan/Atau
Berpotensi
Bencana
Provinsi Sesuai
Standar

1.02.02.1.02.0002

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
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URUSAN / BIDANG INDIKATOR CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / PROGRAM /
No KODE KEZTE‘I(';;\IAIMS{JB KEGSUGEAN ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) E LoKASI e
KEGIATAN KEGIATAN
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RRED PonRzl;BAHAN Berkurang (10-12) DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah 1000 Orang 1000 Orang 993.293.400,00 649.056.561,00 309.984.225,00 -683.309.175,00 | Semua PENDAPATA
Penduduk yang Kota/Kab, N ASLI
Mendapatkan Semua DAERAH
Layanan Kecamatan, (PAD)
Kesehatan pada Semua Kel/Desa | DAU YANG
Kondisi Kejadian DITENTUKAN
Luar Biasa P
Provinsi yang ENGGUNAAN
Mendapatkan N YA BIDANG
Pelayanan KESEHATAN
Kesehatan
Sesuai Standar
1.02.02.1.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
Jumlah 0 Dokumen 0 Dokumen 2.999.875.940,00 2.143.302.100,00 1.079.986.200,00 -1.919.889.740,00 | Semua PENDAPATA
Dokumen Hasil Kota/Kab, N ASLI
Pengelolaan Semua DAERAH
Pelayanan Kecamatan, (PAD)
Kesehatan Ibu Semua Kel/Desa | DAK NON
dan Anak FISIK-DANA
BOK-BOK
DINAS-BOK
PROVINSI
1.02.02.1.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
Jumlah 1 Dokumen 1 Dokumen 502.666.900,00 100.582.370,00 43.174.000,00 -459.492.900,00 | Semua PENDAPATA
Dokumen Hasil Kota/Kab, N ASLI
Pengelolaan Semua DAERAH
Pelayanan Kecamatan, (PAD)
Kesehatan Usia Semua Kel/Desa
Produktif

1.02.02.1.02.0005

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
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CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

URUSAN / BIDANG INDIKATOR
URUSAN / PROGRAM /
NO KODE PROGRAM KEGIATAN
KEGIATAN / SIUB SuB ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) B P
ertamba
KEGIATAN KEGIATAN LOKASI
Berkurang (10-12 DANA
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RRED PonRzl;BAHAN 9 ( )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah 1 Dokumen 1 Dokumen 462.963.950,00 303.373.734,00 121.269.280,00 -341.694.670,00 | Semua DAU YANG
Dokumen Hasil Kota/Kab, DITENTUKAN
Pengelolaan Semua P
Pelayanan Kecamatan, ENGGUNAAN
Kesehatan Usia Semua Kel/Desa | N YA BIDANG
Lanjut KESEHATAN
1.02.02.1.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Jumlah 1 Dokumen 1 Dokumen 11.528.259.400,00 5.879.963.915,00 6.927.567.664,00 -4.600.691.736,00 | Semua PENDAPATA
Dokumen Hasil Kota/Kab, N ASLI
Pengelolaan Semua DAERAH
Pelayanan Kecamatan, (PAD)
Kesehatan Gizi Semua Kel/Desa | DAU YANG
Masyarakat DITENTUKAN
P
ENGGUNAAN
N YA BIDANG
KESEHATAN
1.02.02.1.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Jumlah 1 Dokumen 1 Dokumen 199.108.000,00 186.230.000,00 74.668.000,00 -124.440.000,00 | Semua PENDAPATA
Dokumen Hasil Kota/Kab, N ASLI
Pengelolaan Semua DAERAH
Pelayanan Kecamatan, (PAD)
Kesehatan Kerja Semua Kel/Desa
dan Olahraga
1.02.02.1.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Jumlah 1 Dokumen 1 Dokumen 299.941.600,00 315.471.040,00 126.118.000,00 -173.823.600,00 | Semua DAU YANG
Dokumen Hasil Kota/Kab, DITENTUKAN
Pengelolaan Semua P
Pelayanan Kecamatan, ENGGUNAAN
Kesehatan Semua Kel/Desa | N YA BIDANG
Lingkungan KESEHATAN

1.02.02.1.02.0009

Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

140




URUSAN / BIDANG INDIKATOR CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / PROGRAM /
KODE KEZTE‘I(';;\IAIMS{JB KEGSUGEAN ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) E LoKASI e
KEGIATAN KEGIATAN
RKPD PERUBAHAN Berkurang (10-12) DANA
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 2025
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah 1 Dokumen 1 Dokumen 12.159.131.060,00 1.646.005.356,00 2.059.670.666,00 -10.099.460.394,00 | Semua PENDAPATA
Dokumen Hasil Kota/Kab, N ASLI
Pengelolaan Semua DAERAH
Pelayanan Kecamatan, (PAD)
Promosi Semua Kel/Desa | DAU YANG
Kesehatan DITENTUKAN
P
ENGGUNAAN
N YA BIDANG
KESEHATAN
1.02.02.1.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
Jumlah 1 Dokumen 1 Dokumen 72.996.500,00 71.560.760,00 32.895.000,00 -40.101.500,00 | Semua PENDAPATA
Dokumen Hasil Kota/Kab, N ASLI
Pengelolaan Semua DAERAH
Pelayanan Kecamatan, (PAD)
Kesehatan Semua Kel/Desa
Tradisional,
Akupuntur,
Asuhan Mandiri
dan Tradisional
Lainnya
1.02.02.1.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Jumlah 1 Dokumen 1 Dokumen 2.999.999.701,00 2.604.167.988,00 3.111.399.710,00 111.400.009,00 | Semua DAU YANG
Dokumen Hasil Kota/Kab, DITENTUKAN
Pengelolaan Semua P
Pelayanan Kecamatan, ENGGUNAAN
Kesehatan Semua Kel/Desa | N YA BIDANG
Penyakit KESEHATAN
Menular dan
Tidak Menular
1.02.02.1.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji
Jumlah 1 Dokumen 1 Dokumen 78.036.000,00 33.900.000,00 18.000.000,00 -60.036.000,00 | Semua PENDAPATA
Dokumen Hasil Kota/Kab, N ASLI
Pengelolaan Semua DAERAH
Pelayanan Kecamatan, (PAD)
Kesehatan Hayji Semua Kel/Desa
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CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

URUSAN / BIDANG INDIKATOR
URUSAN / PROGRAM /
NO KODE PROGRAM KEGIATAN
KEGIATAN / SIUB SuB ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) B P
ertamba
KEGIATAN KEGIATAN LOKASI
Berkurang (10-12 DANA
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RRED PonRzl;BAHAN 9 ( )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.02.02.1.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
Jumlah 1 Dokumen 1 Dokumen 329.567.200,00 396.234.000,00 317.959.000,00 -11.608.200,00 | Semua PENDAPATA
Dokumen Hasil Kota/Kab, N ASLI
Pengelolaan Semua DAERAH
Pelayanan Kecamatan, (PAD)
Kesehatan Semua Kel/Desa | DAK NON
Orang dengan FISIK-DANA
Masalah BOK-BOK
Kesehatan Jiwa DINAS-BOK
(ODMK) PROVINSI
1.02.02.1.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA
Jumlah 1500 Orang 1500 Orang 540.587.600,00 142.895.000,00 0,00 -540.587.600,00 | Semua PENDAPATA
Penyalahguna Kota/Kab, N ASLI
NAPZA yang Semua DAERAH
Mendapakan Kecamatan, (PAD)
Rehabilitasi Semua Kel/Desa
Medis
1.02.02.1.02.0016 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Jumlah 1 Dokumen 1 Dokumen 224.138.692.280,00 278.353.325.980,00 314.856.617.280,00 90.717.925.000,00 | Semua PENDAPATA
Dokumen Hasil Kota/Kab, N ASLI
Pengelolaan Semua DAERAH
Jaminan Kecamatan, (PAD)
Kesehatan Semua Kel/Desa | PAJAK
Masyarakat ROKOK DBH
CUKAI HASIL
TEMBAKAU
(CHT)
DAU YANG
DITENTUKAN
P
ENGGUNAAN
N YA BIDANG
KESEHATAN

1.02.02.1.02.0017

Pengelolaan Surveilans Kesehatan
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CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

URUSAN / BIDANG INDIKATOR
URUSAN / PROGRAM /
NO KOPE KEZITE'I(';;\IAIMS{JB KEGSUL\,EAN ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)
KEGIATAN KEGIATAN Bertambah/ LOKASI SUMBER
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 L) PZE(F;;BAHAN Berkurang (10-12) DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah 1 Dokumen 1 Dokumen 628.557.700,00 811.655.300,00 684.193.000,00 55.635.300,00 | Semua PENDAPATA
Dokumen Hasil Kota/Kab, N ASLI
Pengelolaan Semua DAERAH
Surveilans Kecamatan, (PAD)
Kesehatan Semua Kel/Desa | DAU YANG
DITENTUKAN
P
ENGGUNAAN
N YA BIDANG
KESEHATAN
DAK NON
FISIK-DANA
BOK-BOK
DINAS-BOK
PROVINSI
1.02.02.1.02.0018 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota
Jumlah 1 Dokumen 1 Dokumen 553.493.850,00 462.356.000,00 180.872.000,00 -372.621.850,00 | Semua PENDAPATA
Dokumen Hasil Kota/Kab, N ASLI
Koordinasi dan Semua DAERAH
Sinkronisasi Kecamatan, (PAD)
Penerapan SPM Semua Kel/Desa
Bidang
Kesehatan
Lintas
Kabupaten/Kota
1.02.02.1.02.0019 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan
Jumlah 1 Dokumen 1 Dokumen 2.111.471.000,00 896.383.910,00 525.073.000,00 -1.586.398.000,00 | Semua PENDAPATA
Dokumen Hasil Kota/Kab, N ASLI
Pembinaan Semua DAERAH
Pelaksanaan Kecamatan, (PAD)
Upaya Semua Kel/Desa | DAK NON
Pelayanan FISIK-DANA
Kesehatan BOK-BOK
DINAS-BOK
PROVINSI

1.02.02.1.02.0020

Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas
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URUSAN / BIDANG INDIKATOR CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / PROGRAM /

KODE PROGRAM / KEGIATAN /
KEGIATAN / SUB SuB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)

B h MBER
KEGIATAN KEGIATAN ertambah/ su

RKPD PERUBAHAN Berkurang (10-12) LOKASI DANA

2025

SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jumlah 1 Dokumen 1 Dokumen 49.908.000,00 0,00 0,00 -49.908.000,00 | Semua PENDAPATA
Dokumen Hasil Kota/Kab, N ASLI
Verifikasi dan Semua DAERAH
Penilaian Kecamatan, (PAD)

Kelayakan Semua Kel/Desa
Puskesmas

untuk Registrasi
Puskesmas

1.02.02.1.02.0021 Investigasi Lanjutan Kejadian lkutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota

Jumlah 1 Dokumen 1 Dokumen 88.864.000,00 38.642.000,00 14.958.000,00 -73.906.000,00 | Semua PENDAPATA
Dokumen Hasil Kota/Kab, N ASLI
Investigasi Semua DAERAH
Lanjutan Kecamatan, (PAD)

Kejadian Ikutan Semua Kel/Desa
Pasca Imunisasi

dan Pemberian
Obat Massal
oleh
Kabupaten/Kota

1.02.02.1.02.0023 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)

Jumlah Public 10 Unit 10 Unit 1.252.515.000,00 880.069.029,00 353.103.599,00 -899.411.401,00 | Semua DAU YANG
Safety Center Kota/Kab, DITENTUKAN
(PSC 119) Semua P

Tersedia, Kecamatan, ENGGUNAAN
Terkelola dan Semua Kel/Desa | N YA BIDANG

Terintegrasi KESEHATAN
dengan Rumah

Sakit dalam Satu
Sistem
Penanganan
Gawat Darurat
Terpadu
(SPGDT)

1.02.02.1.02.0025 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional
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CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

URUSAN / BIDANG INDIKATOR
URUSAN / PROGRAM /
NO KOPE KEZITSI(';;\IAIMS{JB KEGSUL\,EAN ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) E LoKASI e
KEGIATAN KEGIATAN
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 L) PonRzl;BAHAN Berkurang (10-12) DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah Paket 0 Paket 0 Paket 100.000.500,00 100.000.000,00 100.000.000,00 -500,00 | Semua DAK NON
Spesimen Kota/Kab, FISIK-DANA
Penyakit Semua BOK-BOK
Potensial KLB Kecamatan, DINAS-BOK
ke Lab Semua Kel/Desa | PROVINSI
Rujukan/Nasion
al yang
Didistribusikan
1.02.02.1.02.0026 Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehata
Jumlah 1 Dokumen 1 Dokumen 251.662.500,00 195.538.368,00 86.999.850,00 -164.662.650,00 | Semua PENDAPATA
Dokumen Hasil Kota/Kab, N ASLI
Upaya Semua DAERAH
Pengurangan Kecamatan, (PAD)
Risiko Krisis Semua Kel/Desa
Kesehatan
1.02.02.1.03 Penyelenggaraan - - - 695.098.550,00 988.594.067,00 537.084.667,00 -158.013.883,00
Sistem Informasi
Kesehatan Secara
Terintegrasi
1.02.02.1.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
Jumlah 1 Dokumen 1 Dokumen 545.098.550,00 673.223.387,00 285.902.587,00 -259.195.963,00 | Semua PENDAPATA
Dokumen Hasil Kota/Kab, N ASLI
Pengelolaan Semua DAERAH
Sistem Informasi Kecamatan, (PAD)
Kesehatan Semua Kel/Desa | DAK NON
FISIK-DANA
BOK-BOK
DINAS-BOK
PROVINSI
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CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

URUSAN / BIDANG INDIKATOR
URUSAN / PROGRAM /
NO KODE PROGRAM KEGIATAN
/ ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)
R S S Bertambah/ SUMBER
KEGIATAN KEGIATAN LOKASI
Berkurang (10-12 DANA
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 L) PZE(F;;BAHAN 9l )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.02.02.1.04 Penerbitan Izin - - - 950.179.500,00 4.303.347.148,00 2.481.172.160,00 1.530.992.660,00
Rumah Sakit Kelas B
dan Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan Tingkat
Daerah Provinsi
1.02.02.1.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Jumlah Rumah 2 Unit 2 Unit 290.529.000,00 197.783.860,00 79.587.760,00 -210.941.240,00 | Semua PENDAPATA
Sakit Kelas B Kota/Kab, N ASLI
dan Fasilitas Semua DAERAH
Pelayanan Kecamatan, (PAD)
Kesehatan yang Semua Kel/Desa
Dikendalikan,
Diawasi dan
Ditindaklanjuti
Perizinannya
1.02.02.1.04.0002 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit
Jumlah Rumah 8 Unit 8 Unit 365.354.500,00 3.114.983.788,00 2.110.440.000,00 1.745.085.500,00 | Semua DAU YANG
Sakit yang Kota/Kab, DITENTUKAN
Melakukan Semua P
Peningkatan Kecamatan, ENGGUNAAN
Tata Kelola Semua Kel/Desa | N YA BIDANG
Sesuai Standar KESEHATAN
1.02.02.1.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
Jumlah Fasilitas 0 Unit 0 Unit 294.296.000,00 990.579.500,00 291.144.400,00 -3.151.600,00 | Semua DAU YANG
Kesehatan yang Kota/Kab, DITENTUKAN
Dilakukan Semua P
Pengukuran Kecamatan, ENGGUNAAN
Indikator Semua Kel/Desa | N YA BIDANG
Nasional Mutu KESEHATAN

(INM) Pelayanan
Kesehatan
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CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

URUSAN / BIDANG INDIKATOR
URUSAN / PROGRAM /
No KODE KEZTE‘I?;\IAIMS{JB KEGSUL\,EAN ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)
KEGIATAN KEGIATAN Bertambah/ LOKASI SUMBER
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 L) PonRzl;BAHAN Berkurang (10-12) DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3, 1.02.03 PROGRAM - - - 8.296.729.330,00 8.941.668.110,00 8.828.203.988,00 1.798.095.629,00
PENINGKATAN
KAPASITAS
SUMBER DAYA
MANUSIA
KESEHATAN
1.02.03.1.01 Perencanaan - - - 4.982.399.130,00 4.466.471.539,00 7.159.424.444,00 2.177.025.314,00
Kebutuhan Sumber
Daya Manusia
Kesehatan untuk
UKM dan UKP
Provinsi
1.02.03.1.01.0001 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Jumlah Sumber 0 Orang 0 Orang 336.716.000,00 675.212.175,00 3.566.222.700,00 3.229.506.700,00 | Semua DAU YANG
Daya Manusia Kota/Kab, DITENTUKAN
Kesehatan yang Semua P
Memenuhi Kecamatan, ENGGUNAAN
Standar di Semua Kel/Desa | N YA BIDANG
Fasilitas KESEHATAN
Pelayanan
Kesehatan
(Fasyankes)
1.02.03.1.01.0002 Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Jumlah Sumber 5 Orang 5 Orang 432.507.600,00 0,00 0,00 -432.507.600,00 | Semua PENDAPATA
Daya Manusia Kota/Kab, N ASLI
Kesehatan yang Semua DAERAH
Terdistribusi Kecamatan, (PAD)

Semua Kel/Desa

1.02.03.1.02

Pengembangan Mutu
dan Peningkatan
Kompetensi Teknis
Sumber Daya
Manusia Kesehatan
Tingkat Daerah
Provinsi

3.314.330.200,00

4.475.196.571,00

1.668.779.544,00

-1.645.550.656,00

147




CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

URUSAN / BIDANG INDIKATOR
URUSAN / PROGRAM /
NO KODE PROGRAM KEGIATAN
! ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)
R S S Bertambah/ SUMBER
KEGIATAN KEGIATAN LOKASI
Berkurang (10-12 DANA
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RRED PonRzl;BAHAN 9 ( )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
Jumlah Sumber 0 Orang 0 Orang 24.095.200,00 648.877.400,00 253.632.000,00 229.536.800,00 | Semua PENDAPATA
Daya Manusia Kota/Kab, N ASLI
Kesehatan Semua DAERAH
Kompetensi dan Kecamatan, (PAD)
Kualifikasi Semua Kel/Desa | DAK NON
Meningkat FISIK-DANA
BOK-BOK
DINAS-BOK
PROVINSI
1.02.03.1.02.0002 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Jumlah 1 Dokumen 1 Dokumen 272.546.000,00 0,00 0,00 -272.546.000,00 | Semua PENDAPATA
Dokumen Hasil Kota/Kab, N ASLI
Pembinaan dan Semua DAERAH
Pengawasan Kecamatan, (PAD)
Sumber Daya Semua Kel/Desa
Manusia
Kesehatan
4, 1.02.04 PROGRAM - - - 1.285.318.000,00 332.444.000,00 193.446.000,00 -836.841.937,00
SEDIAAN
FARMASI, ALAT
KESEHATAN DAN
MAKANAN
MINUMAN
1.02.04.1.01 Penerbitan - - - 1.096.977.000,00 263.160.000,00 172.108.000,00 -924.869.000,00
Pengakuan

Pedagang Besar
Farmasi (PBF)
Cabang dan Cabang
Penyalur Alat
Kesehatan (PAK)

1.02.04.1.01.0001

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK
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CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

URUSAN / BIDANG INDIKATOR
URUSAN / PROGRAM /
No KODE KEZITE'I(';;\IAIMS{JB KEGSUL\,EAN ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)
KEGIATAN KEGIATAN Bertambah/ LOKASI SUMBER
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 L) PZE(F;;BAHAN Berkurang (10-12) DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah PBF 159 Sarana 159 Sarana 1.096.977.000,00 263.160.000,00 172.108.000,00 -924.869.000,00 | Semua PENDAPATA
Cabang dan Kota/Kab, N ASLI
Cabang PAK Semua DAERAH
yang Kecamatan, (PAD)
Dikendalikan Semua Kel/Desa
dan Diawasi
dalam rangka
Penerbitan dan
Tindaklanjut
Penerbitan
Perizinan
1.02.04.1.02 Penerbitan Izin - - - 188.341.000,00 69.284.000,00 21.338.000,00 -167.003.000,00
Usaha Kecil Obat
Tradisional (UKOT)
1.02.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional
Jumlah Usaha 92 Sarana 92 Sarana 188.341.000,00 69.284.000,00 21.338.000,00 -167.003.000,00 | Semua PENDAPATA
Kecil Obat Kota/Kab, N ASLI
Tradisional yang Semua DAERAH
Dikendalikan Kecamatan, (PAD)
dan Diawasi Semua Kel/Desa
dalam rangka
Penerbitan dan
Tindaklanjut
Penerbitan Izin
Usaha Kecil
Obat Tradisional
5, 1.02.05 PROGRAM - - - 673.205.400,00 3.050.848.300,00 5.778.544.850,00 67.331.650,00
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
BIDANG
KESEHATAN
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CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

URUSAN / BIDANG INDIKATOR
URUSAN / PROGRAM /
No KODE KEZITE'I(';;\IAIMS{JB KEGSUL\,EAN ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) E LoKASI e
KEGIATAN KEGIATAN
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RRER PZE(F;;BAHAN Berkurang (10-12) DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.02.05.1.01 Advokasi, - - - 381.712.000,00 2.882.432.300,00 5.610.128.850,00 5.228.416.850,00
Pemberdayaan,
Kemitraan,
Peningkatan Peran
Serta Masyarakat
dan Lintas Sektor
Tingkat Daerah
Provinsi
1.02.05.1.01.0001 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
Jumlah 1 Dokumen 1 Dokumen 381.712.000,00 2.882.432.300,00 5.610.128.850,00 5.228.416.850,00 | Semua DAU YANG
Dokumen Hasil Kota/Kab, DITENTUKAN
Advokasi Semua P
Kesehatan, Kecamatan, ENGGUNAAN
Pemberdayaan, Semua Kel/Desa | N YA BIDANG
Penggalangan KESEHATAN
Kemitraan,
Peran serta
Masyarakat dan
Lintas Sektor
Tingkat Daerah
Provinsi
1.02.05.1.03 Pengembangan dan - - - 291.493.400,00 168.416.000,00 168.416.000,00 -123.077.400,00
Pelaksanaan Upaya
Kesehatan
Bersumber Daya
Masyarakat (UKBM)
Tingkat Daerah
Provinsi
1.02.05.1.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM
Jumlah 1 Dokumen 1 Dokumen 291.493.400,00 168.416.000,00 168.416.000,00 -123.077.400,00 | Semua PENDAPATA
Dokumen Hasil Kota/Kab, N ASLI
Bimbingan Semua DAERAH
Teknis dan Kecamatan, (PAD)
Supervisi UKBM Semua Kel/Desa | DAU YANG
DITENTUKAN
P
ENGGUNAAN
N YA BIDANG
KESEHATAN
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NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN /
PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR
PROGRAM /
KEGIATAN /
SuB
KEGIATAN

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET 2025

PAGU INDIKATIF (Rp)

SEBELUM

SESUDAH

RKPD 2025

APBD 2025

RKPD PERUBAHAN
2025

Bertambah/
Berkurang (10-12)

LOKASI

SUMBER
DANA

4

5

6

7

8

9

10

11

12

UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN

805.298.824.307,00

940.293.649.655,00

949.959.502.692,00

144.660.678.385,00

URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG
BERKAITAN
DENGAN
PELAYANAN
DASAR

805.298.824.307,00

940.293.649.655,00

949.959.502.692,00

144.660.678.385,00

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
KESEHATAN

805.298.824.307,00

940.293.649.655,00

949.959.502.692,00

144.660.678.385,00

1.02.01

PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

400.600.255.285,00

492.859.315.979,00

471.663.839.352,00

66.673.445.384,00

1.02.01.1.01

Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

1.749.741.450,00

1.962.575.262,00

278.197.862,00

-1.471.543.588,00

1.02.01.1.01.0001

Penyusunan Dokumen

Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah
Dokumen
Perencanaan
Perangkat
Daerah

3 Dokumen

3 Dokumen

75.005.000,00

10.436.690,00

8.173.690,00

-66.831.310,00

Kab. Deli
Serdang, Percut
Sei Tuan,
Kenangan Baru

DANA
ALOKAS
UMUM (DAU)

1.02.01.1.01.0002

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
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CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

URUSAN / BIDANG INDIKATOR
URUSAN / PROGRAM /
NO KODE PROGRAM KEGIATAN
! ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)
R S S Bertambah/ SUMBER
KEGIATAN KEGIATAN LOKASI
Berkurang (10-12 DANA
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RRED PonRzl;BAHAN 9 ( )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah 1 Dokumen 1 Dokumen 15.045.000,00 10.178.000,00 4.828.000,00 -10.217.000,00 | Kab. Deli DANA
Dokumen Serdang, Percut ALOKASI
RKA-SKPD dan Sei Tuan, UMUM (DAU)
Laporan Hasil Kenangan Baru
Koordinasi
Penyusunan
Dokumen RKA-
SKPD

1.02.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Jumlah 1 Dokumen 1 Dokumen 15.040.000,00 10.129.772,00 7.779.772,00 -7.260.228,00 | Kab. Deli DANA
Dokumen DPA- Serdang, Percut ALOKASI
SKPD dan Sei Tuan, UMUM (DAU)
Laporan Hasil Kenangan Baru
Koordinasi
Penyusunan
Dokumen
DPA-SKPD
1.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan 3 Laporan 3 Laporan 24.930.000,00 10.792.600,00 6.942.600,00 -17.987.400,00 | Kab. Deli DANA
Capaian Kinerja Serdang, Percut ALOKASI
dan lkhtisar Sei Tuan, UMUM (DAU)

Realisasi Kinerja
SKPD dan
Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Laporan
Capaian Kinerja
dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja
SKPD

Kenangan Baru

1.02.01.1.01.0007

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
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CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

URUSAN / BIDANG INDIKATOR
URUSAN / PROGRAM /
NO KODE PROGRAM KEGIATAN
! ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)
R S S Bertambah/ SUMBER
KEGIATAN KEGIATAN LOKASI
Berkurang (10-12 DANA
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RRED PZE(F;;BAHAN 9 ( )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah Laporan 1 Laporan 1 Laporan 58.142.500,00 10.436.000,00 5.086.000,00 -53.056.500,00 | Kab. Deli DANA
Evaluasi Kinerja Serdang, Percut ALOKASI
Perangkat Sei Tuan, UMUM (DAU)
Daerah Kenangan Baru
1.02.01.1.02 Administrasi - - - 238.931.787.700,00 250.388.287.350,00 249.930.941.550,00 10.999.153.850,00
Keuangan Perangkat
Daerah
1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Orang 200 Orang/ 200 Orang/ 34.759.578.000,00 0,00 0,00 -34.759.578.000,00 | Kab. Deli PENDAPATA
yang Menerima Bulan Bulan Serdang, Percut N ASLI
Gaji dan Sei Tuan, DAERAH
Tunjangan ASN Kenangan Baru (PAD)
1.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
Jumlah Laporan 1 Laporan 1 Laporan 15.000.000,00 8.936.000,00 2.550.000,00 -12.450.000,00 | Kab. Deli DANA
Keuangan Serdang, Percut | ALOKASI
Bulanan/ Sei Tuan, UMUM (DAU)
Triwulanan/Sem Kenangan Baru

esteran SKPD
dan Laporan
Koordinasi
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Bulanan/
Triwulanan/Sem
esteran SKPD

1.02.01.1.02.0008

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
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URUSAN / BIDANG INDIKATOR CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / PROGRAM /
NO KODE PROGRAM KEGIATAN
/ ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)
R S S Bertambah/ SUMBER
KEGIATAN KEGIATAN LOKASI
Berkurang (10-12 DANA
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 L) PonRzl;BAHAN 9l )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah 4 Dokumen 4 Dokumen 14.990.000,00 7.436.000,00 3.407.572,00 -11.582.428,00 | Kab. Deli DANA
Dokumen Serdang, Percut ALOKASI
Pelaporan dan Sei Tuan, UMUM (DAU)
Analisis Kenangan Baru
Prognosis
Realisasi
Anggaran

1.02.01.1.03 Administrasi Barang - - - 53.919.528,00 46.318.914,00 650.000,00 -53.269.528,00
Milik Daerah pada
Perangkat Daerah
1.02.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Jumlah Rencana | 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,00 7.436.000,00 650.000,00 -14.350.000,00 | Kab. Deli DANA
Kebutuhan Serdang, Semua | ALOKASI
Barang Milik Kecamatan, UMUM (DAU)

Daerah SKPD

Semua Kel/Desa

1.02.01.1.05

Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah

1.260.680.824,00

1.535.324.415,00

541.218.000,00

-719.462.824,00

1.02.01.1.05.0003

Pendataan dan Pengolahan Administrasi

Kepegawaian
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CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

URUSAN / BIDANG INDIKATOR
URUSAN / PROGRAM /
NO KODE PROGRAM KEGIATAN
! ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)
R S S Bertambah/ SUMBER
KEGIATAN KEGIATAN LOKASI
Berkurang (10-12 DANA
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RRER PonRzl;BAHAN 9 ( )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah 650 650 14.998.000,00 12.929.915,00 950.000,00 -14.048.000,00 | Kab. Deli DANA
Dokumen Dokumen Dokumen Serdang, Percut ALOKASI
Pendataan dan Sei Tuan, UMUM (DAU)
Pengolahan Kenangan Baru
Administrasi
Kepegawaian
1.02.01.1.06 Administrasi Umum - - - 10.172.789.042,00 11.665.426.952,00 7.826.970.730,00 -2.345.818.312,00
Perangkat Daerah
1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket 1 Paket 1 Paket 223.583.000,00 192.860.576,00 167.453.036,00 -56.129.964,00 | Kab. Deli DANA
Komponen Serdang, Percut | ALOKASI
Instalasi Sei Tuan, UMUM (DAU)
Listrik/Penerang Kenangan Baru
an Bangunan
Kantor yang
Disediakan
1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket 1 Paket 1 Paket 2.920.681.200,00 2.381.806.543,00 1.477.883.005,00 -1.442.798.195,00 | Kab. Deli DANA
Peralatan dan Serdang, Percut | ALOKASI
Perlengkapan Sei Tuan, UMUM (DAU)
Kantor yang Kenangan Baru
Disediakan

1.02.01.1.06.0005

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
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CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

URUSAN / BIDANG INDIKATOR
URUSAN / PROGRAM /
NO KODE PROGRAM KEGIATAN
KEGIATANISIUB SuB ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) B P
ertamba
KEGIATAN KEGIATAN LOKASI
Berkurang (10-12 DANA
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RRED PonRzl;BAHAN 9 ( )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah Paket 1 Paket 1 Paket 62.750.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 -2.750.000,00 | Kab. Deli DANA
Barang Cetakan Serdang, Percut ALOKASI
dan Sei Tuan, UMUM (DAU)
Penggandaan Kenangan Baru
yang Disediakan
1.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Jumlah 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,00 34.200.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 | Kab. Deli DANA
Dokumen Bahan Serdang, Percut ALOKASI
Bacaan dan Sei Tuan, UMUM (DAU)
Peraturan Kenangan Baru
Perundang-
Undangan yang
Disediakan
1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan 1 Laporan 1 Laporan 474.281.000,00 791.927.000,00 678.019.000,00 203.738.000,00 | Kab. Deli DANA
Penyelenggaraa Serdang, Percut ALOKASI
n Rapat Sei Tuan, UMUM (DAU)
Koordinasi dan Kenangan Baru
Konsultasi
SKPD

1.02.01.1.07

Pengadaan Barang
Milik Daerah
Penunjang

Urusan Pemerintah
Daerah

4.594.299.470,00

4.888.766.279,00

2.564.386.678,00

-2.029.912.792,00

1.02.01.1.07.0002

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
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CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

URUSAN / BIDANG INDIKATOR
URUSAN / PROGRAM /
NO KODE PROGRAM KEGIATAN
KEGIATAN / SIUB SuB ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) B P
ertamba
KEGIATAN KEGIATAN LOKASI
Berkurang (10-12 DANA
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RRED PonRzl;BAHAN 9 ( )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah Unit 00 00 1.369.874.250,00 0,00 0,00 -1.369.874.250,00 | Semua PENDAPATA
Kendaraan Kota/Kab, N ASLI
Dinas Semua DAERAH
Operasional Kecamatan, (PAD)
atau Lapangan Semua Kel/Desa
yang Disediakan

1.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Unit 1 Unit 1 Unit 199.894.900,00 235.917.670,00 235.917.670,00 36.022.770,00 | Kab. Deli DANA
Peralatan dan Serdang, Percut | ALOKASI
Mesin Lainnya Sei Tuan, UMUM (DAU)
yang Disediakan Kenangan Baru
1.02.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Unit - 1 Unit 0,00 0,00 24.975.000,00 24.975.000,00 | Semua PENDAPATA
Sarana dan Kota/Kab, N ASLI
Prasarana Semua DAERAH
Gedung Kantor Kecamatan, (PAD)

atau Bangunan
Lainnya yang
Disediakan

Semua Kel/Desa

1.02.01.1.08

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah

45.572.932.025,00

56.697.167.249,00

52.122.942.204,00

6.550.010.179,00

1.02.01.1.08.0001

Penyediaan Jasa Surat Menyurat
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CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

URUSAN / BIDANG INDIKATOR
URUSAN / PROGRAM /
NO KODE PROGRAM KEGIATAN
KEGIATAN / SIUB SuB ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) B P
ertamba
KEGIATAN KEGIATAN LOKASI
Berkurang (10-12 DANA
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RRED PonRzl;BAHAN 9 ( )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah Laporan 1 Laporan 1 Laporan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 | Kab. Deli DANA
Penyediaan Serdang, Percut ALOKASI
Jasa Surat Sei Tuan, UMUM (DAU)
Menyurat Kenangan Baru
1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan 1 Laporan 1 Laporan 7.124.000.000,00 6.722.400.000,00 6.722.400.000,00 -401.600.000,00 | Kab. Deli DANA
Penyediaan Serdang, Percut | ALOKASI
Jasa Sei Tuan, UMUM (DAU)
Komunikasi, Kenangan Baru
Sumber Daya
Air dan Listrik
yang Disediakan
1.02.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Laporan 1 Laporan 1 Laporan 200.000.000,00 199.700.000,00 199.700.000,00 -300.000,00 | Kab. Deli DANA
Penyediaan Serdang, Percut ALOKASI
Jasa Peralatan Sei Tuan, UMUM (DAU)

dan
Perlengkapan
Kantor yang
Disediakan

Kenangan Baru

1.02.01.1.08.0004

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
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CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

URUSAN / BIDANG INDIKATOR
URUSAN / PROGRAM /
No KODE KEZTE‘I(';;\IAIMS{JB KEGSUL\,EAN ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)
KEGIATAN KEGIATAN Bertambah/ LOKASI SUMBER
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RRER PonRzl;BAHAN Berkurang (10-12) DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah Laporan 1 Laporan 1 Laporan 11.691.258.560,00 9.767.702.016,00 9.767.702.016,00 -1.923.556.544,00 | Kab. Deli DANA
Penyediaan Serdang, Percut ALOKASI
Jasa Pelayanan Sei Tuan, UMUM (DAU)
Umum Kantor Kenangan Baru
yang Disediakan
1.02.01.1.09 Pemeliharaan - - - 17.904.105.246,00 14.955.397.058,00 8.398.479.828,00 -9.505.625.418,00
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah
1.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah 10 Unit 10 Unit 376.150.000,00 376.150.000,00 302.510.000,00 -73.640.000,00 | Kab. Deli DANA
Kendaraan Serdang, Percut ALOKASI
Perorangan Sei Tuan, UMUM (DAU)
Dinas atau Kenangan Baru
Kendaraan
Dinas Jabatan
yang Dipelihara
dan Dibayarkan
Pajaknya
1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah 10 Unit 10 Unit 299.580.000,00 373.220.000,00 373.220.000,00 73.640.000,00 | Kab. Deli DANA
Kendaraan Serdang, Percut ALOKASI
Dinas Sei Tuan, UMUM (DAU)
Operasional Kenangan Baru
atau Lapangan
yang Dipelihara
dan Dibayarkan
Pajak dan
Perizinannya
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URUSAN / BIDANG INDIKATOR CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / PROGRAM /
KODE PROGRAM KEGIATAN
! ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)
KEGIATAN / SUB SuB Bertambah/ SUMBER
KEGIATAN KEGIATAN LOKASI
Berkurang (10-12 DANA
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RRED PonRzl;BAHAN 9 ( )
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.02.01.1.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
Jumlah Alat 1 Unit 1 Unit 75.000.000,00 0,00 0,00 -75.000.000,00 | Kab. Deli PENDAPATA
Besar yang Serdang, Percut N ASLI
Dipelihara dan Sei Tuan, DAERAH
Dibayarkan Kenangan Baru (PAD)
Perizinannya
1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah 3 Unit 3 Unit 319.915.000,00 125.310.000,00 175.482.000,00 -144.433.000,00 | Kab. Deli PENDAPATA
Peralatan dan Serdang, Percut | N ASLI
Mesin Lainnya Sei Tuan, DAERAH
yang Dipelihara Kenangan Baru (PAD)
DANA
ALOKASI
UMUM (DAU)
1.02.01.1.10 Peningkatan - - - 80.360.000.000,00 150.720.052.500,00 150.000.052.500,00 69.640.052.500,00
Pelayanan BLUD
1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
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URUSAN / BIDANG INDIKATOR CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / PROGRAM /
No KODE KEZTE‘I(';;\IAIMS{JB KEGSIﬁEAN ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) E LoKASI e
KEGIATAN KEGIATAN
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RRED PonRzl;BAHAN Berkurang (10-12) DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah BLUD 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 80.000.000.000,00 150.000.000.000,00 150.000.000.000,00 70.000.000.000,00 | Kab. Deli PENDAPATA
yang Serdang, Percut N ASLI
Menyediakan Sei Tuan, DAERAH
Pelayanan dan Kenangan Baru (PAD)
Penunjang PENDAPATA
Pelayanan N DARI BLUD
PENARIKAN
SISA LEBIH
PERHITUNGA
N
ANGGARAN
BLUD
2, 1.02.02 PROGRAM - - - 394.443.316.292,00 435.109.373.266,00 463.495.468.502,00 28.033.841.398,00
PEMENUHAN
UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas - - - 107.675.568.926,00 113.127.370.740,00 108.877.686.898,00 1.202.117.972,00
Pelayanan, Sarana,
Prasarana dan Alat
Kesehatan untuk
UKP Rujukan, UKM
dan UKM Rujukan
Tingkat Daerah
Provinsi
1.02.02.1.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
Jumlah Fasilitas 1 Unit 1 Unit 2.000.000.000,00 4.934.530.051,00 0,00 -2.000.000.000,00 | Kab. Deli DAU YANG
Kesehatan Serdang, Percut DITENTUKAN
Lainnya yang Sei Tuan, P
Dilakukan Kenangan Baru ENGGUNAAN
Rehabilitasi dan N YA BIDANG
Pemeliharaan KESEHATAN
Sarana,
Prasarana dan
Alat Kesehatan
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NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN /
PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR
PROGRAM /
KEGIATAN /
SuB
KEGIATAN

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET 2025

PAGU INDIKATIF (Rp)

SEBELUM

SESUDAH

RKPD 2025

APBD 2025

RKPD PERUBAHAN
2025

Bertambah/
Berkurang (10-12)

LOKASI

SUMBER
DANA

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.02.02.1.01.0010

Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang

Medik Fasilitas Layanan Kesehatan

Jumlah Alat
Kesehatan/Alat
Penunjang
Medik Fasilitas
Layanan
Kesehatan yang
Disediakan

1 Unit

1 Unit

49.398.126.000,00

21.453.995.661,00

16.222.780.278,00

-33.175.345.722,00

Kab. Deli
Serdang, Percut
Sei Tuan,
Kenangan Baru

DAU YANG
DITENTUKAN
p
ENGGUNAAN
N YA BIDANG
KESEHATAN

1.02.02.1.01.0013

Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi

Jumlah Alat Uji
dan Kalibrasi
pada Unit
Pemeliharaan
Fasilitas
Kesehatan
Regional/Region
al Maintainance
Center yang
Disediakan dan
Dipelihara

1 Unit

1 Unit

180.000.000,00

267.677.100,00

267.677.100,00

87.677.100,00

Kab. Deli
Serdang, Percut
Sei Tuan,
Kenangan Baru

DANA
ALOKAS
UMUM (DAU)

1.02.02.1.01.0017

Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan

Jumlah Alat
Kesehatan/Alat
Penunjang
Medik Fasilitas
Layanan
Kesehatan yang
Terpelihara
Sesuai Standar

1 Unit

1 Unit

194.696.200,00

176.469.750,00

0,00

-194.696.200,00

Kab. Deli
Serdang, Percut
Sei Tuan,
Kenangan Baru

DANA
ALOKAS
UMUM (DAU)

1.02.02.1.01.0020

Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
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NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN /
PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR
PROGRAM /
KEGIATAN /
SuB
KEGIATAN

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET 2025

PAGU INDIKATIF (Rp)

SEBELUM

SESUDAH

RKPD 2025

APBD 2025

RKPD PERUBAHAN
2025

Bertambah/
Berkurang (10-12)

LOKASI

SUMBER
DANA

5

6

7

8

9

10

11

12

Jumlah Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan
(Fasyankes)
yang Melayani
Konsultasi Jarak
Jauh Antar
Fasyankes
Melalui
Pelayanan
Telemedicine
untuk
Mendapatkan
Akses
Pelayanan
Kesehatan yang
Berkualitas

1 Unit

1 Unit

32.800.000,00

32.359.000,00

516.000,00

-32.284.000,00

Kab. Deli
Serdang, Percut
Sei Tuan,
Kenangan Baru

DANA
ALOKAS
UMUM (DAU)

1.02.02.1.01.0026

Pengembangan Rumah

Sakit

Jumlah Rumah
sakit yang
ditingkatkan
sarana,
prasarana, alat
kesehatan dan
SDM agar
sesuai standar
Jenis pelayanan
rumah sakit
berdasarkan
kelas rumah
sakit yang
memenuhi rasio
tempat tidur
terhadap jumlah
penduduk
minimal 1:1000
dan/atau dalam
rangka
peningkatan
kapasitas
pelayanan
rumah sakit

1 Unit

0,00

11.000.000.000,00

11.000.000.000,00

11.000.000.000,00

Kab. Deli
Serdang, Percut
Sei Tuan,
Medan Estate

DAK

FISIK-
BIDANG
KESEHATAN
DAN KB-
REGUL ER-
PENGUATAN
SISTEM
KESEHATAN

163




URUSAN / BIDANG INDIKATOR CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / PROGRAM /
KODE PROGRAM KEGIATAN
KEGIATAN / SIUB SuB ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) B P
ertamba
KEGIATAN KEGIATAN LOKASI
Berkurang (10-12 DANA
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RRED PZE(F;;BAHAN 9 ( )
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
Jumlah Obat, 1 Paket 1 Paket 11.248.680.280,00 6.786.672.336,00 11.387.603.587,00 138.923.307,00 | Kab. Deli PENDAPATA
Bahan Habis Serdang, Percut N ASLI
Pakai, Bahan Sei Tuan, DAERAH
Medis Habis Kenangan Baru (PAD)
Pakai, Vaksin, DAU YANG
Makanan dan DITENTUKAN
Minuman di P
Fasilitas ENGGUNAAN
Kesehatan yang N YA BIDANG
disediakan KESEHATAN
1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan | - - - 285.122.469.316,00 316.690.061.311,00 351.599.524.777,00 66.477.055.461,00
Kesehatan untuk
UKP Rujukan, UKM
dan UKM Rujukan
Tingkat Daerah
Provinsi
1.02.02.1.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Jumlah 1 Dokumen 1 Dokumen 500.000.000,00 381.528.455,00 194.196.382,00 -305.803.618,00 | Kab. Deli DANA
Dokumen Hasil Serdang, Percut ALOKASI
Pengelolaan Sei Tuan, UMUM (DAU)
Pelayanan Kenangan Baru
Kesehatan
Lingkungan
1.02.02.1.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
Jumlah 1 Dokumen 1 Dokumen 1.500.000.000,00 673.443.000,00 0,00 -1.500.000.000,00 | Kab. Deli DANA
Dokumen Hasil Serdang, Percut ALOKASI
Pengelolaan Sei Tuan, UMUM (DAU)
Pelayanan Kenangan Baru
Promosi
Kesehatan
1.02.02.1.02.0022 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit
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CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

URUSAN / BIDANG INDIKATOR
URUSAN / PROGRAM /
NO KODE PROGRAM KEGIATAN
/ ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)
R S S Bertambah/ SUMBER
KEGIATAN KEGIATAN LOKASI
Berkurang (10-12 DANA
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 L) PonRzl;BAHAN 9l )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah 1 Dokumen 1 Dokumen 5.812.643.000,00 980.340.694,00 980.340.694,00 -4.832.302.306,00 | Semua DAU YANG
Dokumen Kota/Kab, DITENTUKAN
Operasional Semua P
Pelayanan Kecamatan, ENGGUNAAN
Rumah Sakit Semua Kel/Desa | N YA BIDANG
KESEHATAN
1.02.02.1.03 Penyelenggaraan - - - 695.098.550,00 988.594.067,00 537.084.667,00 -158.013.883,00
Sistem Informasi
Kesehatan Secara
Terintegrasi
1.02.02.1.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
Jumlah 1 Dokumen 1 Dokumen 75.000.000,00 75.000.000,00 51.500.000,00 -23.500.000,00 | Kab. Deli DAU YANG
Dokumen Hasil Serdang, Percut DITENTUKAN
Pengelolaan Sei Tuan, P
Sistem Informasi Kenangan Baru ENGGUNAAN
Kesehatan N YA BIDANG
KESEHATAN
3, 1.02.03 PROGRAM - - - 8.296.729.330,00 8.941.668.110,00 8.828.203.988,00 1.798.095.629,00
PENINGKATAN
KAPASITAS
SUMBER DAYA
MANUSIA
KESEHATAN
1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu | - - - 3.314.330.200,00 4.475.196.571,00 1.668.779.544,00 -1.645.550.656,00

dan Peningkatan
Kompetensi Teknis
Sumber Daya
Manusia Kesehatan
Tingkat Daerah
Provinsi

1.02.03.1.02.0001

Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
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CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

URUSAN / BIDANG INDIKATOR
URUSAN / PROGRAM /
NO KOPE KEZITE'I(';;\IAIMS{JB KEGSUL\,EAN ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)
KEGIATAN KEGIATAN Bertambah/ LOKASI SUMBER
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 L) PonRzl;BAHAN Berkurang (10-12) DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah Sumber 50 Orang 50 Orang 3.000.000.000,00 2.868.079.171,00 1.200.780.044,00 -1.799.219.956,00 | Semua DAU YANG
Daya Manusia Kota/Kab, DITENTUKAN
Kesehatan Semua P
Kompetensi dan Kecamatan, ENGGUNAAN
Kualifikasi Semua Kel/Desa | N YA BIDANG
Meningkat KESEHATAN
UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. 805.298.824.307,00 940.293.649.655,00 949.959.502.692,00 144.660.678.385,00
ILDREM
1 URUSAN 805.298.824.307,00 940.293.649.655,00 949.959.502.692,00 144.660.678.385,00
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG
BERKAITAN
DENGAN
PELAYANAN
DASAR
1.02 URUSAN 805.298.824.307,00 940.293.649.655,00 949.959.502.692,00 144.660.678.385,00
PEMERINTAHAN
BIDANG
KESEHATAN
1, 1.02.01 PROGRAM - - - 400.600.255.285,00 492.859.315.979,00 471.663.839.352,00 66.673.445.384,00
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI
1.02.01.1.01 Perencanaan, - - - 1.749.741.450,00 1.962.575.262,00 278.197.862,00 -1.471.543.588,00

Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

1.02.01.1.01.0001

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
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URUSAN / BIDANG INDIKATOR CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / PROGRAM /
NO KODE PROGRAM KEGIATAN
! ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)
R S S Bertambah/ SUMBER
KEGIATAN KEGIATAN LOKASI
Berkurang (10-12 DANA
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RRER PonRzl;BAHAN 9 ( )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah 4 Dokumen 4 Dokumen 66.011.000,00 145.811.000,00 12.000.000,00 -54.011.000,00 | Semua PENDAPATA
Dokumen Kota/Kab, N ASLI
Perencanaan Semua DAERAH
Perangkat Kecamatan, (PAD)
Daerah Semua Kel/Desa
1.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Laporan 4 Laporan 4 Laporan 19.831.250,00 99.631.250,00 3.000.000,00 -16.831.250,00 | Semua PENDAPATA
Evaluasi Kinerja Kota/Kab, N ASLI
Perangkat Semua DAERAH
Daerah Kecamatan, (PAD)
Semua Kel/Desa
1.02.01.1.02 Administrasi - - - 238.931.787.700,00 250.388.287.350,00 249.930.941.550,00 10.999.153.850,00
Keuangan Perangkat
Daerah
1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Orang 345 Orang/ 345 Orang/ 64.922.505.000,00 0,00 0,00 -64.922.505.000,00 | Semua PENDAPATA
yang Menerima Bulan Bulan Kota/Kab, N ASLI
Gaji dan Semua DAERAH
Tunjangan ASN Kecamatan, (PAD)
Semua Kel/Desa

1.02.01.1.02.0003

Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
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CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

URUSAN / BIDANG INDIKATOR
URUSAN / PROGRAM /
No KODE KEZITE'I(';;\IAIMS{JB KEGSUL\,EAN ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) E LoKASI e
KEGIATAN KEGIATAN
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 L) PZE(El;BAHAN Berkurang (10-12) DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah 4 Dokumen 4 Dokumen 181.257.500,00 181.257.500,00 121.121.500,00 -60.136.000,00 | Semua PENDAPATA
Dokumen Kota/Kab, N ASLI
Penatausahaan Semua DAERAH
dan Kecamatan, (PAD)
Pengujian/Verifik Semua Kel/Desa
asi Keuangan
SKPD
1.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
Jumlah Laporan 4 Laporan 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 | Semua PENDAPATA
Keuangan Kota/Kab, N ASLI
Bulanan/ Semua DAERAH
Triwulanan/Sem Kecamatan, (PAD)
esteran SKPD Semua Kel/Desa
dan Laporan
Koordinasi
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Bulanan/
Triwulanan/Sem
esteran SKPD
1.02.01.1.05 Administrasi - - - 1.260.680.824,00 1.535.324.415,00 541.218.000,00 -719.462.824,00
Kepegawaian
Perangkat Daerah
1.02.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut
Kelengkapannya
Jumlah Paket 345 Paket 345 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 | Semua PENDAPATA
Pakaian Dinas Kota/Kab, N ASLI
Beserta Atribut Semua DAERAH
Kelengkapan Kecamatan, (PAD)

Semua Kel/Desa
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URUSAN / BIDANG INDIKATOR CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / PROGRAM /
NO KODE PROGRAM KEGIATAN
KEGIATAN / SIUB SuB ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) B P
ertamba
KEGIATAN KEGIATAN LOKASI
Berkurang (10-12 DANA
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RRER PZE(F;;BAHAN 9 ( )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.02.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
Jumlah 4 Dokumen 4 Dokumen 2.450.300,00 91.130.000,00 1.175.000,00 -1.275.300,00 | Semua PENDAPATA
Dokumen Hasil Kota/Kab, N ASLI
Koordinasi dan Semua DAERAH
Pelaksanaaan Kecamatan, (PAD)
Sistem Informasi Semua Kel/Desa
Kepegawaian
1.02.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
Jumlah Orang 185 Orang 185 Orang 13.240.800,00 273.430.000,00 19.325.000,00 6.084.200,00 | Semua PENDAPATA
yang Mengikuti Kota/Kab, N ASLI
Bimbingan Semua DAERAH
Teknis Kecamatan, (PAD)
Implementasi Semua Kel/Desa
Peraturan
Perundang-
Undangan
1.02.01.1.06 Administrasi Umum - - - 10.172.789.042,00 11.665.426.952,00 7.826.970.730,00 -2.345.818.312,00
Perangkat Daerah
1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket 4 Paket 4 Paket 25.531.543,00 144.400.553,00 144.400.553,00 118.869.010,00 | Semua PENDAPATA
Komponen Kota/Kab, N ASLI
Instalasi Semua DAERAH
Listrik/Penerang Kecamatan, (PAD)
an Bangunan Semua Kel/Desa
Kantor yang
Disediakan
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CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

URUSAN / BIDANG INDIKATOR
URUSAN / PROGRAM /
NO KODE PROGRAM KEGIATAN
KEGIATAN / SIUB SuB ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) B P
ertamba
KEGIATAN KEGIATAN LOKASI
Berkurang (10-12 DANA
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RRER PonRzl;BAHAN 9 ( )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket 4 Paket 4 Paket 16.342.152,00 475.534.752,00 224.450.908,00 208.108.756,00 | Semua PENDAPATA
Peralatan dan Kota/Kab, N ASLI
Perlengkapan Semua DAERAH
Kantor yang Kecamatan, (PAD)
Disediakan Semua Kel/Desa
1.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah Paket 4 Paket 4 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 | Semua PENDAPATA
Peralatan Kota/Kab, N ASLI
Rumah Tangga Semua DAERAH
yang Disediakan Kecamatan, (PAD)
Semua Kel/Desa
1.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Paket 4 Paket 4 Paket 109.547.000,00 484.875.000,00 160.810.000,00 51.263.000,00 | Semua PENDAPATA
Bahan Logistik Kota/Kab, N ASLI
Kantor yang Semua DAERAH
Disediakan Kecamatan, (PAD)
Semua Kel/Desa
1.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Paket 4 Paket 4 Paket 71.882.910,00 678.932.910,00 603.446.410,00 531.563.500,00 | Semua DANA
Barang Cetakan Kota/Kab, ALOKASI
dan Semua UMUM (DAU)
Penggandaan Kecamatan,
yang Disediakan Semua Kel/Desa
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URUSAN / BIDANG INDIKATOR CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / PROGRAM /
NO KODE PROGRAM KEGIATAN
KEGIATAN / SIUB SuB ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) B P
ertamba
KEGIATAN KEGIATAN LOKASI
Berkurang (10-12 DANA
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RRED PonRzl;BAHAN 9 ( )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Jumlah 4 Dokumen 4 Dokumen 1.826.000,00 83.253.500,00 15.753.500,00 13.927.500,00 | Semua PENDAPATA
Dokumen Bahan Kota/Kab, N ASLI
Bacaan dan Semua DAERAH
Peraturan Kecamatan, (PAD)
Perundang- Semua Kel/Desa
Undangan yang
Disediakan
1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan 4 Laporan 4 Laporan 69.218.000,00 621.378.000,00 145.378.000,00 76.160.000,00 | Semua PENDAPATA
Penyelenggaraa Kota/Kab, N ASLI
n Rapat Semua DAERAH
Koordinasi dan Kecamatan, (PAD)
Konsultasi Semua Kel/Desa
SKPD
1.02.01.1.07 Pengadaan Barang - - - 4.594.299.470,00 4.888.766.279,00 2.564.386.678,00 -2.029.912.792,00
Milik Daerah
Penunjang
Urusan Pemerintah
Daerah
1.02.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Unit 2 Unit 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 | Semua PENDAPATA
Kendaraan Kota/Kab, N ASLI
Dinas Semua DAERAH
Operasional Kecamatan, (PAD)

atau Lapangan
yang Disediakan

Semua Kel/Desa
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CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

URUSAN / BIDANG INDIKATOR
URUSAN / PROGRAM /
NO KODE PROGRAM KEGIATAN
KEGIATAN / SIUB SuB ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) B P
ertamba
KEGIATAN KEGIATAN LOKASI
Berkurang (10-12 DANA
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 LG4 PonRzl;BAHAN 9l )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Unit 10 Unit 10 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 | Semua PENDAPATA
Peralatan dan Kota/Kab, N ASLI
Mesin Lainnya Semua DAERAH
yang Disediakan Kecamatan, (PAD)
Semua Kel/Desa
1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa - - - 45.572.932.025,00 56.697.167.249,00 52.122.942.204,00 6.550.010.179,00
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah
1.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Laporan 4 Laporan 4 Laporan 22.008.300,00 109.873.170,00 109.873.170,00 87.864.870,00 | Semua PENDAPATA
Penyediaan Kota/Kab, N ASLI
Jasa Surat Semua DAERAH
Menyurat Kecamatan, (PAD)
Semua Kel/Desa
1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan 4 Laporan 4 Laporan 860.305.001,00 1.018.821.701,00 1.018.821.701,00 158.516.700,00 | Semua PENDAPATA
Penyediaan Kota/Kab, N ASLI
Jasa Semua DAERAH
Komunikasi, Kecamatan, (PAD)
Sumber Daya Semua Kel/Desa | DANA
Air dan Listrik ALOKASI
yang Disediakan UMUM (DAU)

1.02.01.1.08.0004

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
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CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

URUSAN / BIDANG INDIKATOR
URUSAN / PROGRAM /
No KODE KEZT:‘I(';;\IAIMS{JB KEGSUL\,LAN ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)
KEGIATAN KEGIATAN Bertambah/ LOKASI SUMBER
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RRED PZE(F;;BAHAN Berkurang (10-12) DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4.968.617.269,00 18.271.075.500,00 13.762.075.500,00 8.793.458.231,00 | Semua PENDAPATA
Penyediaan Kota/Kab, N ASLI
Jasa Pelayanan Semua DAERAH
Umum Kantor Kecamatan, (PAD)
yang Disediakan Semua Kel/Desa
1.02.01.1.09 Pemeliharaan - - - 17.904.105.246,00 14.955.397.058,00 8.398.479.828,00 -9.505.625.418,00
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah
1.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah 6 Unit 6 Unit 52.180.000,00 178.720.000,00 178.720.000,00 126.540.000,00 | Semua PENDAPATA
Kendaraan Kota/Kab, N ASLI
Perorangan Semua DAERAH
Dinas atau Kecamatan, (PAD)
Kendaraan Semua Kel/Desa
Dinas Jabatan
yang Dipelihara
dan Dibayarkan
Pajaknya
1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah 8 Unit 8 Unit 167.280.000,00 314.560.000,00 314.560.000,00 147.280.000,00 | Semua PENDAPATA
Kendaraan Kota/Kab, N ASLI
Dinas Semua DAERAH
Operasional Kecamatan, (PAD)
atau Lapangan Semua Kel/Desa
yang Dipelihara
dan Dibayarkan
Pajak dan
Perizinannya

1.02.01.1.09.0006

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

173




URUSAN / BIDANG INDIKATOR CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / PROGRAM /
NO KODE PROGRAM KEGIATAN
! ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)
R S S Bertambah/ SUMBER
KEGIATAN KEGIATAN LOKASI
Berkurang (10-12 DANA
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RRED PonRzl;BAHAN 9 ( )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah 100 Unit 100 Unit 183.000.000,00 732.000.000,00 274.680.000,00 91.680.000,00 | Semua DANA
Peralatan dan Kota/Kab, ALOKASI
Mesin Lainnya Semua UMUM (DAU)
yang Dipelihara Kecamatan,
Semua Kel/Desa
1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah Gedung 100 Unit 100 Unit 46.898.662,00 874.677.102,00 521.833.038,00 474.934.376,00 | Semua PENDAPATA
Kantor dan Kota/Kab, N ASLI
Bangunan Semua DAERAH
Lainnya yang Kecamatan, (PAD)
Dipelihara/Direh Semua Kel/Desa | DANA
abilitasi ALOKASI
UMUM (DAU)
1.02.01.1.10 Peningkatan - - - 80.360.000.000,00 150.720.052.500,00 150.000.052.500,00 69.640.052.500,00
Pelayanan BLUD
1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Jumlah BLUD 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 360.000.000,00 720.052.500,00 52.500,00 -359.947.500,00 | Semua PENDAPATA
yang Kota/Kab, N ASLI
Menyediakan Semua DAERAH
Pelayanan dan Kecamatan, (PAD)
Penunjang Semua Kel/Desa
Pelayanan
2, 1.02.02 PROGRAM - - - 394.443.316.292,00 435.109.373.266,00 463.495.468.502,00 28.033.841.398,00
PEMENUHAN
UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN
DAN UPAYA
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CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

URUSAN / BIDANG INDIKATOR
URUSAN / PROGRAM /
NO KODE PROGRAM KEGIATAN
KEGIATAN / SIUB SuB ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) B P
ertamba
KEGIATAN KEGIATAN LOKASI
Berkurang (10-12 DANA
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RRER PonRzl;BAHAN 9 ( )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
KESEHATAN
MASYARAKAT
1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas - - - 107.675.568.926,00 113.127.370.740,00 108.877.686.898,00 1.202.117.972,00
Pelayanan, Sarana,
Prasarana dan Alat
Kesehatan untuk
UKP Rujukan, UKM
dan UKM Rujukan
Tingkat Daerah
Provinsi
1.02.02.1.01.0002 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
Jumlah Fasilitas 4 Unit 4 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 | Semua PENDAPATA
Kesehatan Kota/Kab, N ASLI
Lainnya yang Semua DAERAH
Dibangun Kecamatan, (PAD)
Semua Kel/Desa
1.02.02.1.01.0006 Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)
Jumlah 4 Layanan 4 Layanan 0,00 0,00 0,00 0,00 | Semua PENDAPATA
Pelayanan Kota/Kab, N ASLI
Kesehatan Di Semua DAERAH
DTPK Kecamatan, (PAD)
(Pelayanan Semua Kel/Desa
Kesehatan
Bergerak, Gugus
Pulau,
Pelayanan
Kesehatan
Berbasis
Telemedicine,
dll) yang
Dilakukan
Pengembangan
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CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

URUSAN / BIDANG INDIKATOR
URUSAN / PROGRAM /
NO KODE PROGRAM KEGIATAN
KEGIATAN / SIUB SuB ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) B P
ertamba
KEGIATAN KEGIATAN LOKASI
Berkurang (10-12 DANA
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 LG4 PonRzl;BAHAN 9l )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.02.02.1.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit

Jumlah Sarana, 4 Unit 4 Unit 8.777.100,00 11.961.697.293,00 11.661.397.293,00 11.652.620.193,00 | Semua DANA

Prasarana dan Kota/Kab, ALOKASI

Alat Kesehatan Semua UMUM (DAU)

yang Dilakukan Kecamatan, DAK

Rehabilitasi dan Semua Kel/Desa | FISIK-

Pemeliharaan BIDANG K

oleh Rumah ESEHATAN-

Sakit PEN GUATAN
SISTEM DAN
KAPASITAS
PELAYANAN
KESEHATAN

1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan

Jumlah Alat 4 Unit 4 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 | Semua PENDAPATA

Kesehatan/Alat Kota/Kab, N ASLI

Penunjang Semua DAERAH

Medik Fasilitas Kecamatan, (PAD)

Layanan Semua Kel/Desa

Kesehatan yang

Disediakan

1.02.02.1.01.0016

Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit
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CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

URUSAN / BIDANG INDIKATOR
URUSAN / PROGRAM /
No KODE KEZITX)'I(';;\IAIMS{JB KEGSUL\,EAN ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) E LoKASI e
KEGIATAN KEGIATAN
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RRED PZE(F;;BAHAN Berkurang (10-12) DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah Barang 4 Unit 4 Unit 19.280.400,00 8.504.996.070,00 8.504.996.070,00 8.485.715.670,00 | Semua PENDAPATA
Penunjang Kota/Kab, N ASLI
Operasional Semua DAERAH
Rumah Sakit Kecamatan, (PAD)
yang Disediakan Semua Kel/Desa | DAU YANG
DITENTUKAN
P
ENGGUNAAN
N YA BIDANG
KESEHATAN
DAK
FISIK-
BIDANG K
ESEHATAN-
PEN GUATAN
SISTEM DAN
KAPASITAS
PELAYANAN
KESEHATAN
1.02.02.1.01.0017 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
Jumlah Alat 100 Unit 100 Unit 23.095.800,00 130.180.256,00 130.180.256,00 107.084.456,00 | Semua PENDAPATA
Kesehatan/Alat Kota/Kab, N ASLI
Penunjang Semua DAERAH
Medik Fasilitas Kecamatan, (PAD)
Layanan Semua Kel/Desa
Kesehatan yang
Terpelihara
Sesuai Standar
1.02.02.1.01.0020 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Jumlah Fasilitas | 4 Unit 4 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 | Semua PENDAPATA
Pelayanan Kota/Kab, N ASLI
Kesehatan Semua DAERAH
(Fasyankes) Kecamatan, (PAD)
yang Melayani Semua Kel/Desa
Konsultasi Jarak
Jauh Antar
Fasyankes
Melalui
Pelayanan
Telemedicine
untuk
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CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

URUSAN / BIDANG INDIKATOR
URUSAN / PROGRAM /
NO KODE PROGRAM KEGIATAN
! ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)
R S S Bertambah/ SUMBER
KEGIATAN KEGIATAN LOKASI
Berkurang (10-12 DANA
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RRED PonRzl;BAHAN 9 ( )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Mendapatkan
Akses
Pelayanan
Kesehatan yang
Berkualitas
1.02.02.1.01.0026 Pengembangan Rumah Sakit
Jumlah Rumah 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 | Semua PENDAPATA
sakit yang Kota/Kab, N ASLI
ditingkatkan Semua DAERAH
sarana, Kecamatan, (PAD)

prasarana, alat
kesehatan dan
SDM agar
sesuai standar
Jenis pelayanan
rumah sakit
berdasarkan
kelas rumah
sakit yang
memenubhi rasio
tempat tidur
terhadap jumlah
penduduk
minimal 1:1000
dan/atau dalam
rangka
peningkatan
kapasitas
pelayanan
rumah sakit

Semua Kel/Desa

1.02.02.1.01.0027

Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan

178




URUSAN / BIDANG INDIKATOR CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / PROGRAM /
NO KODE PROGRAM KEGIATAN
! ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)
R S S Bertambah/ SUMBER
KEGIATAN KEGIATAN LOKASI
Berkurang (10-12 DANA
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RRED PZE(F;;BAHAN 9 ( )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah Obat, 100 Paket 100 Paket 4.112.126.102,00 12.181.285.209,00 8.440.984.736,00 4.328.858.634,00 | Semua PENDAPATA
Bahan Habis Kota/Kab, N ASLI
Pakai, Bahan Semua DAERAH
Medis Habis Kecamatan, (PAD)
Pakai, Vaksin, Semua Kel/Desa | DAU YANG
Makanan dan DITENTUKAN
Minuman di P
Fasilitas ENGGUNAAN
Kesehatan yang N YA BIDANG
disediakan KESEHATAN
1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan | - - - 285.122.469.316,00 316.690.061.311,00 351.599.524.777,00 66.477.055.461,00
Kesehatan untuk
UKP Rujukan, UKM
dan UKM Rujukan
Tingkat Daerah
Provinsi
1.02.02.1.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
Jumlah 4 Dokumen 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 | Semua PENDAPATA
Dokumen Hasil Kota/Kab, N ASLI
Pengelolaan Semua DAERAH
Pelayanan Kecamatan, (PAD)
Kesehatan Usia Semua Kel/Desa
Lanjut
1.02.02.1.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Jumlah 4 Dokumen 4 Dokumen 28.792.054,00 140.221.054,00 140.221.054,00 111.429.000,00 | Semua PENDAPATA
Dokumen Hasil Kota/Kab, N ASLI
Pengelolaan Semua DAERAH
Pelayanan Kecamatan, (PAD)
Kesehatan Semua Kel/Desa
Lingkungan

1.02.02.1.02.0009

Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
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CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

URUSAN / BIDANG INDIKATOR
URUSAN / PROGRAM /
NO KODE PROGRAM KEGIATAN
KEGIATAN / SIUB SuB ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) B P
ertamba
KEGIATAN KEGIATAN LOKASI
Berkurang (10-12 DANA
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 L) PZE(F;;BAHAN 9l )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah 4 Dokumen 4 Dokumen 23.100.000,00 996.505.600,00 684.120.000,00 661.020.000,00 | Semua DAU YANG
Dokumen Hasil Kota/Kab, DITENTUKAN
Pengelolaan Semua P
Pelayanan Kecamatan, ENGGUNAAN
Promosi Semua Kel/Desa | N YA BIDANG
Kesehatan KESEHATAN
1.02.02.1.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
Jumlah 4 Dokumen 4 Dokumen 450.504.000,00 1.351.512.000,00 588.604.491,00 138.100.491,00 | Semua DAU YANG
Dokumen Hasil Kota/Kab, DITENTUKAN
Pengelolaan Semua P
Pelayanan Kecamatan, ENGGUNAAN
Kesehatan Semua Kel/Desa | N YA BIDANG
Orang dengan KESEHATAN
Masalah
Kesehatan Jiwa
(ODMK)
1.02.02.1.02.0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA
Jumlah 100 Orang 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 | Semua PENDAPATA
Penyalahguna Kota/Kab, N ASLI
NAPZA yang Semua DAERAH
Mendapakan Kecamatan, (PAD)
Rehabilitasi Semua Kel/Desa
Medis
1.02.02.1.02.0016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Jumlah 4 Dokumen 4 Dokumen 600.000.000,00 0,00 0,00 -600.000.000,00 | Semua PENDAPATA
Dokumen Hasil Kota/Kab, N ASLI
Pengelolaan Semua DAERAH
Jaminan Kecamatan, (PAD)
Kesehatan Semua Kel/Desa
Masyarakat

1.02.02.1.02.0018

Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota
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CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

URUSAN / BIDANG INDIKATOR
URUSAN / PROGRAM /
NO KOPE KEZITE'I(';;\IAIMS{JB KEGSUL\,EAN ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)
KEGIATAN KEGIATAN Bertambah/ LOKASI SUMBER
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 L) PZE(F;;BAHAN Berkurang (10-12) DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah 4 Dokumen 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 | Semua PENDAPATA
Dokumen Hasil Kota/Kab, N ASLI
Koordinasi dan Semua DAERAH
Sinkronisasi Kecamatan, (PAD)
Penerapan SPM Semua Kel/Desa
Bidang
Kesehatan
Lintas
Kabupaten/Kota
1.02.02.1.02.0022 Operasional Pelayanan Rumah Sakit
Jumlah 4 Dokumen 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 | Semua PENDAPATA
Dokumen Kota/Kab, N ASLI
Operasional Semua DAERAH
Pelayanan Kecamatan, (PAD)
Rumah Sakit Semua Kel/Desa
1.02.02.1.03 Penyelenggaraan - - - 695.098.550,00 988.594.067,00 537.084.667,00 -158.013.883,00
Sistem Informasi
Kesehatan Secara
Terintegrasi
1.02.02.1.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
Jumlah 4 Dokumen 4 Dokumen 75.000.000,00 240.370.680,00 199.682.080,00 124.682.080,00 | Semua DAU YANG
Dokumen Hasil Kota/Kab, DITENTUKAN
Pengelolaan Semua P
Sistem Informasi Kecamatan, ENGGUNAAN
Kesehatan Semua Kel/Desa | N YA BIDANG
KESEHATAN
3, 1.02.03 PROGRAM - - - 8.296.729.330,00 8.941.668.110,00 8.828.203.988,00 1.798.095.629,00
PENINGKATAN
KAPASITAS
SUMBER DAYA
MANUSIA
KESEHATAN
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CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

URUSAN / BIDANG INDIKATOR
URUSAN / PROGRAM /
NO KOPE KEZITX)'I(';;\IAIMS{JB KEGSUL\,LAN ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)
KEGIATAN KEGIATAN Bertambah/ LOKASI SUMBER
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 L) PonRzl;BAHAN Berkurang (10-12) DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu | - - - 3.314.330.200,00 4.475.196.571,00 1.668.779.544,00 -1.645.550.656,00
dan Peningkatan
Kompetensi Teknis
Sumber Daya
Manusia Kesehatan
Tingkat Daerah
Provinsi
1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
Jumlah Sumber 180 Orang 180 Orang 17.689.000,00 958.240.000,00 214.367.500,00 196.678.500,00 | Semua DAU YANG
Daya Manusia Kota/Kab, DITENTUKAN
Kesehatan Semua P
Kompetensi dan Kecamatan, ENGGUNAAN
Kualifikasi Semua Kel/Desa | N YA BIDANG
Meningkat KESEHATAN
UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA 805.298.824.307,00 940.293.649.655,00 949.959.502.692,00 144.660.678.385,00
1 URUSAN 805.298.824.307,00 940.293.649.655,00 949.959.502.692,00 144.660.678.385,00
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG
BERKAITAN
DENGAN
PELAYANAN
DASAR
1.02 URUSAN 805.298.824.307,00 940.293.649.655,00 949.959.502.692,00 144.660.678.385,00
PEMERINTAHAN
BIDANG
KESEHATAN
1, 1.02.01 PROGRAM - - - 400.600.255.285,00 492.859.315.979,00 471.663.839.352,00 66.673.445.384,00
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN

DAERAH PROVINSI
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URUSAN / BIDANG INDIKATOR CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / PROGRAM /
NO KODE PROGRAM KEGIATAN
! ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)
R S S Bertambah/ SUMBER
KEGIATAN KEGIATAN LOKASI
Berkurang (10-12 DANA
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RRER PZE(F;;BAHAN 9 ( )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.02.01.1.02 Administrasi - - - 238.931.787.700,00 250.388.287.350,00 249.930.941.550,00 10.999.153.850,00
Keuangan Perangkat
Daerah
1.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas
ASN
Jumlah 1 Dokumen 1 Dokumen 72.400.000,00 87.720.000,00 87.720.000,00 15.320.000,00 | Semua PENDAPATA
Dokumen Hasil Kota/Kab, N ASLI
Penyediaan Semua DAERAH
Administrasi Kecamatan, (PAD)
Pelaksanaan Semua Kel/Desa
Tugas ASN
1.02.01.1.05 Administrasi - - - 1.260.680.824,00 1.535.324.415,00 541.218.000,00 -719.462.824,00
Kepegawaian
Perangkat Daerah
1.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah Pegawai | 20 Orang 20 Orang 40.000.000,00 90.750.000,00 55.000.000,00 15.000.000,00 | Semua PENDAPATA
Berdasarkan Kota/Kab, N ASLI
Tugas dan Semua DAERAH
Fungsi yang Kecamatan, (PAD)
Mengikuti Semua Kel/Desa
Pendidikan dan
Pelatihan
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CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

URUSAN / BIDANG INDIKATOR
URUSAN / PROGRAM /
NO KODE PROGRAM KEGIATAN
KEGIATAN / SIUB SuB ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) B P
ertamba
KEGIATAN KEGIATAN LOKASI
Berkurang (10-12 DANA
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RRED PonRzl;BAHAN 9 ( )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.02.01.1.06 Administrasi Umum - - - 10.172.789.042,00 11.665.426.952,00 7.826.970.730,00 -2.345.818.312,00
Perangkat Daerah
1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket 1 Paket 1 Paket 70.029.838,00 70.029.239,00 42.000.076,00 -28.029.762,00 | Semua PENDAPATA
Komponen Kota/Kab, N ASLI
Instalasi Semua DAERAH
Listrik/Penerang Kecamatan, (PAD)
an Bangunan Semua Kel/Desa
Kantor yang
Disediakan
1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket 1 Paket 1 Paket 125.001.395,00 125.000.851,00 75.003.887,00 -49.997.508,00 | Semua PENDAPATA
Peralatan dan Kota/Kab, N ASLI
Perlengkapan Semua DAERAH
Kantor yang Kecamatan, (PAD)
Disediakan Semua Kel/Desa
1.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah Paket 1 Paket 1 Paket 135.008.964,00 123.318.823,00 92.684.064,00 -42.324.900,00 | Semua PENDAPATA
Peralatan Kota/Kab, N ASLI
Rumah Tangga Semua DAERAH
yang Disediakan Kecamatan, (PAD)
Semua Kel/Desa

1.02.01.1.06.0005

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
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CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

URUSAN / BIDANG INDIKATOR
URUSAN / PROGRAM /
NO KODE PROGRAM KEGIATAN
KEGIATAN / SIUB SuB ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) B P
ertamba
KEGIATAN KEGIATAN LOKASI
Berkurang (10-12 DANA
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RRED PonRzl;BAHAN 9 ( )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah Paket 1 Paket 1 Paket 120.438.858,00 135.676.752,00 81.522.495,00 -38.916.363,00 | Semua PENDAPATA
Barang Cetakan Kota/Kab, N ASLI
dan Semua DAERAH
Penggandaan Kecamatan, (PAD)
yang Disediakan Semua Kel/Desa
1.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Jumlah 1 Dokumen 1 Dokumen 9.108.000,00 4.568.000,00 4.568.000,00 -4.540.000,00 | Semua PENDAPATA
Dokumen Bahan Kota/Kab, N ASLI
Bacaan dan Semua DAERAH
Peraturan Kecamatan, (PAD)
Perundang- Semua Kel/Desa
Undangan yang
Disediakan
1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan 1 Laporan 1 Laporan 88.092.000,00 87.962.000,00 39.942.000,00 -48.150.000,00 | Semua PENDAPATA
Penyelenggaraa Kota/Kab, N ASLI
n Rapat Semua DAERAH
Koordinasi dan Kecamatan, (PAD)
Konsultasi Semua Kel/Desa
SKPD

1.02.01.1.07

Pengadaan Barang
Milik Daerah
Penunjang

Urusan Pemerintah
Daerah

4.594.299.470,00

4.888.766.279,00

2.564.386.678,00

-2.029.912.792,00

1.02.01.1.07.0005

Pengadaan Mebel
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CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

URUSAN / BIDANG INDIKATOR
URUSAN / PROGRAM /
NO KODE PROGRAM KEGIATAN
KEGIATAN / SIUB SuB ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) B P
ertamba
KEGIATAN KEGIATAN LOKASI
Berkurang (10-12 DANA
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 L) PonRzl;BAHAN 9l )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah Paket 1 Paket 1 Paket 144.391.940,00 255.252.291,00 118.617.641,00 -25.774.299,00 | Semua PENDAPATA
Mebel yang Kota/Kab, N ASLI
Disediakan Semua DAERAH
Kecamatan, (PAD)
Semua Kel/Desa
1.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Unit 1 Unit 1 Unit 265.928.442,00 502.216.217,00 266.179.625,00 251.183,00 | Semua PENDAPATA
Peralatan dan Kota/Kab, N ASLI
Mesin Lainnya Semua DAERAH
yang Disediakan Kecamatan, (PAD)
Semua Kel/Desa
1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa - - - 45.572.932.025,00 56.697.167.249,00 52.122.942.204,00 6.550.010.179,00
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah
1.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Laporan 1 Laporan 1 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 1.800.000,00 -1.200.000,00 | Semua PENDAPATA
Penyediaan Kota/Kab, N ASLI
Jasa Surat Semua DAERAH
Menyurat Kecamatan, (PAD)
Semua Kel/Desa

1.02.01.1.08.0002

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
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CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

URUSAN / BIDANG INDIKATOR
URUSAN / PROGRAM /
NO KODE PROGRAM KEGIATAN
! ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)
R S S Bertambah/ SUMBER
KEGIATAN KEGIATAN LOKASI
Berkurang (10-12 DANA
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RRED PonRzl;BAHAN 9 ( )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah Laporan 1 Laporan 1 Laporan 700.000.000,00 776.000.000,00 776.000.000,00 76.000.000,00 | Semua PENDAPATA
Penyediaan Kota/Kab, N ASLI
Jasa Semua DAERAH
Komunikasi, Kecamatan, (PAD)
Sumber Daya Semua Kel/Desa
Air dan Listrik
yang Disediakan
1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan 1 Laporan 1 Laporan 754.394.624,00 668.482.976,00 612.708.584,00 -141.686.040,00 | Semua PENDAPATA
Penyediaan Kota/Kab, N ASLI
Jasa Pelayanan Semua DAERAH
Umum Kantor Kecamatan, (PAD)
yang Disediakan Semua Kel/Desa
1.02.01.1.09 Pemeliharaan - - - 17.904.105.246,00 14.955.397.058,00 8.398.479.828,00 -9.505.625.418,00
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah
1.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah 1 Unit 1 Unit 33.470.000,00 36.820.000,00 36.820.000,00 3.350.000,00 | Semua PENDAPATA
Kendaraan Kota/Kab, N ASLI
Perorangan Semua DAERAH
Dinas atau Kecamatan, (PAD)
Kendaraan Semua Kel/Desa
Dinas Jabatan
yang Dipelihara
dan Dibayarkan
Pajaknya

1.02.01.1.09.0002

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
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CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

URUSAN / BIDANG INDIKATOR
URUSAN / PROGRAM /
No KODE KEZITE'I(';;\IAIMS{JB KEGSUL\,EAN ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)
KEGIATAN KEGIATAN Bertambah/ LOKASI SUMBER
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RRER PonRzl;BAHAN Berkurang (10-12) DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah 2 Unit 2 Unit 100.410.000,00 110.460.000,00 73.640.000,00 -26.770.000,00 | Semua PENDAPATA
Kendaraan Kota/Kab, N ASLI
Dinas Semua DAERAH
Operasional Kecamatan, (PAD)
atau Lapangan Semua Kel/Desa
yang Dipelihara
dan Dibayarkan
Pajak dan
Perizinannya
1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah 1 Unit 1 Unit 418.931.680,00 222.747.730,00 237.910.638,00 -181.021.042,00 | Semua PENDAPATA
Peralatan dan Kota/Kab, N ASLI
Mesin Lainnya Semua DAERAH
yang Dipelihara Kecamatan, (PAD)
Semua Kel/Desa
2, 1.02.02 PROGRAM - - - 394.443.316.292,00 435.109.373.266,00 463.495.468.502,00 28.033.841.398,00

PEMENUHAN

UPAYA

KESEHATAN

PERORANGAN

DAN UPAYA

KESEHATAN

MASYARAKAT

1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas - - - 107.675.568.926,00 113.127.370.740,00 108.877.686.898,00 1.202.117.972,00

Pelayanan, Sarana,
Prasarana dan Alat
Kesehatan untuk
UKP Rujukan, UKM
dan UKM Rujukan
Tingkat Daerah
Provinsi

1.02.02.1.01.0006

Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)
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CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

URUSAN / BIDANG INDIKATOR
URUSAN / PROGRAM /
NO KOPE KEZITE'I(';;\IAIMS{JB KEGSUL\,EAN ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)
KEGIATAN KEGIATAN Bertambah/ LOKASI SUMBER
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 L) PZE(F;;BAHAN Berkurang (10-12) DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah 1 Layanan 1 Layanan 709.242.575,00 367.994.956,00 0,00 -709.242.575,00 | Semua PENDAPATA
Pelayanan Kota/Kab, N ASLI
Kesehatan Di Semua DAERAH
DTPK Kecamatan, (PAD)
(Pelayanan Semua Kel/Desa
Kesehatan
Bergerak, Gugus
Pulau,
Pelayanan
Kesehatan
Berbasis
Telemedicine,
dll) yang
Dilakukan
Pengembangan
1.02.02.1.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
Jumlah Sarana, 1 Unit 1 Unit 400.795.000,00 2.039.750.000,00 2.306.988.373,00 1.906.193.373,00 | Semua PENDAPATA
Prasarana dan Kota/Kab, N ASLI
Alat Kesehatan Semua DAERAH
yang Dilakukan Kecamatan, (PAD)
Rehabilitasi dan Semua Kel/Desa
Pemeliharaan
oleh Rumah
Sakit
1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
Jumlah Alat 1 Unit 1 Unit 1.550.005.656,00 5.819.024.015,00 9.186.618.002,00 7.636.612.346,00 | Semua PENDAPATA
Kesehatan/Alat Kota/Kab, N ASLI
Penunjang Semua DAERAH
Medik Fasilitas Kecamatan, (PAD)
Layanan Semua Kel/Desa | DAU YANG
Kesehatan yang DITENTUKAN
Disediakan P
ENGGUNAAN
N YA BIDANG
KESEHATAN

1.02.02.1.01.0017

Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
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URUSAN / BIDANG INDIKATOR CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / PROGRAM /
NO KOPE KEZTE‘I(';;\IAIMS{JB KEGSUL\,EAN ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)
KEGIATAN KEGIATAN Bertambah/ LOKASI SUMBER
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 L) PonRzl;BAHAN Berkurang (10-12) DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah Alat 1 Unit 1 Unit 300.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 -220.000.000,00 | Semua PENDAPATA
Kesehatan/Alat Kota/Kab, N ASLI
Penunjang Semua DAERAH
Medik Fasilitas Kecamatan, (PAD)
Layanan Semua Kel/Desa
Kesehatan yang
Terpelihara
Sesuai Standar
1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan | - - - 285.122.469.316,00 316.690.061.311,00 351.599.524.777,00 66.477.055.461,00
Kesehatan untuk
UKP Rujukan, UKM
dan UKM Rujukan
Tingkat Daerah
Provinsi
1.02.02.1.02.0022 Operasional Pelayanan Rumah Sakit
Jumlah 1 Dokumen 1 Dokumen 5.799.525.588,00 4.837.644.812,00 4.962.868.348,00 -836.657.240,00 | Semua PENDAPATA
Dokumen Kota/Kab, N ASLI
Operasional Semua DAERAH
Pelayanan Kecamatan, (PAD)
Rumah Sakit Semua Kel/Desa | DAU YANG
DITENTUKAN
P
ENGGUNAAN
N YA BIDANG
KESEHATAN
3, 1.02.03 PROGRAM - - - 8.296.729.330,00 8.941.668.110,00 8.828.203.988,00 1.798.095.629,00
PENINGKATAN
KAPASITAS
SUMBER DAYA
MANUSIA
KESEHATAN
1.02.03.1.01 Perencanaan - - -

Kebutuhan Sumber
Daya Manusia
Kesehatan untuk
UKM dan UKP
Provinsi

4.982.399.130,00

4.466.471.539,00

7.159.424.444,00

2.177.025.314,00
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CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

URUSAN / BIDANG INDIKATOR
URUSAN / PROGRAM /
No KODE KEZTE‘I(';S\IAIMS{JB KEGSUL\,EAN ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)
KEGIATAN KEGIATAN Bertambah/ LOKASI SUMBER
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RRED PonRzl;BAHAN Berkurang (10-12) DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.02.03.1.01.0001 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Jumlah Sumber 11 Orang 11 Orang 1.166.401.680,00 710.352.364,00 710.352.364,00 -456.049.316,00 | Semua PENDAPATA
Daya Manusia Kota/Kab, N ASLI
Kesehatan yang Semua DAERAH
Memenuhi Kecamatan, (PAD)
Standar di Semua Kel/Desa | DAU YANG
Fasilitas DITENTUKAN
Pelayanan P
Kesehatan ENGGUNAAN
(Fasyankes) N YA BIDANG
KESEHATAN
UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS PARU 805.298.824.307,00 940.293.649.655,00 949.959.502.692,00 144.660.678.385,00
1 URUSAN 805.298.824.307,00 940.293.649.655,00 949.959.502.692,00 144.660.678.385,00
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG
BERKAITAN
DENGAN
PELAYANAN
DASAR
1.02 URUSAN 805.298.824.307,00 940.293.649.655,00 949.959.502.692,00 144.660.678.385,00
PEMERINTAHAN
BIDANG
KESEHATAN
1, 1.02.01 PROGRAM - - - 400.600.255.285,00 492.859.315.979,00 471.663.839.352,00 66.673.445.384,00
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI
1.02.01.1.02 Administrasi - - - 238.931.787.700,00 250.388.287.350,00 249.930.941.550,00 10.999.153.850,00

Keuangan Perangkat
Daerah
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URUSAN / BIDANG INDIKATOR CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / PROGRAM /
NO KODE PROGRAM KEGIATAN
! ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)
R S S Bertambah/ SUMBER
KEGIATAN KEGIATAN LOKASI
Berkurang (10-12 DANA
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RRED PonRzl;BAHAN 9 ( )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas
ASN
Jumlah 1 Dokumen 1 Dokumen 86.880.000,00 86.880.000,00 86.880.000,00 0,00 | Semua PENDAPATA
Dokumen Hasil Kota/Kab, N ASLI
Penyediaan Semua DAERAH
Administrasi Kecamatan, (PAD)
Pelaksanaan Semua Kel/Desa
Tugas ASN
1.02.01.1.05 Administrasi - - - 1.260.680.824,00 1.535.324.415,00 541.218.000,00 -719.462.824,00
Kepegawaian
Perangkat Daerah
1.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah Pegawai | 10 Orang 10 Orang 42.200.000,00 160.000.000,00 91.000.000,00 48.800.000,00 | Semua PENDAPATA
Berdasarkan Kota/Kab, N ASLI
Tugas dan Semua DAERAH
Fungsi yang Kecamatan, (PAD)
Mengikuti Semua Kel/Desa
Pendidikan dan
Pelatihan
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CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

URUSAN / BIDANG INDIKATOR
URUSAN / PROGRAM /
NO KODE PROGRAM KEGIATAN
! ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)
KEGIATAN / SUB SUB Bertambah/ SUMBER
KEGIATAN KEGIATAN LOKASI
Berkurang (10-12 DANA
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RRED PonRzl;BAHAN 9 ( )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.02.01.1.06 Administrasi Umum - - - 10.172.789.042,00 11.665.426.952,00 7.826.970.730,00 -2.345.818.312,00
Perangkat Daerah
1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket 1 Paket 1 Paket 62.688.770,00 61.361.434,00 26.392.569,00 -36.296.201,00 | Semua PENDAPATA
Komponen Kota/Kab, N ASLI
Instalasi Semua DAERAH
Listrik/Penerang Kecamatan, (PAD)
an Bangunan Semua Kel/Desa
Kantor yang
Disediakan
1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket 1 Paket 1 Paket 78.797.281,00 78.795.248,00 35.290.256,00 -43.507.025,00 | Semua PENDAPATA
Peralatan dan Kota/Kab, N ASLI
Perlengkapan Semua DAERAH
Kantor yang Kecamatan, (PAD)
Disediakan

Semua Kel/Desa

1.02.01.1.06.0003

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
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URUSAN / BIDANG INDIKATOR CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / PROGRAM /
NO KODE PROGRAM KEGIATAN
KEGIATAN / SIUB SuB ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) B P
ertamba
KEGIATAN KEGIATAN LOKASI
Berkurang (10-12 DANA
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 L) PonRzl;BAHAN 9l )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah Paket 1 Paket 1 Paket 157.291.081,00 170.637.766,00 151.384.064,00 -5.907.017,00 | Semua PENDAPATA
Peralatan Kota/Kab, N ASLI
Rumah Tangga Semua DAERAH
yang Disediakan Kecamatan, (PAD)

Semua Kel/Desa
1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Paket 1 Paket 1 Paket 189.144.118,00 187.843.080,00 129.523.970,00 -59.620.148,00 | Semua PENDAPATA
Barang Cetakan Kota/Kab, N ASLI
dan Semua DAERAH
Penggandaan Kecamatan, (PAD)
yang Disediakan Semua Kel/Desa
1.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan

Jumlah 1 Dokumen 1 Dokumen 3.270.000,00 3.240.000,00 3.240.000,00 -30.000,00 | Semua PENDAPATA
Dokumen Bahan Kota/Kab, N ASLI
Bacaan dan Semua DAERAH
Peraturan Kecamatan, (PAD)
Perundang- Semua Kel/Desa
Undangan yang
Disediakan

1.02.01.1.06.0009

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi SKPD
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URUSAN / BIDANG INDIKATOR CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / PROGRAM /
NO KODE PROGRAM KEGIATAN
KEGIATAN / SIUB SuB ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) B P
ertamba
KEGIATAN KEGIATAN LOKASI
Berkurang (10-12 DANA
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 L) PZE(F;;BAHAN 9l )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah Laporan 1 Laporan 1 Laporan 62.685.000,00 62.668.000,00 25.125.000,00 -37.560.000,00 | Semua PENDAPATA
Penyelenggaraa Kota/Kab, N ASLI
n Rapat Semua DAERAH
Koordinasi dan Kecamatan, (PAD)
Konsultasi Semua Kel/Desa
SKPD
1.02.01.1.07 Pengadaan Barang - - - 4.594.299.470,00 4.888.766.279,00 2.564.386.678,00 -2.029.912.792,00

Milik Daerah

Penunjang

Urusan Pemerintah

Daerah

1.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel
Jumlah Paket 1 Paket 1 Paket 200.838.528,00 116.206.712,00 109.206.712,00 -91.631.816,00 | Semua PENDAPATA
Mebel yang Kota/Kab, N ASLI
Disediakan Semua DAERAH
Kecamatan, (PAD)
Semua Kel/Desa

1.02.01.1.07.0006

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
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URUSAN / BIDANG INDIKATOR CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / PROGRAM /
NO KODE PROGRAM KEGIATAN
KEGIATAN / SIUB SuB ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) B P
ertamba
KEGIATAN KEGIATAN LOKASI
Berkurang (10-12 DANA
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 L) PZE(F;;BAHAN 9l )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah Unit 1 Unit 1 Unit 50.761.500,00 946.038.833,00 917.940.888,00 867.179.388,00 | Semua PENDAPATA
Peralatan dan Kota/Kab, N ASLI
Mesin Lainnya Semua DAERAH
yang Disediakan Kecamatan, (PAD)
Semua Kel/Desa
1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa - - - 45.572.932.025,00 56.697.167.249,00 52.122.942.204,00 6.550.010.179,00

Penunjang Urusan

Pemerintahan

Daerah

1.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Laporan 1 Laporan 1 Laporan 4.000.000,00 1.200.000,00 480.000,00 -3.520.000,00 | Semua PENDAPATA
Penyediaan Kota/Kab, N ASLI
Jasa Surat Semua DAERAH
Menyurat Kecamatan, (PAD)
Semua Kel/Desa

1.02.01.1.08.0002

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
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CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

URUSAN / BIDANG INDIKATOR
URUSAN / PROGRAM /
NO KODE PROGRAM KEGIATAN
/ ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)
R S S Bertambah/ SUMBER
KEGIATAN KEGIATAN LOKASI
Berkurang (10-12 DANA
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 L) PonRzl;BAHAN 9l )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah Laporan 1 Laporan 1 Laporan 365.000.000,00 604.736.500,00 604.736.500,00 239.736.500,00 | Semua PENDAPATA
Penyediaan Kota/Kab, N ASLI
Jasa Semua DAERAH
Komunikasi, Kecamatan, (PAD)
Sumber Daya Semua Kel/Desa
Air dan Listrik
yang Disediakan

1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1.048.229.600,00 1.032.822.800,00 973.898.360,00 -74.331.240,00 | Semua PENDAPATA
Penyediaan Kota/Kab, N ASLI
Jasa Pelayanan Semua DAERAH
Umum Kantor Kecamatan, (PAD)

yang Disediakan

Semua Kel/Desa

1.02.01.1.09

Pemeliharaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah

17.904.105.246,00

14.955.397.058,00

8.398.479.828,00

-9.505.625.418,00

1.02.01.1.09.0001

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
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URUSAN / BIDANG INDIKATOR CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / PROGRAM /
KODE KEZTE‘I(';;\IAIMS{JB KEGSUL\,EAN ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)
KEGIATAN KEGIATAN Bertambah/ LOKASI SUMBER
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RRED PonRzl;BAHAN Berkurang (10-12) DANA
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah 1 Unit 1 Unit 33.470.000,00 36.820.000,00 36.820.000,00 3.350.000,00 | Semua PENDAPATA
Kendaraan Kota/Kab, N ASLI
Perorangan Semua DAERAH
Dinas atau Kecamatan, (PAD)
Kendaraan Semua Kel/Desa
Dinas Jabatan
yang Dipelihara
dan Dibayarkan
Pajaknya
1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah 1 Unit 1 Unit 100.410.000,00 110.460.000,00 95.549.106,00 -4.860.894,00 | Semua PENDAPATA
Kendaraan Kota/Kab, N ASLI
Dinas Semua DAERAH
Operasional Kecamatan, (PAD)
atau Lapangan Semua Kel/Desa
yang Dipelihara
dan Dibayarkan
Pajak dan
Perizinannya
1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah 1 Unit 1 Unit 115.350.000,00 414.250.000,00 382.934.000,00 267.584.000,00 | Semua PENDAPATA
Peralatan dan Kota/Kab, N ASLI
Mesin Lainnya Semua DAERAH
yang Dipelihara Kecamatan, (PAD)
Semua Kel/Desa
1.02.02 PROGRAM - - - 394.443.316.292,00 435.109.373.266,00 463.495.468.502,00 28.033.841.398,00
PEMENUHAN
UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
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URUSAN / BIDANG INDIKATOR CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / PROGRAM /
KOPE KEZT:‘?;\IAIMS{JB KEGSUL\,EAN ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) E LoKASI e
KEGIATAN KEGIATAN
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 L) PZE(F;;BAHAN Berkurang (10-12) DANA
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas - - - 107.675.568.926,00 113.127.370.740,00 108.877.686.898,00 1.202.117.972,00
Pelayanan, Sarana,
Prasarana dan Alat
Kesehatan untuk
UKP Rujukan, UKM
dan UKM Rujukan
Tingkat Daerah
Provinsi
1.02.02.1.01.0006 Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)
Jumlah 1 Layanan 1 Layanan 449.965.000,00 71.983.372,00 0,00 -449.965.000,00 | Semua PENDAPATA
Pelayanan Kota/Kab, N ASLI
Kesehatan Di Semua DAERAH
DTPK Kecamatan, (PAD)
(Pelayanan Semua Kel/Desa
Kesehatan
Bergerak, Gugus
Pulau,
Pelayanan
Kesehatan
Berbasis
Telemedicine,
dll) yang
Dilakukan
Pengembangan
1.02.02.1.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
Jumlah Fasilitas 1 Unit 1 Unit 1.000.000.000,00 1.564.870.000,00 1.546.512.254,00 546.512.254,00 | Semua PENDAPATA
Kesehatan Kota/Kab, N ASLI
Lainnya yang Semua DAERAH
Dilakukan Kecamatan, (PAD)
Rehabilitasi dan Semua Kel/Desa | DAU YANG
Pemeliharaan DITENTUKAN
Sarana, P
Prasarana dan ENGGUNAAN
Alat Kesehatan N YA BIDANG
KESEHATAN
1.02.02.1.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit

199




CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

URUSAN / BIDANG INDIKATOR
URUSAN / PROGRAM /
No KODE KEZITE'I(';;\IAIMS{JB KEGSUL\,EAN ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) E LoKASI e
KEGIATAN KEGIATAN
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RRED PonRzl;BAHAN Berkurang (10-12) DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah Sarana, - 32 Unit 0,00 0,00 1.623.000.000,00 1.623.000.000,00 | Semua PENDAPATA
Prasarana dan Kota/Kab, N ASLI
Alat Kesehatan Semua DAERAH
yang Dilakukan Kecamatan, (PAD)
Rehabilitasi dan Semua Kel/Desa
Pemeliharaan
oleh Rumah
Sakit
1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
Jumlah Alat 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 | Semua PENDAPATA
Kesehatan/Alat Kota/Kab, N ASLI
Penunjang Semua DAERAH
Medik Fasilitas Kecamatan, (PAD)
Layanan Semua Kel/Desa
Kesehatan yang
Disediakan
1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
Jumlah Alat - 7 Unit 0,00 0,00 1.552.044.905,00 1.552.044.905,00 | Semua PENDAPATA
Kesehatan/Alat Kota/Kab, N ASLI
Penunjang Semua DAERAH
Medik Fasilitas Kecamatan, (PAD)
Layanan Semua Kel/Desa
Kesehatan yang
Disediakan
1.02.02.1.01.0017 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
Jumlah Alat 1 Unit 1 Unit 190.000.000,00 190.000.000,00 190.000.000,00 0,00 | Semua PENDAPATA
Kesehatan/Alat Kota/Kab, N ASLI
Penunjang Semua DAERAH
Medik Fasilitas Kecamatan, (PAD)
Layanan Semua Kel/Desa | DAU YANG
Kesehatan yang DITENTUKAN
Terpelihara P
Sesuai Standar ENGGUNAAN
N YA BIDANG
KESEHATAN
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CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

URUSAN / BIDANG INDIKATOR
URUSAN / PROGRAM /
NO KODE PROGRAM KEGIATAN
! ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)
KEGIATAN / SUB SuUB Bertambah/ SUMBER
KEGIATAN KEGIATAN LOKASI
Berkurang (10-12 DANA
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RRED PonRzl;BAHAN 9 ( )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan | - - 285.122.469.316,00 316.690.061.311,00 351.599.524.777,00 66.477.055.461,00
Kesehatan untuk
UKP Rujukan, UKM
dan UKM Rujukan
Tingkat Daerah
Provinsi
1.02.02.1.02.0022 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit
Jumlah 1 Dokumen 1 Dokumen 3.700.000.088,00 7.018.969.344,00 7.957.567.003,00 4.257.566.915,00 | Semua PENDAPATA
Dokumen Kota/Kab, N ASLI
Operasional Semua DAERAH
Pelayanan Kecamatan, (PAD)
Rumah Sakit Semua Kel/Desa | DAU YANG
DITENTUKAN
P
ENGGUNAAN
N YA BIDANG
KESEHATAN
3, 1.02.03 PROGRAM - - 8.296.729.330,00 8.941.668.110,00 8.828.203.988,00 1.798.095.629,00
PENINGKATAN
KAPASITAS
SUMBER DAYA
MANUSIA
KESEHATAN
1.02.03.1.01 Perencanaan - - 4.982.399.130,00 4.466.471.539,00 7.159.424.444,00 2.177.025.314,00

Kebutuhan Sumber
Daya Manusia
Kesehatan untuk
UKM dan UKP
Provinsi

1.02.03.1.01.0001

Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
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CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

URUSAN / BIDANG INDIKATOR
URUSAN / PROGRAM /
No KODE KEZITX)'I(';;\IAIMS{JB KEGSUL\,LAN ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)
KEGIATAN KEGIATAN Bertambah/ LOKASI SUMBER
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 L) PonRzl;BAHAN Berkurang (10-12) DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah Sumber 17 Orang 17 Orang 1.225.867.000,00 1.285.765.996,00 1.285.765.996,00 59.898.996,00 | Semua PENDAPATA
Daya Manusia Kota/Kab, N ASLI
Kesehatan yang Semua DAERAH
Memenuhi Kecamatan, (PAD)
Standar di Semua Kel/Desa | DAU YANG
Fasilitas DITENTUKAN
Pelayanan P
Kesehatan ENGGUNAAN
(Fasyankes) N YA BIDANG
KESEHATAN
UPTD RUMAH SAKIT UMUM KUSTA LAU SIMOMO 805.298.824.307,00 940.293.649.655,00 949.959.502.692,00 144.660.678.385,00
1 URUSAN 805.298.824.307,00 940.293.649.655,00 949.959.502.692,00 144.660.678.385,00
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG
BERKAITAN
DENGAN
PELAYANAN
DASAR
1.02 URUSAN 805.298.824.307,00 940.293.649.655,00 949.959.502.692,00 144.660.678.385,00
PEMERINTAHAN
BIDANG
KESEHATAN
1, 1.02.01 PROGRAM - - - 400.600.255.285,00 492.859.315.979,00 471.663.839.352,00 66.673.445.384,00
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI
1.02.01.1.02 Administrasi - - - 238.931.787.700,00 250.388.287.350,00 249.930.941.550,00 10.999.153.850,00

Keuangan Perangkat
Daerah

1.02.01.1.02.0002

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas

ASN
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URUSAN / BIDANG INDIKATOR CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / PROGRAM /
NO KODE PROGRAM KEGIATAN
! ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)
KEGIATAN / SUB SuB Bertambah/ SUMBER
KEGIATAN KEGIATAN LOKASI
Berkurang (10-12 DANA
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RRED PonRzl;BAHAN 9 ( )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah 1 Dokumen 1 Dokumen 81.960.000,00 81.960.000,00 81.960.000,00 0,00 | Semua PENDAPATA
Dokumen Hasil Kota/Kab, N ASLI
Penyediaan Semua DAERAH
Administrasi Kecamatan, (PAD)
Pelaksanaan Semua Kel/Desa
Tugas ASN

1.02.01.1.05 Administrasi - - - 1.260.680.824,00 1.535.324.415,00 541.218.000,00 -719.462.824,00
Kepegawaian
Perangkat Daerah
1.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jumlah Pegawai | 25 Orang 25 Orang 137.500.000,00 82.000.000,00 82.000.000,00 -55.500.000,00 | Semua PENDAPATA
Berdasarkan Kota/Kab, N ASLI
Tugas dan Semua DAERAH
Fungsi yang Kecamatan, (PAD)
Mengikuti Semua Kel/Desa
Pendidikan dan
Pelatihan

1.02.01.1.06

Administrasi Umum
Perangkat Daerah

10.172.789.042,00

11.665.426.952,00

7.826.970.730,00

-2.345.818.312,00

1.02.01.1.06.0001

Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
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URUSAN / BIDANG INDIKATOR CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / PROGRAM /
NO KODE PROGRAM KEGIATAN
KEGIATAN / SIUB SuB ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) B P
ertamba
KEGIATAN KEGIATAN LOKASI
Berkurang (10-12 DANA
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RRED PonRzl;BAHAN 9 ( )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah Paket 1 Paket 1 Paket 68.599.015,00 91.567.756,00 55.629.441,00 -12.969.574,00 | Semua PENDAPATA
Komponen Kota/Kab, N ASLI
Instalasi Semua DAERAH
Listrik/Penerang Kecamatan, (PAD)
an Bangunan Semua Kel/Desa
Kantor yang
Disediakan

1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket 1 Paket 1 Paket 98.998.300,00 74.395.371,00 48.982.991,00 -50.015.309,00 | Semua PENDAPATA
Peralatan dan Kota/Kab, N ASLI
Perlengkapan Semua DAERAH
Kantor yang Kecamatan, (PAD)
Disediakan Semua Kel/Desa
1.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah Paket 1 Paket 1 Paket 191.749.950,00 107.269.653,00 48.321.977,00 -143.427.973,00 | Semua PENDAPATA
Peralatan Kota/Kab, N ASLI
Rumah Tangga Semua DAERAH
yang Disediakan Kecamatan, (PAD)
Semua Kel/Desa

1.02.01.1.06.0005

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
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URUSAN / BIDANG INDIKATOR CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / PROGRAM /
NO KODE PROGRAM KEGIATAN
KEGIATAN / SIUB SuB ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) B P
ertamba
KEGIATAN KEGIATAN LOKASI
Berkurang (10-12 DANA
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RRED PZE(F;;BAHAN 9 ( )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jumlah Paket 1 Paket 1 Paket 14.165.550,00 73.734.810,00 40.555.490,00 26.389.940,00 | Semua PENDAPATA
Barang Cetakan Kota/Kab, N ASLI

dan Semua DAERAH
Penggandaan Kecamatan, (PAD)

yang Disediakan Semua Kel/Desa

1.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan

Jumlah 1 Dokumen 1 Dokumen 17.275.000,00 18.215.000,00 6.800.000,00 -10.475.000,00 | Semua PENDAPATA
Dokumen Bahan Kota/Kab, N ASLI
Bacaan dan Semua DAERAH
Peraturan Kecamatan, (PAD)
Perundang- Semua Kel/Desa

Undangan yang

Disediakan

1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan 1 Laporan 1 Laporan 117.630.000,00 97.589.000,00 61.916.000,00 -55.714.000,00 | Semua PENDAPATA
Penyelenggaraa Kota/Kab, N ASLI
n Rapat Semua DAERAH
Koordinasi dan Kecamatan, (PAD)
Konsultasi Semua Kel/Desa
SKPD
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CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

URUSAN / BIDANG INDIKATOR
URUSAN / PROGRAM /
NO KODE PROGRAM KEGIATAN
KEGIATAN / SIUB SuB ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) B P
ertamba
KEGIATAN KEGIATAN LOKASI
Berkurang (10-12 DANA
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RRED PonRzl;BAHAN 9 ( )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.02.01.1.07 Pengadaan Barang - - - 4.594.299.470,00 4.888.766.279,00 2.564.386.678,00 -2.029.912.792,00
Milik Daerah
Penunjang
Urusan Pemerintah
Daerah
1.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel
Jumlah Paket 1 Paket 1 Paket 69.761.280,00 72.028.820,00 28.743.944,00 -41.017.336,00 | Semua PENDAPATA
Mebel yang Kota/Kab, N ASLI
Disediakan Semua DAERAH
Kecamatan, (PAD)
Semua Kel/Desa
1.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Unit 1 Unit 1 Unit 169.480.000,00 306.551.226,00 206.200.732,00 36.720.732,00 | Semua PENDAPATA
Peralatan dan Kota/Kab, N ASLI
Mesin Lainnya Semua DAERAH
yang Disediakan Kecamatan, (PAD)
Semua Kel/Desa | DANA
ALOKASI
UMUM (DAU)
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CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

URUSAN / BIDANG INDIKATOR
URUSAN / PROGRAM /
NO KODE PROGRAM KEGIATAN
KEGIATAN / SIUB SuB ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) B P
ertamba
KEGIATAN KEGIATAN LOKASI
Berkurang (10-12 DANA
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 LG4 PonRzl;BAHAN 9l )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa - - - 45.572.932.025,00 56.697.167.249,00 52.122.942.204,00 6.550.010.179,00
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah
1.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Laporan 1 Laporan 1 Laporan 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 | Semua PENDAPATA
Penyediaan Kota/Kab, N ASLI
Jasa Surat Semua DAERAH
Menyurat Kecamatan, (PAD)
Semua Kel/Desa
1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan 1 Laporan 1 Laporan 190.000.869,00 418.946.000,00 418.946.000,00 228.945.131,00 | Semua PENDAPATA
Penyediaan Kota/Kab, N ASLI
Jasa Semua DAERAH
Komunikasi, Kecamatan, (PAD)
Sumber Daya Semua Kel/Desa
Air dan Listrik
yang Disediakan

1.02.01.1.08.0004

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
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CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

URUSAN / BIDANG INDIKATOR
URUSAN / PROGRAM /
NO KODE PROGRAM KEGIATAN
KEGIATAN / SIUB SuB ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) B P
ertamba
KEGIATAN KEGIATAN LOKASI
Berkurang (10-12 DANA
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 L) PZE(El;BAHAN 9l )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah Laporan 1 Laporan 1 Laporan 438.340.000,00 524.224.404,00 404.996.022,00 -33.343.978,00 | Semua PENDAPATA
Penyediaan Kota/Kab, N ASLI
Jasa Pelayanan Semua DAERAH
Umum Kantor Kecamatan, (PAD)
yang Disediakan Semua Kel/Desa
1.02.01.1.09 Pemeliharaan - - - 17.904.105.246,00 14.955.397.058,00 8.398.479.828,00 -9.505.625.418,00
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah
1.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah 1 Unit 1 Unit 73.640.000,00 73.640.000,00 36.820.000,00 -36.820.000,00 | Semua PENDAPATA
Kendaraan Kota/Kab, N ASLI
Perorangan Semua DAERAH
Dinas atau Kecamatan, (PAD)
Kendaraan Semua Kel/Desa
Dinas Jabatan
yang Dipelihara
dan Dibayarkan
Pajaknya

1.02.01.1.09.0002

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
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CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

URUSAN / BIDANG INDIKATOR
URUSAN / PROGRAM /
No KODE KEZITE'I(';;\IAIMS{JB KEGSUGEAN ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)
KEGIATAN KEGIATAN Bertambah/ LOKASI SUMBER
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RRED PZE(F;;BAHAN Berkurang (10-12) DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah 2 Unit 2 Unit 36.820.000,00 36.820.000,00 36.820.000,00 0,00 | Semua PENDAPATA
Kendaraan Kota/Kab, N ASLI
Dinas Semua DAERAH
Operasional Kecamatan, (PAD)
atau Lapangan Semua Kel/Desa
yang Dipelihara
dan Dibayarkan
Pajak dan
Perizinannya
1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah 1 Unit 1 Unit 112.000.000,00 106.875.000,00 74.750.000,00 -37.250.000,00 | Semua PENDAPATA
Peralatan dan Kota/Kab, N ASLI
Mesin Lainnya Semua DAERAH
yang Dipelihara Kecamatan, (PAD)
Semua Kel/Desa
2, 1.02.02 PROGRAM - - - 394.443.316.292,00 435.109.373.266,00 463.495.468.502,00 28.033.841.398,00
PEMENUHAN
UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas - - - 107.675.568.926,00 113.127.370.740,00 108.877.686.898,00 1.202.117.972,00

Pelayanan, Sarana,
Prasarana dan Alat
Kesehatan untuk
UKP Rujukan, UKM
dan UKM Rujukan
Tingkat Daerah
Provinsi

1.02.02.1.01.0010

Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
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CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

URUSAN / BIDANG INDIKATOR
URUSAN / PROGRAM /
NO KODE PROGRAM KEGIATAN
KEGIATAN / SIUB SuB ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) B P
ertamba
KEGIATAN KEGIATAN LOKASI
Berkurang (10-12 DANA
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 L) PonRzl;BAHAN 9l )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jumlah Alat 1 Unit 1 Unit 1.606.927.464,00 3.736.061.100,00 6.703.929.100,00 5.097.001.636,00 | Semua PENDAPATA

Kesehatan/Alat Kota/Kab, N ASLI

Penunjang Semua DAERAH

Medik Fasilitas Kecamatan, (PAD)

Layanan Semua Kel/Desa | DAU YANG

Kesehatan yang DITENTUKAN

Disediakan P
ENGGUNAAN
N YA BIDANG
KESEHATAN

1.02.02.1.01.0017 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan

Jumlah Alat 1 Unit 1 Unit 135.000.000,00 135.000.000,00 85.000.000,00 -50.000.000,00 | Semua PENDAPATA

Kesehatan/Alat Kota/Kab, N ASLI

Penunjang Semua DAERAH

Medik Fasilitas Kecamatan, (PAD)

Layanan Semua Kel/Desa

Kesehatan yang

Terpelihara

Sesuai Standar

1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan

Jumlah Obat, 1 Paket 1 Paket 1.616.800,00 1.616.800,00 0,00 -1.616.800,00 | Semua PENDAPATA

Bahan Habis Kota/Kab, N ASLI

Pakai, Bahan Semua DAERAH

Medis Habis Kecamatan, (PAD)

Pakai, Vaksin,
Makanan dan
Minuman di
Fasilitas
Kesehatan yang
disediakan

Semua Kel/Desa

1.02.02.1.02

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk
UKP Rujukan, UKM
dan UKM Rujukan
Tingkat Daerah
Provinsi

285.122.469.316,00

316.690.061.311,00

351.599.524.777,00

66.477.055.461,00

1.02.02.1.02.0022

Operasional Pelayanan Rumah Sakit
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CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

URUSAN / BIDANG INDIKATOR
URUSAN / PROGRAM /
NO KOPE KEZT:‘I(';;\IAIMS{JB KEGSUL\,LAN ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)
KEGIATAN KEGIATAN Bertambah/ LOKASI SUMBER
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 L) PonRzl;BAHAN Berkurang (10-12) DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah 1 Dokumen 1 Dokumen 3.368.768.814,00 3.469.467.833,00 4.806.233.831,00 1.437.465.017,00 | Semua PENDAPATA
Dokumen Kota/Kab, N ASLI
Operasional Semua DAERAH
Pelayanan Kecamatan, (PAD)
Rumah Sakit Semua Kel/Desa | DAU YANG
DITENTUKAN
P
ENGGUNAAN
N YA BIDANG
KESEHATAN
3, 1.02.03 PROGRAM - - - 8.296.729.330,00 8.941.668.110,00 8.828.203.988,00 1.798.095.629,00
PENINGKATAN
KAPASITAS
SUMBER DAYA
MANUSIA
KESEHATAN
1.02.03.1.01 Perencanaan - - - 4.982.399.130,00 4.466.471.539,00 7.159.424.444,00 2.177.025.314,00
Kebutuhan Sumber
Daya Manusia
Kesehatan untuk
UKM dan UKP
Provinsi
1.02.03.1.01.0001 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Jumlah Sumber 25 Orang 25 Orang 1.398.713.800,00 1.500.149.324,00 1.500.149.324,00 101.435.524,00 | Semua DAU YANG
Daya Manusia Kota/Kab, DITENTUKAN
Kesehatan yang Semua P
Memenuhi Kecamatan, ENGGUNAAN
Standar di Semua Kel/Desa | N YA BIDANG
Fasilitas KESEHATAN
Pelayanan
Kesehatan
(Fasyankes)
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN 805.298.824.307,00 940.293.649.655,00 949.959.502.692,00 144.660.678.385,00
1 URUSAN 805.298.824.307,00 940.293.649.655,00 949.959.502.692,00 144.660.678.385,00
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG
BERKAITAN
DENGAN
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CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

URUSAN / BIDANG INDIKATOR
URUSAN / PROGRAM /
NO KODE PROGRAM KEGIATAN
! ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)
KEGIATAN / SUB SuUB Bertambah/ SUMBER
KEGIATAN KEGIATAN LOKASI
Berkurang (10-12 DANA
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RRED PonRzl;BAHAN 9 ( )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PELAYANAN
DASAR
1.02 URUSAN 805.298.824.307,00 940.293.649.655,00 949.959.502.692,00 144.660.678.385,00
PEMERINTAHAN
BIDANG
KESEHATAN
1, 1.02.01 PROGRAM - - - 400.600.255.285,00 492.859.315.979,00 471.663.839.352,00 66.673.445.384,00
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI
1.02.01.1.02 Administrasi - - - 238.931.787.700,00 250.388.287.350,00 249.930.941.550,00 10.999.153.850,00
Keuangan Perangkat
Daerah
1.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas
ASN
Jumlah 1 Dokumen 1 Dokumen 1.636.880.000,00 1.201.944.000,00 1.201.944.000,00 -434.936.000,00 | Semua DANA
Dokumen Hasil Kota/Kab, ALOKASI
Penyediaan Semua UMUM (DAU)
Administrasi Kecamatan,
Pelaksanaan Semua Kel/Desa
Tugas ASN
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URUSAN / BIDANG INDIKATOR CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / PROGRAM /
NO KODE PROGRAM KEGIATAN
! ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)
KEGIATAN / SUB SUB Bertambah/ SUMBER
KEGIATAN KEGIATAN LOKASI
Berkurang (10-12 DANA
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RRED PonRzl;BAHAN 9 ( )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.02.01.1.05 Administrasi - - - 1.260.680.824,00 1.535.324.415,00 541.218.000,00 -719.462.824,00
Kepegawaian
Perangkat Daerah
1.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah Pegawai | 20 Orang 20 Orang 119.000.000,00 72.626.000,00 31.688.000,00 -87.312.000,00 | Semua PENDAPATA
Berdasarkan Kota/Kab, N ASLI
Tugas dan Semua DAERAH
Fungsi yang Kecamatan, (PAD)
Mengikuti Semua Kel/Desa
Pendidikan dan
Pelatihan

1.02.01.1.06

Administrasi Umum
Perangkat Daerah

10.172.789.042,00

11.665.426.952,00

7.826.970.730,00

-2.345.818.312,00

1.02.01.1.06.0001

Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
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URUSAN / BIDANG INDIKATOR CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / PROGRAM /
NO KODE PROGRAM KEGIATAN
KEGIATAN / SIUB SuB ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) B P
ertamba
KEGIATAN KEGIATAN LOKASI
Berkurang (10-12 DANA
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RRER PonRzl;BAHAN 9 ( )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah Paket 1 Paket 1 Paket 34.765.930,00 24.802.683,00 9.775.113,00 -24.990.817,00 | Semua PENDAPATA
Komponen Kota/Kab, N ASLI
Instalasi Semua DAERAH
Listrik/Penerang Kecamatan, (PAD)
an Bangunan Semua Kel/Desa
Kantor yang
Disediakan

1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket 1 Paket 1 Paket 78.927.500,00 63.446.139,00 25.363.623,00 -53.563.877,00 | Semua PENDAPATA
Peralatan dan Kota/Kab, N ASLI
Perlengkapan Semua DAERAH
Kantor yang Kecamatan, (PAD)
Disediakan Semua Kel/Desa
1.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah Paket 1 Paket 1 Paket 97.319.695,00 82.621.090,00 30.943.380,00 -66.376.315,00 | Semua PENDAPATA
Peralatan Kota/Kab, N ASLI
Rumah Tangga Semua DAERAH
yang Disediakan Kecamatan, (PAD)
Semua Kel/Desa

1.02.01.1.06.0005

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
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URUSAN / BIDANG INDIKATOR CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / PROGRAM /
NO KODE PROGRAM KEGIATAN
KEGIATAN / SIUB SuB ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) B P
ertamba
KEGIATAN KEGIATAN LOKASI
Berkurang (10-12 DANA
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RRER PZE(F;;BAHAN 9 ( )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jumlah Paket 1 Paket 1 Paket 97.156.000,00 75.037.700,00 26.675.000,00 -70.481.000,00 | Semua PENDAPATA
Barang Cetakan Kota/Kab, N ASLI

dan Semua DAERAH
Penggandaan Kecamatan, (PAD)

yang Disediakan Semua Kel/Desa

1.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan

Jumlah 1 Dokumen 1 Dokumen 15.013.000,00 3.325.000,00 0,00 -15.013.000,00 | Semua PENDAPATA
Dokumen Bahan Kota/Kab, N ASLI
Bacaan dan Semua DAERAH
Peraturan Kecamatan, (PAD)
Perundang- Semua Kel/Desa

Undangan yang

Disediakan

1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan 1 Laporan 1 Laporan 161.800.000,00 97.998.000,00 37.590.000,00 -124.210.000,00 | Semua PENDAPATA
Penyelenggaraa Kota/Kab, N ASLI
n Rapat Semua DAERAH
Koordinasi dan Kecamatan, (PAD)
Konsultasi Semua Kel/Desa
SKPD
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CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

URUSAN / BIDANG INDIKATOR
URUSAN / PROGRAM /
NO KODE PROGRAM KEGIATAN
KEGIATAN / SIUB SuB ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) B P
ertamba
KEGIATAN KEGIATAN LOKASI
Berkurang (10-12 DANA
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 LG4 PZE(F;;BAHAN 9l )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.02.01.1.07 Pengadaan Barang - - - 4.594.299.470,00 4.888.766.279,00 2.564.386.678,00 -2.029.912.792,00
Milik Daerah
Penunjang
Urusan Pemerintah
Daerah
1.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel
Jumlah Paket 1 Paket 1 Paket 88.408.600,00 77.576.456,00 14.079.400,00 -74.329.200,00 | Semua PENDAPATA
Mebel yang Kota/Kab, N ASLI
Disediakan Semua DAERAH
Kecamatan, (PAD)
Semua Kel/Desa
1.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Unit 1 Unit 1 Unit 206.453.430,00 175.445.701,00 52.514.988,00 -153.938.442,00 | Semua PENDAPATA
Peralatan dan Kota/Kab, N ASLI
Mesin Lainnya Semua DAERAH
yang Disediakan Kecamatan, (PAD)
Semua Kel/Desa
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CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

URUSAN / BIDANG INDIKATOR
URUSAN / PROGRAM /
NO KODE PROGRAM KEGIATAN
KEGIATAN / SIUB SuB ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) B P
ertamba
KEGIATAN KEGIATAN LOKASI
Berkurang (10-12 DANA
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 L) PonRzl;BAHAN 9l )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa - - - 45.572.932.025,00 56.697.167.249,00 52.122.942.204,00 6.550.010.179,00
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah
1.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Laporan 1 Laporan 1 Laporan 6.780.000,00 6.780.000,00 1.910.000,00 -4.870.000,00 | Semua PENDAPATA
Penyediaan Kota/Kab, N ASLI
Jasa Surat Semua DAERAH
Menyurat Kecamatan, (PAD)
Semua Kel/Desa
1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan 1 Laporan 1 Laporan 679.401.667,00 660.400.000,00 660.400.000,00 -19.001.667,00 | Semua PENDAPATA
Penyediaan Kota/Kab, N ASLI
Jasa Semua DAERAH
Komunikasi, Kecamatan, (PAD)
Sumber Daya Semua Kel/Desa
Air dan Listrik
yang Disediakan

1.02.01.1.08.0004

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
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CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

URUSAN / BIDANG INDIKATOR
URUSAN / PROGRAM /
NO KODE PROGRAM KEGIATAN
KEGIATAN / SIUB SuB ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) B P
ertamba
KEGIATAN KEGIATAN LOKASI
Berkurang (10-12 DANA
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RRED PonRzl;BAHAN 9 ( )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah Laporan 1 Laporan 1 Laporan 466.967.330,00 272.986.200,00 203.573.000,00 -263.394.330,00 | Semua PENDAPATA
Penyediaan Kota/Kab, N ASLI
Jasa Pelayanan Semua DAERAH
Umum Kantor Kecamatan, (PAD)
yang Disediakan Semua Kel/Desa
1.02.01.1.09 Pemeliharaan - - - 17.904.105.246,00 14.955.397.058,00 8.398.479.828,00 -9.505.625.418,00
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah
1.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah 1 Unit 1 Unit 36.820.000,00 36.820.000,00 36.820.000,00 0,00 | Semua PENDAPATA
Kendaraan Kota/Kab, N ASLI
Perorangan Semua DAERAH
Dinas atau Kecamatan, (PAD)
Kendaraan Semua Kel/Desa
Dinas Jabatan
yang Dipelihara
dan Dibayarkan
Pajaknya

1.02.01.1.09.0002

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
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CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

URUSAN / BIDANG INDIKATOR
URUSAN / PROGRAM /
No KODE KEZITE'I(';;\IAIMS{JB KEGSUGEAN ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)
KEGIATAN KEGIATAN Bertambah/ LOKASI SUMBER
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RRED PZE(F;;BAHAN Berkurang (10-12) DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah 1 Unit 1 Unit 73.640.000,00 38.820.000,00 2.000.000,00 -71.640.000,00 | Semua PENDAPATA
Kendaraan Kota/Kab, N ASLI
Dinas Semua DAERAH
Operasional Kecamatan, (PAD)
atau Lapangan Semua Kel/Desa
yang Dipelihara
dan Dibayarkan
Pajak dan
Perizinannya
1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah 1 Unit 1 Unit 155.450.000,00 156.396.646,00 90.510.526,00 -64.939.474,00 | Semua PENDAPATA
Peralatan dan Kota/Kab, N ASLI
Mesin Lainnya Semua DAERAH
yang Dipelihara Kecamatan, (PAD)
Semua Kel/Desa
2, 1.02.02 PROGRAM - - - 394.443.316.292,00 435.109.373.266,00 463.495.468.502,00 28.033.841.398,00
PEMENUHAN
UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas - - - 107.675.568.926,00 113.127.370.740,00 108.877.686.898,00 1.202.117.972,00

Pelayanan, Sarana,
Prasarana dan Alat
Kesehatan untuk
UKP Rujukan, UKM
dan UKM Rujukan
Tingkat Daerah
Provinsi

1.02.02.1.01.0004

Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
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CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

URUSAN / BIDANG INDIKATOR
URUSAN / PROGRAM /
NO KODE PROGRAM KEGIATAN
! ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)
R S S Bertambah/ SUMBER
KEGIATAN KEGIATAN LOKASI
Berkurang (10-12 DANA
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RRED PonRzl;BAHAN 9 ( )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah Fasilitas | 0 Unit 0 Unit 11.406.428.204,00 5.229.570.286,00 4.685.050.504,00 -6.721.377.700,00 | Semua PENDAPATA
Kesehatan Kota/Kab, N ASLI
Lainnya yang Semua DAERAH
Ditingkatkan Kecamatan, (PAD)
Sarana, Semua Kel/Desa | DAU YANG
Prasarana, Alat DITENTUKAN
Kesehatan dan P
SDM agar ENGGUNAAN
Sesuai Standar N YA BIDANG

KESEHATAN
1.02.02.1.01.0006 Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)

Jumlah 1 Layanan 1 Layanan 630.263.625,00 153.936.625,00 0,00 -630.263.625,00 | Semua PENDAPATA
Pelayanan Kota/Kab, N ASLI
Kesehatan Di Semua DAERAH
DTPK Kecamatan, (PAD)

(Pelayanan
Kesehatan
Bergerak, Gugus
Pulau,

Semua Kel/Desa

Pelayanan
Kesehatan
Berbasis
Telemedicine,
dll) yang
Dilakukan
Pengembangan
UPTD PELATIHAN KESEHATAN 805.298.824.307,00 940.293.649.655,00 949.959.502.692,00 144.660.678.385,00
1 URUSAN 805.298.824.307,00 940.293.649.655,00 949.959.502.692,00 144.660.678.385,00
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG
BERKAITAN
DENGAN
PELAYANAN
DASAR
1.02 URUSAN 805.298.824.307,00 940.293.649.655,00 949.959.502.692,00 144.660.6738.385,00
PEMERINTAHAN
BIDANG
KESEHATAN
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URUSAN / BIDANG INDIKATOR CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / PROGRAM /
NO KODE PROGRAM KEGIATAN
! ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)
KEGIATAN / SUB SuB Bertambah/ SUMBER
KEGIATAN KEGIATAN LOKASI
Berkurang (10-12 DANA
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RRED PZE(F;;BAHAN 9 ( )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1, 1.02.01 PROGRAM - - - 400.600.255.285,00 492.859.315.979,00 471.663.839.352,00 66.673.445.384,00
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI
1.02.01.1.02 Administrasi - - - 238.931.787.700,00 250.388.287.350,00 249.930.941.550,00 10.999.153.850,00
Keuangan Perangkat
Daerah
1.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas
ASN
Jumlah 1 Dokumen 1 Dokumen 76.680.000,00 75.480.000,00 75.480.000,00 -1.200.000,00 PENDAPATA
Dokumen Hasil N ASLI
Penyediaan DAERAH
Administrasi (PAD)
Pelaksanaan
Tugas ASN
1.02.01.1.05 Administrasi - - - 1.260.680.824,00

Kepegawaian
Perangkat Daerah

1.5635.324.415,00

541.218.000,00

-719.462.824,00

1.02.01.1.05.0009

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
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URUSAN / BIDANG INDIKATOR CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / PROGRAM /
NO KODE PROGRAM KEGIATAN
! ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)
KEGIATAN / SUB SuB Bertambah/ SUMBER
KEGIATAN KEGIATAN LOKASI
Berkurang (10-12 DANA
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RRER PZE(El;BAHAN 9 ( )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah Pegawai | 15 Orang 15 Orang 96.250.000,00 30.250.000,00 11.000.000,00 -85.250.000,00 | Semua PENDAPATA
Berdasarkan Kota/Kab, N ASLI
Tugas dan Semua DAERAH
Fungsi yang Kecamatan, (PAD)
Mengikuti Semua Kel/Desa
Pendidikan dan
Pelatihan

1.02.01.1.06 Administrasi Umum - - - 10.172.789.042,00 11.665.426.952,00 7.826.970.730,00 -2.345.818.312,00
Perangkat Daerah
1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket 1 Paket 1 Paket 77.158.536,00 77.152.989,00 56.302.350,00 -20.856.186,00 | Semua PENDAPATA
Komponen Kota/Kab, N ASLI
Instalasi Semua DAERAH
Listrik/Penerang Kecamatan, (PAD)
an Bangunan Semua Kel/Desa
Kantor yang
Disediakan

1.02.01.1.06.0002

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
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URUSAN / BIDANG INDIKATOR CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / PROGRAM /
NO KODE PROGRAM KEGIATAN
KEGIATAN / SIUB SuB ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) B P
ertamba
KEGIATAN KEGIATAN LOKASI
Berkurang (10-12 DANA
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 L) PonRzl;BAHAN 9l )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah Paket 1 Paket 1 Paket 77.158.536,00 79.800.441,00 79.800.441,00 2.641.905,00 | Semua PENDAPATA
Peralatan dan Kota/Kab, N ASLI
Perlengkapan Semua DAERAH
Kantor yang Kecamatan, (PAD)
Disediakan Semua Kel/Desa

1.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah Paket 1 Paket 1 Paket 320.610.675,00 119.083.448,00 161.118.348,00 -159.492.327,00 | Semua PENDAPATA
Peralatan Kota/Kab, N ASLI
Rumah Tangga Semua DAERAH
yang Disediakan Kecamatan, (PAD)
Semua Kel/Desa
1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Paket 1 Paket 1 Paket 65.000.000,00 36.599.500,00 36.599.500,00 -28.400.500,00 | Semua PENDAPATA
Barang Cetakan Kota/Kab, N ASLI
dan Semua DAERAH
Penggandaan Kecamatan, (PAD)
yang Disediakan Semua Kel/Desa

1.02.01.1.06.0006

Penyediaan Bahan Bac
Perundang-Undangan

aan dan Peraturan
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URUSAN / BIDANG INDIKATOR CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / PROGRAM /
NO KODE PROGRAM KEGIATAN
KEGIATAN / SIUB SuB ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) B P
ertamba
KEGIATAN KEGIATAN LOKASI
Berkurang (10-12 DANA
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 LG4 PZE(F;;BAHAN 9l )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 | Semua PENDAPATA
Dokumen Bahan Kota/Kab, N ASLI
Bacaan dan Semua DAERAH
Peraturan Kecamatan, (PAD)
Perundang- Semua Kel/Desa
Undangan yang
Disediakan

1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan 1 Laporan 1 Laporan 222.000.000,00 57.708.000,00 57.708.000,00 -164.292.000,00 | Semua PENDAPATA
Penyelenggaraa Kota/Kab, N ASLI
n Rapat Semua DAERAH
Koordinasi dan Kecamatan, (PAD)
Konsultasi Semua Kel/Desa
SKPD

1.02.01.1.07

Pengadaan Barang
Milik Daerah
Penunjang

Urusan Pemerintah
Daerah

4.594.299.470,00

4.888.766.279,00

2.564.386.678,00

-2.029.912.792,00

1.02.01.1.07.0005

Pengadaan Mebel
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CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

URUSAN / BIDANG INDIKATOR
URUSAN / PROGRAM /
NO KODE PROGRAM KEGIATAN
KEGIATAN / SIUB SuB ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) B P
ertamba
KEGIATAN KEGIATAN LOKASI
Berkurang (10-12 DANA
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RRED PZE(F;;BAHAN 9 ( )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah Paket 1 Paket 1 Paket 720.000.000,00 578.857.620,00 262.196.800,00 -457.803.200,00 | Semua DANA
Mebel yang Kota/Kab, ALOKASI
Disediakan Semua UMUM (DAU)
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
1.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Unit 1 Unit 1 Unit 212.500.000,00 110.592.326,00 61.592.326,00 -150.907.674,00 | Semua PENDAPATA
Peralatan dan Kota/Kab, N ASLI
Mesin Lainnya Semua DAERAH
yang Disediakan Kecamatan, (PAD)
Semua Kel/Desa
1.02.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Unit 1 Unit 1 Unit 458.015.250,00 210.156.609,00 109.511.054,00 -348.504.196,00 | Semua PENDAPATA
Sarana dan Kota/Kab, N ASLI
Prasarana Semua DAERAH
Gedung Kantor Kecamatan, (PAD)

atau Bangunan
Lainnya yang
Disediakan

Semua Kel/Desa
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CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

URUSAN / BIDANG INDIKATOR
URUSAN / PROGRAM /
NO KODE PROGRAM KEGIATAN
KEGIATAN / SIUB SuB ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) B P
ertamba
KEGIATAN KEGIATAN LOKASI
Berkurang (10-12 DANA
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 L) PonRzl;BAHAN 9l )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa - - - 45.572.932.025,00 56.697.167.249,00 52.122.942.204,00 6.550.010.179,00
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah
1.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Laporan 1 Laporan 1 Laporan 3.309.300,00 3.300.000,00 3.300.000,00 -9.300,00 | Semua PENDAPATA
Penyediaan Kota/Kab, N ASLI
Jasa Surat Semua DAERAH
Menyurat Kecamatan, (PAD)
Semua Kel/Desa
1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1.176.390.000,00 681.844.110,00 681.844.110,00 -494.545.890,00 | Semua PENDAPATA
Penyediaan Kota/Kab, N ASLI
Jasa Semua DAERAH
Komunikasi, Kecamatan, (PAD)
Sumber Daya Semua Kel/Desa
Air dan Listrik
yang Disediakan

1.02.01.1.08.0004

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
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CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

URUSAN / BIDANG INDIKATOR
URUSAN / PROGRAM /
NO KODE PROGRAM KEGIATAN
KEGIATAN / SIUB SuB ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) B P
ertamba
KEGIATAN KEGIATAN LOKASI
Berkurang (10-12 DANA
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RRED PonRzl;BAHAN 9 ( )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah Laporan 1 Laporan 1 Laporan 360.000.000,00 267.270.540,00 210.977.013,00 -149.022.987,00 | Semua PENDAPATA
Penyediaan Kota/Kab, N ASLI
Jasa Pelayanan Semua DAERAH
Umum Kantor Kecamatan, (PAD)
yang Disediakan Semua Kel/Desa
1.02.01.1.09 Pemeliharaan - - - 17.904.105.246,00 14.955.397.058,00 8.398.479.828,00 -9.505.625.418,00
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah
1.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah 1 Unit 1 Unit 38.579.268,00 36.820.000,00 36.820.000,00 -1.759.268,00 | Semua PENDAPATA
Kendaraan Kota/Kab, N ASLI
Perorangan Semua DAERAH
Dinas atau Kecamatan, (PAD)
Kendaraan Semua Kel/Desa
Dinas Jabatan
yang Dipelihara
dan Dibayarkan
Pajaknya

1.02.01.1.09.0002

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
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CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

URUSAN / BIDANG INDIKATOR
URUSAN / PROGRAM /
NO KODE PROGRAM KEGIATAN
! ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)
R S S Bertambah/ SUMBER
KEGIATAN KEGIATAN LOKASI
Berkurang (10-12 DANA
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RRED PZE(F;;BAHAN 9 ( )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah 1 Unit 1 Unit 77.158.536,00 73.640.000,00 73.640.000,00 -3.518.536,00 | Semua PENDAPATA
Kendaraan Kota/Kab, N ASLI
Dinas Semua DAERAH
Operasional Kecamatan, (PAD)
atau Lapangan Semua Kel/Desa
yang Dipelihara
dan Dibayarkan
Pajak dan
Perizinannya
1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah 1 Unit 1 Unit 192.896.340,00 154.607.960,00 94.882.480,00 -98.013.860,00 | Semua PENDAPATA
Peralatan dan Kota/Kab, N ASLI
Mesin Lainnya Semua DAERAH
yang Dipelihara Kecamatan, (PAD)
Semua Kel/Desa
1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah Gedung 1 Unit 1 Unit 5.053.884.108,00 1.686.390.000,00 1.391.595.840,00 -3.662.288.268,00 | Semua PENDAPATA
Kantor dan Kota/Kab, N ASLI
Bangunan Semua DAERAH
Lainnya yang Kecamatan, (PAD)
Dipelihara/Direh Semua Kel/Desa | DANA
abilitasi ALOKASI
UMUM (DAU)

1.02.01.1.09.0011

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
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URUSAN / BIDANG INDIKATOR CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / PROGRAM /
NO KOPE KEZTE‘I(';;\IAIMS{JB KEGSUL\,EAN ! TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)
KEGIATAN KEGIATAN Bertambah/ LOKASI SUMBER
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 L) PonRzl;BAHAN Berkurang (10-12) DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah Sarana 1 Unit 1 Unit 192.896.340,00 270.000.000,00 0,00 -192.896.340,00 | Semua PENDAPATA
dan Prasarana Kota/Kab, N ASLI
Pendukung Semua DAERAH
Gedung Kantor Kecamatan, (PAD)
atau Bangunan Semua Kel/Desa
Lainnya yang
Dipelihara/Direh
abilitasi
2, 1.02.03 PROGRAM - - - 8.296.729.330,00 8.941.668.110,00 8.828.203.988,00 1.798.095.629,00
PENINGKATAN
KAPASITAS
SUMBER DAYA
MANUSIA
KESEHATAN
1.02.03.1.01 Perencanaan - - - 4.982.399.130,00 4.466.471.539,00 7.159.424.444,00 2.177.025.314,00
Kebutuhan Sumber
Daya Manusia
Kesehatan untuk
UKM dan UKP
Provinsi
1.02.03.1.01.0001 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Jumlah Sumber 210 Orang 210 Orang 422.193.050,00 294.991.680,00 96.934.060,00 -325.258.990,00 | Semua PENDAPATA
Daya Manusia Kota/Kab, N ASLI
Kesehatan yang Semua DAERAH
Memenuhi Kecamatan, (PAD)
Standar di Semua Kel/Desa
Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan
(Fasyankes)
JUMLAH 805.298.824.307,00

940.293.649.655,00

949.959.502.692,00

2.125.132.033.430,0
0
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BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Visi Presiden periode 2025 — 2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia
Emas 2045” untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 akan dicapai
melalui delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan (Asta Cita) Misi, dimana
sektor kesehatan berada pada Misi ke-4 yaitu Memperkuat pembangunan Sumber Daya
Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan
gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.

Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana
pembangunan di berbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik
Cepat/ Quick Wins. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab
permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan

struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan

nasional.
Tabel 3. 1
17 Program Prioritas Presiden dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat
(PHTC)
RPJMN Tahun 2025-2029 Bidang Kesehatan
No Program Prioritas Program Hasil Terbaik Cepat
1 | PP 7 Menjamin tersedianya pelayanan Memberi makan siang dan susu gratis di
kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: | sekolah dan pesantren serta bantuan gizi
Peningkatan BPJS Kesehatan dan untuk anak balita dan ibu hamil

penyediaan obat untuk rakyat Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan

gratis, menuntaskan kasus TBC, dan
membangun Rumah Sakit lengkap
berkualitas di Kabupaten

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029
memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini
merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari
Presiden. Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mecncapai

kebcrhasilan pembangunan dalam periode jangka mcnengah 2025-2029.
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Tabel 3. 2

Kegiatan Prioritas Utama RPJMN Tahun 2025-2029

No

Prioritas Nasional

Kegiatan Prioritas Utama

PN4. Memperkuat pembangunan
sumber daya manusia (SDM),
sains, teknologi, pendidikan,
kesehatan, prestasi olahraga,
kesetaraan gender, serta
penguatan peran perempuan,
pemuda (generasi milenial dan
genberazi Z), dan penyandang
disabilitas

Penurunan Kematian Ibu dan Anak

Pencegahan dan Penurunan Stunting

Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan
Gratis

Penuntasan TBC

Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri,
Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita

Eliminasi Penyakit Kusta & Schistosomiasis

Investasi pelayanan kesehatan primer

Pembangunan RS lengkap Berkualitas di
Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelayanan
Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses

Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan

Pencegahan dan Penurunan Stunting

RPJMN untuk bidang kesehatan tahun 2025-2029 bertujuan untuk meningkatkan

derajat kesehatan masyarakat Indonesia melalui berbagai program dan kebijakan yang

berfokus pada peningkatan akses, kualitas, dan pemerataan layanan kesehatan. RPJMN ini

juga menekankan pentingnya pengendalian penyakit, peningkatan gizi, serta penguatan

sistem kesehatan dan sumber daya manusia di bidang kesehatan.
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Tabel 3. 3

Arah
(Tujuan) Indikator RPJMN 2025-2029 Indikator RPJPD 2025-2045
Pembangunan
Kesehatan 1. Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun)  Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun)
untuk Semua
2. Kesehatan Ibu dan Anak Kesehatan Ibu dan Anak
a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 a) Angka Kematian Ibu (per 100.000
Kelahiran Hidup) Kelahiran Hidup)
b) Prevalensi Stunting (Pendek dan b) Prevalensi Stunting (Pendek dan
Sangat Pendek) pada Balita (%) Sangat Pendek) pada Balita (%)
3. Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Insidensi Tuberkulosis (per 100.000
penduduk) penduduk)
a) Cakupan penemuan kasus a) Cakupan penemuan kasus
Tuberkulosis (Treatment Tuberkulosis (Treatment Coverage)
Coverage) (%) (%)
b) Angka keberhasilan pengobatan b) Angka keberhasilan pengobatan
Tuberkulosis (Treatment Success Tuberkulosis  (Treatment Success
Rate) (%) Rate) (%)
4.  Cakupan Kepesertaan Jaminan Cakupan Kepesertaan Jaminan

Kesehatan Nasional (%)

Kesehatan Nasional (%)

Indikator Utama Pembangunan Transformasi Sosial Tahun 2025 — 2045

Sesuai amanat Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyusun alokasi anggaran kesehatan sesuai
program kesehatan nasional yang tercantum dalam Rencana Induk Bidang Kesehatan
(RIBK). Saat ini Kementerian Kesehatan RI menyusun RIBK Tahun 2025 — 2029, dimana
RIBK disusun mengacu pada arah kebijakan pembangunan kesehatan dalam RPJPN Tahun
2025 — 2045 dan RPJMN Tahun 2025 — 2029, yang akan ditetapkan dalam Peraturan
Presiden.

RIBK Tahun 2025 — 2029 merupakan dokumen perencanaan kesehatan strategis lima
tahunan yang menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun program
dan anggaran kesehatan. RIBK merupakan penerjemahan dari RPJPN dan RPJMN untuk
sektor kesehatan, dengan tujuan menciptakan keselarasan vertikal dan horizontal untuk

seluruh pemangku kepentingan sektor kesehatan.

Tabel 3. 4
Indikator Kinerja RIBK Tahun 2025 — 2029
yang Diselaraskan dalam RPJMD Tahun 2025 - 2029

Indikator Kinerja

Kineri
Sasaran Kinerja Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja Provinsi

1 ‘ Usia Harapan Hidup Usia Harapan Hidup
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. . .. A Indikator Kinerja
Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Provinsi Kabupaten/Kota
Tercapainya 2 | Total Fertility Rate (Angka Total Fertility Rate (Angka
Masyarakat yang Sehat Kelahiran Total) kelahitan total)
dan Produktif Sesuai 3 | Angka Kematian Ibu Angka Kematian lbu
Siklus Hidup 4 | Angka Kematian Balita Angka Kematian Balita
5 | Prevalensi Stunting Prevalensi Stunting
6 | Cakupan Penerima Pemeriksaan Cakupan Penerima Pemeriksaan
Kesehatan Gratis Kesehatan Gratis
7 | Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap
8 | Cakupan Kepesertaan Aktif Cakupan Kepesertaan Aktif
Jaminan Kesehatan Nasional Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) (JKN)
9 | Angka Keberhasilan Pengobatan Angka Keberhasilan Pengobatan
TB TB
10 | Persentase Hipertensi dalam Persentase Hipertensi dalam
Pengendalian Pengendalian
Meningkatnya 11 | Proporsi Penduduk dengan Proporsi Penduduk dengan
pembudayaan gaya Aktifitas Fisik Cukup Aktifitas Fisik Cukup
hidup sehat pada
Masyarakat melalui
penguatan kesadaran,
pengetahuan, dan
penerapan untuk
hidup sehat
Tabel 3. 5
Indikator Kinerja RIBK Tahun 2025 — 2029
yang Diselaraskan dalam Renstra PD Tahun 2025 — 2029
Program Outcome Indikator Kinerja Provinsi e L EL LT
Kabupaten/Kota
Pemenuhan Tercapainya Prevalensi Depresi pada Usia | Prevalensi Depresi pada Usia 2

Upaya Kesehetan
Perorangan dan
Upaya Kesehatan
Masyarakat

Masyarakat yang
Sehat Sesuai
Siklus Hidup dan
Layanan
Kesehatan yang
Berkualitas Baik,
Adil, dan
Terjangkau

> 15 Tahun

15 Tahun

Kab/Kota Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat

Kab/Kota Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat

Prevalensi Obesitas > 18
Tahun

Prevalensi Obesitas > 18
Tahun

Persentase Kabupaten/Kota
dengan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

Persentase Kabupaten/Kota
dengan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

Tingkat Kepuasan Pasien
terhadap Layanan Kesehatan

Tingkat Kepuasan Pasien
terhadap Layanan Kesehatan

Persentase Kab/Kota
Memenuhi Syarat Kualitas
Kesehatan Lingkungan

Persentase Kab/Kota
Memenuhi Syarat Kualitas
Kesehatan Lingkungan

Persentase Fasilitas
Kesehatan yang Terintegrasi
dalam Sistem Informasi
Kesehatan Nasional

Persentase Fasilitas Kesehatan
yang Terintegrasi dalam
Sistem Informasi Kesehatan
Nasional
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Indikator Kinerja

Program Outcome Indikator Kinerja Provinsi Kabupaten/Kota
8 | Persentase Fasilitas Persentase Fasilitas Pelayanan
Pelayanan Kesehatan Kesehatan Terakreditasi
Terakreditasi Paripurna Paripurna
9 | Persentase Fasilitas Persentase Fasilitas Pelayanan
Pelayanan Kesehatan dengan | Kesehatan dengan Perbekalan
Perbekalan Kesehatan Sesuai | Kesehatan Sesuai Standar
Standar
10 | Persentase Lanjut Usia yang Persentase Lanjut Usia yang
Mandiri Mandiri
11 | Persentase Merokok Persentase Merokok
Penduduk 10-21 Tahun Penduduk 10-21 Tahun
12 | Cakupan Penemuan Kasus TB | Cakupan Penemuan Kasus TB
13 | Kabupaten/Kota dengan -
Eliminasi Kusta
14 | Persentase Kabupaten/Kota -
yang Memiliki Unit Pelayanan
Tingkat Desa/Kelurahan
Sesuai Standar
Pengkatan Meningkatnya 15 | Rasio Tenaga Kesehatan dan Rasio Tenaga Kesehatan dan
Kapasitas Kuantitas, Tenaga Medis Terhadap Tenaga Medis Terhadap
Sumber Daya Kualitas dan Populasi Populasi
Manusia Pemerataan SDM | 16 | Persentase Puskesmas Persentase Puskesmas dengan
Kesehatan Kesehatan dengan SDMK Sesuai Standar | SDMK Sesuai Standar
17 | Persentase RS Pemerintah Persentase RS Pemerintah
dengan Dokter Spesialis dengan Dokter Spesialis Sesuai
Sesuai Standar Standar
Program Meningkatnya 18 | Proporsi Kebutuhan KB Yang Proporsi Kebutuhan KB yang
Pembinaan Efektifitas Terpenuhi Menurut Alat/Cara | Terpenuhi Menurut Alat/Cara
Keluarga Pelaksanaan KB Modern (Proportion of KB Modern (Proportion of
Berencana Program Demand Satisfied by Modern | Demand Satisfied by Modern
Keluarga Methods) Methods)
Berencana 19 | Angka Kelahiran Menurut Angka Kelahiran Menurut Usia
Usia Tertentu/Age Specific Tertentu/Age Specific Fertility
Fertility Rate (ASPR) 15-19 Rate (ASPR) 15-19 Tahun
Tahun
20 | Persentase KB Pasca Persentase KB Pasca
Persalinan (KBPP) Persalinan (KBPP)
Peningkatan Meningkatnya 21 | Persentase Pedagang Besar Persentase Penerbitan dan
Efektifitas Efektifitas Farmasi (PBF) Cabang yang Pemenuhan Komitmen SPP-
Program Sediaan | Program Sediaan Mampu Memelihara IRT Sesuai Standar
Farmasi dan Farmasi dan Persyaratan Perizinan
Pangan Olahan di | Pangan Olahan di | 22 | Persentase Rekomendasi Persentase Pangan Industri
Pemerintah Pemerintah Hasil Pengawasan Sediaan Rumah Tangga Aman dan
Daerah Daerah Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu
Dari Lintas Sektor yang
Ditindaklanjuti oleh
Pemerintah Daerah
23 - | Persentase sarana IRTP

yang Memenuhi Ketentuan
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Indikator Kinerja

Outcome Kabupaten/Kota

Program Indikator Kinerja Provinsi

24 - | Persentase Apotek dan Toko
Obat yang Mampu
Memelihara Persyaratan

Perizinan

25 - | Persentase Rekomendasi
Hasil Pengawasan Sediaan
Farmasi dan Pangan Olahan
dari Lintas Sektor yang
Ditindaklanjuti oleh

Pemerintah Daerah

Dalam menjamin sinergisme program pembangunan Nasional dan Daerah, maka
program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan kesehatan pada Rancangan Akhir Perubahan
RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 didasari pada arah kebijakan pembangunan
daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang

dalam kebijakan pembangunan sesuai Urusan Kesehatan Pemerintahan Daerah sebagai

berikut:
Tabel 3. 6
Indikator Urusan Kesehatan Tahun 2025
No Kinerja Indikator Provinsi Target Keterangan
1 2 3 4 5
1. | Terpenuhinya Standar Persentase pelayanan kesehatan 100% Disesuaikan
Pelayanan Minimal (SPM) bagi penduduk terdampak krisis dengan besaran
Bidang Kesehatan kesehatan akibat bencana dan/atau target hasil
berpotensi bencana Kortekrenbang
Tahun 2024 dan
Persentase pelayanan kesehatan 100% kondisi serta
bagi orang terdampak dan kemampuan
berisiko pada situasi Kejadian keuangan
Luar Biasa (KLB) daerah
2. | Penurunan Prevalensi Stunting | Prevalensi stunting (pendek dan 13%
(Lintas K/L) sangat pendek) pada balita
3. | Keberhasilan Pengobatan TB Penemuan Kasus TBC 90%
(TBC Succes Rate)
4. | Penurunan Angka Kematian Angka Kematian Ibu (AKI) 118 per
Ibu (AKI) 100.000
Kelahiran
Hidup
5. | Ketersediaan Obat Esensial dan | Persentase fasyankes dengan 97%
Vaksin Rutin ketersediaan obat esensial dan
vaksin rutin
6. | Rumah Sakit dan Puskesmas Persentase Rumah Sakit 78%
Terakreditasi Paripurna Terakreditasi Paripurna
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No Kinerja Indikator Provinsi Target Keterangan

2 3 4 5

7. | Rumah Sakit dan Puskesmas Persentase RS Pemerintah dengan 75%
dengan Jenis Tenaga Medis dan | jenis tenaga medis sesuai standar
Tenaga Kesehatan sesuai
Standar

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, salah satu sumber pembiayaan bagi
pelaksanaan prioritas nasional di daerah adalah Dana Alokasi Khusus (DAK), yaitu bagian
dari transfer keuangan ke daerah (TKD) yang dialokasikan untuk mendanai program,
kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu
operasionalisasi layanan publik, yang penggunaanya telah ditentukan oleh Pemerintah.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah disebutkan
bahwa DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada
daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Adapun pokok-pokok kebijakan
DAK Tahun 2025 meliputi: Menerapkan matching program antara kegiatan yang didanai
DAK dengan sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD, swasta, dll); memenuhi konsep
Tematik, Holistik, Integratif, Spasial (THIS) sehingga terdapat keterpaduan dalam
pengusulan DAK; Menerapkan konsep ketuntasan secara multiyears melalui DAK Jangka

Menengah; dan disusun berdasarkan pendekatan asimetris sesuai kebutuhan daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dokumen Perubahan Renja Tahun 2025 berpedoman pada dokumen RPJMD Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2025 — 2029, serta RPJMN Tahun 2025 — 2029 guna menjamin
terjadinya keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional di bidang kesehatan.

RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 — 2029 merupakan tahap pertama dari
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025 — 2045 yaitu tahap
”Penetapan Pondasi Transformasi” menuju pencapaian visi RPJPD “Sumatera Utara yang
Unggul, Maju dan Berkelanjutan” Tujuan jangka menengah adalah suatu kondisi yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dan sasaran jangka menengah
adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil
pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program

Perangkat Daerah.
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Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara merupakan
suatu kondisi yang akan dicapai dengan mengoperasionalisasikan Visi dan Misi Gubernur
dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2025 — 2029.

Dalam Visi “Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara yang Unggul, Maju
dan Berkelanjutan”, terkandung makna :

Kolaborasi, bermakna Proses kerjasama untuk menelurkan gagasan atau ide dalam rangka
menyelesaikan masalah secara bersama menuju visi bersama;

SUMUT - Sumatera Utara, bermakna seluruh wilayah dan komponen/lapisan masyarakat
yang berdiam di Sumatera Utara, yang berasal dari berbagai ragam adat budaya, etnis,
agama dan golongan yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi
dan menikmati hasil pembangunan;

Berkah, bermakna Harapan agar pembangunan tidak hanya sukses secara materi, tetapi juga
membawa kebaikan dan kebermanfaatan bagi semua pihak;

Unggul, bermakna Sumatera Utara yang berperan penting dalam tataran nasional dan
global, memiliki sumber daya manusia yang tangguh dengan keberagaman budaya yang
harmonis, menjadi pusat bioindustri dan pariwisata bertaraf global;

Maju, bermakna Sumatera Utara menjadi Provinsi maju dengan posisi empat besar dalam
perekonomian nasional, sejahtera, merata dan berkeadilan sosial, didukung infrastruktur
modern dan pelayanan birokrasi kelas dunia berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang
berakar pada budaya lokal. Kemajuan Sumatera Utara terlihat dari lancarnya akses dan
konektivitas antar wilayah, terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan publik,
berkurangnya kesenjangan antar wilayah dan antar strata pendapatan masyarakat, dan
berkembangnya wilayah metropolitan;

Berkelanjutan, bermakna Sumatera Utara yang berkontribusi dalam menerapkan prinsip-
prinsip pembangunan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan keseimbangan
pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap kelestarian lingkungan dan kehidupan
sosial masyarakat, dengan tata kelola yang baik.

Dalam rangka mewujudkan visi “Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara
yang Unggul, Maju dan Berkelanjutan” dan mendukung Program Prioritas Nasional untuk
pencapaian sasaran utama Trisula Pembangunan ditetapkan sasaran utama Pembangunan
Sumatera Utara, untuk urusan kesehatan adalah Indeks Modal Manusia yang ditargetkan
sebesar 0,54 poin pada Tahun 2025 dan meningkat menjadi 0,57 poin pada Tahun 2029.

Dalam rangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah maka ditetapkan 5
(lima) misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 — 2029,
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sebagai berikut:

Misi 1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
Membangun Sumber Daya Manusia Sumatera Utara yang sehat, cerdas, berkarakter,
berkualitas, berdaya saing berdasarkan ideologi Pancasila melalui penguatan peran
pemuda, perempuan, penyandang disabilitas dan pengarusutamaan gender yang
sejalan dengan Asta Cita 4 pada RPJMN Tahun 2025 — 2029.

Misi 2 Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah
Memperkuat stabilitas makro ekonomi daerah dilakukan melalui pengembangan
hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan lapangan kerja
melalui peningkatan iptek, inovasi, pemanfaatan energi baru terbarukan, penerapan
ekonomi hijau dan biru, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan
internasional dalam menjadikan Sumatera Utara sebagai pusat bioindustri dan
pariwisata bertaraf global yang sejalan dengan Asta Cita 6 pada RPJMN Tahun 2025
—2029.

Misi 3 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
Membangun tata kelola Pemerintahan yang lebih berkualitas melalui kerjasama
pemangku kepentingan dan pelayanan publik yang yang berintegritas, lincah, dinamis,
responsif dan kolaboratif serta menjunjung tinggi supremasi hukum yang sejalan
dengan Asta Cita 7 pada RPJMN Tahun 2025 —2029.

Misi 4 Mengembangkan dan Menata Infrastruktur yang berkualitas, Estetik dan

Ramah Lingkungan
Melanjutkan kesinambungan pembangunan pusat dan daerah melalui pengembangan
dan penataan Infrastruktur yang Berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan dalam
mendukung prioritas pembangunan, investasi dan pengembangan potensi daerah
untuk mewujudkan peningkatan produktivitas ekonomi, pemerataan pembangunan
dan konektivitas antar wilayah yang sejalan dengan Asta Cita 3 pada RPJMN Tahun
2025 —2029.

Misi S Memperkuat ketahanan sosial dan budaya untuk membangun Masyarakat

Sumut yang Tangguh
Meningkatkan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi untuk membangun masyarakat
yang tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim, harmonis dengan lingkungan
dan alam serta toleransi antar umat beragama dalam rangka menjaga nilai-nilai
demokrasi, mendukung pemberantasan narkoba dan menurunkan angka kriminalitas
yang sejalan dengan Asta Cita 8 pada RPJMN Tahun 2025 —2029.
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Penyusunan Perubahan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sebagai
upaya dalam melaksanakan pokok — pokok pikiran yang dijabarkan dalam Misi ke-1 yaitu
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Membangun Sumber Daya Manusia
Sumatera Utara yang sehat, cerdas, berkarakter, berkualitas, berdaya saing berdasarkan
ideologi Pancasila melalui penguatan peran pemuda, perempuan, penyandang disabilitas
dan pengarusutamaan gender yang sejalan dengan Asta Cita 4 pada RPJMN Tahun 2025 —
2029.

Dalam rangka pencapaian misi pembangunan jangka menengah maka ditetapkan 5
(lima) tujuan pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 — 2029,
dimana wurusan kesehatan mengampu Tujuan 1 Meningkatnya Kesejahteraan
Masyarakat dan Kualitas Sumber Daya Manusia. Tujuan ini bertujuan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat melalui program yang memperbaiki akses pendidikan, kesehatan,
dan keterampilan. Dengan kualitas SDM yang lebih baik, masyarakat akan lebih mampu
berpartisipasi dalam pembangunan, meningkatkan daya saing, dan produktivitas daerah. Hal
ini akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan mendukung
pencapaian misi pertama RPJMD, yaitu meningkatkan kualitas SDM sebagai fondasi
pembangunan daerah, yang berkontribusi pada kemajuan dan kesejahteraan Provinsi
Sumatera Utara.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
disusun untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana
tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 — 2029 disertai dengan
langkah penjabarannya secara strategis. Tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Provinsi
Sumatera Utara merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat
kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan
kesehatan secara keseluruhan.

Tujuan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara adalah ‘Meningkatnya Derajat
Kesehatan’, yang merupakan hasil penjabaran dari sasaran dari Tujuan Kesatu
pembangunan daerah, yang akan dinilai melalui indikator Umur Harapan Hidup (UHH).
Tujuan perangkat daerah selanjutnya dirumuskan ke dalam sasaran perangkat daerah
sebagai sebuah rumusan kondisi yang dapat menggambarkan bagaimana sebuah tujuan akan
tercapai. Sasaran tersebut akan dinilai secara terukur dan berkala melalui indikator-indikator

sebagaimana tersaji pada tabel berikut:
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Tabel 3.7

Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan

Tujuan/Sasaran

IKU/IKK

Satuan

Kondisi
Awal 2024

Target

Renja 2025

Perubahan
Renja 2025

Strategi

Arah Kebijakan

Meningkatnya Derajat Kesehatan
Masyarakat

Umur Harapan Hidup (UHH)

Tahun

73,9

74,01

74,01

Meningkatnya Kesehatan Ibu dan Anak

Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Bayi (AKB)

Per 100.000
Kelahiran Hidup

Per 1.000
Kelahiran Hidup

52,22

2,81

61,87

3,08

65,78

3,28

Meningkatkan Pelayanan
Kesehatan Ibu

Meningkatkan Pelayanan
Kesehatan Anak

Peningkatan Tata Kelola Pelayanan
Kesehatan Ibu Hamil, Ibu Bersalin, dan Ibu
Nifas Sesuai Standar

Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Reproduksi Pada Calon Pengantin dan
Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)

Peningkatan Kemitraan dan Kolaborasi
Lintas Program/ Lintas Sektor Dalam
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Ibu
Bersalin, dan Ibu Nifas

Peningkatan Tata Kelola Pelayanan
Kesehatan Bayi Baru Lahir (Neonatal) Bayi,
Balita, dan Anak

Peningkatan Kemitraan dan Kolaborassi
Lintas Program/Lintas Sektor dalam
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
(Neonatal), Bayi, Balita, dan Anak

Peningkatan Cakupan dan Mutu Imunisasi
Serta Penguatan PD3I (Penyakit Yang Dapat
Dicegah Dengan Imunisasi)

Meningkatnya Status Gizi Masyarakat

Persentase Stunting pada Balita (Pendek
dan Sangat Pendek)

Persen

22

16,4

20

Meningkatkan Upaya
Perbaikan Gizi
Masyarakat

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
dalam Perbaikan Gizi Masyarakat

Peningkatan Pendidikan Gizi

Peningkatan Surveilans Gizi

Peningkatan Suplementasi Gizi

Menurunnya Angka Kesakitan

Angka Kesakitan (Morbiditas)

Persen

10,08

9,72

10,03

Meningkatkan Upaya
Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit

Penguatan Deteksi Dini/Skrining,
Pengobatan Tuntas, dan Monitoring
Berkelanjutan Kasus TBC Secara
Terintegrasi

Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Menular dan Vektor Penyakit
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Target

. Kondisi q -
No Tujuan/Sasaran IKU/IKK Satuan Awal 2024 . Perubahan Strategi Arah Kebijakan
Renja 2025 3
Renja 2025

Penguatan Surveilans dan Karantina
Kesehatan Serta Penanggulangan Wabah dan
Bencana
Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

Meningkatkan Kualitas Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan

Kesehatan Lingkungan pada Tempat Fasilitas Umum (TFU),
Tempat Pengolahan Makanan (TPM), dan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Implementasi Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat (STBM) di Seluruh Desa/
Kelurahan
Implementasi Tatanan Kawasan Sehat di
Semua Kab/Kota

Meningkatkan Perilaku Peningkatan Germas dan PHBS di Semua

Hidup Sehat Tatanan
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan
Swasta dalam Pembangunan Kesehatan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja dan
Olahraga

Meningkatkan Kebijakan | Penguatan Perencanaan, Monitoring,

dan Manajemen Evaluasi, dan Pengendalian

Kesehatan Peningkatan Tata Kelola Sistem Informasi
Kesehatan

4 Meningkatnya Akses dan Mutu Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Persen 93,61 - 98,6 Penguatan Perlindungan | Percepatan Pencapaian UHC
Pelayanan Kesehatan Nasional (JKN) Jaminan Kesehatan alisasi Si nf T

Masyarakat Optimalisasi Sistem Informasi Layanan
Kesehatan Daerah

Peningkatan Akses Penguatan Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Pelayanan Keschatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Usia

Gratis dan Promotif Lanjut

Proporsi Fasilitas Kesehatan yang Persen N/A - 54 Meningkatkan Mutu Penguatan Layanan Kesehatan di Kawasan
Terakreditasi Paripurna Pelayanan Kesehatan Strategis Industri dan Pariwisata Melalui

Dasar, Rujukan dan Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Alat

Laboratorium Kesehatan | Kesehatan (SPA) Sesuai Standar
Pemerataan Layanan Kesehatan Melalui
Penyediaan dan Distribusi Dokter Spesialis
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Target

. Kondisi q -
No Tujuan/Sasaran IKU/IKK Satuan Awal 2024 . Perubahan Strategi Arah Kebijakan
Renja 2025 3
Renja 2025
Peningkatan Ketersediaan, Keterjangkauan,
dan Mutu Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Perencanaan, Pendayagunaan, dan
Pengembangan SDM Kesehatan
Peningkatan Kualitas Institusi Penyelenggara
Pelatihan Kesehatan
Penguatan Pelaksanaan Integrasi Layanan
Primer (ILP)
Peningkatan Pelayanan Kegawatdaruratan di
Faskes
5 Meningkatnya Mutu Pelayanan Average Length of Stay (ALOS) RS Jiwa Hari 66 35 35 Menurunkan Rata-Rata Peningkatan Pengelolaan Layanan
Kesehatan Jiwa dan Rehabilitasi Lama Rawat Inap di Kesehatan Rumah Sakit
NAPZA Serta Jaminan RurpahkSaklt Mfe!lbat‘kan Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang

Peningkatan E Isiensi Rumah Sakit

Pelayanan, Optimalisasi

Proses Perawatan, dan Peningkatan Barang Milik Daerah Rumah

Peningkatan Koordinasi | Sakit

Antar Bidang Peningkatan Pelayanan BLUD

Bed Occupancy Rate (BOR) RS Jiwa Persen 59,6 75 75 Meningkatkan Tingkat Peningkatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan

Hunian Tempat Tidur di | Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah

Rumah Sakit yang Sakit

Melibatkan Berbagai Peningkatan SDM Kesehatan, Kompetensi

Pendekatan, Mulai dari dan Kualifikasi

Manajemen Operasional

Hingga Pemasaran

Indeks Kepuasan Masyarakat RS Jiwa Persen 86,65 85 85 Meningkatkan Kualitas Peningkatan Perencanaan dan Pelaporan

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit

Melalui Peng,m}(uran dan Peningkatan Pengelolaan Keuangan Rumah

Pemantauan Tingkat Sakit

Kepuasan Pasien

Terhadap Layanan yang Peningkatan Pengelolaan Administrasi

Diberikan Umum Rumah Sakit
Peningkatan Pengelolaan Barang Milik
Daerah Rumah Sakit

6 Mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang | Bed Occupancy Rate (BOR) RSU Haji Persen 77,08 70 70 Peningkatan Mutu Pelayanan Medik,

Profesional, Ramah dan Empati

Medan

Keperawatan, dan Penunjang Medik
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Target

No Tujuan/Sasaran IKU/IKK Satuan o Renia 2075 | Perubahan Strategi Arah Kebijakan
! Renja 2025
Meningkatkan akses dan | Peningkatan Pelayanan Kegawatdaruratan
mutu pelayanan Rumah Sakit
kesehatan Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Alat
Kesehatan (SPA) Sesuai Standar Rumah
Sakit Kelas B
7 Mewujudkan RS yang Memiliki Sumber | Length of Stay (LOS) RSU Haji Medan Hari 4 4 4 Meningkatkan mutu Perencanaan, Pendayagunaan dan
Daya yang Sesuai dengan Standar RS tenaga kesehatan Pengembangan SDM Kesehatan
Kelas B o
Penguatan Penelitian dan Pengembangan
Kesehatan
8 Mewujudkan Tata Kelola Rumah Sakit Indeks Kepuasan Masyarakat RSU Haji Persen 87,6 87 87 Meningkatkan kebijakan | Penguatan Perencanaan, Monitoring,
yang Bermutu, Akuntabel, dengan Medan dan manajemen Evaluasi dan Pengendalian
Didukung Sistem Teknologi Informasi kesehatan

Peningkatan Tata Kelola Sistem Informasi
Rumah Sakit

Peningkatan Tata Kelola Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD)

Peningkatan Tata Kelola Humas, Hukum
Kesehatan, Ketatausahaan, dan Rumah
Tangga Rumah Sakit
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BAB 1V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perubahan

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun
2025 mengacu pada RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 — 2045, RPJMD Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2025 — 2029, Renstra Dinas Keschatan Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2025 — 2029, dan Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025, maka
diperlukan penyesuaian Renja Tahun 2025 terhadap program, kegiatan, dan sub kegiatan
dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja yang ditetapkan.

Sampai triwulan II Tahun 2025, telah dilakukan proses Pergeseran APBD Tahun
2025 pada Dinas Kesehatan sebanyak 5 (kali) dari 6 (enam) kali pergeseran APBD Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2025, guna menindaklanjuti beberapa kebijakan pemerintah dan
daerah yang harus dilaksanakan serta untuk menyesuaikan dan menyelaraskan anggaran
program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan Asta Cita Presiden, PHTC Nasional, Visi, Misi
Gubernur, PHTC Provinsi, dan Program Prioritas Pembangunan.

Pada Renja Tahun 2025 Dinas Kesehatan mengampu sebanyak 5 program, 18
kegiatan, dan 83 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 657.329.227.055,00,- dan
pada Perubahan Renja Tahun 2025, mengalami perubahan menjadi 5 program, 17 kegiatan,
dan 69 sub kegiatan dengan total anggaran Rp. 690.182.448.986,00,- bertambah sebesar Rp.
32.853.221.931,00,- seperti pada tabel berikut:

Tabel 4. 1
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perubahan Tahun 2025

Sasaran Kegiatan Rencana Perubahan
Program/Kegiatan/ Sub - r—
No Kegiatan ;::;I:::!?;Klzlgni:\rn Target Lokasi Sebelum Setelah Bertambah/ Ket
Subkegiatan Kegiatan Perubahan (Rp) | Perubahan (Rp) Berkurang
1 PROGRAM Nilai SAKIP Perangkat AA 295.989.996.759 | 283.756.733.211 -12,233,263,548
PENUNJANG URUSAN Daerah
PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI
Perencanaan, Jumlah Dokumen 12 1.665.159.950 230.387.800 -1,434,772,150
Penganggaran, dan Perencanaan, Dokumen
Evaluasi Kinerja Penganggaran, dan Evaluasi
Perangkat Daerah Kinerja yang Tersedia
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen 5 Dokumen Sumatera 1.109.662.800 93.948.750 -1,015,714,050
Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat Utara
Daerah Daerah
Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD 5 Dokumen Sumatera 18.810.000 13.640.000 -5,170,000
Penyusunan Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Utara
RKA- SKPD Penyusunan Dokumen RKA-
SKPD
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No

Program/Kegiatan/ Sub

Sasaran Kegiatan

Rencana Perubahan

Indikator Kinerja

Kegiatan . Lokasi Sebelum Setelah Bertambah/
Pros?l:g:'z;:‘gt):‘tan Leliztls Kegiatan Perubahan (Rp) | Perubahan (Rp) Berkurang Ket

Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen Sumatera 35.506.150 15.000.000 -20,506,150
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Utara
Perubahan RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan

Dokumen Perubahan RKA-

SKPD
Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD 6 Dokumen Sumatera 28.695.200 16.540.650 -12,154,550
Penyusunan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Utara

Penyusunan Dokumen DPA-

SKPD
Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 6 Dokumen Sumatera 45.839.850 51.490.450 5,650,600
Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Utara
DPA- SKPD Koordinasi Penyusunan

Dokumen Perubahan DPA-

SKPD
Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian 2 Dokumen Sumatera 22.599.000 22.599.000 0
Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Utara
Capaian Kinerja dan Kinerja SKPD dan Laporan
Ikhtisar Realisasi Kinerja Hasil Koordinasi Penyusunan
SKPD Laporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi 5 Dokumen Sumatera 404.046.950 17.168.950 -386,878,000
Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah Utara
Administrasi Keuangan Jumlah Dokumen Keuangan 3 Dokumen 250,190,657,850 | 249,803,862,478 -386,795,372
Perangkat Daerah yang Tersedia
Penyediaan Gaiji dan Jumlah Orang yang Menerima 850 Orang/ Sumatera | 247,871,026,000 | 247,871,028,478 2,478
Tunjangan ASN Gaiji dan Tunjangan ASN Bulan Utara
Penyediaan Administrasi Jumlah Dokumen Hasil 4 Dokumen Sumatera 2,022,384,000 1,932,834,000 -89,550,000
Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Administrasi Utara

Pelaksanaan Tugas ASN
Pelaksanaan 108,815,750 0 -108,815,750
Penatausahaan dan
Penguijian/Verifikasi
Keuangan SKPD
Koordinasi dan 27,447,600 0 -27,447,600
Pelaksanaan Akuntansi
SKPD
Koordinasi dan 16,830,000 0 -16,830,000
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD
Pengelolaan dan 103,050,500 0 -103,050,500
Penyiapan Bahan
Tanggapan Pemeriksaan
Koordinasi dan 41,104,000 0 -41,104,000
Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/
Triwulanan/Semesteran
SKPD
Administrasi Barang 38.882.914 0 -38,882,914
Milik Daerah pada
Perangkat Daerah
Penyusunan 3.974.750 0 -3,974,750
Perencanaan Kebutuhan
Barang Milik Daerah
SKPD
Koordinasi dan Penilaian 5.879.664 0 -5,879,664
Barang Milik Daerah
SKPD
Pembinaan, 12.062.500 0 -12,062,500
Pengawasan, dan
Pengendalian Barang
Milik Daerah pada SKPD
Rekonsiliasi dan 16.966.000 0 -16,966,000
Penyusunan Laporan
Barang Milik Daerah
pada SKPD
Administrasi Jumlah Dokumen 3 Dokumen 1.157.834.500 519.768.000 -638,066,500

Kepegawaian
Perangkat Daerah

Kepegawaian yang Disusun
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Pendataan dan Jumlah Dokumen Pendataan 1 Dokumen Sumatera 11.730.000 600.000 -11,130,000
Pengolahan Administrasi dan Pengolahan Administrasi Utara
Kepegawaian Kepegawaian
Koordinasi dan 14.010.000 0 -14,010,000
Pelaksanaan Sistem
Informasi Kepegawaian
Monitoring, Evaluasi, dan 184.169.500 0 -184,169,500
Penilaian Kinerja
Pegawai
Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah Pegawai Berdasarkan 100 Orang Sumatera 898.797.000 519.168.000 -379,629,000
Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Utara
Tugas dan Fungsi Mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan
Sosialisasi Peraturan 49.128.000 0 -49,128,000
Perundang-Undangan
Administrasi Umum Jumlah Dokumen Umum 1 Dokumen 5.716.258.118 4.119.376.318 -1,596,881,800
Perangkat Daerah yang Berkualitas
Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen 1 Paket Sumatera 417.574.360 238.099.619 -179,474,741
Instalasi Instalasi Listrik/Penerangan Utara
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang
Bangunan Kantor Disediakan
Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan dan 1 Paket Sumatera 815.490.580 524.094.898 -291,395,682
dan Perlengkapan Kantor | Perlengkapan Kantor yang Utara
Disediakan
Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan 1 Paket Sumatera 734.116.350 544.138.538 -189,977,812
Rumah Tangga Rumah Tangga yang Utara
Disediakan
Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan 1 Paket Sumatera 819.838.100 606.292.263 213,545,837
Cetakan dan dan Penggandaan yang Utara
Penggandaan Disediakan
Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen Bahan 1 Dokumen Sumatera 90.098.000 70.358.000 -19,740,000
Bacaan dan Peraturan Bacaan dan Peraturan Utara
Perundang-Undangan Perundang-Undangan yang
Disediakan
Fasilitasi Kunjungan Jumlah Laporan Fasilitasi 1 Laporan Sumatera 356.145.000 294.705.000 61,440,000
Tamu Kunjungan Tamu Utara
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan 1 Laporan Sumatera 2.455.395.728 1.816.938.000 -638,457,728
Koordinasi dan Penyelenggaraan Rapat Utara
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
Dukungan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Dukungan 1 Dokumen Sumatera 27.600.000 24.750.000 -2,850,000
Sistem Pemerintahan Pelaksanaan Sistem Utara
Berbasis Elektronik pada Pemerintahan Berbasis
SKPD Elektronik pada SKPD
Pengadaan Barang Jumlah dokumen layanan 1 Dokumen 4.652.848.609 2.303.494.008 -2,349,354,601
Milik Daerah Penunjang | administrasi barang milik
Urusan Pemerintah daerah
Daerah
Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang 1 Paket Sumatera 1.191.947.439 624.870.037 -567,077,402
Disediakan Utara
Pengadaan Peralatan Jumlah Unit Peralatan dan 1 Unit Sumatera 3.250.744.561 1.569.112.917 -1,681,631,644
dan Mesin Lainnya Mesin Lainnya yang Utara
Disediakan
Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan 1 Unit Sumatera 210.156.609 109.511.054 -100,645,555
Prasarana Gedung Prasarana Gedung Kantor Utara
Kantor atau Bangunan atau Bangunan Lainnya yang
Lainnya Disediakan
Penyediaan Jasa Jumlah dokumen pelayanan 1 Dokumen 20.587.594.862 20.522.369.817 -65,225,045
Penunjang Urusan umum yang berkualitas
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan 1 Laporan Sumatera 46.376.848 32.298.216 -14,078,632
Menyurat Jasa Surat Menyurat Utara
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Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan 1 Laporan Sumatera 5.194.274.410 5.194.274.410 0
Komunikasi, Sumber Jasa Komunikasi, Sumber Utara
Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang
Disediakan
Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan 1 Laporan Sumatera 15.346.943.604 15.295.797.191 -51,146,413
Pelayanan Umum Kantor | Jasa Pelayanan Umum Kantor Utara
yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Jumlah dokumen hasil 1 Dokumen 11.980.759.956 6.257.474.790 -5,723,285,166
Milik Daerah Penunjang | pemeliharaan barang milik
Urusan Pemerintahan daerah yang tersedia
Daerah
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan 7 Unit Sumatera 431.820.000 437.180.000 5,360,000
Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas atau Utara
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan
Kendaraan Perorangan yang Dipelihara dan
Dinas atau Kendaraan Dibayarkan Pajaknya
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas 167 Unit Sumatera 1.376.680.000 1.126.129.106 -250,550,894
Pemeliharaan, Biaya Operasional atau Lapangan Utara
Pemeliharaan, Pajak dan yang Dipelihara dan
Perizinan Kendaraan Dibayarkan Pajak dan
Dinas Operasional atau Perizinannya
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin 1 Unit Sumatera 1.651.387.588 1.459.219.844 -192,167,744
dan Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara Utara
Pemeliharaan/Rehabilitas | Jumlah Gedung Kantor dan 2 Unit Sumatera 8.250.872.368 3.234.945.840 -5,015,926,528
i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Utara
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
Pemeliharaan/Rehabilitas | Jumlah dokumen hasil 270.000.000 0 -270,000,000
i Sarana dan Prasarana pemeliharaan barang milik
Pendukung Gedung daerah yang tersedia
Kantor atau Bangunan
Lainnya
2 PROGRAM 352.840.589.057 | 393.040.668.481 40,200,079,424
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan Fasilitas Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 26.797.652.857 36.491.971.074 9,694,318,217
Pelayanan, Sarana, Pengembangan Fasilitas
Prasarana dan Alat Pelayanan, Sarana,
Kesehatan untuk UKP Prasarana, dan Alat
Rujukan, UKM dan UKM | Kesehatan untuk UKP
Rujukan Tingkat Rujukan, UKM Rujukan
Daerah Provinsi Tingkat Daerah Provinsi
Pengembangan Fasilitas Jumlah Prasarana Fasilitas Sumatera 5.229.570.286 4.685.050.504 -544,519,782
Kesehatan Lainnya Layanan Kesehatan yang Utara
disediakan
Pengembangan Jumlah Pelayanan Kesehatan 2 Layanan Sumatera 3.670.284.871 84.530.000 -3,585,754,871
Pendekatan Pelayanan Di DTPK (Pelayanan Utara
Kesehatan di DTPK Kesehatan Bergerak, Gugus
(Pelayanan Kesehatan Pulau, Pelayanan Kesehatan
Bergerak, Gugus Pulau, Berbasis Telemedicine, dll)
Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan
Berbasis Telemedicine, Pengembangan
dll)
Rehabilitasi dan Jumlah Gedung Kantor dan 1 Unit Sumatera 1.564.870.000 1.546.512.254 -18,357,746
Pemeliharaan Fasilitas Bangunan Lainnya yang Utara
Kesehatan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
Rehabilitasi dan Jumlah Gedung Kantor dan 2 Paket Sumatera 2.039.750.000 3.929.988.373 1,890,238,373
Pemeliharaan Rumah Bangunan Lainnya yang Utara

Sakit

Dipelihara/Direhabilitasi
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Pengadaan Alat Jumlah Alat-alat 1 Unit Sumatera 9.555.085.115 17.442.592.007 7,887,506,892
Kesehatan/Alat Kesehatan/Peralatan Utara
Penunjang Medik Laboratorium Kesehatan yang
Fasilitas Layanan disediakan dan dipelihara
Kesehatan
Pemeliharaan Alat Jumlah Alat Kesehatan/Alat 3 Sumatera 405.000.000 355.000.000 -50,000,000
Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Utara
Penunjang Medik Layanan Kesehatan yang
Fasilitas Layanan Terpelihara Sesuai Standar
Kesehatan
Distribusi Alat Jumlah Dokumen Distribusi 1 Dokumen Sumatera 322.300.500 377.111.750 54,811,250
Kesehatan, Obat, Bahan Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Utara
Habis Pakai, Bahan Makanan dan Minuman serta
Medis Habis Pakai, Fasilitas Kesehatan Lainnya
Vaksin, Makanan dan
Minuman ke Fasilitas
Kesehatan
Pengadaan Obat, Bahan Jumlah Obat, Vaksin, 1 Paket Sumatera 12.910.647.242 12.840.766.690 -69,880,552
Habis Pakai, Bahan Makanan dan Minuman serta Utara
Medis Habis Pakai,, Fasilitas Kesehatan Lainnya
Vaksin, Makanan dan yang disediakan
Minuman di Fasilitas
Kesehatan
Penyediaan Layanan Jumlah Dokumen Layanan 1 16.540.331.386 34.822.062.017 18,281,730,631
Kesehatan untuk UKP Kesehatan untuk UKP
Rujukan, UKM dan UKM | Rujukan, UKM, dan UKM
Rujukan Tingkat Rujukan Tingkat Daerah
Daerah Provinsi Provinsi
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen tentang 1 Dokumen Sumatera 629.715.108 260.864.500 -368,850,608
Kesehatan bagi Penduduk yang Mendapatkan Utara
Penduduk Terdampak Layanan Kesehatan yang
Krisis Kesehatan Akibat Terdampak Krisis Kesehatan
Bencana dan/atau Akibat Bencana dan/Atau
Berpotensi Bencana Berpotensi Bencana Provinsi
Sesuai Standar
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Penduduk 1 Dokumen Sumatera 649.056.561 309.984.225 -339,072,336
Kesehatan bagi yang Mendapatkan Layanan Utara
Penduduk pada Kondisi Kesehatan pada Kondisi
Kejadian Luar Biasa Kejadian Luar Biasa Provinsi
(KLB) yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Sumatera 2.143.302.100 1.079.986.200 -1,063,315,900
Kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Pelayanan Utara
Kesehatan Ibu dan Anak
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Sumatera 100.582.370 43.174.000 -57,408,370
Kesehatan Usia Produktif | Pengelolaan Pelayanan Utara
Kesehatan Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokunen Sumatera 303.373.734 121.269.280 -182,104,454
Kesehatan Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Utara
Kesehatan Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Sumatera 5.879.963.915 6.927.567.664 1,047,603,749
Kesehatan Gizi Pengelolaan Pelayanan Utara
Masyarakat Kesehatan Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Sumatera 186.230.000 74.668.000 -111,562,000
Kesehatan Kerja dan Pengelolaan Pelayanan Utara
Olahraga Kesehatan Kerja dan
Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Sumatera 315.471.040 126.118.000 -189,353,040
Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Pelayanan Utara
Kesehatan Lingkungan
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Sumatera 1.646.005.356 2.059.670.666 413,665,310
Promosi Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Utara
Promosi Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokunen Sumatera 71.560.760 32.895.000 -38,665,760
Kesehatan Tradisonal, Pengelolaan Pelayanan Utara

Akupuntur, Asuhan
Mandiri dan Tradisional
Lainnya

Kesehatan Tradisional,
Akupuntur, Asuhan Mandiri
dan Tradisional Lainnya
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Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokunen Sumatera 2.604.167.988 3.111.399.710 507,231,722
Kesehatan Penyakit pengelolaan Pelayanan Utara
Menular dan Tidak Kesehatan Penyakit Menular
Menular dan Tidak Menular
Pengelolaan Pelayanan Jumlah dokumen hasil 1 Dokumen Sumatera 33.900.000 18.000.000 -15,900,000
Kesehatan Haji Pengelolaan Pelayanan Utara

Kesehatan Haji
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokunen Sumatera 396.234.000 317.959.000 -78,275,000
Kesehatan Orang Pengelolaan Pelayanan Utara
dengan Masalah Kesehatan Orang dengan
Kesehatan Jiwa (ODMK) Masalah Kesehatan Jiwa

(ODMK)
Pengelolaan Pelayanan 142.895.000 0 -142,895,000
Kesehatan Orang
dengan Kecanduan
NAPZA
Pengelolaan Jaminan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Sumatera 278.353.325.980 | 314.856.617.280 36,503,291,300
Kesehatan Masyarakat Pengelolaan Jaminan Utara

Kesehatan Masyarakat
Pengelolaan Surveilans Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Sumatera 811.655.300 684.193.000 -127,462,300
Kesehatan Pengelolaan Surveilans Utara

Kesehatan
Koordinasi dan Jumlah dokumen hasil 2 Dokumen Sumatera 462.356.000 180.872.000 -281,484,000
Sinkronisasi Penerapan Koordinasi dan Sinkronisasi Utara
SPM Bidang Kesehatan Penerapan SPM Bidang
Lintas Kabupaten/Kota Kesehatan Lintas

Kabupaten/Kota
Pembinaan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Sumatera 896.383.910 525.073.000 -371,310,910
Upaya Pelayanan Pembinaan Pelaksanaan Utara
Kesehatan Upaya Pelayanan Kesehatan
Investigasi Lanjutan Jumlah Dokumen hasil 1 Dokumen Sumatera 38.642.000 14.958.000 -23,684,000
Kejadian lkutan Pasca Investigasi Lanjutan Kejadian Utara
Imunisasi dan Pemberian | Ikutan Pasca Imunisasi dan
Obat Massal oleh Pemberian Obat Massal oleh
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Operasional Pelayanan Jumlah Dokumen Operasional 4 Dokumen Sumatera 15.326.081.989 17.726.669.182 2,400,587,193
Rumah Sakit Pelayanan Rumah Sakit Utara
Penyediaan dan Jumlah Public Safety Center 19 PSC Sumatera 880.069.029 353.103.599 -526,965,430
Pengelolaan Sistem (PSC 119) tersedia, terkelola Utara
Penanganan Gawat dan terintegrasi dengan rumah
Darurat Terpadu sakit dalam satu Sistem
(SPGDT) Penanganan Gawat Darurat

Terpadu (SPGDT)
Pengambilan dan Jumlah Paket Spesimen 1 Paket Sumatera 100.000.000 100.000.000 0
Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Utara
Penyakit Potensial KLB Lab Rujukan/Nasional yang
ke Lab Rujukan/Nasional didistribusikan
Upaya Pengurangan Jumlah dokumen hasil upaya 1 Dokumen Sumatera 195.538.368 86.999.850 -108,538,518
Risiko Krisis Kesehatan pengurangan risiko krisis Utara

kesehatan
Penyelenggaraan Persentase Kabupaten/Kota 100 % 673.223.387 285.902.587 -387,320,800
Sistem Informasi yang menyelenggarakan
Kesehatan Secara Sistem Informasi Kesehatan
Terintegrasi
Pengelolaan Sistem Jumlah Dokumen hasil 1 Dokumen Sumatera 673.223.387 285.902.587 -387,320,800
Informasi Kesehatan Pengelolaan Sistem Informasi Utara

Kesehatan
Penerbitan Izin Rumah Jumlah rumah sakit dan 40 Rumah 4.303.347.148 370.732.160 -3,932,614,988
Sakit Kelas B dan fasyankes yang menerapkan Sakit
Fasilitas Pelayanan standarisasi dan klasifikasi
Kesehatan Tingkat
Daerah Provinsi
Peningkatan Tata Kelola Jumlah Rumah Sakit yang 40 Unit Sumatera 3.114.983.788 2.110.440.000 -1,004,543,788
Rumah Sakit melakukan peningkatan tata Utara

kelola sesuai standar
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Pengendalian dan Jumlah Rumah Sakit Kelas B 35 Rumah Sumatera 197.783.860 79.587.760 -118,196,100
Pengawasan serta dan Fasilitas Pelayanan Sakit Utara
Tindak Lanjut Perizinan Kesehatan yang dikendalikan,
Rumah Sakit Kelas B dan | diawasi dan ditindaklanjuti
Fasilitas Pelayanan perizinannya
Kesehatan
Peningkatan Mutu Jumlah fasilitas kesehatan 40 Unit Sumatera 990.579.500 291.144.400 -699,435,100
Pelayanan Fasilitas yang dilakukan pengukuran Utara
Kesehatan Indikator Nasional Mutu (INM)
pelayanan kesehatan
3 PROGRAM 5.115.348.939 7.413.056.444 2,297,707,505
PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA MANUSIA
KESEHATAN
Perencanaan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 4.466.471.539 7.159.424.444 2,692,952,905
Kebutuhan Sumber Perencanaan Kebutuhan
Daya Manusia SDMK Berdasarkan
Kesehatan untuk UKM Pemetaan di rumah Sakit
dan UKP Provinsi dan Puskesmas
Pemenuhan Kebutuhan Jumlah Sumber Daya 1 Dokumen Sumatera 4.466.471.539 7.159.424.444 2,692,952,905
Sumber Daya Manusia Manusia Kesehatan yang Utara
Kesehatan Memenuhi Standar di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
(Fasyankes)
Pengembangan Mutu Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 648.877.400 253.632.000 -395,245,400
dan Peningkatan Pelaksanaan Peningkatan
Kompetensi Teknis Kompetensi dan Kualifikasi
Sumber Daya Manusia SDMK
Kesehatan Tingkat
Daerah Provinsi
Peningkatan Kompetensi | Jumlah Sumber Daya 0 Orang Sumatera 648.877.400 253.632.000 395,245,400
dan Kualifikasi Sumber Manusia Kesehatan Utara
Daya Manusia Kompetensi dan Kualifikasi
Kesehatan Meningkat
4 PROGRAM SEDIAAN 332.444.000 193.446.000 -138,998,000
FARMASI, ALAT
KESEHATAN DAN
MAKANAN MINUMAN
Penerbitan Pengakuan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 263.160.000 172.108.000 -91,052,000
Pedagang Besar Pembinaan dan
Farmasi (PBF) Cabang Pengawasan PBF Cabang
dan Cabang Penyalur dan PAK Cabang
Alat Kesehatan (PAK)
Pengendalian dan Jumlah PBF Cabang dan 1 Dokumen Sumatera 263.160.000 172.108.000 -91,052,000
Pengawasan serta Cabang PAK yang Utara
Tindak Lanjut Penerbitan dikendalikan dan diawasi
Pengakuan PBF Cabang dalam rangka Penerbitan dan
dan Cabang PAK tindaklanjut penerbitan
perizinan
Penerbitan Izin Usaha Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 69.284.000 21.338.000 -47,946,000
Kecil Obat Tradisional Pembinaan dan
(UKOT) Pengawasan UKOT yang
dibina dan diawasi
Pengendalian dan Jumlah PBF Cabang dan 30 Sarana Sumatera 69.284.000 21.338.000 47,946,000
Pengawasan serta Cabang PAK yang Utara
Tindak Lanjut Penerbitan Dikendalikan dan Diawasi
Izin Usaha Kecil Obat dalam rangka Penerbitan dan
Tradisional Tindaklanjut Penerbitan
Perizinan
5 PROGRAM 3.050.848.300 5.778.544.850 2,727,696,550
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT BIDANG
KESEHATAN
Advokasi, Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 2.882.432.300 5.610.128.850 2,727,696,550
Pemberdayaan, Pelaksanaan GERMAS di
Kemitraan, Peningkatan | Kabupaten/Kota
Peran Serta Masyarakat
dan Lintas Sektor
Tingkat Daerah
Provinsi
Peningkatan Upaya Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Sumatera 2.882.432.300 5.610.128.850 2,727,696,550
Advokasi Kesehatan, Advokasi Kesehatan, Utara

Pemberdayaan,
Penggalangan
Kemitraan, Peran serta
Masyarakat dan Lintas
Sektor Tingkat Daerah
Provinsi

Pemberdayaan,
Penggalangan Kemitraan,
Peran serta Masyarakat dan
Lintas Sektor Tingkat Daerah
Provinsi
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Pengembangan dan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 168.416.000 168.416.000 0
Pelaksanaan Upaya Pelaksanaan
Kesehatan Bersumber Pengembangan UKBM
Daya Masyarakat
(UKBM) Tingkat Daerah
Provinsi
Bimbingan Teknis dan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Sumatera 168.416.000 168.416.000

Supervisi UKBM Bimbingan Teknis dan Utara

Supervisi UKBM

TOTAL 657.329.227.055 | 690.182.448.986

32,853,221,931

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2025 berdasarkan kewenangan dalam rangka pencapaian tujuan dan
sasaran (Indikator Kinerja Utama), berjumlah 5 (lima) program, 17 (tujuh belas) kegiatan,
dan 69 (enam puluh sembilan) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan
Masyarakat

Sasaran Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan
Masyarakat adalah meningkatnya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan kesehatan
masyarakat, meningkatnya kesehatan keluarga, meningkatnya kualitas kesehatan
lingkungan, meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan, terkendalinya penyakit
menular dan tidak menular, terkendalinya penyakit pada saat bencana dan KLB, dan
meningkatnya jaminan kesehatan masyarakat. Adapun kegiatan pada program ini adalah
sebagai berikut :
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan,
UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, dengan sasaran: meningkatnya kualitas
pelayanan sesuai standar, meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan di daerah
terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK), Meningkatnya ketersediaan obat,
vaksin, bahan medis habis pakai, makanan, dan minuman, meningkatnya layanan sarana dan
prasarana fasilitas kesehatan. Berikut adalah Sub Kegiatan yang mendukung
penyelenggaraan kegiatan tersebut:

1) Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan
Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll), dengan
sasaran terlaksananya Pelayanan Kesehatan Bergerak Terintegrasi di DTPK oleh
Dinas Kesehatan,

2) Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,

Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan, dengan sasaran terlaksananya
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3)

distribusi alat kesehatan, obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin,
makanan dan minuman ke kabupaten/kota

Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan
Minuman di Fasilitas Kesehatan, dengan sasaran tersedianya obat, vaksin, bahan habis

pakai, bahan medis habis pakai, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan

Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat
Daerah Provinsi, dengan sasaran sebagai berikut:

a.

s

& o

= @ oo

1)

2)

3)

4)

S)

6)

7)

Meningkatnya layanan kesehatan masyarakat

Meningkatnya layanan perorangan dan masyarakat

eningkatnya layanan kesehatan lingkungan

Meningkatnya pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas

Terbangunnya penguatan tata kelola rumah sakit

Terlayaninya kesehatan masyarakat pada waktu bencana dan KL B

Tersedianya pembiayaan dan jaminan kesehatan

Meningkatnya layanan kesehatan di lingkungan UPTD Dinas Kesehatan Provinsi
Sumatera Utara,

Berikut adalah Sub Kegiatan yang mendukung penyelenggaraan kegiatan tersebut:
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat
Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana, dengan sasaran terlaksananya pengelolaan
pelayanan Kesehatan bagi penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana
dan/atau berpotensi bencana;

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa
(KLB), dengan sasaran terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk
terdampak akibat KLLB dan/atau berpotensi KLB;

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, dengan sasaran terlaksananya
pengelolaan pelayanan Kesehatan ibu dan anak;

Pengelolaan Kesehatan Usia Produktif dengan sasaran terlaksananya pengelolaan
kesehatan usia produktif;

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut, dengan sasaran terlaksananya
pengelolaan pelayanan Kesehatan usia lanjut;

Pengelolaan Pelayanan Gizi Masyarakat, dengan sasaran terlaksananya pengelolaan
pelayanan gizi masyarakat;

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga, dengan sasaran terlaksananya

pengelolaan pelayanan Kesehatan kerja dan olahraga;
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8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan, dengan sasaran terlaksananya
pengelolaan kesehatan lingkungan oleh Dinas Kesehatan dan UPTD Khusus RSU Haji
Medan

9) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan, dengan sasaran terlaksananya pengelolaan
pelayanan promosi kesehatan oleh Dinas Kesehatan

10) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan
Tradisional Lainnya, dengan sasaran terlaksananya pengelolaan kesehatan tradisional,
akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya;

11) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular, dengan
sasaran terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak
menular;

12) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji, dengan sasaran terlaksananya pengelolaan
pelayanan Kesehatan haji;

13) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK),
dengan sasaran terlaksananya pengelolaan pelayanan Kesehatan orang dengan
masalah Kesehatan jiwa (ODMK);

14) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, dengan sasaran terlaksananya
pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat;

15) Pengelolaan Surveilans Kesehatan, dengan sasaran terlaksananya pengelolaan
surveilans kesehatan;

16) Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas
Kabupaten/Kota, dengan sasaran terlaksananya koordinasi dan sikronisasi penerapan
SPM Bidang Kesehatan lintas kabupaten/kota

17) Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan, dengan sasaran terbinanya
pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan;

18) Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal
oleh Kabupaten/Kota, dengan sasaran terlaksananya investigasi lanjutan Kejadian
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota

19) Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab
Rujukan/Nasional, dengan sasaran terlaksananya pengambilan dan pengiriman
spesimen/sampel penyakit potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional

20) Operasional Pelayanan Rumah Sakit, dengan sasaran terlaksananya operasional
pelayanan rumah sakit di UPTD di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi

21) Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT),
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dengan sasaran tersedianya dan terkelolanya Public Safety Center (PSC) 119 yang
terintegrasi dengan rumah sakit dalam satu system penanganan gawat darurat terpadu
(SPGDT);

22) Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan, dengan sasaran terlaksananya upaya

pengurangan risiko krisis kesehatan;

Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi, dengan sasaran:
Tersedianya Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi, berikut adalah Sub Kegiatan
yang mendukung penyelenggaraan kegiatan tersebut:Pengelolaan Sistem Informasi

Kesehatan dengan sasaran terlaksananya pengelolaan sistem informasi Kesehatan

Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat, dengan
sasaran: Tersedianya rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan yang
dikendalikan, diawasi, dan ditindaklanjuti perijinannya. Berikut adalah Sub Kegiatan yang
mendukung penyelenggaraan kegiatan tersebut:

1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dengan sasaran meningkatnya pengendalian dan
pengawasan perizinan rumah sakit sesuai standar.

2) Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit, dengan sasaran terlaksananya peningkatan tata
kelola rumah sakit

3) Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan, dengan sasaran terlaksananya
peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan;

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
Sasaran Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah

meningkatnya kapasitas tenaga kesehatan. Adapun kegiatan pada program ini adalah sebagai
berikut:

Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi,
dengan sasaran: meningkatnya kompetensi tenaga kesehatan dan meningkatnya kualitas
perencanaan kebutuhan dan pemenuhan tenaga kesehatan Berikut adalah Sub Kegiatan yang
mendukung penyelenggaraan kegiatan tersebut: pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya
Manusia Kesehatan, dengan sasaran terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia
kesehatan di fasilitas kesehatan yang memenubhi standar;

Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia

Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi, dengan sasaran: Meningkatnya kompetensi sumber
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daya manusia Kesehatan tingkat daerah provinsi, dengan sub kegiatan: Peningkatan
Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan sasaran terlaksananya
peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan oleh Dinas
Kesehatan
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
Sasaran Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman adalah
meningkatnya kualitas sediaan farmasi dan alat kesehatan. Adapun kegiatan program ini
adalah sebagai berikut:
Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat
Kesehatan (PAK), dengan sasaran: Meningkatnya sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF)
Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang terverifikasi. Berikut adalah Sub
Kegiatan yang mendukung penyelenggaraan kegiatan tersebut: Pengendalian dan
Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK,
dengan sasaran terbinanya pelaku usaha Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang
Penyalur Alat Kesehatan (PAK);
Penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), dengan sasaran:Terlaksananya
pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan izin usaha kecil obat tradisional
(UKOT). Berikut adalah Sub Kegiatan yang mendukung penyelenggaraan kegiatan tersebut:
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat
Tradisional, dengan sasaran terbinanya pelaku usaha sarana usaha kecil obat tradisional
(UKOT) sesuai standar.
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Sasaran Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan adalah meningkatnya
perilaku hidup sehat, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan. Adapun
kegiatan pada program ini adalah sebagai berikut:
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas
Sektor Tingkat Daerah Provinsi, dengan sasaran: Meningkatnya partisipasi mitra dalam
pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Berikut adalah Sub Kegiatan yang mendukung
penyelenggaraan kegiatan tersebut: Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan,
Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat
Daerah Provinsi, dengan sasaran terlaksananya advokasi, pemberdayaan, kemitraan,
peningatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat provinsi.
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Tingkat Daerah Provinsi, dengan sasaran: Meningkatnya partisipasi masyarakat melalui
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Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat. Berikut adalah Sub Kegiatan yang mendukung

penyelenggaraan kegiatan tersebut: Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM.

5.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sasaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah terpenuhinya

kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera

Utara. Adapun kegiatan pada program ini adalah sebagai berikut:

Perencanaan dan Evaluasi Kinerja, dengan sasaran: Meningkatnya kualitas perencanaan dan

evaluasi kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Berikut adalah Sub Kegiatan

yang mendukung penyelenggaraan kegiatan tersebut:

a.

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan sasaran tersusunnya

dokumen perencanaan Dinas Kesehatan

. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan sasaran tersedianya

dokumen RKA Dinas Kesehatan dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen

RKA Dinas Kesehatan

. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan sasaran

tersedianya dokumen perubahan RKA Dinas Kesehatan dan laporan hasil koordinasi
penyusunan dokumen perubahan RKA Dinas Kesehatan;

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan sasaran tersedianya dokumen DPA
Dinas Kesehatan dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA Dinas

Kesehatan

. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, dengan sasaran tersedianya

dokumen Perubahan DPA Dinas Kesehatan dan laporan hasil koordinasi penyusunan
dokumen Perubahan DPA Dinas Kesehatan;

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD, dengan sasaran tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja Dinas Kesehatan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sasaran tersedianya laporan evaluasi

Dinas Kesehatan

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sasaran: Terlaksananya administrasi

keuangan Dinas Kesehatan. Berikut adalah Sub Kegiatan yang mendukung penyelenggaraan

kegiatan tersebut:

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan sasaran tersedianya gaji dan tunjangan

ASN;
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2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan sasaran tersedianya

administrasi pelaksanaan tugas ASN;

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sasaran: Terlaksananya administrasi
kepegawaian Dinas Kesehatan Berikut adalah Sub Kegiatan yang mendukung
penyelenggaraan kegiatan tersebut:
a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, dengan sasaran terlaksananya
pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian
b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan sasaran

terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi;

Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sasaran: Terlaksananya administrasi umum
Dinas Kesehatan dan UPTD.Berikut adalah Sub Kegiatan yang mendukung
penyelenggaraan kegiatan tersebut:
a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan sasaran
tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Dinas Kesehatan
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan sasaran tersedianya peralatan
dan perlengkapan kantor Dinas Kesehatan
c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan sasaran tersedianya peralatan rumah
tangga;
d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan sasaran tersedianya barang
cetakan dan penggandaan Dinas Kesehatan
e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, dengan sasaran
tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Dinas Kesehatan
f. Fasilitasi Kunjungan Tamu, dengan sasaran terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu;
g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan sasaran
terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi Dinas Kesehatan
h. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, dengan
sasaran terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas Kesehatan

Provinsi Sumatera Utara;

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sasaran:
Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas
Kesehatan. Berikut adalah Sub Kegiatan yang mendukung penyelenggaraan kegiatan
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tersebut:

1) Pengadaan Mebel, dengan sasaran tersedianya mebel untuk menunjang pelaksanaan
urusan kantor

2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan sasaran tersedianya peralatan dan
mesin Dinas Kesehatan

3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan
sasaran tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya;

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sasaran: Tersedianya jasa
penunjang urusan pemerintah daerah. Berikut adalah Sub Kegiatan yang mendukung
penyelenggaraan kegiatan tersebut:
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan sasaran tersedianya jasa surat menyurat
Dinas Kesehatan
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan sasaran
tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas Kesehatan
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan sasaran tersedianya jasa pelayanan
umum kantor Dinas Kesehatan
4) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan sasaran tersedianya jasa

peralatan dan perlengkapan kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan
sasaran: Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah
daerah. Berikut adalah Sub Kegiatan yang mendukung penyelenggaraan kegiatan tersebut:
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan sasaran tersedianya jasa pemeliharaan,
biaya pemeliharaan, pajak, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan
dinas jabatan Dinas Kesehatan
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau Lapangan, dengan sasaran tersedianya jasa pemeliharaan,
biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
pada Dinas Kesehatan
3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan sasaran terpeliharanya peralatan
dan mesin penunjang kerja urusan kantor pada Dinas Kesehatan
4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan sasaran

terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya;
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5) Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya, dengan sasaran terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi Gedung

kantor dan bangunan lainnya;

Tabel 4. 2
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan UPTDK RSJ Prof DR Muhammad Ildrem
Perubahan Tahun 2025
Sasaran Kegiatan Rencana Perubahan Ket
No Program/Kegiatan/ Sub
Kegiatan Indikator Kinerja .
9 werl Lokasi Sebelum Setelah Bertambah/
Program/Kegiatan Target Kegiatan | Perubahan (Rp) | Perubahan (Rp) Berkuran
Subkegiatan 9 P P 9
1 [Program Penunjang Urusan| Nilai SAKIP Perangkat Daerah
Pemerintahan Daerah Provinsi Surmatera 25.499.414.438 17.631.476.780 7.867.937.658
Perencanaan, Penganggaran,Jumlah Dokumen Perencanaan, Sumatera 230.442.250
dan Evaluasi Kinerja PerangkatPenganggaran, dan Evaluasi utara 245.442.250 15.000.000 .
Daerah Kinerja yang Tersedia
Penyusunan dokumen |Jumlah  Dokumen Perencanaan) Sumatera 133.811.000
perencanaan perangkat |Perangkat Daerah 4 dokumen utara 145.811.000 12.000.000 s
daerah
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi Kinerjg| Sumatera 96.631.250
Daerah Perangkat Daerah utara 99.631.250 3.000.000 e
IAdministrasi Keuangan [Jumlah Dokumen Keuangan yang Sumatera 60.136.000
Perangkat Daerah Tersedia utara 181.257.500 121.121.500 e
Pelaksanaan Penatausahaan |Jumlah dokumen penatausahaan dan| 4 laporan Sumatera 60.136.000
dan Pengujian/  Verifikasi [pengujian/verifikasi keuangan SKPD utara 181.257.500 121.121.500 T
Keuangan SKPD
IAdministrasi Kepegawaian [Jumlah Dokumen Kepegawaianyang Sumatera 344.060.000
Perangkat Daerah Disusun utara 364.560.000 20.500.000
Koordinasi dan pelaksanaan |Jumlah dokumen hasil koordinasi dan Sumatera 89.955.000
sistem informasi kepegawaian pelaksanaan sistem informasi| 4 dokumen utara 91.130.000 1.175.000 U
kepegawaian
Bimbingan Teknis  [Jumlah orang yang mengikuti Sumatera 254.105.000
Implementasi Peraturan  |bimbingan teknis implementasi| utara 273.430.000 19.325.000 U
Perundang-Undangan peraturan perundangan-undangan
IAdministrasi Umum \Jumlah Dokumen Umum yang Sumatera
Perangkat Daerah Berkualitas utara 2.488.374.715 1.294.239.371 1.194.135.344
Penyediaan komponen Jumlah Paket Komponen Instalasi Sumatera
instalasilistrik/penerangan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor| utara
bangunan kantor yang Disediakan 144.400.553 144.400.553 1
Penyediaan peralatan dan |Jumlah Paket Peralatan dan| Sumatera 251.083.844
perlengkapan kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan utara 475.534.752 224.450.908 e
Penyediaan bahan logistik [Jumlah paket bahan logistik kantor yang| Sumatera 324.065.000
kantor disediakan utara 484.875.000 160.810.000 e
4 dokumen
Penyediaan barang cetakan |Jumlah Paket Barang Cetakan Sumatera 75.486.500
dan penggandaan dan Penggandaan yang utara N
Disediakan 678.932.910 603.446.410
Penyediaan bahan bacaan |[Jumlah Dokumen Bahan Sumatera
dan peraturan perundang - |Bacaan dan Peraturan utara 67.500.000)
undangan Perundang-Undangan yang 83.253.500 15.753.500 A
Disediakan
Penyelenggaraan rapat |[Jumlah Laporan  Penyelenggaraan| Sumatera 476.000.000
koordinasi dan  konsultasi [Rapat Koordinasidan Konsultasi utara 621.378.000 145.378.000 RS
SKPD SKPD DA DA
Penyediaan Jasa [Jumlah dokumen pelayanan umum Sumatera 4.509.000.000
Penunjang Urusan |yang berkualitas utara 19.399.770.371 14.890.770.371 AR
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat |Jumlah Laporan Penyediaan Jasd Sumatera
Menyurat Surat Menyurat utara 109.873.170 109.873.170 L
Penyediaan Jasa Komunikasi, |[Jumlah Laporan Penyediaan Jasal 4 laporan Sumatera
Sumber Daya Air dan Listrik K_om_unlka5|, Sum_ber Daya Air dan| utara 1.018.821.701 1.018.821.701 ]
Listrik yang Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan [Jumlah Laporan Penyediaan Jasal Sumatera 4.509.000.000
Umum Kantor Pelayanan Umum  Kantor yang| utara 18.271.075.500 13.762.075.500 e
Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik |[Jumlah dokumen hasil pemeliharaan| Sumatera
Daerah Penunjang Urusan |barangmilik daerah yang tersedia 4 dokumen utara 2.099.957.102 1.289.793.038 810.164.064

Pemerintahan Daerah
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Sasaran Kegiatan Rencana Perubahan Ket
Program/Kegiatan/ Sub
2l Kegiatan Indikator Kinerja .
q Lokasi Sebelum Setelah Bertambah/
Program/Kegiatan Ll Kegiatan Perubahan (Rp) | Perubahan (Rp) Berkuran
Subkegiatan g P P 9
Penyediaan Jasa [Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas| Sumatera
Pemeliharaan, Biaya [atau Kendaraan Dinas Jabatan yang utara
Pemeliharaan dan ngak Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 178.720.000 178.720.000 ]
Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa |[Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Sumatera
Pemeliharaan, Biaya [atau Lapangan yang Dipelihara dan| utara
Pemgllharaan, Pajak ldan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 314.560.000 314.560.000 |
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan |Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Sumatera 457.320.000
Mesin Lainnya yang Dipelihara utara 732.000.000 274.680.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan| Sumatera
f:i?;;g Kantor dan Bangunan |[Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi utara 874.677.102 521.833.038 352.844.064
Peningkatan pelayanan BLUD [Jumlah dokumen BLUD Sulrjr;:rt:ra 720.052.500 52.500 720.000.000
Pelayanan dan penunjang |Jumlah BLUD yang menyediakan| 4 laporan Sumatera 720.000.000
pelayanan pelayanan dan penunjang pelayanan utara 720.052.500 52.500 AN
2 |PROGRAM PEMENUHAN (Jumlah dokumen pemenuhan upaya Sumatera
UPAYA KESEHATAN |kesehatan perorangan dan upayal utara
PERORANGAN DAN UPAYA |kesehatan masyarakat ]
KESEHATAN MASYARAKAT 35.506.768.162 30.350.185.980
Penyediaan Fasilitas [Jumlah dokumen Penyediaan| Sumatera
o 4.040.600.473
Pelayanan, Sarana, Prasarana |Fasilitas Pelayanan, Sarana,) utara
dan Alat Kesehatan untuk [Prasarana dan Alat Kesehatan untuk|
UKP Rujukan, UKM dan UKM |UKP Rujukan, UKM dan UKM 32.778.158.828 28.737.558.355
Rujukan  Tingkat Daerah |Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Provinsi
Rehabilitasi dan Pemeliharaan |Jumlah sarana, prasarana dan alaf Sumatera B
Rumah Sakit kesehatan yang dilakukan rehabilitasi utara
dan pemeliharaan oleh rumah sakit 11.961.697.293 11.661.397.293
Pengadaan Barang Penunjang |Jumlah barang penunjang operasional 4 4 i en Sumatera 1
Operasional Rumah Sakit rumah sakit yang disediakan utara 8.504.996.070 8.504.996.070
Pemeliharaan Alat [Jumlah alat kesehatan / alat penunjang| Sumatera b
KeseAhatanlAIaAt' Penunjang medlkl fasilitas Ia){anan kesehatan yang| utara 130.180.256 130.180.256
Medik Fasilitas Layanan [terpelihara sesuai standart
Kesehatan
Pengadaan Obat, Bahan habis |Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan| Sumatera 3.740.300.473
Pakai, Bahan Medis Habis |Minuman serta Fasilitas Kesehatan utara o
Pakai, Vaksin, Makanan dan |Lainnya yang disediakan 12.181.285.209 8.440.984.736
Minuman di Fasilitas Kesehatan
Penyediaan Layanan [Jumlah Dokumen Layanan Sumatera
Kesehatan untuk UKP |Kesehatan untuk UKP Rujukan,| utara 1.075.293.109
Rujukan, UKM dan UKM |UKM, dan UKM Rujukan Tingkat| 2.488.238.654 1.412.945.545 DR
Rujukan  Tingkat Daerah |Daerah Provinsi
Provinsi
Pengelolaan Pelayanan Jumlah dokumen hasil pengelolaan| Sumatera
Kesehatan Lingkungan pelayanan kesahatan lingkungan utara 140.221.054 140.221.054 E
Jumlah dokumen hasil pengelolaan| 4 dokumen Sumatera
Pengelolaan Pelayanan . 312.385.600
Prorglosi Kesehatan 4 pelayanan promosi kesehatan utara 996.505.600 684.120.000
Jumlah dokumen hasil pengelolaan Sumatera
Pengelolaan Pelayanan |pelayanan kesehatan orang dengan| utara 762.907.509)
Kesehatan = Orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK) 1.351.512.000 588.604.491
Masalah Kesehatan  Jiwa
(ODMK)
Penyelenggaraan Sistem [Jumlah dokumen penyelenggaraan Sumatera 40.688.600
Informasi Kesehatan secara [sistem informasi kesehatan secara utara 240.370.680 199.682.080 R
Terintegrasi terintegrasi
Jumlah doki hasil lol 4 dokumen Si t
X . [Jumla okumen hasil pengelolaan| umatera
Pengelolaan Sistem Informasi [y informasi kesehatan utara 240.370.680 199.682.080 199.682.080
Kesehatan
3 Jumlah dokumen peningkatan| Sumatera
PROGRAM  PENINGKATAN . . 743.872.500
KAPASITAS SUMBER DAYA t:g:ﬁ:;sn sumber daya manusia utara 958.240.000 214.367.500
MANUSIA KESEHATAN
Jumlah dokumen Pengembangan| Sumatera
Pengembangan Mutu dar! Mutu dan Peningkatan Kompetensi utara 743.872.500
Peningkatan Kompetensi Tekni D M N
Teknis Sumber Daya Manusia |1¢knis Sumber Daya Manusia 958.240.000 214.367.500
Kesehatan Tingkat Daerah Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
Provinsi -
Peningkatan Kompetensi dan |[Jumlah  sumber daya manusig Sumatera 743.872.500
Kualifikasi ~ Sumber  Daya |kesehatan kompetensi dan kualifikasi utara 958.240.000 214.367.500 e

Manusia Kesehatan

meningkat

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh UPTDK RSJ Prof DR Muhammad
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[ldrem Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 berdasarkan kewenangan dalam rangka

pencapaian tujuan dan sasaran (Indikator Kinerja Utama), berjumlah 3 (tiga) program, 11

(sebelas) kegiatan, dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut

I

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Sasaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah terpenuhinya

kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah pada UPTDK RSJ Prof DR Muhammad

[ldrem Provinsi Sumatera Utara. Adapun kegiatan pada program ini adalah sebagai berikut:

1.

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan
sasaran : Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja UPTDK RSJ Prof
DR Muhammad Ildrem Provinsi Sumatera Utara Berikut adalah Sub Kegiatan yang
mendukung penyelenggaraan kegiatan tersebut:

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan sasaran tersusunnya
dokumen perencanaan UPTDK RSJ Prof DR Muhammad Ildrem Provinsi Sumatera
Utara

2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA, dengan sasaran tersedianya dokumen
RKA UPTDK RSJ Prof DR Muhammad Ildrem Provinsi Sumatera Utara dan laporan
hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA UPTDK RSJ Prof DR Muhammad
[ldrem Provinsi Sumatera Utara

3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan sasaran
tersedianya dokumen perubahan RKA UPTDK RSJ Prof DR Muhammad Ildrem
Provinsi Sumatera Utara dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen
perubahan RKA UPTDK RSJ Prof DR Muhammad Ildrem Provinsi Sumatera Utara;

4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan sasaran tersedianya dokumen DPA
UPTDK RSJ Prof DR Muhammad Ildrem Provinsi Sumatera Utara dan laporan hasil
koordinasi penyusunan dokumen DPA UPTDK RSJ Prof DR Muhammad Ildrem
Provinsi Sumatera Utara

5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, dengan sasaran tersedianya
dokumen Perubahan DPA UPTDK RSJ Prof DR Muhammad Ildrem Provinsi
Sumatera Utara dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA
UPTDK RSJ Prof DR Muhammad Ildrem Provinsi Sumatera Utara;

6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD, dengan sasaran tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja UPTDK RSJ Prof DR Muhammad Ildrem Provinsi Sumatera Utara
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7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sasaran tersedianya laporan evaluasi

UPTDK RSJ Prof DR Muhammad Ildrem Provinsi Sumatera Utara

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sasaran:

Terlaksananya administrasi keuangan UPTDK RSJ Prof DR Muhammad Ildrem
Provinsi Sumatera Utara Berikut adalah Sub Kegiatan yang mendukung
penyelenggaraan kegiatan tersebut:

1) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan
sasaran terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan UPTDK RSJ
Prof DR Muhammad Ildrem,;

2) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan sasaran terlaksananya
koordinasi akuntansi UPTDK RSJ Prof DR Muhammad Ildrem Provinsi Sumatera
Utara;

3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan sasaran
tersedianya laporan keuangan akhir tahun UPTDK RSJ Prof DR Muhammad Ildrem
dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun UPTDK RSJ
Prof DR Muhammad Ildrem Provinsi Sumatera Utara;

4) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan sasaran
terlaksananya pengelolaan bahan tanggapan penerimaan;

5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran
SKPD, dengan sasaran tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulanan dan
semesteran UPTDK RSJ Prof DR Muhammad Ildrem Provinsi Sumatera Utara.

6) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran di UPTDK RSJ
Prof DR Muhammad Ildrem Provinsi Sumatera Utara

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sasaran:

Terlaksananya administrasi kepegawaian UPTDK RSJ Prof DR Muhammad [ldrem
Berikut adalah Sub Kegiatan yang mendukung penyelenggaraan kegiatan tersebut:

1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, dengan sasaran terlaksananya
pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian dan UPTDK RSJ Prof DR
Muhammad Ildrem Provinsi Sumatera Utara

2) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian, dengan sasaran
terlaksananya koordinasi sistem informasi kepegawaian;

3) Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan sasaran terlaksananya

monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai;
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4) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan sasaran
terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi;

5) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, dengan sasaran terlaksananya sosialisasi
peraturan perundang-undangan;

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sasaran:
Terlaksananya administrasi umum UPTDK RSJ Prof DR Muhammad Ildrem dan
UPTD Berikut adalah Sub Kegiatan yang mendukung penyelenggaraan kegiatan
tersebut:

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan
sasaran tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor UPTDK
RSJ Prof DR Muhammad Ildrem dan UPTDK RSJ Prof DR Muhammad Ildrem
Provinsi Sumatera Utara

2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan sasaran tersedianya peralatan
dan perlengkapan kantor UPTDK RSJ Prof DR Muhammad Ildrem Provinsi Sumatera
Utara Penyediaan bahan logistik kantor;

3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan sasaran tersedianya barang
cetakan dan penggandaan UPTDK RSJ Prof DR Muhammad Ildrem Provinsi
Sumatera Utara

4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, dengan sasaran
tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan UPTDK RSJ Prof DR
Muhammad Ildrem Provinsi Sumatera Utara

5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan sasaran
terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi UPTDK RSJ Prof DR Muhammad
[ldrem Provinsi Sumatera Utara

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sasaran:
Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah. Berikut adalah Sub Kegiatan
yang mendukung penyelenggaraan kegiatan tersebut:

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan sasaran tersedianya jasa surat menyurat

UPTDK RSJ Prof DR Muhammad Ildrem Provinsi Sumatera Utara

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan sasaran
tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik UPTDK RSJ Prof DR

Muhammad Ildrem Provinsi Sumatera Utara

3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan sasaran tersedianya jasa pelayanan
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I1.

umum kantor UPTDK RSJ Prof DR Muhammad Ildrem Provinsi Sumatera Utara

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,
dengan sasaran: Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan
pemerintah daerah Berikut adalah Sub Kegiatan yang mendukung penyelenggaraan
kegiatan tersebut:

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan sasaran tersedianya jasa pemeliharaan,
biaya pemeliharaan, pajak, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan
dinas jabatan UPTDK RSJ Prof DR Muhammad Ildrem Provinsi Sumatera Utara

2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau Lapangan, dengan sasaran tersedianya jasa pemeliharaan,
biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

pada UPTDK RSJ Prof DR Muhammad Ildrem Provinsi Sumatera Utara

4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan sasaran terpeliharanya peralatan
dan mesin penunjang kerja urusan kantor pada UPTDK RSJ Prof DR Muhammad
[ldrem Provinsi Sumatera Utara

3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan sasaran

terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya;

7. Peningkatan Pelayanan BLUD, dengan sasaran : Terlaksananya peningkatan
pelayanan BLUD Berikut adalah Sub Kegiatan yang mendukung penyelenggaraan
kegiatan tersebut:

1) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD dengan sasaran tercapainya pembiayaan
BLUD di UPTDK RSJ Prof DR Muhammad Ildrem Provinsi Sumatera Utara
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan

Masyarakat

Sasaran Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan

Masyarakat adalah terpenuhinya pemenuhan upaya kesehatan di UPTDK RSJ Prof DR

Muhammad Ildrem Provinsi Sumatera Utara. Adapun kegiatan pada program ini adalah

sebagai berikut:

1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP
Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, dengan sasaran :
Tersedianya fasilitas pelayanan, sarana dan prasarana dan alat kesehatan Berikut

adalah Sub Kegiatan yang mendukung penyelenggaraan kegiatan tersebut:
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1) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit dengan sasaran teresalisasinya
rehabilitasi dan pemeliharaan UPTDK RSJ Prof DR Muhammad Ildrem Provinsi
Sumatera Utara

2) Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit dengan sasaran tersedianya
barang penunjang operasional rumah sakit UPTDK RSJ Prof DR Muhammad Ildrem
Provinsi Sumatera Utara

3) Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
dengan sasaran terlaksananya pemeliharaan alat kesehatan/alat penunjang medik di
UPTDK RSJ Prof DR Muhammad Ildrem Provinsi Sumatera Utara

4) Pengadaan Obat, Bahan habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan
Minuman di Fasilitas Kesehatan dengan sasaran tersedianya obat, bahan habis pakai
dan bahan medis, vaksin, makanan dan minuman di UPTDK RSJ Prof DR
Muhammad Ildrem Provinsi Sumatera Utara

2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan
Tingkat Daerah Provinsi dengan sasaran :Tersedianya layanan kesehatan untuk UKP
rujukan dan UKM. Berikut adalah Sub Kegiatan yang mendukung penyelenggaraan
kegiatan tersebut:

1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan dengan sasaran terlaksananya
pelayanan kesehatan lingkungan UPTDK RSJ Prof DR Muhammad Ildrem Provinsi
Sumatera Utara

2) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan dengan sasaran terlaksananya layanan
promosi kesehatan di UPTDK RSJ Prof DR Muhammad Ildrem Provinsi Sumatera
Utara

3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
dengan sasaran terlaksananya pelayanan ODMK UPTDK RSJ Prof DR Muhammad
Ildrem Provinsi Sumatera Utara

3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi dengan sasaran :
Terselenggaranya sistem informasi kesehatan. Berikut adalah Sub Kegiatan yang
mendukung penyelenggaraan kegiatan tersebut:

1) Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan dengan sasaran Terselenggaranya sistem
informasi kesehatan di UPTDK RSJ Prof DR Muhammad Ildrem Provinsi Sumatera
Utara

III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
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Sasaran Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah

terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di UPTDK RSJ Prof DR

Muhammad Ildrem Provinsi Sumatera Utara. Adapun kegiatan pada program ini adalah

sebagai berikut:

1. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia

Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi, dengan sasaran . Terlaksananya pengembangan

mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia Berikut adalah Sub

Kegiatan yang mendukung penyelenggaraan kegiatan tersebut:

Peningkatan

Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan sasaran

terlaksanya peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia di

UPTDK RSJ Prof DR Muhammad Ildrem Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 4. 3

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan UPTDK RSU Haji Medan Perubahan Tahun 2025

Sasaran Kegiatan

Rencana Perubahan

No Program/Kegiatan/ Sub _ S Ket
Kegiatan F!?g;t::l,;Kl(elg;l}Z';f n Target Lokasi Sebelum Setelah Bertambah/
Subkegiatan Kegiatan Perubahan (Rp) | Perubahan (Rp) Berkurang
1 E:ﬁg;mpe:::}:ga:g Persentase pemenuhan RSU Haji
P layanan administrasi Medan 171.369.904.782 | 170.275.629.361 | (1.094.275.421)
Daerah Provinsi
Desa
Perencanaan Medan
’ Jumlah Dokumen Estate,
Penganggaran, dan Perencanaan dan Pelaporan 3 Laporan Kec.Percut
Evaluasi Kinerja P P h 51.973.062 32.810.062 (19.163.000)
RS Sei Tuan,
Perangkat Daerah I
Kab.Deli
Serdang
Desa
Medan
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Estate,
Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat 3 Dokumen Ke'c.Percut 10.436.690 8.173.690 (2.263.000)
(Daerah Daerah Sei Tuan,
Kab.Deli
Serdang
Desa
- Jumlah Dokumen RKA-SKPD Medan
Koordinasi dan . . L Estate,
Penyusunan Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi 1 Dokumen Kec.Percut
Penyusunan Dokumen o 10.178.000 4.828.000 (5.350.000)
RKA-SKPD Sei Tuan,
RKASKPD "
Kab.Deli
Serdang
Desa
Jumlah Dokumen DPA-SKPD Medan
Koordinasi dan dan Laporan Hasil Koordinasi Estate,
1 Dokumen Kec.Percut
Penyusunan DPASKPD Penyusunan Dokumen . 10.129.772 7.779.772 (2.350.000)
Sei Tuan,
DPASKPD "
Kab.Deli
Serdang
Jumlah Laporan Capaian Desa
Koordinasi dan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Medan
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD dan Laporan Estate,
Capaian Kinerja dan Hasil Koordinasi Penyusunan 3 Laporan Kec.Percut
Ikhtisar Realisasi Kinerja Laporan Capaian Kinerja dan Sei Tuan, 10.792.600 6.942.600 (3.850.000)
SKPD Ikhtisar Realisasi Kinerja Kab.Deli
SKPD Serdang
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No

Program/Kegiatan/ Sub
Kegiatan

Sasaran Kegiatan

Rencana Perubahan

Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Subkegiatan

Target

Lokasi
Kegiatan

Sebelum
Perubahan (Rp)

Setelah
Perubahan (Rp)

Bertambah/
Berkurang

Ket

Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah TLaporan

Desa
Medan
Estate,
Kec.Percut
Sei Tuan,
Kab.Deli
Serdang

10.436.000

5.086.000

(5.350.000)

Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

Persentase Kegiatan yang

terlaksana 100%

Desa
Medan
Estate,
Kec.Percut
Sei Tuan,
Kab.Deli
Serdang

16.372.000

5.957.572

(10.414.428)

Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang Menerima
Gaiji dan Tunjangan ASN

200 Orang/
Bulan

Desa
Medan
Estate,
Kec.Percut
Sei Tuan,
Kab.Deli
Serdang

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/
Triwulanan/Semesteran
SKPD

Jumlah Laporan Keuangan
Bulanan/
Triwulanan/Semesteran SKPD
dan Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/
Semesteran SKPD

1 Laporan

Desa
Medan
Estate,
Kec.Percut
Sei Tuan,
Kab.Deli
Serdang

8.936.000

2.550.000

(6.386.000)

Penyusunan Pelaporan
dan Analisis Prognosis
Realisasi Anggaran

Jumlah Dokumen Pelaporan
dan Analisis Prognosis
Realisasi Anggaran

4 Dokumen

Desa
Medan
Estate,
Kec.Percut
Sei Tuan,
Kab.Deli
Serdang

7.436.000

3.407.572

(4.028.428)

Administrasi Barang Milik
Daerah Pada Perangkat
Daerah

Persentase Kebutuhan BMD

0,
yang terpenuhi 100%

Desa
Medan
Estate,
Kec.Percut
Sei Tuan,
Kab.Deli
Serdang

7.436.000

650.000

(6.786.000)

Penyusunan
Perencanaan Kebutuhan
Barang Milik Daerah
SKPD

Jumlah Rencana Kebutuhan

Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen

Desa
Medan
Estate,
Kec.Percut
Sei Tuan,
Kab.Deli
Serdang

7.436.000

650.000

(6.786.000)

Administrasi
Kepegawaian Perangkat
Daerah

Jumlah Laporan yang

terlaksana 4 Laporan

Desa
Medan
Estate,
Kec.Percut
Sei Tuan,
Kab.Deli
Serdang

12.929.915

950.000

(11.979.915)

Pendataan dan
Pengolahan Administrasi
Kepegawaian

Jumlah Dokumen Pendataan
dan Pengolahan Administrasi
Kepegawaian

650
Dokumen

Desa
Medan
Estate,
Kec.Percut
Sei Tuan,
Kab.Deli
Serdang

12.929.915

950.000

(11.979.915)

Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Jumlah Kegiatan yang

dilaksanakan 4 Laporan

Desa
Medan
Estate,
Kec.Percut
Sei Tuan,
Kab.Deli
Serdang

3.460.794.119

2.413.355.041

(1.047.439.078)

Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

jumlah Paket Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan

1 Paket

Desa
Medan
Estate,
Kec.Percut
Sei Tuan,
Kab.Deli
Serdang

192.860.576

167.453.036

(25.407.540)
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No

Program/Kegiatan/ Sub
Kegiatan

Sasaran Kegiatan

Rencana Perubahan

Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Subkegiatan

Target

Lokasi
Kegiatan

Sebelum
Perubahan (Rp)

Setelah
Perubahan (Rp)

Bertambah/
Berkurang

Ket

Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan

1 Paket

Desa
Medan
Estate,
Kec.Percut
Sei Tuan,
Kab.Deli
Serdang

2.381.806.543

1.477.883.005

(903.923.538)

Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan
dan Penggandaan yang
Disediakan

1 Paket

Desa
Medan
Estate,
Kec.Percut
Sei Tuan,
Kab.Deli
Serdang

60.000.000

60.000.000

Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang- undangan

Jumlah Dokumen Bahan
Bacaan dan Peraturan
PerundangUndangan yang
Disediakan

1 dokumen

Desa
Medan
Estate,
Kec.Percut
Sei Tuan,
Kab.Deli
Serdang

34.200.000

30.000.000

(4.200.000)

Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

1 Laporan

Desa
Medan
Estate,
Kec.Percut
Sei Tuan,
Kab.Deli
Serdang

791.927.000

678.019.000

(113.908.000)

Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah
Daerah

Jumlah Kegiatan yang
terpenuhi

100%

Desa
Medan
Estate,
Kec.Percut
Sei Tuan,
Kab.Deli
Serdang

235.917.670

260.892.670

24.975.000

Pengadaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

Jumlah Unit Peralatan dan
Mesin Lainnya yang
Disediakan

1 unit

Desa
Medan
Estate,
Kec.Percut
Sei Tuan,
Kab.Deli
Serdang

24.975.000

24.975.000

pengadaan sarana dan
prasana gedung kantor
atau bangunan lainnya

Jumlah Unit Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya yang
Disediakan

1 unit

Desa
Medan
Estate,
Kec.Percut
Sei Tuan,
Kab.Deli
Serdang

235.917.670

235.917.670

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Persentase layanan Urusan
Pemerintahan yang terlaksana

100%

Desa
Medan
Estate,
Kec.Percut
Sei Tuan,
Kab.Deli
Serdang

16.709.802.016

16.709.802.016

Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Surat Menyurat

1 Laporan

Desa
Medan
Estate,
Kec.Percut
Sei Tuan,
Kab.Deli
Serdang

20.000.000

20.000.000

Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan

1 Laporan

Desa
Medan
Estate,
Kec.Percut
Sei Tuan,
Kab.Deli
Serdang

6.722.400.000

6.722.400.000

Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan

1 Laporan

Desa
Medan
Estate,
Kec.Percut
Sei Tuan,
Kab.Deli
Serdang

199.700.000

199.700.000
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Sasaran Kegiatan

Rencana Perubahan

No Program/Kegiatan/ Sub _ S— Ket
Kegiatan I’I:‘:;::;K':;?gn Target Lokasi Sebelum Setelah Bertambah/
Subkegiatan Kegiatan Perubahan (Rp) | Perubahan (Rp) Berkurang
Desa
Medan
. Jumlah Laporan Penyediaan Estate,
Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor | 22 Pelayanan Umum Kantor | 1 Laporan Kec.Peraut | g 767 702.016 9.767.702.016 -
yang Disediakan Sei Tuan,
Kab.Deli
Serdang
Desa
Pemeliharaan Barang ll\EAseti?g
Milik Daerah Penunjang Persentase BMD yang 100% Kec Pércut
Urusan Pemerintahan terpelihara Sei -Tuan 874.680.000 851.212.000 (23.468.000)
Daerah Kab.Deli
Serdang
Desa
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Medan
Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas atau Estate,
Pemehharaaq dan Pajak Kendar_aan_ Dinas Jabatan 7 Unit Ke_c.Percut 376.150.000 302.510.000 (73.640.000)
Kendaraan Dinas atau yang Dipelihara dan Sei Tuan,
Kendaraan Dinas Jabatan | Dibayarkan Pajaknya Kab.Deli
Serdang
Penyediaan J Desa
enyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Medan
Pemeliharaan, Biaya o ional L E
Pemeliharaan, Pajak dan peraDs_lonlgh ata"é apangan 3 Unit Kstatg, t
P yang Dipelihara dan ni ec.Percu ;
Pgrlzman Keqdaraan Dibayarkan Pajak dan Sei Tuan, 373.220.000 373.220.000
Dinas Operasional atau o "
Perizinannya Kab.Deli
Lapangan Serdang
Desa
Medan
. ) Estate,
Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin 10 Unit Kec.Percut
dan Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara Sei -Tuan 125.310.000 175.482.000 50.172.000
Kab.Deli
Serdang
Desa
Medan
Peningkatan Pelayanan Persentase CRR yang 08% Eztcatsércut
BLUD terpenuhi Sei ;I'uan 150.000.000.000 | 150.000.000.000 | -
Kab.Deli
Serdang
Desa
Medan
Pelayanan dan Jumlah BLUD yang Estate,
Penunjang Pelayanan Menyediakan Pelayanan dan 1 Unit Kerja Kec.Percut ;
BLUD Penunjang Pelayanan Sei Tuan, 150.000.000.000 | 150.000.000.000
Kab.Deli
Serdang
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
2 PERORANGAN DAN Persentase pemenuhan RSU Haji
UPAYA KESEHATAN layanan administrasi Medan 46.762.016.047 40.104.614.041 (6.657.402.006)
MASYARAKAT
Penyediaan Fasilitas Terlaksananya 1 Gedung Desa
Pelayanan, Sarana, Pengembangan Rumah Sakit Medan
Prasarana dan Alat Estate
Kesehatan untuk UKP ’
Rujukan, UKM dan UKM Rochercul | 44.651.703.898 | 38.878.576.965 | (5.773.126.933)
Rujukan Tingkat Daerah Kab.Deli '
Provinsi Serdang
Rehabilitasi dan Jumlah Sarana, Prasarana 2 unit Desa
Pemeliharaan Fasilitas dan Alat Kesehatan yang Medan
Kesehatan Lainnya Dilakukan Rehabilitasi dan Estate
S oleh Rumet Kec.Percut | 4 934.530.051 - (4.934.530.051)
aKi Sei Tuan, Raaiaas Radtaes
Kab.Deli
Serdang
Pengadaan Alat Jumlah Alat Kesehatan/Alat 1 unit Desa
Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Medan
Penunjang Medik Layanan Kesehatan yang Estate
Fasilitas Layanan Disediakan Kec.Pércut
Kesehatan ) 21.453.995.661 16.222.780.278 (5.231.215.383)
Sei Tuan,
Kab.Deli
Serdang
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Sasaran Kegiatan

Rencana Perubahan

No Program/Kegiatan/ Sub _ S— Ket
Kegiatan I’I:‘:;::;K':;?gn Target Lokasi Sebelum Setelah Bertambah/
Subkegiatan Kegiatan Perubahan (Rp) | Perubahan (Rp) Berkurang
Pengadaan dan Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi 1 unit Desa
Pemeliharaan Alat pada Unit Pemeliharaan Medan
Kalibrasi Fasilitas Kesehatan Estate
Region_aI/RegionaI Kec.Pércut
Maintainance Center yang Sei Tuan 267.677.100 267.677.100 -
Disediakan dan Dipelihara Kab.Deli ’
Serdang
Pemeliharaan Alat Jumlah Alat Kesehatan/Alat 1 unit Desa
Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Medan
Penunjang Medik Layanan Kesehatan yang Estate
Fasilitas Layanan Terpelihara Sesuai Standar Kec Pércut
Kesehatan Sei ;I'uan 176.469.750 (176.469.750)
Kab.Deli
Serdang
Penyediaan Telemedicine | Jumlah Fasilitas Pelayanan 1 unit Desa
di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Medan
Kesehatan Melayani Konsultasi Jarak Estate
Jauh Antar Fasyankes Melalui !
Pelayanan Telemedicine Keo.Peroul | 32.350.000 516.000 (31.843.000)
untuk Mendapatkan Akses Kab.Deli !
Pelayanan Kesehatan yang Serdan
Berkualitas 9
Pengadaan Obat, Vaksin, Jumlah Obat, Vaksin, 1 paket Desa
Makanan dan Minuman Makanan dan Minuman serta Medan
serta Fasilitas Kesehatan Fasilitas Kesehatan Lainnya Estate
Lainnya yang Disediakan )
ge.c-Pem”t 6.786.672.336 11.387.603.587 | 4.600.931.251
ei Tuan,
Kab.Deli
Serdang
Pengembangan Rumah Jumlah rumah sakit yang di 1 Unit
Sakit tingkatkan prasarana, alat
kesehatan dan SDM agar Desa
sesuai standar jenis Medan
pelayanan rumah sakit Estate
berdasarkan ke!as r_umah sakit Kec.Percut
yang memenuhi rasio tempat Sei Tuan 11.000.000.000 11.000.000.000 -
tidur terhadap jumlah Kab.Deli ’
penduduk minimal 1:1000 Serdan
dan/atau dalam rangka 9
peningkatan kapasitas
pelayanan rumah sakit
Penyediaan Layanan Jumlah tempat tidur 308 TT Desa
Kesehatan untuk UKP Medan
Rujukan, UKM dan UKM Estate
Rujukan Tingkat Daerah )
Provinsi ngﬁjs“t 2.035.312.149 1.174.537.076 | (860.775.073)
Kab.Deli
Serdang
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen | poqq
Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Pelayanan Medan
Kesehatan Lingkungan Estate
Kec.Percut
Sei Tuan, 381.528.455 194.196.382 (187.332.073)
Kab.Deli
Serdang
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Desa
Promosi Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Medan
Promosi Kesehatan Estate
Kec.Percut
Sei Tuan, 673.443.000 - (673.443.000)
Kab.Deli
Serdang
Operasional Pelayanan Jumlah dokumen operasional 1 Dokumen Desa
Rumah Sakit pelayanan rumah sakit Medan
Estate,
Kec.Perout | 980 340,694 980.340.604 | -
Sei Tuan,
Kab.Deli
Serdang
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Sasaran Kegiatan Rencana Perubahan
No Program/Kegiatan/ Sub _ S— Ket
Kegiatan P':_‘:;::;;:;:fn Target Lokasi Sebelum Setelah Bertambah/
Subkegiatan Kegiatan Perubahan (Rp) | Perubahan (Rp) Berkurang
Penyelenggaraan Sistem terlaksananya pelayanan 1 laporan Desa
Informasi Kesehatan Informasi Publik Pelayanan Medan
secara Terintegrasi Kesehatan Estate
Kec.Percut | 75.000.000 51500000 | (23.500.000)
Sei Tuan,
Kab.Deli
Serdang
Pengelolaan Sistem Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen Desa
Informasi Kesehatan Pengelolaan Sistem Informasi Medan
Kesehatan Estate
Kec.Percut | 75 500.000 51.500.000 (23.500.000)
Sei Tuan,
Kab.Deli
Serdang
PROGRAM Sumber Daya Manuasia
PENINGKATAN yang Profesional, Ramah
KAPASITAS SUMBER dan Empati
3 DAYA MANUSIA RSU Haji
KESEHATAN Medan 2.868.079.171 1.200.780.044 (1.667.299.127)
Pengembangan Mutu dan | Jumlah Pegawai yang 50 orang Desa
Peningkatan Kompetensi menerima Pelatihan dan Medan
Teknis Sumber Daya pendidikan Estate
Manusia Kesehatan Kec Pércut
Tingkat Daerah Provinsi Sei -Tuan 2.868.079.171 1.200.780.044 (1.667.299.127)
Kab.Deli
Serdang
Peningkatan Kompetensi Jumlah Sumber Daya 50 orang Desa
dan Kualifikasi Sumber Manusia Kesehatan Medan
Daya Manusia Kesehatan | Kompetensi dan Kualifikasi Estate
Meningkat Kec Pércut
S e 2.868.079.171 1.200.780.044 (1.667.299.127)
ei Tuan,
Kab.Deli
Serdang
TOTAL
221.000.000.000 | 211.581.023.446 | (9.418.976.554)

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh UPTDK RSU Haji Medan

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 berdasarkan kewenangan dalam rangka pencapaian
tujuan dan sasaran (Indikator Kinerja Utama), berjumlah 3 (tiga) program, 13 (tiga belas)
kegiatan, dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

I.  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Sasaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah terpenuhinya
kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah pada UPTDK RSU Haji Medan Provinsi

Sumatera Utara. Adapun kegiatan pada program ini adalah sebagai berikut:

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sasaran :
Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja Dinas Kesehatan Provinsi
Sumatera Utara. Berikut adalah Sub Kegiatan yang mendukung penyelenggaraan kegiatan
tersebut:

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan sasaran tersusunnya
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dokumen perencanaan UPTDK RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara

2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA, dengan sasaran tersedianya dokumen
RKA UPTDK RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara dan laporan hasil koordinasi
penyusunan dokumen RKA UPTDK RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara

3) Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD dengan sasaran tersedianya dokumen
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD UPTDK RSU Haji Medan Provinsi Sumatera
Utara dan laporan hasil koordinasi penyusunan Koordinasi dan Penyusunan DPA
SKPD UPTDK RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara

4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD, dengan sasaran tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja UPTDK RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara

5) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sasaran tersedianya laporan evaluasi

UPTDK RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sasaran: Terlaksananya administrasi
keuangan UPTDK RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara. Berikut adalah Sub Kegiatan
yang mendukung penyelenggaraan kegiatan tersebut:

1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD, dengan sasaran tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulanan dan
semesteran UPTDK RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara.

2) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran di UPTDK RSU

Haji Medan Provinsi Sumatera Utara

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan sasaran : terlaksananya
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah. Berikut adalah Sub Kegiatan yang mendukung
penyelenggaraan kegiatan tersebut Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik
Daerah SKPD dengan sasaran terlaksananya kebutuhan perencanaan Barang Milik Daerah

UPTDK RSU Haji Medan setiap tahunnya.

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sasaran: terlaksananya administrasi
kepegawaian  Dinas Kesehatan. Berikut adalah Sub Kegiatan yang mendukung
penyelenggaraan kegiatan tersebut: Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian,
dengan sasaran terlaksananya pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian dan

UPTDK RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara.
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Administrasi Umum Perangkat Daerah,dengan sasaran: Terlaksananya administrasi umum

UPTDK RSU Haji Medan. Berikut adalah Sub Kegiatan yang mendukung penyelenggaraan

kegiatan tersebut:

1)

2)

3)

4)

5)

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan
sasaran tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Dinas
Kesehatan dan UPTDK RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan sasaran tersedianya peralatan
dan perlengkapan kantor UPTDK RSU Haji Medan Provinsi Sumatera
UtaraPenyediaan bahan logistik kantor;

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan sasaran tersedianya barang
cetakan dan penggandaan UPTDK RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, dengan sasaran
tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan UPTDK RSU Haji
Medan Provinsi Sumatera Utara

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan sasaran
terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi UPTDK RSU Haji Medan Provinsi

Sumatera Utara

Pengadaan Barang Mllik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sasaran

terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah di UPTDK RSU Haji Medan. Berikut adalah

Sub Kegiatan yang mendukung penyelenggaraan kegiatan tersebut: Pengadaan Peralatan

dan Mesin lainnya dengan sasaran tersedianya Peralatan dan Mesin lainnya UPTDK RSU

Haji Medan Provinsi Sumatera Utara

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sasaran: Tersedianya

jasa penunjang urusan pemerintah daerah. Berikut adalah Sub Kegiatan yang mendukung

penyelenggaraan kegiatan tersebut:

1)

2)

Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan sasaran tersedianya jasa surat menyurat

UPTDK RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan sasaran
tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik UPTDK RSU Haji Medan

Provinsi Sumatera Utara
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3) Penyediaan Jasa dan Peralatan dan Perlangkapan Kantor dengan sasaran tersedianya
jasa dan perbaikan perelengkapan kantor UPTDK RSU Haji Medan Provinsi

Sumatera Utara.

4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan sasaran tersedianya jasa pelayanan

umum kantor UPTDK RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan
sasaran: terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah
daerah. Berikut adalah Sub Kegiatan yang mendukung penyelenggaraan kegiatan tersebut:
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan sasaran tersedianya jasa pemeliharaan,
biaya pemeliharaan, pajak, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan
dinas jabatan UPTDK RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau Lapangan, dengan sasaran tersedianya jasa pemeliharaan,
biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

pada UPTDK RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara

3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan sasaran terpeliharanya peralatan
dan mesin penunjang kerja urusan kantor pada UPTDK RSU Haji Medan Provinsi

Sumatera Utara

Peningkatan Pelayanan BLUD,dengan sasaran : terlaksananya peningkatan pelayanan
BLUD. Berikut adalah Sub Kegiatan yang mendukung penyelenggaraan kegiatan tersebut:
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD dengan sasaran tercapainya pembiayaan BLUD

di UPTDK RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara

II. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan
Masyarakat

Sasaran Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan
Masyarakat adalah terpenuhinya pemenuhan upaya kesehatan di UPTDK RSU Haji Medan
Provinsi Sumatera Utara. Adapun kegiatan pada program ini adalah sebagai berikut:
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP
Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, dengan sasaran tersedianya

fasilitas pelayanan, sarana dan prasarana dan alat kesehatan. Berikut adalah Sub Kegiatan
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yang mendukung penyelenggaraan kegiatan tersebut:

1) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit dengan sasaran teresalisasinya
rehabilitasi dan pemeliharaan UPTDK RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara

2) Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas layanan
Kesehatan.dengan sasaran tersedianya Alat Kesehatan penunjang Medik yang
lengkap di UPTDK RSU Haji Medan

3) Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi dengan sasaran Kalibrasi Alat Kesehatan
guna menunjang pemanfaatan Alat Kesehatan di UPTDK RSU Haji Medan Provinsi
Sumatera Utara

4) Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
dengan sasaran terlaksananya pemeliharaan alat kesehatan/alat penunjang medik di
UPTDK RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara

5) Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan sasaran
terlaksananya pelaksanaan Telemedicine di UPTDK RSU Haji Medan Provinsi
Sumatera Utara

6) Pengembangan Rumah Sakit dengan Sasaran terlaksananya pengembangan Rumah
Sakit sesuai kebutuhan UPTDK RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara

7) Pengadaan Obat, Bahan habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan
Minuman di Fasilitas Kesehatan dengan sasaran tersedianya obat, bahan habis pakai
dan bahan medis, vaksin, makanan dan minuman di UPTDK RSU Haji

MedanProvinsi Sumatera Utara

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat
Daerah Provinsidengan sasaran Tersedianya layanan kesehatan untuk UKP rujukan dan

UKM. Berikut adalah Sub Kegiatan yang mendukung penyelenggaraan kegiatan tersebut:

1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan dengan sasaran terlaksananya
pelayanan kesehatan lingkungan UPTDK RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara

2) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan dengan sasaran terlaksananya layanan
promosi kesehatan di UPTDK RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara

3) Operasional Pelayanan Rumah Sakit dengan sasaran terlaksananya pelayanan

Operasional UPTDK RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara

Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasidengan sasaran :

Terselenggaranya sistem informasi kesehatan. Berikut adalah Sub Kegiatan yang
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4.2

mendukung penyelenggaraan kegiatan tersebut: Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
dengan sasaran Terselenggaranya sistem informasi kesehatan di UPTDK RSU Haji Medan

Provinsi Sumatera Utara.

ITII. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Sasaran Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah
terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di UPTDK RSU Haji Medan
Provinsi Sumatera Utara. Adapun kegiatan pada program ini adalah sebagai berikut:
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia
Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi, dengan sasaran . Terlaksananya pengembangan mutu
dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia. Berikut adalah Sub Kegiatan
yang mendukung penyelenggaraan kegiatan tersebut: Peningkatan Kompetensi dan
Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan sasaran terlaksanya peningkatan
Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia di UPTDK RSU Haji Medan Provinsi

Sumatera Utara.

Rumusan Kegiatan yang Mendukung PHTC Nasional, PHTC Provinsi Sumatera Utara
dan Prioritas Pembangunan yang Didukung oleh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
serta Kerangka Pendanaannya

Untuk mendukung PHTC Nasional, PHTC Provinsi Sumatera Utara dan Prioritas
Pembangunan, maka Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara telah merencanakan
pelaksanaan kegiatan strategis/prioritas dengan mengalokasikan anggaran untuk program,

kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2025, seperti terlihat pada tabel di bawah ini:
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Tabel 4. 4

Rumusan Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional (PN) dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Nasional Tahun 2025

Kegiatan Strategis Pagu
No Prioritas Nasionztl (PN) dan Perangkat Daerah yang Program Kegiatan Sub Kegiatan
PHTC Nasional mendukung PP dan Renja 2025 P. Renja 2025
PHTC Nasional
1 | Menjamin Tersedianya Pencapaian Universal Program Pemenuhan Penyediaan Layanan | Pengelolaan 278.353.325.980 | 314.856.617.280
pelayanan kesehatan bagi Health Coverage (UHC) Upaya Kesehatan Kesehatan untuk Jaminan Kesehatan
seluruh rakyat Indonesia: Perorangan dan Upaya | UKP Rujukan, UKM | Masyarakat
Peningkatan BPJS Kesehatan Kesehatan Masyarakat | dan UKM Rujukan
dan penyediaan obat untuk Tingkat Daerah
rakyat Provinsi
2 | Memberi makan siang dan susu | Pencegahan dan Penurunan | Program Pemenuhan Penyediaan Layanan | Pengelolaan 16.012.574.912 | 17.003.652.784
gratis di sekolah dan pesantren Stunting Upaya Kesehatan Kesehatan untuk Pelayanan
serta bantuan gizi untuk anak melalui Pemberdayaan | Perorangan dan Upaya | UKP Rujukan, UKM | Kesehatan Gizi
balita dan ibu hamil Masyarakat untuk | Kesehatan Masyarakat | dan UKM Rujukan Masyarakat
Penurunan Stunting Tingkat Daerah
Provinsi
3 | Menyelenggarakan pemeriksaan | Dukungan Pemeriksaan | Program Pemenuhan Penyediaan Layanan | Pengelolaan 924.496.517 481.655.142
kesehatan gratis, menuntaskan Kesehatan Gratis (PKG) Upaya Kesehatan Kesehatan untuk Pelayanan
kasus TBC, dan membangun Perorangan dan Upaya | UKP Rujukan, UKM | Kesehatan Penyakit
Rumah Sakit lengkap Kesehatan Masyarakat | dan UKM Rujukan Menular dan Tidak
berkualitas di kabupaten Tingkat Daerah Menular
Provinsi
Penurunan  Tuberkulosis | Program Pemenuhan Penyediaan Layanan | Pengelolaan 570.191.700 1.506.292.000
(TBC) Upaya Kesehatan Kesehatan untuk Pelayanan
Perorangan dan Upaya | UKP Rujukan, UKM | Kesehatan Penyakit
Kesehatan Masyarakat | dan UKM Rujukan Menular dan Tidak
Tingkat Daerah Menular
Provinsi
Total 295.860.589.109 | 333.848.217.206
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Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara mengampu 1 (satu) Prioritas Nasional (PN)

dan 2 (dua) PHTC Nasional yaitu

1.

PN-7: Menjamin Tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia:
Peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat

Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren serta bantuan gizi untuk
anak balita dan ibu hamil

Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan

membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten

Untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional dan PHTC Nasional, maka

direncanakan pelaksanaan program/kegiatan strategis Dinas Kesehatan yaitu:

1.

Program Pencapaian Universal Health Coverage (UHC)

Sampai dengan akhir bulan Juni 2025, capaian cakupan penduduk yang telah terjamin
pemeliharaan kesehatan di Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 97% dengan cakupan
kepesertaan aktif JKN sebesar 74,4%. Hal ini menujukkan bahwa Provinsi Sumatera Utara
masih belum mencapai target Cakupan Kesehatan Semesta (Universal Health
Coverage/UHC) yaitu sebesar 98,6% dengan cakupan kepesertaan aktif JKN sebesar 80%
sesuai amanat Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025
—2029.

Dari 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, sebanyak 21 (dua puluh satu)
kabupaten/kota telah mencapai cakupan kepesertaan JKN >98,6%, namun hanya 13 (tiga
belas) kabupaten/kota yang memenuhi cakupan kepesertaan aktif JKN 80%. Artinya hanya
13 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara yang sudah mencapai UHC, yaitu Kota
Medan, Kabupaten Samosir, Kota Pematang Siantar, Kabupaten Pakpak Bharat, Kota
Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Padang Lawas, Kota Tanjung Balai,
Kabupaten Nias Selatan, Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias Barat dan Kabupaten Nias.
Sedangkan 8 (delapan) kabupaten/kota yang cakupan kepesertaan JKNnya sudah >98,6%
namun cakupan kepesertaan aktif masih<80% adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan,
Kabupaten Simalungun, Kabupaten Karo, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten
Batu Bara, Kota Binjai, Kabupaten Binjai, dan Kabupaten Serdang Bedagai.

Untuk percepatan pencapaian UHC di Provinsi Sumatera Utara, maka Pemerintah
Sumatera Utara berkomitmen untuk mencapai UHC tahun 2025, bersama seluruh Kepala

Daerah Kabupaten/Kota ~ membuat kesepakatan melalui penandatanganan MoU
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pencapaian UHC dan akan ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Sumatera Utara.
Pembiayaan UHC melalui mekanisme Cost Sharing antara Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pada tahun 2025 proporsi cost sharing 20% : 80%,
dan selanjutnya proporsi provinsi naik 2,5% setiap tahunnya sampai 30% pada tahun 2029.
Pencegahan dan Penurunan Stunting Melalui Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024 yang diselenggarakan
oleh Kementerian Kesehatan, Prevalensi Stunting pada Balita di Provinsi Sumatera Utara
mengalami kenaikan dari 18,9% pada tahun 2023 naik menjadi 22% pada tahun 2024.
Untuk itu upaya percepatan penurunan stunting harus dilakukan lebih masif lagi sehingga
pada tahun 2025 dan seterusnya prevalensi stunting pada balita dapat diturunkan sesuai
target yang ditetapkan. Untuk penurunan stunting dan mendukung PHTC nasional maka
pada tahun 2025 dilaksanakan

a) Pemberian Suplementasi Gizi kepada 33 Kabupaten/Kota, meliputi:

- Susu Ibu Hamil, sebagai salah satu bentuk intervensi spesifik yang menyasar ibu
hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan berisiko KEK sebagai langkah pencegahan
terjadinya stunting baru (new stunting), sehingga dengan intervensi ini ibu hamil
memiliki status gizi yang baik.

- Susu Balita PKMK (Pangan Olahan Keperluan Medis Khusus), sebagai salah satu
intervensi spesifik, menyasar balita yang sudah teridentifikasi stunting
(berdasarkan antropometri), sebagai bentuk dari tatalaksana yang harus dilakukan
pada setiap anak stunting, tentunya dengan berdasarkan pada PNPK (Pedoman
Nasional Pelayanan Kedokteran) tata laksana stunting.

- Tablet Tambah Darah (TTD), salah satu bentuk intervensi spesifik yang menyasar
seluruh ibu hamil, ibu nifas (ibu bersalin), dan remaja putri yang bersekolah di
tingkat SMP, SMA dan sederajat dalam rangka mencegah dan menangani
permasalahan gizi mikro (anemia).

- Retinol (Vitamin A Biru dan Vitamin A Merah), salah satu bentuk intervensi
spesifik yang menyasar seluruh anak usia 6 — 11 bulan dan 12 — 59 bulan, ibu hamil
dan 1bu nifas dalam rangka mencegah kekurangan zat gizi mikro.

b) Pemberian Stimulan bagi Keluarga Beresiko Stunting, salah satu bentuk intervensi
spesifik, menyasar kepada keluarga yang beresiko stunting, keluarga yang memiliki
anak usia 6 — 23 bulan yang tidak naik berat badannya (dari hasil penimbangan dan

ploting di Kartu Menuju Sehat/KMS). Pemberian stimulan ini diawali dengan
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pembuatan Petunjuk Teknis Pemberian Stimulan bagi Keluarga Beresiko Stunting.
Kegiatan ini dilaksanakan melalui kerjasama dengan Tim Penggerak PKK Provinsi
Sumatera Utara dan Tim Penggerak PKK Kecamatan. Setiap anak akan diberikan
stimulan berupa makanan yang disiapkan oleh Tim Penggerak PKK Kecamatan, untuk
90 (sembilan puluh) hari. Dan akan dibentuk Tim Pemantau, Pendampingan,
Monitoring dan Evaluasi melalui Surat Keputusan. Tim ini akan mendampingi,
memantau, dan memonitoring pemberian makanan kepada anak usia 6 — 23 bulan
sehingga diharapkan anak-anak tersebut dengan bertambah usia maka bertambah juga
berat badannya sesuai kurva pertumbuhan dengan demikian dapat memiliki status
pertumbuhan yang baik dan terhindar dari risiko untuk mengalami stunting. Untuk
tahun 2025, lokus pemberian stimulan bagi keluarga beresiko stunting sebanyak 6
(enam) kabupaten/kota, yaitu Tapanuli Tengah, Simalungun, Samosir, Binjai, Deli

Serdang, dan Serdang Bedagai.

Dukungan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG)

Untuk menurunkan angka kesakitan diperlukan langkah strategis salah satunya dengan
Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG). Pemeriksaan Kesehatan Gratis dilaksanakan
melalui pendekatan siklus hidup, dimulai sejak bayi baru lahir hingga lanjut usia. PKG
dilakukan untuk mencegah dan menangani faktor risiko, kondisi pra-penyakit, dan
penyakit secara dini. Di samping itu diperlukan upaya untuk pelayanan kesehatan yang
berkualitas terutama untuk masyarakat yang memiliki kesulitan mengakses fasilitas
kesehatan. Dukungan PKG bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan,
dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. PKG di Provinsi Sumatera Utara
dilaksanakan secara serentak pada tanggal 10 Februari 2025 di 33 Kabupaten/Kota. Untuk
mendukung pelaksananaan PKG maka Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
merencanakan untuk memberikan bantuan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) kepada
puskesmas yang tingkat ketersediaan BMHP-nya masih rendah berdasarkan sasaran yakni
<50%, melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Lokus pemberian bantuan BMHP tahun
2025 sebanyak 8 (delapan) kabupaten/kota yaitu Tapanuli Tengah, Karo, Asahan, Batu

Bara, Labuhanbatu Selatan, Langkat, Pematang Siantar, dan Padang Lawas Utara.

Penurunan Tuberkulosis (TBC)
Tuberkulosis (TBC) merupakan penyakit yang menular melalui udara dan jika tidak

ditangani secara tuntas akan menyebabkan resistensi/kekebalan. TBC saat ini masih

280



menjadi masalah kesehatan di Indonesia dan menimbulkan masalah yang kompleks baik

dari segi medis maupun sosial, ekonomi dan budaya. TBC dapat menyebabkan stigma dan

diskriminasi sehingga menghambat akses pasien untuk mendapatkan layanan kesehatan.

Berdasarkan data Global TBC Report Tahun 2023, Indonesia menempati posisi ke-2

setelah India dengan estimasi kasus sebanyak 1.060.000 kasus. Indonesia menyumbang

9,1% kasus TBC di dunia dan Provinsi Sumatera Utara menyumbang sebesar 7,1% kasus

di Indonesia. Provinsi Sumatera Utara berada di urutan ketiga penyumbang kasus tertinggi

di Indonesia setelah Jawa Barat dan Jawa Timur.

Dalam rangka penurunan TBC dilakukan berbagai upaya diantaranya adalah:

a)

b)

Active Case Finding (ACF) atau Penemuan Kasus Aktif dengan estimasi kasus 74.297
pada tahun 2025, sasaran ACF adalah kontak serumah dan kontak erat dengan Pasien
TBC melalui pemeriksaan rontgen, dengan lokus di 5 kabupaten/kota yaitu
Labuhanbatu Utara, Pematang Siantar, Deli Serdang, Binjai, dan Langkat.

Upaya selanjutnya adalah menjalin kerjasama dengan kader kesehatan di 33
kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Utara untuk pendampingan Pelaksanaan
Investigasi Kontak TB melalui Berkah TBC (BErantas Rawat KAwal Harapan untuk
Eliminasi Tuberkulosis di Provinsi Sumatera Utara). Para Kader TBC berperan dalam
mencari atau melacak individu yang berisiko terinfeksi TBC melalui kegiatan
investigasi kontak yang dilakukan kader melalui kunjungan rumah dan skrining gejala
TBC pada seluruh kontak serumah dan kontak erat, kader TBC juga akan menyebarkan
informasi mengenai gejala TBC, cara penularannya, dan pentingnya pemeriksaan serta
pengobatan. Selanjutnya kader memastikan pasien memulai dan menyelesaikan
pengobatan sesuai anjuran tenaga kesehatan, menyemangati untuk menyelesaikan
seluruh rangkaian pengobatan, dan mengingatkan pasien untuk mengonsumsi obat
secara tepat waktu, tepat cara, dan tepat dosis, kemudian kader memberikan dukungan
psikososial pada pasien dan juga membantu masyarakat memahami bahwa TBC bisa
disembuhkan jika pengobatan dijalankan dengan tepat. Kader Kesehatan TBC ini akan
ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
dan diberikan biaya pendampingan selama 6 (enam) bulan untuk setiap kader.

Rapat Koordinasi dan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penuntasan TBC
Melaksanakan rapat-rapat koordinasi secara rutin dan berkala dengan melibatkan
seluruh stakeholders dan mendorong semua kabupaten/kota untuk menyusun Rencana

Aksi Daerah (RAD) yang ditetapkan oleh kepala daerah, sebagai pedoman atau acuan
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dalam rangka kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan, termasuk dinas
kesehatan, rumah sakit, puskesmas, organisasi masyarakat, dan pihak swasta, untuk

mencapai tujuan bersama dalam penanggulangan TBC.
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Tabel 4. 5
Rumusan Dukungan PHTC (Program Hasil Terbaik Cepat) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

1 | Program Berobat Gratis
(PROBIS)

Pencapaian Universal Health
Coverage (UHC) melalui
Program Berobat Gratis
(Probis)

Program Pemenuhan
Upaya Kesehatan
Perorangan dan Upaya
Kesehatan Masyarakat

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk
UKP Rujukan, UKM
dan UKM Rujukan
Tingkat Daerah
Provinsi

Pengelolaan
Jaminan
Kesehatan
Masyarakat

278.353.325.980

314.856.617.280
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Untuk mendukung pencapaian PHTC Provinsi yaitu Program Berobat Gratis (PROBIS),
maka direncanakan pelaksanaan program/kegiatan strategis Dinas Kesehatan yaitu:
1. Program Pencapaian Universal Health Coverage (UHC)

Sampai dengan akhir bulan Juni 2025, capaian cakupan penduduk yang telah
terjamin pemeliharaan kesehatan di Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 97% dengan
cakupan kepesertaan aktif JKN sebesar 74,4%. Hal ini menujukkan bahwa Provinsi
Sumatera Utara masih belum mencapai target Cakupan Kesehatan Semesta (Universal
Health Coverage/UHC) yaitu sebesar 98,6% dengan cakupan kepesertaan aktif JKN
sebesar 80% sesuai amanat Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN
Tahun 2025 — 2029.

Dari 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, sebanyak 21 (dua puluh satu)
kabupaten/kota telah mencapai cakupan kepesertaan JKN >98,6%, namun hanya 13 (tiga
belas) kabupaten/kota yang memenuhi cakupan kepesertaan aktif JKN 80%. Artinya hanya
13 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara yang sudah mencapai UHC, yaitu Kota
Medan, Kabupaten Samosir, Kota Pematang Siantar, Kabupaten Pakpak Bharat, Kota
Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Padang Lawas, Kota Tanjung Balai,
Kabupaten Nias Selatan, Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias Barat dan Kabupaten Nias.
Sedangkan 8 (delapan) kabupaten/kota yang cakupan kepesertaan JKNnya sudah >98,6%
namun cakupan kepesertaan aktif masih<80% adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan,
Kabupaten Simalungun, Kabupaten Karo, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten
Batu Bara, Kota Binjai, Kabupaten Binjai, dan Kabupaten Serdang Bedagai.

Untuk percepatan pencapaian UHC di Provinsi Sumatera Utara, maka Pemerintah
Sumatera Utara berkomitmen untuk mencapai UHC tahun 2025, bersama seluruh Kepala
Daerah Kabupaten/Kota ~ membuat kesepakatan melalui penandatanganan MoU
pencapaian UHC dan akan ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Sumatera Utara.
Pembiayaan UHC melalui mekanisme Cost Sharing antara Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pada tahun 2025 proporsi cost sharing 20% : 80%,

dan selanjutnya proporsi provinsi naik 2,5% setiap tahunnya sampai 30% pada tahun 2029.
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Tabel 4. 6
Rumusan Dukungan 17 Program Prioritas Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

Pagu
No 17 P.rogram Dukungan Perangkat Daerah Program Kegiatan Sub Kegiatan =
Prioritas Renja 2025 P. Renja 2025
1 | Kesehatan yang | Pencapaian Universal Health Coverage Program Penyediaan Layanan Pengelolaan 278.353.325.980 | 314.856.617.280
Terintegrasi di (UHC) melalui Penyediaan Pembiayaan Pemenuhan Upaya | Kesehatan untuk UKP Jaminan Kesehatan
Beberapa Titik Jaminan Kesehatan (Kontribusi PBI JKN, | Kesehatan Rujukan, UKM dan Masyarakat
Kawasan yang PBPU Provinsi/PBI Provinsi, dan Perorangan dan UKM Rujukan Tingkat
Menjadi Sentra Pembiayaan Non Register) dan Upaya Kesehatan Daerah Provinsi
Layanan Penyediaan Sistem Informasi Kepesertaan | Masyarakat
Kesehatan JKN
Masyarakat Pencegahan dan Penurunan Stunting Program Penyediaan Layanan Pengelolaan 16.012.574.912 17.003.652.784
Terpadu melalui Pemberdayaan Masyarakat untuk | Pemenuhan Upaya | Kesehatan untuk UKP Pelayanan
Penurunan Stunting Kesehatan Rujukan, UKM dan Kesehatan Gizi
Perorangan dan UKM Rujukan Tingkat | Masyarakat
Upaya Kesehatan Daerah Provinsi
Masyarakat
Dukungan Pemeriksaan Kesehatan Gratis | Program Penyediaan Layanan Pengelolaan 924.496.517 481.655.142
(PKG) melalui Penyediaan BMHP CKG Pemenuhan Upaya | Kesehatan untuk UKP Pelayanan
Puskesmas dan Kesuma Sehat (Keliling Kesehatan Rujukan, UKM dan Kesehatan
Sumatera Utara untuk Layanan Perorangan dan UKM Rujukan Tingkat | Penyakit Menular
Kesehatan) Upaya Kesehatan Daerah Provinsi dan Tidak Menular
Masyarakat
Penurunan Tuberkulosis (TBC) melalui | Program Penyediaan Layanan Pengelolaan 570.191.700 1.506.292.000
Berkah TBC (BErantas Rawat Kawal | Pemenuhan Upaya | Kesehatan untuk UKP Pelayanan
Harapan untuk Eliminasi Tuberkulosis) Kesehatan Rujukan, UKM dan Kesehatan
Perorangan dan UKM Rujukan Tingkat | Penyakit Menular
Upaya Kesehatan Daerah Provinsi dan Tidak Menular
Masyarakat
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Pelayanan Faskes yang Berkualitas Program
melalui Layanan Medis Merata Peningkatan
Kapasitas Sumber

Perencanaan Kebutuhan

Sumber Daya Manusia
Kesehatan untuk UKM

Pemenuhan
Kebutuhan Sumber
Daya Manusia

3.451.863.000

Daya Manusia dan UKP Provinsi Kesehatan
Kesehatan
Total 295.860.589.109 | 337.300.080.206
17 Program Pagu
No Priorit Dukungan Perangkat Daerah Program Kegiatan Sub Kegiatan
rioritas Renja 2025 P. Renja 2025
1 | Kesehatan yang | Pencapaian Dukungan Rumah Sakit Program Penyediaan Fasilitas Pengadaan Alat 21.453.995.661 16.222.780.278
Terintegrasi di Unggulan Melalui Peningkatan Kualitas Pemenuhan Upaya | Pelaayanan Sarana dan | kesehatan, Alat
Beberapa Titik Pelayanan Rumah Sakit Berbasis Kesehatan Prasaranan Alat Penunjang Medik
Kawasan yang Kompetensi pada RS Haji Medan Perorangan dan Kesehatan Untuk UKP | dan Fasilitas
Menjadi Sentra Upaya Kesehatan Rujukan, UKM Dan Layanan
Layanan Masyarakat UKM Rujukan Tingkat | Kesehatan
Kesehatan Daerah Provinsi
Masyarakat
Terpadu
Total 21.453.995.661 16.222.780.278
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Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara mengampu 1 (satu) dari 17 Program Prioritas
(PP) Provinsi yaitu Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi
Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu.
Untuk mendukung pencapaian 17 Program Prioritas Provinsi, maka direncanakan pelaksanaan
program/kegiatan strategis Dinas Kesehatan yaitu:
1. Program Pencapaian Universal Health Coverage (UHC)

Sampai dengan akhir bulan Juni 2025, capaian cakupan penduduk yang telah
terjamin pemeliharaan kesehatan di Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 97% dengan
cakupan kepesertaan aktif JKN sebesar 74,4%. Hal ini menujukkan bahwa Provinsi
Sumatera Utara masih belum mencapai target Cakupan Kesehatan Semesta (Universal
Health Coverage/UHC) yaitu sebesar 98,6% dengan cakupan kepesertaan aktif JKN
sebesar 80% sesuai amanat Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN
Tahun 2025 —2029.

Dari 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, sebanyak 21 (dua puluh satu)
kabupaten/kota telah mencapai cakupan kepesertaan JKN >98,6%, namun hanya 13 (tiga
belas) kabupaten/kota yang memenuhi cakupan kepesertaan aktif JKN 80%. Artinya hanya
13 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara yang sudah mencapai UHC, yaitu Kota
Medan, Kabupaten Samosir, Kota Pematang Siantar, Kabupaten Pakpak Bharat, Kota
Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Padang Lawas, Kota Tanjung Balai,
Kabupaten Nias Selatan, Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias Barat dan Kabupaten Nias.
Sedangkan 8 (delapan) kabupaten/kota yang cakupan kepesertaan JKNnya sudah >98,6%
namun cakupan kepesertaan aktif masih<80% adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan,
Kabupaten Simalungun, Kabupaten Karo, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten
Batu Bara, Kota Binjai, Kabupaten Binjai, dan Kabupaten Serdang Bedagai.

Untuk percepatan pencapaian UHC di Provinsi Sumatera Utara, maka Pemerintah
Sumatera Utara berkomitmen untuk mencapai UHC tahun 2025, bersama seluruh Kepala
Daerah Kabupaten/Kota ~ membuat kesepakatan melalui penandatanganan MoU
pencapaian UHC dan akan ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Sumatera Utara.
Pembiayaan UHC melalui mekanisme Cost Sharing antara Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pada tahun 2025 proporsi cost sharing 20% : 80%,

dan selanjutnya proporsi provinsi naik 2,5% setiap tahunnya sampai 30% pada tahun 2029.
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Pencegahan dan Penurunan Stunting Melalui Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024 yang

diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan, Prevalensi Stunting pada Balita di Provinsi

Sumatera Utara mengalami kenaikan dari 18,9% pada tahun 2023 naik menjadi 22% pada

tahun 2024. Untuk itu upaya percepatan penurunan stunting harus dilakukan lebih masif

lagi sehingga pada tahun 2025 dan seterusnya prevalensi stunting pada balita dapat

diturunkan sesuai target yang ditetapkan. Untuk penurunan stunting dan mendukung PHTC

nasional maka pada tahun 2025 dilaksanakan

a) Pemberian Suplementasi Gizi kepada 33 Kabupaten/Kota, meliputi:

Susu Ibu Hamil, sebagai salah satu bentuk intervensi spesifik yang menyasar ibu
hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan berisiko KEK sebagai langkah pencegahan
terjadinya stunting baru (new stunting), sehingga dengan intervensi ini ibu hamil
memiliki status gizi yang baik.

Susu Balita PKMK (Pangan Olahan Keperluan Medis Khusus), sebagai salah satu
intervensi spesifik, menyasar balita yang sudah teridentifikasi stunting
(berdasarkan antropometri), sebagai bentuk dari tatalaksana yang harus dilakukan
pada setiap anak stunting, tentunya dengan berdasarkan pada PNPK (Pedoman
Nasional Pelayanan Kedokteran) tata laksana stunting.

Tablet Tambah Darah (TTD), salah satu bentuk intervensi spesifik yang menyasar
seluruh ibu hamil, ibu nifas (ibu bersalin), dan remaja putri yang bersekolah di
tingkat SMP, SMA dan sederajat dalam rangka mencegah dan menangani
permasalahan gizi mikro (anemia).

Retinol (Vitamin A Biru dan Vitamin A Merah), salah satu bentuk intervensi
spesifik yang menyasar seluruh anak usia 6 — 11 bulan dan 12 — 59 bulan, ibu hamil

dan ibu nifas dalam rangka mencegah kekurangan zat gizi mikro.

b) Pemberian Stimulan bagi Keluarga Beresiko Stunting, salah satu bentuk intervensi

spesifik, menyasar kepada keluarga yang beresiko stunting, keluarga yang memiliki

anak usia 6 — 23 bulan yang tidak naik berat badannya (dari hasil penimbangan dan

ploting di Kartu Menuju Sehat/KMS). Pemberian stimulan ini diawali dengan

pembuatan Petunjuk Teknis Pemberian Stimulan bagi Keluarga Beresiko Stunting.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui kerjasama dengan Tim Penggerak PKK Provinsi

Sumatera Utara dan Tim Penggerak PKK Kecamatan. Setiap anak akan diberikan

stimulan berupa makanan yang disiapkan oleh Tim Penggerak PKK Kecamatan, untuk
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90 (sembilan puluh) hari. Dan akan dibentuk Tim Pemantau, Pendampingan,
Monitoring dan Evaluasi melalui Surat Keputusan. Tim ini akan mendampingi,
memantau, dan memonitoring pemberian makanan kepada anak usia 6 — 23 bulan
sehingga diharapkan anak-anak tersebut dengan bertambah usia maka bertambah juga
berat badannya sesuai kurva pertumbuhan dengan demikian dapat memiliki status
pertumbuhan yang baik dan terhindar dari risiko untuk mengalami stunting. Untuk
tahun 2025, lokus pemberian stimulan bagi keluarga beresiko stunting sebanyak 6
(enam) kabupaten/kota, yaitu Tapanuli Tengah, Simalungun, Samosir, Binjai, Deli

Serdang, dan Serdang Bedagai.

Dukungan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG)

Untuk menurunkan angka kesakitan diperlukan langkah strategis salah satunya
dengan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG). Pemeriksaan Kesehatan Gratis dilaksanakan
melalui pendekatan siklus hidup, dimulai sejak bayi baru lahir hingga lanjut usia. PKG
dilakukan untuk mencegah dan menangani faktor risiko, kondisi pra-penyakit, dan
penyakit secara dini. Di samping itu diperlukan upaya untuk pelayanan kesehatan yang
berkualitas terutama untuk masyarakat yang memiliki kesulitan mengakses fasilitas
kesehatan. Dukungan PKG bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan,
dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. PKG di Provinsi Sumatera Utara
dilaksanakan secara serentak pada tanggal 10 Februari 2025 di 33 Kabupaten/Kota.

Untuk mendukung pelaksananaan PKG maka Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera
Utara merencanakan untuk memberikan bantuan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)
kepada puskesmas yang tingkat ketersediaan BMHP-nya masih rendah berdasarkan
sasaran yakni <50%, melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Lokus pemberian bantuan
BMHP tahun 2025 sebanyak 8 (delapan) kabupaten/kota yaitu Tapanuli Tengah, Karo,
Asahan, Batu Bara, Labuhanbatu Selatan, Langkat, Pematang Siantar, dan Padang Lawas

Utara.

Penurunan Tuberkulosis (TBC)

Tuberkulosis (TBC) merupakan penyakit yang menular melalui udara dan jika tidak
ditangani secara tuntas akan menyebabkan resistensi/kekebalan. TBC saat ini masih
menjadi masalah kesehatan di Indonesia dan menimbulkan masalah yang kompleks baik

dari segi medis maupun sosial, ekonomi dan budaya. TBC dapat menyebabkan stigma dan
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diskriminasi sehingga menghambat akses pasien untuk mendapatkan layanan kesehatan.

Berdasarkan data Global TBC Report Tahun 2023, Indonesia menempati posisi ke-2

setelah India dengan estimasi kasus sebanyak 1.060.000 kasus. Indonesia menyumbang

9,1% kasus TBC di dunia dan Provinsi Sumatera Utara menyumbang sebesar 7,1% kasus

di Indonesia. Provinsi Sumatera Utara berada di urutan ketiga penyumbang kasus tertinggi

di Indonesia setelah Jawa Barat dan Jawa Timur.

Dalam rangka penurunan TBC dilakukan berbagai upaya diantaranya adalah:

a)

b)

Active Case Finding (ACF) atau Penemuan Kasus Aktif dengan estimasi kasus 74.297
pada tahun 2025, sasaran ACF adalah kontak serumah dan kontak erat dengan Pasien
TBC melalui pemeriksaan rontgen, dengan lokus di 5 kabupaten/kota yaitu
Labuhanbatu Utara, Pematang Siantar, Deli Serdang, Binjai, dan Langkat.

Upaya selanjutnya adalah menjalin kerjasama dengan kader kesehatan di 33
kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Utara untuk pendampingan Pelaksanaan
Investigasi Kontak TB melalui Berkah TBC (BErantas Rawat KAwal Harapan untuk
Eliminasi Tuberkulosis di Provinsi Sumatera Utara). Para Kader TBC berperan dalam
mencari atau melacak individu yang berisiko terinfeksi TBC melalui kegiatan
investigasi kontak yang dilakukan kader melalui kunjungan rumah dan skrining gejala
TBC pada seluruh kontak serumah dan kontak erat, kader TBC juga akan menyebarkan
informasi mengenai gejala TBC, cara penularannya, dan pentingnya pemeriksaan serta
pengobatan. Selanjutnya kader memastikan pasien memulai dan menyelesaikan
pengobatan sesuai anjuran tenaga kesehatan, menyemangati untuk menyelesaikan
seluruh rangkaian pengobatan, dan mengingatkan pasien untuk mengonsumsi obat
secara tepat waktu, tepat cara, dan tepat dosis, kemudian kader memberikan dukungan
psikososial pada pasien dan juga membantu masyarakat memahami bahwa TBC bisa
disembuhkan jika pengobatan dijalankan dengan tepat. Kader Kesehatan TBC ini akan
ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
dan diberikan biaya pendampingan selama 6 (enam) bulan untuk setiap kader.

Rapat Koordinasi dan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penuntasan TBC
Melaksanakan rapat-rapat koordinasi secara rutin dan berkala dengan melibatkan
seluruh stakeholders dan mendorong semua kabupaten/kota untuk menyusun Rencana
Aksi Daerah (RAD) yang ditetapkan oleh kepala daerah, sebagai pedoman atau acuan
dalam rangka kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan, termasuk dinas

kesehatan, rumah sakit, puskesmas, organisasi masyarakat, dan pihak swasta, untuk
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mencapai tujuan bersama dalam penanggulangan TBC.

Pelayanan Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang Berkualitas

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional dalam
rangka mewujudkan visi misi Presiden dan implementasi Asta Cita yang keempat yaitu
memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,
kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda,
dan penyandang disabilitas. Bidang Kesehatan merupakan salah satu indikator yang
digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan penduduk sekaligus indikator keberhasilan
program pembangunan baik ditingkat nasional maupun daerah. Berdasarkan Undang-
Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, menyebutkan bahwa pembangunan
kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi
setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Salah satu program Pemerintah Sumatera Utara dalam mewujudkan tujuan
pembangunan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah peningkatan pelayanan
kesehatan di fasilitas kesehatan yang didukung oleh sumber daya manusia, sarana,
prasarana dan alat kesehatan yang memadai di seluruh faskes. Rumah sakit diharapkan
dapat menjadi rumah sakit unggulan. Rumah sakit unggulan yang berkualitas memiliki
beberapa unsur penting, antara lain: fasilitas medis lengkap, dokter spesialis berkualitas,
pelayanan prima, akreditasi yang baik, serta lokasi yang strategis dan mudah
diakses. Selain itu, rumah sakit tersebut juga perlu memiliki tata kelola yang baik, standar
pelayanan minimal yang jelas, dan fokus pada peningkatan mutu layanan serta kepuasan
pasien. Maka pada tahun 2025 direncanakan pelaksanaan:

1. Pemenuhan Dokter Spesialis melalui Pemberian Beasiswa Dokter Spesialis
Bekerjasama dengan Perguruan Tinggi
Pemenuhan dokter spesialis melalui pemberian beasiswa dokter spesialis bekerjasama
dengan Perguruan Tinggi yaitu Universitas Sumatera Utara (USU) dan Universitas
Gajah Mada (UGM). Diawali dengan membuat Perjanjian Kerjasama antara Pihak
Pemerintah Sumatera Utara yang diwaliki oleh Dinas Kesehatan dengan Pihak Fakultas
Kedokteran Universitas Sumatera Utara (USU) dan Fakultas Kedokteran Universitas
Gajah Mada (Gajah Mada).
Pemenuhan dokter spesialis ini meliputi:

- Dokter Spesialis 4 Dasar yaitu Spesialis Penyakit Dalam, Spesialis Obstetri
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Ginekologi, Spesialis Anak, dan Spesialis Bedah.

- Dokter Spesialis 3 Penunjang yaitu Spesialis Radiologi, Spesialis Anestesi, dan
Spesialis Patologi Klinik.

- Dokter Spesialis KJSU yaitu Spesialis Kanker, Spesialis Jantung, Spesialis
Neurologi (Saraf), dan Spesialis Uronefrologi.

Daerah mengusulkan calon peserta untuk mengikuti seleksi masuk USU dan
UGM. Sebanyak 21 dokter umum ditargetkan akan diberikan beasiswa dengan lokus
penerima beasiswa adalah Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) dan
RSUD KJSU KIA, yaitu RSUD di Kepulauan Nias meliputi RSUD Nias Selatan (3
orang), RSUD Tafaeri Nias Utara (6 orang), RSUD Pratama Kab. Nias Barat (5 orang),
RSUD Pratama Lologolu Soguna Bazato Nias Barat (4 orang), RSUD Hadrianus
Sinaga Samosir (1 orang), RSUD Sipirok (1 orang) dan UPTD RSU Kusta Lausimomo
(1 orang).

2. Distribusi Dokter Spesialis Melalui Dokter Residen (Pelayanan Medis Merata)

Untuk pemerataan pelayanan dokter spesialis maka direncanakan Penempatan
Dokter Spesialis melalui Dokter Residen di daerah yang sulit akses yakni di Kepulauan
Nias. Penempatan dokter spesialis ini juga bekerja sama dengan Universitas Sumatera
Utara (USU) yang ditetapkan melalui Perjanjian Kerjasama antara Pihak Pemerintah
Sumatera Utara yang diwaliki oleh Dinas Kesehatan dengan Pihak Fakultas Kedokteran
USU. Pada tahun 2025 direncanakan lokus penerima Dokter Residen adalah RSUD Nias
Selatan 1 orang dan RSUD Tafaeri Nias Utara (4 orang)

3. Pembangunan, Pengembangan, dan Pemenuhan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan
(SPA) di Rumah Sakit
Pembangunan, pengembangan dan pemenuhan SPA di rumah sakit menjadi salah
satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan di
Provinsi Sumatera Utara. Untuk itu pada tahun 2025 direncanakan untuk membuat
Detail Engineering Design (DED) Rumah Sakit dan Master Plan Rumah Sakit yang
akan dibangun pada tahun 2026 di Kabupaten Tapanuli Utara dan Pengembangan
Rumah Sakit Lau Simomo sebagai Rumah Sakit Unggulan Pengampu Regional di
Dataran Tinggi dengan kompetensi layanan Kesehatan Jiwa dan  Geriatri di
Lausimomo, Kabupaten Karo serta pengembangan Rumah Sakit Paru sebagai Rumah
Sakit Unggulan Pengampu Regional di Kawasan Medan, Binjai, Deli Serdang dan
Langkat (Mebidangla) dengan kompetensi Paru sebagai langkah penanggulangan TBC.
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Tabel 4. 7
Rumusan Dukungan terhadap Capaian Indikator Makro Provinsi (Tingkat Kemiskinan) Provinsi Sumatera Utara Tahun
2025

1 TINGKAT Program Pemenuhan  Penyediaan Fasilitas Pengembangan 3.076.369.918,00 84.350.000,00 - Optimalisasi Pelayanan
KEMISKINAN Upaya Kesehatan Pelayanan, Sarana, Pendekatan Kesehatan Bergerak melalui
Perorangan dan Prasarana dan Alat Pelayanan Bus Kesehatan Bergerak
Upaya Kesehatan Kesehatan untuk UKP Kesehatan di DTPK - Pelayanan Kesehatan
Masyarakat Rujukan, UKM dan UKM  (Pelayanan Bergerak di Daerah Terpencil
Rujukan Tingkat Daerah Kesehatan dan Sangat Terpencil
Provinsi Bergerak, Gugus TerintegrasiPelayanan
Pulau, Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB)
Kesehatan Berbasis Terintegrasi dan  Bus
Telemedicine, dll) Kesehatan Bergerak
Penyediaan Layanan Pembinaan 896.383.910,00 525.073.000,00 - Advokasi Koordinasi,
Kesehatan untuk UKP  Pelaksanaan Supervisi Bimbingan Teknis
Rujukan, UKM dan Upaya Pelayanan dan Evaluasi
UKM Rujukan Tingkat ~ Kesehatan Penyelenggaraan
Daerah Provinsi Laboratorium Kesehatan
Masyarakat
- FGD Penguatan Pelayanan
Kesehatan Melalui

Pemenuhan Sarana, Prasarana
dan Alat Kesehatan di Rumah

Sakit

- Penguatan Pelayanan
Kesehatan Primer Sesuai
Standar

- Penguatan Sistem Informasi
Rumah Sakit (RS Online,
SISRUTE, SIRANAP, SIRS,
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IMN, [IKP, KRIS) Di
Kab/Kota

Validasi Data RS (SIRS
Online, SIRANAP,
SISRUTE, IMN, IKP, KRIS,
UTD) di Kab/Kota
Monitoring Pelaksanaan
Rekam Medik Elektronik
(RME) di Klinik dan TPMD
Workshop BLUD Puskesmas

- Pendampingan Kalibrasi dan

Validasi Data ASPAK RS

Program Pemenuhan  Penyediaan Layanan Pengelolaan 278.363.325.980,00 314.856.617.280,00 Penyediaan Kontribusi Iuran PBI
Upaya Kesehatan Kesehatan untuk UKP Jaminan Kesehatan ke Masyarakat Miskin
Perorangan dan Rujukan, UKM dan UKM  Masyarakat
Upaya Kesehatan Rujukan Tingkat Daerah
Masyarakat Provinsi
Program Penyediaan Layanan Pengelolaan 649.056.561,00 309.984.225,00 - Logis k Penyakit Potensial
Pemenuhan Upaya  Keschatan untuk UKP  Pelayanan KLB o '
Kesehatan Rujukan, UKM dan Kesehatan bagi - Media Komunikasi Informasi
Perorangan dan UKM Rujukan Tingkat ~ Penduduk pada Edukasi  (KIE) =kewaspadaan
U Kesehatan Daerah Provinsi Kondisi Kejadian Penyakit Potensi KLB/Wabah

paya ! - Koordinasi Lintas Sektor dan
Masyarakat Luar Biasa (KLB)

Lintas Program untuk
Penanggulangan Terhadap
Wilayah Terdampak KLB
Peningkatan kapasitas kader
dalam deteksi dini kasus
penyakit potensi KLB atau
wabah di Masyarakat
Koordinasi ~ Penanggulangan
KLB di Sumatera Utara
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- Koordinasi Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Potensi KLB/Wabah

- Pemeriksaan Spesimen
Penyakit Potensi KLLB

- Penyelidikan epidemiologi
(PE) dan penanggulangan
dugaan kejadiaan luar biasa

(KLB)
Program Pemenuhan  Penyediaan Layanan Pengelolaan 5.879.963.915,00 6.927.567.664,00 Penyediaan Suplementasi Gizi
Upaya Kesehatan Kesehatan untuk UKP Pelayanan berupa bagi Balita dan Susu Ibu
Perorangan dan Rujukan, UKM dan UKM  Kesehatan Gizi Hamil serta pemberian Stimulan
Upaya Kesehatan Rujukan Tingkat Daerah Masyarakat bagi keluarga berisiko stunting
Masyarakat Provinsi
Penyediaan Layanan Pengelolaan 142.895.000,00 -
Kesehatan untuk UKP Pelayanan
Rujukan, UKM dan Kesehatan Orang
UKM Rujukan Tingkat  dengan
Daerah Provinsi Kecanduan
NAPZA
Penyediaan Layanan Pengelolaan 396.234.000,00 317.959.000,00 1. Peningkatan Pengelolaan
Kesehatan untuk UKP  Pelayanan Skrining  dan  Surveilans
Rujukan, UKM dan Kesehatan Orang Kesehatan ~ Jiwa  Bagi
UKM Rujukan Tingkat ~ dengan Masalah Pengelola  Program  dan
Daerah Provinsi Kesehatan Jiwa Pen'g.elol_a Data Kabeotq; .
(ODMK) 2. Fasilitasi Rgpat Koordinasi
LP/LS Tim Pelaksana

Kesehatan Jiwa Masyarakat
(TPKJM) di Kab/Kota;
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3. Penanganan Orang Dengan
Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat
dan Kasus Pasung.
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Tabel 4.8

Rencana Program dan Kegiatan Dukungan Terhadap Penurunan Stunting Tahun 2025

Prioritas peningkatan
kualitas sumber daya
manusia dengan
kegiatan strategis
daerah

Program Pemenuhan
Upaya Kesehatan
Perorangan dan Upaya
Kesehatan Masyarakat

Penyediaan Fasilitas
Pelayanan, Sarana,
Prasarana dan Alat
Kesehatan untuk UKP
Rujukan, UKM dan
UKM Rujukan Tingkat
Daerah Provinsi

Pengadaan Obat, Bahan
Habis Pakai, Bahan
Medis Habis Pakai,
Vaksin, Makanan dan
Minuman di Fasilitas
Kesehatan

12.909.030.442,00

12.840.766.690,00

1.

Pengadaan Obat Dan
Perbekalan Keschatan Buffer
Stok Provinsi;

Sosialisasi Pelaksanaan Gema
Cermat dan Opmalisasi AoC
dalam  rangka mendukung
Germas dan Upaya Penurunan
Stunting;

Kefarmasian dan BMHP -
PENGADAAN OBAT
PROGRAM (BOK
PROVINSI;

Monitoring  dalam  rangka
Pemantauan Ketersediaan Obat
dan Vaksin di Kabupaten/Kota

GIZ1

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKP
Rujukan, UKM dan
UKM Rujukan Tingkat
Daerah Provinsi

Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan Anak

2.143.302.100,00

1.079.986.200,00

Fasilitasi Daerah untuk
Implementasi Pelayanan
Skrining Bayi Baru Labhir;
Orientasi Antenatal Care (ANC)
dan USG Obstetri  Dasar
Terbatas Bagi Dokter Umum;
Penguatan Tenaga Kesehatan
dalam Pencatatan Pelaporan
Elektronik Pelayanan Kesehatan
Ibu dan Anak;

Penyediaan Buku Kesehatan Ibu
dan Anak dalam rangka
percepatan penurunan stunting;
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Pertemuan Evaluasi dan

Penguatan Program Penurunan
AKI AKB;

Workshop Pelayanan Obstetri
Neonatal Emergency
Komprehensif (PONEK) 24
Jam;

Analisa Data serta pengkajian
kema an ibu dan anak AMPSR
(Audit  Maternal  Perinatal
Surveilans dan Respons);
Koordinasi  LP/LS  dalam
penguatan implementasi
pelayanan kesehatan Anak Usia
Sekolah dan Remaja Tingkat
Provinsi;

Pertemuan Evaluasi dan
Penguatan Program Penurunan
AKI AKB

Pengelolaan Pelayanan 100.582.370,00
Kesehatan Usia
Produktif

43.174.000,00

Bimbingan Teknis Program
Kesehatan Reproduksi Terhadap
Calon Pengantin Dalam
Pengarusutamaan Gender

Pengelolaan Pelayanan 5.879.963.915,00
Kesehatan Gizi
Masyarakat

6.927.567.664,00

1.

2.
3.

Pertemuan Manajemen Program
Gizi;

Penyediaan Susu Balita Pkmk;
Penyediaan Susu Ibu Hamil
Dalam Rangka  Percepatan
Penurunan Stunting;

Verifikasi dan Sinkronisasi Data
Status Gizi Balita Di Kab/Kota
Tahun 2025;
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Pemberian Bantuan Stimulan
bagi Keluarga Beresiko
Stunting.

Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Lingkungan

315.471.040,00

126.118.000,00 1.

Inspeksi Kesehatan Lingkungan
Fasyankes terkait Tata Laksana
Pengelolaan Limbah Medis;

Pelatihan Keamanan Pangan
Siap Saji bagi Penjamah Pangan
pada  Tempat Pengelolaan
Pangan dan Satuan Pelayanan
Penyedia  Program  Makan

Bergizi Gratis;
Sertifikasi  Laik  Hygiene
Sanitasi pada Tempat

Pengelolaan Pangan dan Satuan
Pelayanan Penyedia Program
Makan Bergizi Gratis

Pengelolaan Pelayanan
Promosi Kesehatan

1.646.005.356,00

2.059.670.666,00 1.
2.

Hari Kesehatan Nasional
Peningkatan ~ Peran Serta
Masyarakat dan Lintas Sektor
melalui  Forum  Koordinasi
Pelaksanaan Gerakan
Masyarakat ~ Hidup  Sehat
(Germas)

Workshop Advokasi Gerakan
Masyarakat ~ Hidup  Sehat
(Germas) Kabupaten/Kota
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Komunikasi, Informasi dan
Edukasi (KIE) GERMAS
Melalui Berbagai Media - Media
Cetak

Perlombaan Kab/Kota
Pelaksana  Terbaik  Bidang
Kesehatan (Lomba
PHBS,LBS,Posyandu, IVA
Test)6. Workshop Advokasi
Gerakan Masyarakat Hidup
Sehat (Germas) Kabupaten/Kota

Pengelolaan Jaminan 278.353.325.980,00 314.856.617.280,00 Penyediaan Kontribusi [uran
Jaminan Kesehatan kepada
Masyarakat Miskin (PBI)

Kesehatan Masyarakat

Pengelolaan Surveilans 811.655.300,00 684.193.000,00
Kesehatan

1.

Media Komunikasi Informasi
Edukasi (KIE) kewaspadaan
Penyakit yang Dapat Dicegah
dengan Imunisasi (PD3I);
Verifikasi sinyal/rumor,
PE/pelacakan kontak penyakit
berpotensi KLB/Wabah, serta
PE penyakit menular lainnya,
keracunan makanan dan
penyehatan lingkungan;
Validasi data sasaran/cakupan
penemuan kasus dalam rangka
pencegahan dan pengendalian
penyakit;

Surveilans Aktif Rumah Sakit
dan Hospital Record Review
(HRR);

Deteksi Dini Infeksi Emerging
di RS dan Fasyankes dalam
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Surveilans Syndrome Zoonosis
Disease;
. Supervisi dan Pendampingan
Pelaksanaan ~ Imunisasi  di
Kab/Kota.

Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Penyakit
Menular dan Tidak
Menular

2.604.167.988,00

3.111.399.710,00

. Survey Evaluasi Intensitas

Penyakit Kecacingan Guna
Cegah Stunting Pada Anak Usia
Sekolah;

. Pemantauan dan  Penilaian

Penatalaksanaan Kasus Penyakit
Menular  Berpotensi  KLB/
Wabah serta Percepatan
Eliminasi Penyakit Menular;

. Deteksi Dini Faktor Resiko

Penyakit Tidak Menular
Prioritas Terpadu;

. Pemeriksaan Kesehatan Dasar

Untuk Semua Kelompok Usia
(Bayi, Balita, Remaja, Dewasa,
Dan Lansia)

. Workshop Penatalaksanaan

Penyakit Pneumonia  Pada
Balita;

. Pertemuan Koordinasi dengan

Petugas HIV, Komunitas dan
Orang dengan HIV (ODHIV)
Sebagai Upaya Pemberdayaan
Komunitas  Dalam  Upaya
Pencegahan dan Pengendalian
HIV;
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7. Kegiatan aktif skrining TB dan
deteksi dini infeksi laten TB

terintegrasi pemberian  obat
pencegahan bagi kontak
serumah/ kontak erat dengan
pasien TB

8. Media Promosi/ Penyebarluasan
Informasi  dan  Tatalaksana
Program Penanggulangan TB;

9. Pertemuan  Validasi  Data
Program  Pencegahan  dan
Pengendalian Penyakt Tidak
Menular (P2PTM);

10. Bimbingan Teknis Program TB
dengan Strategi Directly
Observed Treatment
Shortcourse (DOTS)

Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia
Kesehatan

Perencanaan Pemenuhan Kebutuhan
Kebutuhan Sumber Sumber Daya Manusia
Daya Manusia Kesehatan

Kesehatan untuk UKM

dan UKP Provinsi

675.212.175,00

3.566.222.700,00

1. Workshop Perencanaan dan
Perhitungan Kebutuhan Sumber
Daya  Manusia  Kesehatan
Provinsi Sumatera Utara;

2. Pemutakhiran Data
Ketersediaan dan  Distribusi
Dokter Spesialis di RSUD;

3. Distribusi Dokter  Spesialis
melalui Dokter Residen dalam
rangka Pemenuhan Kebutuhan
SDMK di RS dalam rangka
Penguatan Pelayanan
Kesehatan;

4. Pemenuhan Kebutuhan SDMK
melalui Pemberian Beasiswa
Dokter Spesialis pada Daerah
DTPK Kepulauan Nias dan
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UPTD Rumah Sakit Dinas
Kesehatan Provsu

Pemberdayaan
Masyarakat Bidang
Kesehatan

Advokasi,
Pemberdayaan,
Kemitraan,
Poeningkatan Peran
Serta Masyarakat dan
Lintas Sektor Tingkat
Daerah Provinsi

Peningkatan Upaya
Advokasi Kesehatan,
Pemberdayaan,
Penggalangan
Kemitraan, Peran serta
Masyarakat dan Lintas
Sektor Tingkat Daerah
Provinsi

2.882.432.300,00

5.610.128.850,00

1.

Jambore  Kader  Posyandu
Tingkat Provinsi  Sumatera
Utara;

Pelatihan Keterampilan Dasar
Kader Posyandu Secara Hybrid;
Pendampingan Secara Daring
Pelaksanaan Penerapan ILP di
Puskesmas;

Sertifikat Kader Utama
Posyandu;

Cenderamata  Kaos  Kader
Posyandu;

Jambore  Kader  Posyandu
Tingkat Provinsi  Sumatera
Utara;

Cinderamata Bidan Kit untuk
Bidan yg bertugas ke Posyandu;

Model Media Informasi
Kampanye Kesehatan
KIE Pemberian  Makanan

Jajanan Sehat
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Pemenuhan  Upaya
Kesehatan
Perorangan dan
Upaya Kesehatan
Masyarakat

Tabel 4.9

Rencana Program dan Kegiatan Dukungan Responsif Gender Tahun 2025

Penyediaan Fasilitas
Pelayanan Sarana,
Prasarana dan Alat
Kesehatan untuk UKP

Rujukan, UKM dan UKM
Rujukan Tingkat Daerah
Provinsi

Pengembangan Pendekatan
Pelayanan Kesehatan di DTPK
(Pelayanan Kesehatan Bergerak,
Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan
Berbasis Telemedicine, dll)

Optimalisasi Pelayanan Kesehatan
Bergerak melalui Bus Kesehatan Bergerak;
Pelayanan Kesehatan Bergerak di Daerah
Terpencil dan Sangat Terpencil
TerintegrasiPelayanan Kesehatan Bergerak
(PKB) Terintegrasi dan Bus Kesehatan
Bergerak

3.076.369.918,00 84.350.000,00

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Rawat Inap UPTD 1,564,870,000.00 1,564,870,000.00
Fasilitas  Kesehatan = Lainnya RSK Paru

Kesehatan

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung UPTD RSK Mata 1.623.000.000,00
Rumah Sakit

Pengadaan Obat, Bahan Habis
Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,,
Vaksin, Makanan dan Minuman di
Fasilitas Kesehatan

1.

PENGADAAN OBAT DAN
PERBEKALAN KESEHATAN BUFFER
STOK PROVINSI

2. Sosialisasi Pelaksanaan Gema Cermat
dan Opmalisasi AoC dalam rangka
mendukung Germas dan Upaya Penurunan
Stunng;

Sosialisasi Pelaksanaan Gema Cermat dan
Opmalisasi AoC dalam rangka mendukung
Germas dan Upaya Penurunan Stunting;
Kefarmasian dan BMHP - PENGADAAN
OBAT PROGRAM  GIZI (BOK
PROVINSI;

Monitoring dalam rangka Pemantauan
Ketersediaan Obat dan Vaksin di
Kabupaten/Kota

12,909,030,442.00 12,909,030,442.00

Penyediaan
Kesehatan

Layanan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan

untuk  UKP bagi Penduduk Terdampak Krisis

Penyediaan Logistik Krisis Kesehatan;

629,715,108.00 629,715,108.00
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Rujukan, UKM dan UKM Kesehatan Akibat Bencana 2. Peningkatan Kapasitas Petugas

Rujukan Tingkat Daerah dan/atau Berpotensi Bencana Kesehatan dalam rangka
Provinsi Penanggulangan Krisis Kesehatan;
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 1. Logis k Penyakit Potensial KLB; 649.056.561,00 309.984.225,00
bagi Penduduk pada Kondisi 2 Media Komunikasi Informasi Edukasi
Kejadian Luar Biasa (KLB) (KIE) kewaspadaan Penyakit Potensi
KLB/Wababh;

3. Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas
Program untuk Penanggulangan Terhadap
Wilayah Terdampak KLB;

4. Peningkatan kapasitas kader dalam deteksi
dini kasus penyakit potensi KLB atau
wabah di Masyarakat;

5. Koordinasi Penanggulangan KLB di
Sumatera Utara;

6. Koordinasi Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Potensi
KLB/Wababh;

7. Pemeriksaan Spesimen Penyakit Potensi
KLB;

8. Penyelidikan epidemiologi (PE) dan
penanggulangan dugaan kejadiaan luar

biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 1. Fasilitasi Daerah untuk Implementasi 2.143.302.100,00 1.079.986.200,00
Ibu dan Anak Pelayanan Skrining Bayi Baru Labhir;

2. Orientasi Antenatal Care (ANC) dan USG
Obstetri Dasar Terbatas Bagi Dokter

Umum;
3. Penguatan Tenaga Kesehatan dalam
Pencatatan Pelaporan Elektronik

Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak;
4. Penyediaan Buku Kesehatan Ibu dan Anak
dalam rangka percepatan penurunan

stunting;
5. Pertemuan Evaluasi dan Penguatan
Program Penurunan AKI AKB;
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6. Workshop Pelayanan Obstetri Neonatal
Emergency Komprehensif (PONEK) 24
Jam;

7. Analisa Data serta pengkajian kema an ibu
dan anak AMPSR (Audit Maternal
Perinatal Surveilans dan Respons);

8. Koordinasi LP/LS dalam penguatan
implementasi pelayanan kesehatan Anak
Usia Sekolah dan Remaja Tingkat Provinsi;

9. Pertemuan Evaluasi dan Penguatan

Program Penurunan AKI AKB.

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bimbingan Teknis Program Kesehatan 100.582.370,00 43.174.000,00
Usia Produktif Reproduksi Terhadap Calon Pengantin Dalam

Pengarusutamaan Gender
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gerakan Pelayanan Kesehatan Lanjut 303,373,734.00 303,373,734.00
Usia Lanjut Usia Dalam Rangka Hari Lanjut Usia

Nasional (HLUN)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 1. Pertemuan Manajemen Program Gizi; 5,879,963,915.00 5,879,963,915.00
Gizi Masyarakat 2. Penyediaan Susu Balita Pkmk;

3. Penyediaan Susu Ibu Hamil Dalam Rangka
Percepatan Penurunan Stunting;
4. Verifikasi dan Sinkronisasi Data Status
Gizi Balita Di Kab/Kota Tahun 2025;
5. Pemberian Bantuan Stimulan bagi Keluarga
Beresiko Stunting.

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 1. Penguatan Pos Upaya Kesehatan Kerja 186,230,000.00 74,668,000.00
Kerja dan Olahraga bagi Pekerja Informal (
Petani/Nelayan/UMKM);

2. Penguatan dan peningkatan Kebugaran
Jasmani pada anak sekolah;

3. Pemantauan dan pemeriksaan
Pengemudi;
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Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 1. Inspeksi Kesehatan Lingkungan Fasyankes 315,471,040.00 315,471,040.00
Lingkungan terkait Tata Laksana Pengelolaan Limbah
Medis;

2. Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji bagi
Penjamah Pangan pada Tempat
Pengelolaan Pangan dan Satuan Pelayanan
Penyedia Program Makan Bergizi Gratis;
3. Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi pada
Tempat Pengelolaan Pangan dan Satuan
Pelayanan Penyedia Program Makan
Bergizi Gratis
Pengelolaan Pelayanan Promosi Hari Kesehatan Nasional 1,646,005,356.00 1,646,005,356.00
Kesehatan 2. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan
Lintas Sektor melalui Forum Koordinasi
Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup
Sehat (Germas)
3. Workshop Advokasi Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat (Germas) Kabupaten/Kota
4. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
GERMAS Melalui Berbagai Media - Media

—_

Cetak;
5. Perlombaan Kab/Kota Pelaksana Terbaik
Bidang Kesehatan (Lomba

PHBS,LBS,Posyandu, IVA Test)6.

Workshop Advokasi Gerakan Masyarakat

Hidup Sehat (Germas) Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan =~ Bimbingan Tehnis Pelayanan Kesehatan 71,560,760.00 71,560,760.00
Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Tradisional Asuhan Mandiri Toga dan
Mandiri dan Tradisional Lainnya Akupresur Kabupaten/Kota
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Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 1. Survey Evaluasi Intensitas Penyakit 2,604,167,988.00 2,604,167,988.00
Penyakit Menular dan Tidak Kecacingan Guna Cegah Stunting Pada
Menular Anak Usia Sekolah;

2. Pemantauan dan Penilaian
Penatalaksanaan Kasus Penyakit Menular
Berpotensi KLB/ Wabah serta Percepatan
Eliminasi Penyakit Menular;

3. Deteksi Dini Faktor Resiko Penyakit Tidak
Menular Prioritas Terpadu;

4. Pemeriksaan Kesehatan Dasar Untuk
Semua Kelompok Usia (Bayi, Balita,
Remaja, Dewasa, Dan Lansia)

5. Workshop  Penatalaksanaan  Penyakit
Pneumonia Pada Balita;

6. Pertemuan Koordinasi dengan Petugas
HIV, Komunitas dan Orang dengan HIV
(ODHIV) Sebagai Upaya Pemberdayaan
Komunitas Dalam Upaya Pencegahan dan
Pengendalian HIV;

7. Kegiatan aktif skrining TB dan deteksi dini
infeksi laten TB terintegrasi pemberian
obat pencegahan bagi kontak serumah/
kontak erat dengan pasien TB

8. Media Promosi/ Penyebarluasan Informasi
dan Tatalaksana Program Penanggulangan
TB;

9. Pertemuan Validasi Data  Program
Pencegahan dan Pengendalian Penyakt
Tidak Menular (P2PTM);

Bimbingan Teknis Program TB dengan

Strategi Directly Observed Treatment

Shortcourse (DOTS)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pendampingan Pemeriksaan Kesehatan 33,900,000.00 33,900,000.00
Haji Jemaah selama Embarkasi dan Debarkasi
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Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 1. Peningkatan Pengelolaan Skrining dan 396.234.000,00 317.959.000,00
Orang dengan Masalah Kesehatan Surveilans ~ Keschatan ~ Jiwa  Bagi
Jiwa (ODMK) Pengelola Program dan Pengelola Data

Kab/Kota

2. Fasilitasi Rapat Koordinasi LP/LS Tim
Pelaksana Keschatan Jiwa Masyarakat
(TPKJIM) di Kab/Kota

3. Penanganan Orang Dengan Gangguan
Jiwa (ODGJ) Berat dan Kasus Pasung

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 142.895.000,00 0,00
Orang dengan Kecanduan NAPZA

Pengelolaan Jaminan Kesehatan Memberikan Bantuan Iuran Jaminan — 278.353.325.980,00  314.856.617.280,00
Masyarakat Keshatan kepada Masyarakat (PBI)

Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1. Media Komunikasi Informasi Edukasi 811.655.300,00 684.193.000,00
(KIE) kewaspadaan Penyakit yang Dapat
Dicegah dengan Imunisasi (PD31);

2. Verifikasi sinyal/rumor, PE/pelacakan
kontak penyakit berpotensi KLB/Wabah,
serta PE penyakit menular lainnya,
keracunan makanan dan penyehatan
lingkungan;

3. Validasi data sasaran/cakupan penemuan
kasus dalam rangka pencegahan dan
pengendalian penyakit;

4. Surveilans Aktif Rumah Sakit dan Hospital
Record Review (HRR);

5. Deteksi Dini Infeksi Emerging di RS dan
Fasyankes dalam Surveilans Syndrome
Zoonosis Disease;

Supervisi dan Pendampingan Pelaksanaan

Imunisasi di Kab/Kota.

Koordinasi  dan  Sinkronisasi Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan 462,356,000.00 180,872,000.00
Penerapan SPM Bidang Kesehatan SPM Bidang Kesehatan
Lintas Kabupaten/Kota
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Pembinaan Pelaksanaan Upaya 1. Penguatan Sistem Informasi Rumah 896,383,910.00 525,073,000.00
Pelayanan Kesehatan Sakit (RS  Online, SISRUTE,

SIRANAP, SIRS, IMN, IKP, KRIS) Di

Kab/Kota;

2. Validasi Data RS (SIRS Online,
SIRANAP, SISRUTE, IMN, IKP,
KRIS, UTD) di Kab/Kota;

3. Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer
Sesuai Standar;

4. Advokasi  Koordinasi,  Supervisi
Bimbingan teknis dan  Evaluasi
penyelenggaraan laboratorium
kesehatan,;
5. Pendampingan Kalibrasi dan Validasi
Data ASPAK RS.
Investigasi Lanjutan Kejadian Surveilans KIPI dan Investigasi kasus 38,642,000.00 14,958,000.00

Ikutan Pasca Imunisasi dan kejadian ikutan pasca imunisasi bersama
Pemberian Obat Massal oleh komda PP KIPI provinsi sumatera utara

Kabupaten/Kota
Penyediaan  dan  Pengelolaan Dukungan Tim Kesehatan dalam Berbagai 880.069.029,00 353.103.599,00
Sistem Penanganan Gawat Darurat Event/Kegiatan Provinsi dan/atau
Terpadu (SPGDT) Pusat/Daerah
Penyelenggaraan  Sistem Pengelolaan  Sistem Informasi 1. Bimbingan Teknis Aplikasi PMKDR; 673,223,387.00 285,902,587.00
Informasi Kesehatan Kesehatan 2. Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi
Secara Terintegrasi Sumatera Utara;
3. Validasi Data Profil Kesehatan Provinsi
Sumatera Utara;
4. Pertemuan Penguatan Pemanfaatan
Sistem Informasi Logistik Terintegras;
Penerbitan Izin Rumah Peningkatan Tata Kelola Rumah Belanja Hibah Rumah Sakit Bhayangkara 3,114,983,788.00 2,110,440,000.00
Sakit Kelas B dan Fasilitas Sakit Tingkat I Medan

Pelayanan Kesehatan
Tingkat Daerah Provinsi
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Peningkatan
Kapasitas
Daya
Kesehatan

Sumber
Manusia

Perencanaan  Kebutuhan
Sumber Daya Manusia
Kesehatan Untuk UKM
dan UKP Provinsi

Pemenuhan kebutuhan sumber

daya manusia Kesehatan

1. Workshop

Perencanaan dan
Perhitungan Kebutuhan Sumber Daya
Manusia Kesehatan Provinsi Sumatera
Utara;

. Pemutakhiran Data Ketersediaan dan

Distribusi Dokter Spesialis di RSUD;

. Distribusi Dokter Spesialis melalui

Dokter Residen dalam  rangka
Pemenuhan Kebutuhan SDMK di RS
dalam rangka Penguatan Pelayanan
Kesehatan;\Pemenuhan Kebutuhan
SDMK melalui Pemberian Beasiswa
Dokter Spesialis pada Daerah DTPK
Kepulavan Nias dan UPTD Rumah
Sakit Dinas Kesehatan Provsu

675.212.175,00

3.566.222.700,00

Pengembangan Mutu dan
Peningkatan Kompetensi
Teknis  Sumber Daya
Manusia Kesehatan
Tingkat Daerah Provinsi

Peningkatan ~ Kompetensi  dan
Kualifikasi Sumber Daya Manusia
Kesehatan

Pelatihan Tim Gerak Cept (TGC)
Kesiapsiagaan, Kewaspadaan Dini,
dan Respon Menghadapi Penyakit
Infeksi Emerging di Pintu Masuk
Negara (Bandara, Pelabuhan dan
PLBDN) dan Wilayah

Pelatihan Edukator Diabetes Nasional
Tingkat Dasar Bagi Tenaga Kesehatan
Uji Kompetensi Jabatan Fungsional
Kesehatan

648,877,400.00

253,632,000.00

Sediaan Farmasi,
Alat Kesehatan dan
Makanan Minuman

Penerbitan Pengakuan
Pedagang Besar Farmasi
(PBF) Cabang dan Cabang
Penyalur Alat Kesehatan
(PAK)

Pengendalian dan Pengawasan
serta Tindak Lanjut Penerbitan
Pengakuan PBF Cabang dan
Cabang PAK

. Workshop  Sertifikat

. Workshop  Sertifikat

. Monitoring dan

Standar dan
Sertifikasi CDAKB pada Penyalur Alat
Kesehatan

Standar dan
Sertifikasi CDAKB pada Penyalur Alat
Kesehatan

Evaluasi  Sarana
Kesehatan/Sarana

Produksi Alat

263.160.000,00

172.108.000,00
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Produksi PKRT/Sarana Distribusi Alat
Kesehatan

Pemberdayaan Advokasi, Pemberdayaan, Peningkatan Upaya Advokasi 1. Jambore Kader Posyandu Tingkat 5.610.128.850,00
Masyarakat Bidang Kemitraan, Peningkatan Kesehatan, Pemberdayaan, Provinsi Sumatera Utara; 2.882.432.300,00
Kesehatan Peran Serta Masyarakat Penggalangan Kemitraan, Peran 2. Pelatihan Keterampilan Dasar Kader
dan Lintas Sektor Tingkat serta Masyarakat dan Lintas Sektor Posyandu Secara Hybrid;
Daerah Provinsi Tingkat Daerah Provinsi 3. Pendampingan Secara Daring
Pelaksanaan  Penerapan ILP  di
Puskesmas;
4. Sertifikat Kader Utama Posyandu;
5. Cenderamata Kaos Kader Posyandu;
6. Jambore Kader Posyandu Tingkat
Provinsi Sumatera Utara;
7. Cinderamata Bidan Kit untuk Bidan yg
bertugas ke Posyandu;
8. Model Media Informasi Kampanye
Kesehatan
9. KIE Pemberian Makanan Jajanan Sehat
Penunjang Urusan Perencanaan, Penyusunan Dokumen 1. Forum Perangkat Daerah Bidang 1,109,662,800.00 93,948,750.00

Pemerintah Daerah
Provinsi

Penganggaran dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

Perencanaan Perangkat Daerah
2.
3.

Kesehatan
Penyusunan Renja Perangkat Daerah
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan Lainnya

Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor
Dinas Kesehatan

6,564,482,368.00 1,843,350,000.00
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Rencana kerja dan pendanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan
kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 selanjutnya dapat dilihat pada Tabel
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan

Maju Tahun 2026, seperti terlihat pada tabel berikut ini :
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Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Tabel 4. 10

NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN/
PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR
PROGRAM /
KEGIATAN /
SUB
KEGIATAN

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2026

TARGET 2025

PAGU INDIKATIF (Rp)

SEBELUM

SESUDAH

RKPD 2025

APBD 2025

RKPD PERUBAHAN
2

Bertambah/
Berkurang (10-12)

LOKASI

SUMBE
R DANA

TARGET

PAGU INDIKATIF
(Rp)

5

6

7

8

10

1"

14

DINAS KESEHATAN

805.298.824.307,00

940.293.649.655,00

949.959.502.692,00

144.660.678.385,0
0

901.034.696.431,00

URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG
BERKAITAN
DENGAN
PELAYANAN
DASAR

805.298.824.307,00

940.293.649.655,00

949.959.502.692,00

144.660.678.385,0
0

901.034.696.431,00

1.02

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
KESEHATAN

805.298.824.307,00

940.293.649.655,00

949.959.502.692,00

144.660.678.385,0
0

901.034.696.431,00

1.02.01

PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

400.600.255.285,00

492.859.315.979,00

471.663.839.352,00

66.673.445.384,00

467.273.700.669,00

1.02.01.1.01

Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

1.749.741.450,00

1.962.575.262,00

278.197.862,00

-1.471.543.588,00

1.678.978.190,00

1.02.01.1.01.0001

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah
Dokumen
Perencanaan
Perangkat
Daerah

3 Dokumen

3 Dokumen

909.438.000,00

1.109.662.800,00

93.948.750,00

-815.489.250,00

Semua
Kota/Kab
, Semua
Kecamat
an,
Semua
Kel/Desa

PENDAP
ATAN
ASLI
DAERA
H (PAD)

607.815.600,00

1.02.01.1.01.0002

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
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CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN /BIDANG | INDIKATOR [AUN}2026
URUSAN / PROGRAM /
NO KODE PROGRAM | KEGIATAN/ TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)
P
KE&?&G#A:UB KEcS;IlIJ\?rAN Bertambah/ LOKASI SUMBE TARGET PAGU INDIKATIF
RKPD PERUBAHAN Berkurang (10-12) R DANA (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 2025
1 2 B) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 i3 14

Jumlah 1 Dokumen 1 Dokumen 18.810.000,00 18.810.000,00 13.640.000,00 -5.170.000,00 | Semua PENDAP 22.000.000,00
Dokumen Kota/Kab ATAN
RKA-SKPD , Semua ASLI
dan Laporan Kecamat DAERA
Hasil an, H (PAD)
Koordinasi Semua
Penyusunan Kel/Desa
Dokumen
RKA-SKPD

1.02.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen

Perubahan RKA-SKPD

Jumlah 3 Dokumen 3 Dokumen 35.475.000,00 35.506.150,00 15.000.000,00 -20.475.000,00 | Semua PENDAP 42.000.000,00
Dokumen Kota/Kab | ATAN
Perubahan , Semua ASLI
RKA-SKPD Kecamat DAERA
dan Laporan an, H (PAD)
Hasil Semua
Koordinasi Kel/Desa
Penyusunan
Dokumen
Perubahan
RKA-SKPD

1.02.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Jumlah 1 Dokumen 1 Dokumen 18.880.000,00 28.695.200,00 16.540.650,00 -2.339.350,00 | Semua PENDAP 22.000.000,00
Dokumen Kota/Kab | ATAN
DPA-SKPD , Semua ASLI
dan Laporan Kecamat DAERA
Hasil an, H (PAD)
Koordinasi Semua
Penyusunan Kel/Desa
Dokumen
DPA-SKPD

1.02.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Jumlah 3 Dokumen 3 Dokumen 45.839.850,00 45.839.850,00 51.490.450,00 5.650.600,00 | Semua PENDAP 50.000.000,00
Dokumen Kota/Kab ATAN
Perubahan , Semua ASLI
DPA-SKPD Kecamat DAERA
dan Laporan an, H (PAD)
Hasil Semua
Koordinasi Kel/Desa
Penyusunan
Dokumen
Perubahan
DPA-SKPD
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CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN /BIDANG | INDIKATOR TAHUN 2026
URUSAN / PROGRAM /
NO KO